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VISI, MISI, ASAS, DAN 
NILAI-NILAI KPK
VISI
“Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi 
yang berintegritas, efektif, dan efisien”

MISI
1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang 

berwenang melakukan pemberantasan TPK;
2.  Melakukan supervisi terhadap instansi yang 

berwenang melakukan pemberantasan TPK;
3.  Melakukan penyelidikan, penyidikan,dan penuntutan 

terhadap TPK;
4.  Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK;
5.  Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan 

pemerintah negara.
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ASAS
•  Kepastian Hukum
•  Keterbukaan
•  Akuntabilitas
•  Kepentingan Umum
•  Proporsionalitas

NILAI
•  Religiusitas
•  Integritas
•  Keadilan
•  Profesionalisme
•  Kepemimpinan
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sama dengan harapan masyarakat bahwa tanda 
tangan para kandidat di salah satu halaman buku itu, 
merupakan representasi komitmen antikorupsi yang akan 
direalisasikan bila terpilih. Di sisi lain, momentum itu 
juga disaksikan masyarakat yang akan mengawasi kinerja 
sang pemimpin.

Sejumlah langkah strategis lain juga dilakukan 
KPK dalam mengawal pemilu, di antaranya dengan 
mengumandangkan tagline “Pilih yang Jujur”. 
Menyebarkan pemahaman betapa pentingnya hanya 
memilih figur yang diyakini jujur dan bersih untuk 
menggawangi negeri ini. Melulu demi terciptanya 
pemerintahan yang tidak hanya pro, juga aktif dan 
bersungguh-sungguh dalam usaha melawan korupsi. 
Pemilu dan agenda politik di 2014, tidak lantas membuat 
KPK hanya fokus ke sana. Serangkaian program dan 
upaya pemberantasan korupsi lain terus dilakukan. 
Penyelamatan kekayaan negara, terus digeber. Bangsa 
kaya-raya ini tak boleh takluk oleh para penggarong, baik 
yang secara terang-terangan maupun yang secara halus, 
mencoba memanfaatkan lubang-lubang dalam sistem 
pengelolaan.

Pertambangan mineral dan batu bara, anggaran 
pendidikan dan kesehatan, serta pemanfaatan laut dan 
perikanan adalah beberapa yang masuk dalam daftar 
kajian KPK di tahun 2014 untuk segera mendapatkan 
perbaikan. Sembari terus melakukan perbaikan tata kelola 
di sektor kehutanan dan ketahanan pangan.

Upaya pencegahan korupsi juga dilakukan dengan 
menyulut partisipasi publik. Masyarakat adalah salah 
satu faktor penentu utama keberhasilan pemberantasan 
korupsi. Karena itu, peningkatan partisipasi publik, 
berbanding lurus dengan semakin cepatnya bangsa ini 
melenyapkan korupsi. Serangkaian program dirancang 
dan dijalankan, tidak hanya untuk meningkatkan 
pemahaman publik akan bahaya korupsi, juga mendorong 
masyarakat untuk bergerak, berkontribusi, dan ambil 
bagian dalam barisan perlawanan terhadap korupsi.
Di sektor penindakan, langkah taktis dilakukan. 
Pemberian efek jera terus ditingkatkan bagi para pelaku 
korupsi. Di 2014 ini, kali pertama KPK menuntut 
terdakwa dengan hukuman seumur hidup. Selain itu, 
tuntutan hukuman tambahan juga dilakukan. Ini adalah 
pesan bahwa KPK tidak main-main dalam menindak 
koruptor. 

Akhir kata, semoga apa yang dilakukan KPK di 2014 ini 
bisa semakin mendekatkan kita pada mimpi mewujudkan 
Indonesia yang bebas dari korupsi. Sembari tak bosan-
bosannya kami terus mengajak semua pihak untuk 
bergandengan tangan, menyatukan barisan melawan 

Salam Antikorupsi!
Pimpinan KPK

Didaulat sebagai tahun politik, memasuki 2014, ingar-
bingar politik sudah mulai terasa. Seiring itu pula, KPK 
ambil bagian dalam menyongsong dan mengawal agenda 
penting di tahun itu, yaitu pemilihan umum. Sebab, 
suksesi kepemimpinan nasional menjadi pintu gerbang 
keberlangsungan pemberantasan korupsi. 

KPK memandang dengan optimistis bahwa pemimpin 
yang berintegritas adalah mimpi yang bisa diwujudkan. 
Program Pemilu Berintegritas 2014, merupakan tonggak 
untuk mendapatkan pemimpin itu, yang bisa membawa 
bangsa ini lebih baik dari waktu ke waktu. 

Salah satu yang KPK lakukan, misalnya, mendorong 
komitmen kandidat presiden melalui penandatanganan 
buku putih yang berisikan delapan agenda pemberantasan 
korupsi yang direkomendasikan KPK. Harapan KPK 

PENGANTAR PIMPINAN KPK tetap memandang dengan 
optimistis bahwa pemimpin yang 
berintegritas adalah mimpi yang 
bisa diwujudkan



 ix
Laporan Tahunan 2014

melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 
terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan 
TPK; dan memonitor terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan negara.

Keberadaan KPK, yang didasari pada Undang-Undang 
No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, bukan untuk mengambil alih 
tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang 
ada sebelumnya. Justru, dalam penjelasannya, undang-
undang itu mengamanatkan KPK juga berperan sebagai 
mekanisme pemicu (trigger mechanism) yang mendorong 
dan menstimulasi agar upaya pemberantasan korupsi 
yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga itu, menjadi 
lebih efektif dan efisien sehingga manfaatnya bisa 
dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
Tidak semua tindak pidana korupsi bisa ditangani KPK. 
KPK hanya bisa menangani korupsi yang melibatkan 
aparat penegak hukum, penyelenggara negara (PN), 
dan orang lain yang memiliki kaitan dengan TPK yang 
dilakukan aparat penegak hukum dan PN. Syarat kerugian 
negara yang diderita, mensyaratkan paling sedikit sebesar 
satu miliar rupiah. Selain dua hal itu, kasus korupsi 
itu juga harus mendapat perhatian dan meresahkan 
masyarakat. 

Dalam menjalankan tugas itu, KPK dipimpin oleh lima 
orang yang terdiri dari satu orang ketua merangkap 
anggota, dan empat orang wakil ketua merangkap 
anggota, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur 
masyarakat. 

Dalam mengambil keputusan, pimpinan KPK bersifat 
kolektif kolegial dan berpedoman pada lima azas, 
yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, 
kepentingan umum dan proporsionalitas. Para pimpinan 
KPK memegang jabatan selama empat tahun, dan dapat 
dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan.
Kelima pimpinan itu, membawahkan empat bidang yang 
dipimpin masing-masing oleh seorang deputi, yakni 
bidang Penindakan, Pencegahan, Informasi dan Data, 
serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
KPK juga dibantu oleh seorang sekretaris jenderal 
yang bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. 
Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh 
presiden. Pada aspek kelembagaan, ketentuan mengenai 
struktur organisasi KPK, diatur sedemikian rupa 
sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat 
berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang 
dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan tugas operasional, 
KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan 
kompetensi yang dibutuhkan.

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat 
independen. Itu artinya, dalam menjalankan tugasnya, 
KPK terbebas dari kepentingan dan kekuasaan apapun. 
KPK bertanggung jawab kepada masyarakat dengan 
menyampaikan laporannya secara terbuka kepada 
presiden, DPR dan BPK.

Adapun tugas KPK adalah berkoordinasi dengan instansi 
yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 
pidana korupsi (TPK); melakukan supervisi terhadap 
instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; 

SEKILAS KPK Keberadaan KPK bukan untuk 
menafikan eksistensi lembaga 
yang sudah ada. Justru 
menguatkan, sehingga dampak 
pemberantasan korupsi bisa 
langsung dirasakan manfaatnya.
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dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi.

Perhatian Publik
Sepanjang tahun 2014, terdapat peristiwa yang menyita 
perhatian publik. Salah satunya adalah revisi Rancangan 
Undang-Undang (RUU) KUHP dan RUU KUHAP yang 
dilakukan oleh DPR atas inisiatif pemerintah. 
KPK berpendapat, suatu perubahan adalah keniscayaan. 
Namun upaya penyusunan atas kedua RUU itu 
haruslah ditujukan kepada kebutuhan yang riil untuk 
memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa saat ini. 
Beberapa ketentuan dalam RUU KUHAP dipandang akan 
menyulitkan upaya penegak hukum dan menegasikan 
kewenangan penuntutan KPK, antara lain dihapusnya 
kewenangan penyelidikan, penyadapan, penyitaan, upaya 
banding, kasasi dan lain-lain.
Tak hanya itu, jika kedua RUU ini tetap disahkan, maka 
eksistensi dan kewenangan beberapa lembaga, yakni 
KPK, Pengadilan Tipikor, kewenangan Kejaksaan dalam 
melakukan penyidikan korupsi, PPATK dan BNN menjadi 
hilang. Dengan alasan adanya ketentuan peralihan dalam 
pasal 757, 761 dan 763 RUU KUHP.
Karenanya, KPK berpendapat bahwa pembahasan kedua 
RUU ini juga tidak tepat dilakukan pada DPR periode 
2009-2014 karena masa jabatan yang sudah memasuki 
akhir tugas, sehingga tidak akan berjalan efektif, padahal 
kedua RUU itu merupakan pilar penegakan hukum 
pidana.

Seperti tahun ini, KPK merekrut 24 pegawai melalui 
program Indonesia Memanggil ke-8, serta sebanyak 
17 pegawai negeri yang dipekerjakan, dan melakukan 
rekrutmen internal untuk penambahan penyelidik dan 
penyidik. Sehingga, jumlah total pegawai KPK pada akhir 
tahun ini sebanyak 1.102 pegawai, termasuk di dalamnya 
73 penyelidik, 79 penyidik dan 94 penuntut umum. 
Di tengah keterbatasan sumber daya ini, KPK tetap 
bersemangat dalam menjalankan amanah rakyat untuk 
menghapus kejahatan korupsi dari Bumi Pertiwi.
Selain itu, KPK juga kini telah memiliki gedung sendiri 
setinggi 16 lantai. Perkembangan per 31 Desember 2014, 
pembangunan gedung tersebut telah berjalan 64 persen, 
dan segera memasuki pengerjaan arsitektur, interior dan 
mekanikal elektrikal.

Dengan segenap sumber daya yang dimiliki, KPK terus 
mengoptimalkan kinerja dalam pemberantasan korupsi 
agar berjalan dengan efektif dan efisien. Ini merupakan 
bentuk komitmen kuat dalam menghadirkan tata 
kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana yang telah 
tertuang dalam road map KPK 2011-2023 dan rencana 
strategis KPK 2011-2015.
Bagi KPK, ini semua bukan hanya sebatas menjalankan 
tugas sebagaimana mandat undang-undang. Namun, 
ini harus dimaknai sebagai salah satu upaya KPK, dalam 
menjaga dan menegakkan integritas lembaga.
Maka, atas sejumlah upaya itu telah menunjukkan 
hasil yang positif. Misalnya, KPK mendapatkan 
predikat penilaian A pada 2014 atas evaluasi hasil 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
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ZULKARNAIN
Pondasi sudah diletakkan. KPK sudah berada pada jalur yang benar, 
sehingga tinggal melanjutkan, meningkatkan, dan mengevaluasi 
kekurangan dalam memperjuangkan amanah pemberantasan 
korupsi.

Tentu bukan tanpa dasar, Wakil Ketua KPK Zulkarnain, memiliki 
optimisme semacam itu. Tren positif yang diperlihatkan Indeks 
Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari tahun ke tahun, jelas 
memunculkan harapan. Meski di satu sisi perbaikan tersebut menjadi 
tantangan karena masih jauh dari rata-rata dunia.
 
Dilahirkan di Lubuk Basung, Sumatera Barat, 1 Desember 1951, 
Zulkarnain yang dibesarkan di Korps Kejaksaan ini memang 
bertekad untuk memberikan sumbangsih bagi pemberantasan 
korupsi. Bahkan dia juga yakin bahwa pada saatnya korupsi bisa 
diberantas dari Bumi Pertiwi ini. Meraih gelar sarjana hukum dari 
Universitas Sumatera Utara (1977), ia lantas melengkapi gelar 
Magister Hukum di IBLAM Jakarta, 2004. Sebelum bergabung 
dengan KPK, Zulkarnain dibesarkan dari Korps Kejaksaan.

ADNAN PANDU PRAJA 
Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat 
bagi manusia lain. Dibesarkan di Pesantren Gontor, Wakil Ketua KPK 
Adnan Pandu Praja terus mengingat pesan sebuah hadits tersebut.
 
Dari sanalah pria kelahiran Jakarta, 14 Januari 1960, ini, 
berusaha mengimplementasikannya dalam setiap langkah. Dalam 
pengabdiannya sebagai komisioner KPK, Adnan memiliki optimisme 
mengenai pemberantasan korupsi di Bumi Pertiwi. Tantangan 
terbesar, menurutnya, justru pada tingkat daerah, karena politik 
uang masih sangat berperan dalam mengubah suara pemilih.
 
Meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia (1987), 
mantan Sekretaris Jenderal Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 
ini melengkapi gelar akademiknya di Spesialisasi Notariat dan 
Pertanahan (Sp.N) Universitas Indonesia (1996) dan Master of Law 
(LL.M) University of Technology, Sydney Australia (2003). Ia tercatat 
pula sebagai advokat pada Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) 
sejak 1992, advokat Warens Partners Law Firm (1995-2005) dan 
anggota Kompolnas selama dua periode (2006-2011).  

BUSYRO MUQODDAS
Jika tidak memiliki niat jujur, jangan masuk ke KPK. Demikianlah 
Busyro Muqoddas berpesan, kepada mereka yang ingin mengabdikan 
diri kepada bangsa dan negara melalui KPK. 

Menurut pria kelahiran Yogyakarta, 17 Juli 1952 tersebut, kejujuran, 
adalah modal utama dalam pemberantasan korupsi. Dengan itu, 
Busyro optimistis korupsi bisa diberantas dari negeri ini. Karenanya, 
KPK harus siap menghadapi tantangan dengan cara pandang yang lebih 
visioner, elegan, dan memperbanyak mitra.
 
Busyro dipercaya menjadi Ketua Komisi Yudisial mulai tahun 2005 
sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua KPK pada 2010,  dan kembali 
menjadi komisioner KPK pada 2011-2014. Masa jabatannya berakhir 
pada 16 Desember 2014. 

ABRAHAM SAMAD
Usia boleh kanak-kanak, namun dalam memberantas korupsi, 
KPK harus tegas dan profesional. Demikian ungkap pria 
kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966, 
tersebut. Dalam perspektif itulah, Abraham Samad optimistis 
bahwa Indonesia bisa keluar dari cengkeraman korupsi. Jadi, 
jangan takut pada bayangan sendiri, begitulah Abraham 
mengistilahkan.
 
Meraih gelar sarjana hukum hingga doktor dari Universitas 
Hasanuddin Makassar, sejak awal dia sudah memosisikan 
dirinya berseberangan dengan para koruptor. Setelah mengawali 
kiprah di bidang hukum sebagai konsultan hukum, Abraham 
kemudian menggagas berdirinya Anti Corruption Committee 
(ACC) di Sulawesi Selatan, yang mendorong terciptanya sistem 
pemerintahan yang baik..

BAMBANG WIDJOJANTO
KPK harus terus mengobarkan spirit dan spiritualitas agar terus 
berupaya keras, cerdas, dan trengginas. KPK pantang surut ke 
belakang, sebelum mandat dan amanah tuntas dilunasi. Spirit 
yang dikobarkan pria kelahiran Jakarta, 18 Oktober 1959, 
tersebut sekaligus sebagai pengingat bahwa harapan dan semangat 
pemberantasan korupsi terus menyala.
 
Meraih gelar sarjana dari Universitas Jayabaya, Bambang memang 
dikenal sebagai pejuang HAM dan tokoh antikorupsi. Setelah itu, dia 
melanjutkan Studi Pascasarjana Hukum Bisnis (2005) dan Doktor 
Ilmu Hukum (2009) di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia pernah 
memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 
turut mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 
Kekerasan (KONTRAS), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional 
(KRHN), dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

PROFIL PIMPINAN
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Lima tahun berturut-turut, KPK menerima penghargaan 
Soegeng Sarjadi Award on Good Governance. Penghargaan 
lain juga diterima, termasuk bidang kehumasan. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada 2014 KPK 
kembali menerima berbagai penghargaan. Penghargaan 
pertama, diterima dari Soegeng Sarjadi Award on Good 
Governance 2014. Penghargaan tersebut adalah, sebagai 
lembaga pemerintahan terbaik. Penghargaan di bidang 
tata kelola pemerintahan tersebut diberikan, setelah 
Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) memberikan 
penilaian terhadap kinerja instansi dan lembaga negara di 
Indonesia. 

Ajang tersebut mengukur persepsi publik terhadap 
instansi dan lembaga. Penelitian yang dilakukan adalah 
berdasarkan 10 prinsip good governance. Yakni, partisipasi, 
kepastian hukum dan HAM, transparansi, bertanggung 
jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, 
efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategik dan 
kepemerintahan yang baik, dan peduli lingkungan hidup. 
Dengan demikian, pemberian penghargaan itu memang 
berdasarkan pilihan masyarakat sesuai prinsip-prinsip 
tersebut. 

Di bidang kehumasan, KPK meraih dua penghargaan 
sebagai program Public Relations (PR) Terbaik lewat 
ajang Indonesia Public Relations Awards & Summit 
2014 (IPRAS), 19 Oktober 2014. Kedua program yang 
mendapat penghargaan adalah KanalKPK; Radio dan TV 
streaming dan portal Antikorupsi Anti Corruption Clearing 

House (ACCH). Kedua media sosialisasi KPK itu terpilih 
menjadi program Public Relations Terbaik setelah melewati 
beberapa proses seleksi. Di antaranya, meliputi objektif 
program, media promosi, dan peningkatan reputasi dari 
program PR yang dijalankan oleh lembaga tersebut.

Melalui Anugerah Media Humas (AMH) 2014 yang 
diselenggarakan Badan Koordinasi Kehumasan 
(Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
KPK juga menerima berbagai penghargaan. 

Pertama, ketika Majalah Integrito yang diterbitkan 
KPK menjadi juara pertama Kategori Penerbitan Media 
Internal Kelompok Kementerian/Lembaga. Kedua, KPK 
juga menjadi juara pertama untuk Kategori Pelayanan 
Informasi melalui Internet. Dan, ketiga, Johan Budi SP 
yang terpilih sebagai Insan Humas Terbaik. 
 
Selain itu, KPK juga menerima penghargaan sebagai situs 
web terbaik peringkat pertama dalam E-Transparency 
Award 2014 oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI). 
Sementara itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan Penghargaan 
National Procurement Award 2014 kepada KPK, untuk 
kategori Pionir Kelembagaan dan ULP yang Permanen.

APRESIASI YANG MAKIN 
MEMACU SEMANGAT KORUPSI

HARUS BISA 
DIKENDALIKAN
DAN 
DITAKLUKKAN 
AGAR RAKYAT 
TAK TERUS 
BERKUBANG 
KEMISKINAN
BAMBANG WIDJOJANTO
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Tahun 2014 adalah tahun politik. Pada tahun tersebut, 
terdapat dua perhelatan akbar, yaitu Pemilu Legislatif 
(pileg) dan Pemilu Presiden (pilpres). 

Pemilihan umum memiliki arti sangat penting. Bahkan 
dalam rencana strategis, KPK memasukkan pemilu 
berintegritas ke dalam bagian tersendiri. Di dalamnya, 
dijelaskan mengenai grand corruption. Artinya, pemilu 
memang harus menjadi fokus utama, karena berpotensi 
memunculkan korupsi yang luar biasa. Grand Corruption 
artinya korupsi yang melibatkan unsur pemerintahan di 
level atas, mencakup area politik, hukum, dan ekonomi 
serta berdampak luas bagi masyarakat. Pemilu, manjadi 
salah satu area yang berpotensi memicu Grand Corruption 
apabila dilaksanakan secara tidak berintegritas. 

Jika berlangsung secara berintegritas dan sesuai 
aturan perundang-undangan, seyogyanya pemilu 
akan menghasilkan pula pemimpin atau wakil rakyat 
berintegritas dan berpihak pada rakyat. Namun, jika 
dipenuhi kecurangan, maka potensi terjadinya korupsi 
untuk lima tahun mendatang, sangat besar. 

Di sinilah peran pencegahan KPK. Melalui program 
Pemilu Berintegritas, pada 2014 KPK melakukan 
pengawalan terhadap pesta demokrasi tersebut. 
Mengusung tema besar “Pilih yang Jujur,” program 
tersebut diharapkan bisa melahirkan para pemimpin 
berintegritas, yang pada gilirannya bisa berdampak 
siginifikan pada pemberantasan korupsi di negeri ini. 

KPK tidak begitu saja meluncurkan Pemilu Berintegritas 
2014. Program tersebut, merupakan kelanjutan program 
serupa, yang dilakukan terkait pemilihan gubernur,sejak 
dua tahun lalu.

Dari pengawalan berbagai proses Pilkada itulah, KPK 
melakukan berbagai pendalaman. KPK menilai, bahwa 
ketika para calon gubernur menandatangani pakta 
integritas, ternyata hanya sebatas formalitas. Tidak ada 
“ikatan” yang membuat mereka berkomitmen. Misalnya 
saja, ketika KPK meminta untuk membentuk tim seperti 
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP4) pada pada level pemerintahan 
provinsi, ternyata tidak satupun gubernur terpilih yang 
merealisasikan. 

Belajar dari pengawalan proses Pilkada, KPK kemudian 
melakukan penyempurnaan pada program Pemilu 
Berintegritas 2014. Tujuannya, agar ketika terpilih, 
para calon memiliki komitmen terhadap pemberantasan 
korupsi. 

PEMILU JUJUR,
NEGARA MAKMUR

Melalui program Pemilu 
Berintegritas, KPK mengawal  
pesta demokrasi Mengusung 
“Pilih yang Jujur,” agar 
melahirkan para pemimpin 
berintegritas
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Sebagai tahap awal implementasi program tersebut, 
KPK bersama masyarakat sipil menggelar beberapa kali 
focus group discussion (FGD) dengan lembaga antikorupsi 
dan jaringan pemantau pemilu. FGD ditujukan, untuk 
memetakan kegiatan yang telah dan akan dilakukan 
dalam rangka proses pengawalan pemilu yang bersih dan 
berintegritas. 

Salah satunya FGD tentang dana kampanye. FGD 
berlangsung 14 Maret 2014, menghadirkan beberapa 
narasumber yang kompeten. Mereka adalah Wakil Ketua 
KPK Busyro Muqoddas, Komisioner Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Ida Budiarti, anggota Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak, Deputi Direktur 
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 
Veri Junaidi, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan 
Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Afifuddin, dan 
pengamat politik Burhanudin Muhtadi. 

Melalui FGD, KPK berharap, bisa dijadikan kesempatan 
untuk saling berbagi kepada para narasumber. Dengan 
demikian, diharapkan pula akan terwujud pemilu 
berintegritas, yang tidak hanya menyelamatkan pemilu 
itu sendiri tetapi juga mereka yang terpilih, terutama 
anggota DPR yang incumbent. 

Dalam FGD mengemuka bahwa reformasi sistem 
pendanaan partai dan desain politik serta pemilu yang 
murah dan kredibel. Hal tersebut harus dilakukan, untuk 
mencegah maraknya korupsi yang terkait dengan parpol. 
 

Selain itu, juga dibahas mengenai pentingnya peran 
masyarakat dalam mengawasi dana pemilu. Caranya, 
dengan mengakses laporan awal dana kampanye parpol 
kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/
kota. Adanya pengawasan tersebut, bisa mencegah 
terjadinya kecurangan masing-masing parpol dalam 
pengelolaan dana kampanye.

DUA BUKU UNTUK PESERTA PEMILU
Pada setiap pemilu, terdapat tiga aktor utama yang 
sangat menentukan kualitas perhelatan tersebut. Yakni 
peserta pemilu, baik capres maupun caleg; Pemilih, yakni 
masyarakat yang memiliki hak pilih; Dan pelaksana 
pemilu, yaitu KPU/KPUD, Bawaslu/Panwaslu dan DKPP.

Pada Pemilu Berintegritas 2014 pun, KPK melakukan 
pengawalan dan penguatan secara simultan terhadap 
ketiga unsur tersebut. Penguatan terhadap calon presiden, 
antara lain dilakukan dengan penerimaan, verifikasi, dan 
pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN) para calon. Selama ini, LHKPN memang 
dikenal sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi.

Melalui LHKPN, akan diketahui tingkat kewajaran 
terhadap kekayaan dan penghasilan yang sah, sebagai 
prinsip mendasar dalam penyelenggaraan negara 
yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Guna membuka partisipasi publik, KPK juga 
memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 
memberi masukan perihal kekayaan para calon. Jika 
ditemukan ketidaksesuaian, KPK bisa menindaklanjuti 
ketidakbenaran laporan kekayaan tersebut. 

Selain itu, KPK juga menyerahkan buku putih kepada 
para capres untuk ditandatangani. Buku putih tersebut 
dihimpun dari sepuluh tahun perjalanan KPK. Di 
dalamnya, berisi tantangan faktual yang dihadapi dan 
juga delapan agenda pemberantasan korupsi. Buku 
tersebut, diharapkan bisa menjadi pedoman bagi presiden 

dan wakil presiden terpilih dalam menyusun visi-misi dan 
program kerja.

Kedelapan agenda pemberantasan korupsi tersebut 
adalah, agenda mengenai reformasi birokrasi dan 
perbaikan administrasi kependudukan, agenda 
pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan 
negara, agenda ketahanan dan kedaulatan pangan, 
agenda perbaikan infrastruktur, agenda penguatan 
aparat penegak hukum, agenda dukungan pendidikan 
nilai integritas dan keteladanan, agenda perbaikan 
kelembagaan partai politik dan agenda peningkatan 
kesejahteraan sosial. 

Penyerahan buku dilakukan tepat pada malam 
pendeklarasian kampanye berintegritas dan damai. 
Sedangkan penandatanganan dilakukan bersamaan 
dengan pengumuman LHKPN para calon. 

Dari sanalah dapat dilihat, bahwa peluncuran buku 
putih tersebut memiliki arti sangat strategis. Melalui 
penandatanganan tersebut, masyarakat bisa menagih 
komitmen presiden dan wakil presiden terpilih dalam 
melaksanakan agenda pemberantasan korupsi. Sebab, 
dalam proses demokrasi, rakyatlah sebagai pemilik 
kedaulatan tertinggi. Kepada rakyat pula, seluruh kinerja 
diprioritaskan.

Jika presiden dan wakil presiden terpilih tidak 
melaksanakan dengan baik, tentu rakyat bisa 
menyaksikan kinerja itu. Hukuman alamiah yang akan 
diberikan rakyat bagi pemimpin yang tak amanah, tentu 
tidak akan memberikan mandat untuk pemilu berikutnya 
bila pemimpin itu kembali mencalonkan. 

Sedangkan pada tingkat legislatif, KPK meluncurkan buku 
“5 Perspektif Antikorupsi KPK bagi DPR.” Buku tersebut 
berisi tentang lima agenda sebagai pembekalan kepada 
para calon legislatif. 
Seperti buku putih untuk para capres, perspektif yang 

Peluncuran buku 
putih memiliki arti 
sangat strategis. 
Masyarakat bisa 
menagih komitmen 
presiden dan wakil 
presiden terpilih 
dalam melaksanakan 
agenda 
pemberantasan 
korupsi.
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terangkum dalam buku tersebut, juga merupakan 
abstraksi kiprah KPK selama lebih kurang 10 tahun. 
Walaupun ditujukan bagi anggota DPR, namun hal-
hal yang tertuang dalam buku tersebut juga relevan 
dilaksanakan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten maupun 
Kota.

Kelima perspektif tersebut adalah, penguatan DPR, 
penguatan pembangunan dalam negeri, penguatan 
pranata kebangsaan, penguatan pengelolaan sumber daya 
alam, dan penguatan kesejahteraan rakyat. 

Buku tersebut, merupakan ikhtiar KPK dalam 
membangun sinergi dengan DPR/DPRD. Melalui buku 
tersebut, KPK memberikan prasaran atas tema-tema 
besar pemberantasan korupsi yang harus mendapat 
perhatian mendalam anggota DPR. Tema-tema tersebut, 
merupakan kondisi terkini yang akan dihadapi anggota 
DPR dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya buku tersebut, diharapkan tercipta 
komunikasi konstruktif antara KPK dan DPR sejak 
dini. KPK juga berharap, DPR segera menindaklanjuti 
gagasan-gagasan yang termuat di buku tersebut, guna 
mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang 
bebas dari korupsi.

JUJUR MEMILIH, MEMILIH CALON JUJUR

Sebagai salah satu aktor penting, peran pemilih dalam 
mendukung pemilu yang berintegritas dan demokratis, 
sangat besar. 

Itu sebabnya, dalam program Pemilu Berintegritas, 
KPK juga fokus pada penguatan terhadap para pemilih. 
Wujudnya, melalui berbagai kampanye dan sosialisasi. 
Melalui kegiatan tersebut, KPK menyampaikan pesan 
kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Pemilu 2014 
merupakan tonggak krusial bagi kondisi bangsa di masa 
yang akan datang. 

Melalui kegiatan tersebut pula, KPK berusaha memberi 
kesadaran mengenai pentingnya menjadi pemilih 
berintegritas. Masyarakat mampu berperan aktif 
mewujudkan pemilu yang berintegritas, dengan menolak 
segala macam bentuk politik uang. 

Mengusung konsep “Pilih yang Jujur,” KPK memberikan 
gambaran mengenai bahaya politik uang tersebut. Hanya 
dengan uang sebesar Rp.50 ribu misalnya, bangsa ini akan 
menderita selama lima tahun ke depan. Dengan memilih 
calon yang jujur serta melalui cara yang jujur pula, 
pemilih bisa menciptakan rangkaian pemilu bersih. Hanya 
dengan pemilu bersih, Indonesia bisa memiliki pemimpin 
yang akan mengedepankan kepentingan rakyat dan 
mewujudkan Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, 
dan bebas dari korupsi.

KPK juga concern terhadap pemilih pemula. KPK sadar, 

bahwa pemilih pemula merupakan salah satu segmen 
yang penting. Bukan hanya karena dari sisi jumlah sangat 
signifikan. Namun, juga karena memiliki karakteristik 
sangat unik. Pemilih pemula, dikenal sebagai pemilih yang 
kritis dan memiliki idealisme cukup tinggi. Karena itulah 
melalui sosialisasi dan kampanye kepada pemilih pemula, 
diharapkan mereka bisa menyebarkan “virus”pentingnya 
pemilu berintegritas kepada lingkungan terdekat. 

Untuk menyasar pemilih pemula, KPK melaksanakan 
kegiatan “Campus Visit” di beberapa kampus di Indonesia. 
Di antaranya Universitas Indonesia, Universitas 
Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah 
Mada, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, 
Universitas Mulawarman, dan Universitas Hasanuddin.

Selain melakukan kampanye dan sosialisasi kepada 
masyarakat, KPK juga melaksanakan kegiatan induksi 
yang dilakukan melalui Koalisi Mahasiswa Pemilih 
Jujur. Melalui induksi, diharapkan masyarakat semakin 
mengerti, mengapa pemilu berintegritas memiliki arti 
strategis bagi bangsa ini. 

MENJAGA PARA PENYELENGGARA
Aktor lain yang juga tak luput dari penguatan KPK 
adalah penyelenggara pemilu. Termasuk di dalamnya 
adalah Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat pusat 
dan daerah, yakni KPU Pusat/KPUD, Bawaslu/Panwaslu 
dan DKPP. Kepada mereka, komunikasi dan kekompakan 
terus ditingkatkan. Karenanya, KPK berperan aktif 
dalam pembentukan Gugus Tugas yang terdiri atas 
KPU, Bawaslu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), dan Komisi Informasi Pusat (KIP). 

Pembentukan Gugus Tugas merupakan bentuk sinergi 

berbagai lembaga negara yang memiliki otoritas dalam 
“hajatan demokrasi” itu. Kewenangan yang melekat pada 
tiap lembaga, dikerahkan guna mewujudkan pemilu yang 
bersih dan berintegritas. KIP misalnya, dilibatkan untuk 
mendorong partai politik dan penyelenggara pemilu, 
agar transparan mengenai informasi terkait pemilu. 
Sedangkan PPATK, bertindak sebagai institusi pendukung 
yang mengawasi aliran dana para peserta pemilu. PPATK, 
menyampaikan kepada KPK, KPU, Bawaslu, dan KIP 
mengenai hasil riset yang dilakukan, berkaitan dengan 
aliran dana selama pemilu. 

KPK juga selalu berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan 
Pengawas Pemilu (DKPP). Sebagaimana diketahui, 
DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan 
dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas 
penyelenggara pemilu. Pasca pemilu, misalnya, DKPP 
memecat beberapa anggota KPUD karena terbukti 
melakukan pelanggaran. 

DUKUNGAN SURVEI DAN KAJIAN 
Pemilu Berintegritas adalah program besar KPK sepanjang 
2014. Untuk itu, sebelum implementasi program, KPK 
juga didukung berbagai survei dan kajian KPK. 

Di antaranya adalah: pertama, Survei Pemahaman 
Masyarakat terhadap Integritas Pemilu (SPM Integritas 
Pemilu). Survei dilakukan, untuk mengetahui tingkat 
pemahaman masyarakat berkaitan dengan pemilu 
berintegritas serta etika dalam pemilu, baik dari sisi 
masyarakat sebagai pemilih, maupun etika penyelenggara 
dan peserta pemilu. Selain itu, survei juga ditujukan 
untuk mendapatkan gambaran mengenai sikap dan 
perilaku pemilih ketika dihadapkan pada situasi tertentu. 
SPM Integritas Pemilu dilakukan Maret-April 2014. 
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PEKERJAAN RUMAH 
TERBESAR KPK
ADALAH 
MENGURANGI 
PENYALAHGUNAAN 
WEWENANG OKNUM 
PEJABAT, 
MENINGKATKAN 
KINERJA 
PENANGANAN 
KORUPSI OLEH 
POLISI DAN JAKSA, 
SERTA 
MENINGKATKAN 
KESADARAN 
MASYARAKAT.
ADNAN PANDU PRAJA

Daerah yang menjadi lokasi survei adalah Medan, 
Pekanbaru, Palembang, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, 
Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Manado. Total 
responden, 1.322 orang.

Secara keseluruhan skor integritas pemilih di 10 
kota cukup baik, yakni sebesar 3,74 dari indeks 1-5. 
Indikatornya antara lain Pengetahuan Tentang Perilaku 
Peserta Berintegritas, Pengetahuan Tentang Perilaku 
Penyelenggara Berintegritas, dan Sikap Terhadap Perilaku 
Penyelenggara Pemilu.

Yang perlu mendapat perhatian khusus untuk skor 
integritas adalah skor di bawah tiga. Yaitu, indikator 
Sikap Terhadap Perilaku Pemilih (2.49) dan Perilaku 
Pemilih (2.30). Hal ini menandakan bahwa pengetahuan 
tidak selamanya konsisten dengan sikap dan perilaku. 
Misalnya, salah satu hasil survei menyatakan bahwa 
sebanyak 67,6% responden menjawab akan menerima 
bila diberi bingkisan oleh peserta pemilu atau tim sukses. 
Lalu 64,9% menganggap pemberian-pemberian saat 
atau menjelang pemilu adalah hal yang baik/biasa karena 
kebutuhan ekonomi sehari-hari. 

Data tersebut menginformasikan bahwa upaya untuk 
memberantas politik uang menghadapi tantangan berat 
karena kondisi ekonomi masyarakat masih sulit. Selain 
itu, untuk membuat program sosialisasi, pendidikan 
maupun kampanye kepada masyarakat tentang integritas 
pemilu harus lebih ditujukan untuk mengubah sikap dan 
perilaku masyarakat, bukan hanya pada pengetahuannya

Kedua, Kajian Materi Induksi untuk Pemilih. Materi 
yang dikaji, berisi tentang bagaimana menjadi pemilih 
berintegritas, definisi integritas, fenomena politik uang 
dalam pemilu, karakteristik pemilih yang berintegritas 
dan karakteristik pemimpin yang berintegritas. 

Materi tersebut kemudian disampaikan kepada 
masyarakat. Tujuannya, agar sebagai pemilih, 
masyarakat memahami integritas dalam pemilu. Dari 
sana, diharapkan masyarakat bisa menjadi pemilih 
yang berintegritas dengan memilih pemimpin yang 
berintegritas. 

Ketiga, Kajian Materi Induksi untuk Parpol. Ditujukan 
untuk mengkaji materi yang akan dipergunakan dalam 
pembekalan bagi partai politik. Setidaknya, terdapat 
dua alasan mengapa kajian dilaksanakan. Pertama, 
KPK mengajak parpol untuk bersama merenungkan 
persoalan-persoalan ke-Indonesia-an secara seimbang 
dan bijak. Kedua, KPK menyadari bahwa dalam sistem 
politik demokrasi, parpol berperan sangat penting dalam 
kanalisasi politik.

Keempat, Kajian Materi Induksi untuk Anggota Legislatif 
(5 Perspektif Anti Korupsi). Kajian dilakukan, terkait 
inisiatif KPK untuk menyampaikan sejumlah gagasan 
upaya pemberantasan korupsi. 

Signifikansi penyampaian gagasan pada anggota DPR, 
tidak dapat dilepaskan dari empat hal. Pertama peran 
strategis DPR. Kedua, kekinian DPR. Yaitu mencuatnya 
kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota legislatif 
periode sebelumnya. Ketiga, krisis ideologi kebangsaan. 
Keempat, sistemiknya praktik korupsi, sehingga menjalar 
pada hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa.

Kelima, Kajian Materi Induksi untuk Capres. Kajian 
dilakukan, terkait inisiatif KPK untuk menyampaikan 
sejumlah gagasan kepada para capres. Termasuk, melalui 
buku putih yang berisi delapan agenda pemberantasan 
korupsi. 

Tujuan kajian adalah, diajukannya beberapa prasaran 
mengenai persoalan-persoalan pokok bangsa kepada 
Presiden RI dan penciptaan komunikasi konstruktif 
antara KPK dan Presiden RI untuk kepentingan program 
pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien.

Dari hasil kajian, KPK mendapati beberapa temuan. 
Antara lain, kelemahan sistem pemerintahan, mulai 
dari penataan birokrasi, perbaikan sistem administrasi 
kependudukan, pengelolaan sumber daya alam, ketahanan 
dan kedaulatan pangan, penyediaan infrastruktur, 
pembenahan aparat penegak hukum, penguatan partai 
politik, sampai peningkatan kesejahteraan sosial. 

KPK berharap, gagasan-gagasan dalam kajian tersebut 
dapat dijadikan rujukan dan fundamen kebijakan bagi 
presiden terpilih. (*)
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psikologis karena harus berhubungan dengan KPK dan 
adanya kendala jarak.
 
Dengan adanya PPG, penyelenggara negara dan pegawai 
negeri tidak perlu bersusah-payah datang dari daerah 
ke Jakarta. Cukup melaporkan pada Unit Pengendalian 
Gratifikasi (UPG) di masing-masing kementerian/
lembaga, kedua kendala itu pun bisa diselesaikan. 

Itulah sebabnya, pada 2014, KPK melanjutkan 
penandatanganan komitmen PPG di 133 lembaga. Jumlah 
ini meningkat hampir 48 persen dari tahun sebelumnya 
yang berjumlah 90 lembaga. 

Melalui PPG, sepanjang 2014, KPK berhasil meningkatkan 
kesadaran penyelenggara negara dan pegawai negeri 
dalam melaporkan gratifikasi yang mereka terima. 
Totalnya, KPK menerima 2.223 laporan, atau meningkat 
hampir 60 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 
1.391 laporan. Ini merupakan rekor tertinggi laporan 
sepanjang KPK berdiri. 

Upaya lain yang dilakukan KPK, adalah dengan 
memberikan sosialisasi dan imbauan kepada para 
penyelenggara negara yang menjadi anggota DPR/
DPRD dan mencalonkan diri kembali. Imbauan ini 
menjadi penting, mengingat ketika pemilihan umum 
(pemilu) legislatif, banyak calon legislatif (caleg), baik di 
DPR, DPRD, maupun DPD, yang masih menjabat. DPR, 
misalnya, sebanyak 90 persen dari 560 anggota dewan 
kembali maju pada pemilu legislatif 2014.

KPK mengimbau untuk tidak memberikan gratifikasi 
kepada penyelenggara pemilu. Mulai dari pimpinan atau 
pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) hingga seluruh jajarannya di daerah 
dan atau pihak lain yang termasuk dalam klualifikasi 
penyelenggara negara.

Tidak hanya kepada penyelenggara negara. Pada 2014, 
KPK juga melakukan penyadaran gratifikasi kepada 
sektor usaha. Melalui Program Anti Uang Pelicin, KPK 
melibatkkan peran serta masyarakat dan dunia usaha 
(swasta), agar lebih bertanggung jawab dalam pencegahan 
korups. Untuk itu pula, KPK menggelar berbagai even 
besar untuk memperkuat gerakan antigratifikasi dari sisi 
pemberi (supply side).

Itu sebabnya aplikasi juga dilengkapi dengan materi 
tentang hukum dan batasan gratifikasi. Dalam 
materi tersebut, Grato mengajak pengguna untuk 
memahami mengenai dasar hukum gratifkasi, subjek 
hukum gratifikasi, konsekuensi jika tidak melaporkan, 
identifikasi gratifikasi, dan kategori gratifikasi.
 
Tidak hanya itu. Aplikasi tersebut juga menyediakan 
kumpulan referensi yang dikemas dalam buku pintar 
dan games seru berkaitan dengan gratifikasi. Dengan 
demikian, tentu menjadi bahan pembelajaran efektif, 
baik bagi para pegawai negeri maupun penyelenggara 
negara untuk menghindari berbagai praktik gratifikasi. 
Bahkan lebih luas, aplikasi tersebut sangat bermanfaat 
bagi pelaku usaha dan masyarakat secara luas untuk 
mengetahui tentang gratifikasi sehingga tidak tersangkut 
kasus korupsi.

Guna memberikan pemahaman tentang tata cara 
pelaporan, aplikasi tersebut juga dilengkapi dengan alur 
pelaporan gratifikasi dan informasi mengenai cara
pengisian formulir pelaporan gratifikasi. Selain itu, juga 
dilengkapi tentang pentingnya peran serta organisasi 
mitra bersama KPK dalam proses pengendalian gratifikasi, 
yakni dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi 
(UPG), sebagai bagian yang terintegrasi dengan Program 
Pengendalian Gratifikasi (PPG). 

Sebagai pelengkap, aplikasi juga membahas peran serta 
masyarakat secara aktif. Baik secara perseorangan, 
organisasi masyarakat, ataupun lembaga swadaya 
masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana korupsi, termasuk di dalamnya gratifikasi, suap 
dan pemerasan. 

Adanya aplikasi tersebut, membuat sosialisasi dan 
pendidikan untuk publik tidak lagi dibatasi oleh seminar 
dan ruang kelas. Akses internet diolah sedemikian rupa 
sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan 
berbagai informasi, termasuk mengenai pemberantasan 
korupsi, khususnya gratifikasi.

PPG MASIH EFEKTIF 
Aplikasi GRATIs, bukanlah satu-satunya. Selain itu, 
untuk mempermudah pelaporan gratifikasi, KPK masih 
menganggap penting Program Pengendalian Gratifikasi 
(PPG) di setiap kementerian/lembaga.  Sebagai bagian 
dari reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, PPG bisa 
menjadikan pelayanan publik berjalan dengan baik. 
 
Program yang diluncurkan pada 2010 tersebut, juga 
terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran para 
penyelenggara negara dan pegawai negeri. Sebab, PPG 
memberikan berbagai kemudahan dalam pelaporan 
gratifikasi. Sebelumnya, salah satu penyebab rendahnya 
tingkat pelaporan, antara lain karena adanya beban 

KPK senantiasa melakukan inovasi, baik pada penindakan 
maupun pencegahan. Termasuk di antaranya, dalam 
upaya meningkatkan pemahaman publik tentang 
gratifikasi, baik seluk-beluk maupun pelaporannya.

Terobosan baru itu, antara lain berupa aplikasi pada 
Android dan iOS. Dipilihnya aplikasi berbasis teknologi 
informasi tersebut, tidak lepas dari pesatnya pengguna 
smartphone di Tanah Air. Riset terbaru bahkan 
menyatakan, Indonesia menduduki posisi kelima 
pengguna aktif telepon cerdas itu. Jumlahnya mencapai 
47 juta atau sekitar 14 persen dari seluruh total pengguna 
ponsel di seluruh dunia. 

Aplikasi tersebut adalah GRATis, yang diluncurkan di 
Epicentrum, Kuningan, Jakarta, 1 Oktober 2014. GRATis 
bisa diunduh para pengguna Android maupun iOS 
tanpa dikenakan biaya. Kependekan dari GRATifikasi: 
Informasi dan Sosialisasi, GRATIs merupakan aplikasi 
yang digunakan sebagai media informasi dan sosialisasi 
tentang gratifikasi. 

Disajikan melalui tampilan animasi yang menarik, GRATis 
mengajak pengguna untuk menjelajahi taman gratifikasi 
di dalamnya. Dengan panduan Grato, sebagai ikon 
aplikasi, para pengguna seakan-akan diajak mengalami 
langsung sebuah peristiwa gratifikasi dan bagaimana 
mengambil langkah yang tepat atas peristiwa tersebut. 

APLIKASI TEKNOLOGI 
UNTUK SOLUSI GRATIFIKASI

Berbagai cara dilakukan KPK 
untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat terkait gratifikasi. 
Aplikasi melalui Android dan iOS 
pun menjadi salah satu solusi. 
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Di luar jadwal pendaftaran dan workshop, masyarakat 
bisa mengirimkan karyanya dalam waktu sekitar 
empat bulan, 20 Juni-24 Oktober 2014. Sesuai tema, 
karya peserta lomba harus mampu menginspirasi dan 
menggugah orang lain, baik pikiran, perasaan, dan 
perilaku, untuk gerakan antikorupsi. 

Animo masyarakat sangat luar biasa. Hingga hari terakhir 
pendaftaran, tercatat 338 karya poster untuk kategori 
pelajar yang masuk. Sedangkan untuk kategori umum, 
tercatat 28 poster. Video iklan layanan masyarakat (PSA) 
untuk kategori pelajar, tercatat 14 video. Sedangkan 
PSA untuk kategori mahasiswa, 62 video. Untuk product 
ambience/unconventional media kategori pelajar, 34 
produk. Sedangkan untuk kategori umum, 21 produk.

Karya lomba dinilai oleh dewan juri yang ahli di 
bidang komunikasi, media, dan industri kreatif. Karya 
terbaik dari lomba, dipamerkan dalam peringatan 
Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember 2014 di 
Yogyakarta. (*)

keatif, yang membuat penyampaian pesan bukan hanya 
efektif, namun juga tidak membosankan dan bisa 
menyentuh berbagai segmen. 

Beberapa kategori yang diperlombakan adalah, lomba 
karya video pendek/ iklan layanan masyarakat (PSA) 
antikorupsi, lomba karya poster antikorupsi, dan lomba 
product ambience/unconventional media.

Latar belakang digelarnya lomba, selain untuk mencari 
karya terbaik, juga untuk membuka kesempatan seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam 
pemberantasan korupsi. Dengan adanya lomba, semakin 
melengkapi peran masyarakat yang sebelumnya memang 
sudah sangat signifikan. Terutama, dalam mendukung 
kampanye dan sosialisasi antikorupsi. 

Tidak hanya itu. Yang juga tak bisa diabaikan, karena 
KPK memang membutuhkan bantuan masyarakat 
untuk menyosialisasikan pesan antikorupsi. Bersama 
masyarakat, tentu tugas tersebut menjadi lebih mudah. 
Upaya pencegahan melalui ide kreatif tersebut, jelas 
merupakan strategi pilihan yang sangat bijaksana.

PUBLIKASI DAN WORKSHOP
Terkait rangkaian lomba, KPK juga menggelar berbagai 
publikasi dan workshop. Publikasi dilakukan di 57 
lokasi, baik kampus maupun sekolah menengah atas 
di berbagai kota. Di Jakarta, antara lain Universitas 
Indonesia, Universitas Borobodur, Universitas Pamulang, 
dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Di Bali, 
Universitas Udayana dan Universitas Mahasaraswati. 
Sedangkan di Manado, Universitas Sam Ratulangi 
dan SMA Tomohon. Kota lain adalah Malang, Padang, 
Bandung, Wonogiri, Yogyakarta, dan Ponorogo.

Sementara workshop, digelar antara lain di enam kota. 
Yaitu Bali pada 24 Juni, Malang 26 Juni, Manado 17 Juli, 
Bandung 21 Agustus, Pontianak 4 September, dan Jakarta 
27 September. Di Jakarta, hadir sebagai pembicara pada 
kesempatan tersebut, antara lain para profesional di 
bidang kreatif seperti Anto Motulz, Yoris Sebastian, dan 
Elwin Mok. 

Dalam kesempatan tersebut, mengemuka beberapa 
bahasan. Di antaranya, bahwa meski selama ini sistem 
penindakan KPK sudah terbilang mapan dan efektif 
untuk menimbulkan efek jera, namun di sisi lain upaya 
pencegahan perlu diperkuat. Pencegahan, tidak kalah 
penting, agar pemberantasan korupsi lebih optimal.
Hal lain yang mengemuka, bahwa pencegahan korupsi 
dengan melibatkan anak muda, merupakan langkah yang 
positif. Sebagai kaum yang kritis dan idealis, anak mudah 
bisa berperan banyak dalam pencegahan. Misalnya saja, 
menghasilkan karya-karya yang kreatif semacam iklan, 
atau terlibat langsung dalam kampanye dan sosialisasi. 
 

Iklan merupakan medium yang cukup efektif untuk 
mengajak atau membujuk seseorang. Anak kecil dengan 
mudah menirukan jingle iklan di televisi, karena memang 
dikemas agar mudah diingat. Bahkan, kaum muda dan 
orang tua pun bisa mengenal berbagai produk sesuai 
kebutuhan, karena adanya iklan. Sebagai penyampai 
pesan, iklan memang tidak terbatas usia, tidak pula jenis 
kelamin. 

Mengingat strategisnya peran iklan, KPK mengajak 
masyarakat untuk berperan serta menuangkan ide 
kreatif. Ide tersebut dimanifestasikan ke dalam bentuk 
iklan kreatif, yang akan dipergunakan KPK untuk 
mengampanyekan antikorupsi kepada masyarakat. 

Bermula dari pemikiran tersebut, KPK menggelar Lomba 
Kreatif Antikorupsi (Kreasi) 2014, yang merupakan lomba 
media kampanye kreatif. Melalui lomba tersebut, KPK 
mengundang kreativitas masyarakat dalam mengemas 
pesan antikorupsi ke dalam se-jumlah medium. Baik cetak 
maupun audiovisual.

Mengambil tema, “Inspirasiku untuk Gerakan 
Antikorupsi!” lomba tersebut diharapkan bisa 
menghasilkan ide-ide cemerlang. Terutama, dari kalangan 
muda yang menjadi target utama lomba. Hasil lomba 
tersebut, diharapkan bisa menjadi medium kampanye 

CARA KREATIF 
BERANTAS KORUPSI

Peran masyarakat dalam 
pemberantasan korupsi sangat 
besar. Selain aktif terlibat dalam 
kampanye dan sosialisasi, juga 
melalui berbagai karya kreatif 
yang mendukung kegiatan 
tersebut.
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puluh guru tersebut, berhasil mengalahkan sekitar 300 
peserta lain, dari seluruh Indonesia.

Teacher Super Camp merupakan upaya pematangan karya 
bagi para finalis. Di sini, para guru mendapatkan sejumlah 
pembekalan dari para juri, untuk memperbaiki karyanya. 
Para juri tersebut adalah Zulfikri Anas (Pusat Kurikulum 
Kembuddikdasmen), Agus Sampurno (kepala sekolah/
pakar multimedia), dan Andi Budimanjaya (trainer 
kurikulum 2013/Sekolahnya Manusia).

Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya pemenang 
diumumkan pada 2 Desember 2014. Tiga orang guru 
dinyatakan tampil sebagai pemenang pertama untuk 
masing-masing kategori. Karya para pemenang, turut 
dipamerkan pada peringatan Hari Antikorupsi, 9 
Desember 2014, di Yogyakarta.

sebagai pendidik dan pengajar, namun sekaligus sebagai 
fasilitator kegiatan pembelajaran.

Dalam kaitan itulah, pada 2014 KPK mendorong 
kreativitas dan inovasi dalam para guru. Wujudnya, 
melalui Lomba Inovasi Model Pembelajaran Antikorupsi 
(Ide Ber-Aksi). Kegiatan ini diperuntukkan bagi para 
pendidik di semua tingkat pendidikan. Mulai PAUD, 
SD dan sederajat, SMP dan sederajat, hingga SMA dan 
sederajat. 

Tujuan kegiatan tersebut adalah, pertama, mendorong 
kreativitas para tenaga pendidik pada berbagai jenjang 
pendidikan, dalam menciptakan model pembelajaran yang 
efektif dalam pendidikan antikorupsi di sekolah; kedua, 
untuk menghasilkan model pembelajaran antikorupsi 
yang efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran 
antikorupsi pada berbagai jenjang pendidikan. Dan, 
ketiga, meningkatkan efektivitas implementasi 
pendidikan antikorupsi pada berbagai jenjang pendidikan. 

Lomba berlangsung selama tiga bulan, sejak Juli-Oktober 
2014. Dalam lomba tersebut, peserta dapat menggunakan 
berbagai media pembelajaran yang tidak terbatas, baik 
berupa film, animasi, tulisan, gambar, lagu, permainan, 
senam, dongeng, modul, buku, dan sebagainya. 
 
DIALOG DAN WORKSHOP
Guna mendukung pelaksanaan lomba, KPK juga 
menggelar berbagai dialog dan workshop. Dialog 
interaktif bertajuk, “Akselerasi Pendidikan Karakter 
melalui Inovasi Model Pembelajaran Antikorupsi.” 
Diselenggarakan 3 Juli 2014, dialog dilaksanakan tepat 
pada peluncuran lomba. Puluhan guru dari berbagai 
tingkat pendidikan mengikuti acara tersebut. Tampil 
sebagai narasumber, antara lain Wakil Ketua KPK 
Bambang Widjojanto, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan 
Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) Bambang Indriyanto, dan Direktur 
Pendidikan Madrasah Kementerian Agama M. Nurkhorlis 
Setiawan.

Pada acara tersebut, berbagai pihak menyatakan 
optimismenya. Tidak hanya terkait harapan untuk masa 
depan yang lebih baik, namun juga peran pendidikan di 
Indonesia yang harus selalu disempurnakan. Selain itu 
juga mengemuka harapan, bahwa semua mata pelajaran 
harus terkontribusi terhadap pembentukan sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan. 
 
KPK juga menggelar beberapa kali workshop. Di 
antaranya, Teacher Super Camp, yang diadakan 3-5 
November 2014 di Jambuluwuk, Bogor. Workshop 
tersebut diikuti 30 finalis lomba, yang berhasil lulus pada 
penjurian tahap pertama pada 27 Oktober 2014. Ketiga 

Pendidikan adalah penentu kemajuan bangsa. Pendidikan 
menjadi salah satu pilar penting untuk menjadikan 
bangsa ini bermartabat. Demikian pentingnya 
pendidikan, sehingga sejak 9 tahun lalu pun, KPK sudah 
memposisikan sektor tersebut menjadi salah satu strategi 
pencegahan korupsi. 

Salah satu unsur pendidikan, adalah guru. Peran guru 
dalam pendidikan, termasuk pendidikan antikorupsi, 
sangatlah besar. Guru tidak hanya dituntut menguasai 
materi pembelajaran, namun juga menyajikannya melalui 
pola dan metode yang menarik. Jika tidak, para siswa 
akan terjebak ke dalam kebosanan, sehingga tujuan 
pendidikan tidak akan tercapai. 

Namun, pelaksanaan pendidikan antikorupsi memang 
belum optimal. Di seluruh satuan pendidikan wajib dasar 
9 tahun, pendidikan antikorupsi dirasa belum sesuai 
dengan harapan. Salah satu penyebab, karena belum 
adanya pengembangan model pembelajaran antikorupsi 
yang efektif dan menyenangkan di sekolah.
 
Di sinilah guru dituntut untuk berkreasi dan berinovasi. 
Melalui pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, 
guru bisa melaksanakan pendidikan antikorupsi dengan 
efektif, tanpa meninggalkan implementasi kurikulum 
yang berlaku. Di sini pula, guru tidak hanya berfungsi 

GURU BERINOVASI,
GURU BERANTAS KORUPSI 

Pola pendidikan yang monoton, 
berpotensi menjadikan 
pembelajaran tidak menarik. 
KPK menggugah kreativitas 
dan inovasi para guru, terutama 
dalam pendidikan antikorupsi 
yang universal.
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program tersebut, disajikan cerita-cerita yang memiliki 
nilai moral kejujuran, budi pekerti yang luhur, dan nilai-
nilai antikorupsi, sehingga anak-anak bisa meneladani 
kebaikan yang ditampilkan. 

Untuk memberi gambaran bahwa memberantas korupsi 
bisa dilakukan dengan mudah dan oleh siapa saja, 
KanalKPK TV menyajikan kisah inspiratif melalui 
program “Laporan Khas”. Salah satunya mengenai kisah 
seorang kepala desa di Panggungharjo, Sleman, yang 
berhasil membangun desanya dengan integritas tinggi. 

Dimulai dari penolakannya untuk menggunakan politik 
uang pada saat kampanye, tentang cara pengelolaan 
keuangan desa yang transparan dan akuntabel, hingga 
kisah berbagai program kerjanya yang memberdayakan, 
sekaligus menjadi solusi atas sejumlah persoalan yang 
terjadi.

Guna memperkaya konten siaran, KanalKPK TV juga 
menerima konten dari jaringan masyarakat antikorupsi 
atau siapapun yang memiliki program antikorupsi. 
Sebaliknya, KanalKPK TV juga terbuka sebagai penyedia 
konten siaran (content provider) bagi televisi komunitas 
atau stasiun televisi swasta. Sebab, lagi-lagi, KPK 
meyakini, bahwa misi pemberantasan korupsi ini, akan 
lebih efektif dan efisien bila dilakukan bersama-sama. 

majalah Integrito, maupun berbagai media sosial yang 
dikelola KPK. 

Itulah sebabnya, peluncuran TV streaming tersebut 
dilakukan 17 Agustus, bertepatan dengan peringatan 
HUT ke-69 kemerdekaan RI. Peluncuran dilakukan, sesaat 
setelah pemutaran video pembacaan teks proklamasi 
kemerdekaan oleh Soekarno, sekitar pukul 09.55 WIB. 

Acara yang dilaksanakan di Museum Fatahillah, Kota Tua, 
Jakarta, juga didasarkan atas alasan sejarah. KPK menilai, 
Kota Tua adalah tempat yang sejarah peradaban dahsyat 
di Indonesia. Di Kota Tua, sejarah perlawanan cerita 
keruntuhan juga ada. Penyebab keruntuhan itu, tak lain 
diakibatkan korupsi yang tidak bisa dibendung. Dengan 
demikian, diharapkan peluncuran KanalKPK TV menjadi 
momentum pembelajaran mengenai pemberantasan 
korupsi.
 
Disandingkan dengan media massa pada umumnya, 
baik media cetak, elektronik, maupun online, KanalKPK 
TV bukanlah sebagai media pesaing. Sebab, KanalKPK 
TV mengemban misi tersendiri yang sama sekali 
berbeda dengan media massa. KanalKPK TV berperan 
sebagai sumber rujukan tentang kiprah KPK, sekaligus 
menyosialisasikan pesan antikorupsi dalam upaya 
pencegahan.

Dalam konteks inilah, KanaklKPK TV justru menjadi 
pelengkap terhadap pendekatan yang dilakukan media 
umum lain, yang pada umumnya lebih mengutamakan 
informasi di bidang penindakan.

PROGRAM MENARIK
Meski memosisikan diri sebagai televisi antikorupsi, 
program KanalKPK TV dibuat sedemikian rupa, 
sehingga tidak monoton dan tidak membosankan. Pesan 
antikorupsi, diterjemahkan melalui berbagai pesan 
sederhana dengan kemasan menarik, mendidik, dan 
menghibur.

Setidaknya, terdapat dua bagian besar program TV 
streaming KPK tersebut. Pertama, KanalKPK TV 
memberikan akses yang luas bagi siapa saja yang hendak 
menyaksikan proses persidangan. Hal ini dimungkinkan, 
karena KanalKPK TV menayangkan seluruh sidang kasus 
korupsi, termasuk secara langsung, untuk semua kasus 
yang ditangani KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) Jakarta.

Kedua, KanalKPK TV juga mempunyai berbagai program 
menarik yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. 
Antara lain, program bincang, berita, feature dan 
dokumenter, humor, musik, dongeng, dan film.
Untuk menjangkau pemirsa anak-anak, KanalKPK TV 
juga menyajikan dongeng dan film animasi. Melalui 

Strategi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya 
dilakukan dengan metode penindakan. KPK juga perlu 
memperluas medium pemberantasan korupsi, yang 
mengutamakan strategi pencegahan serta membangun 
sistem dan budaya antikorupsi. Salah satunya melalui TV 
antikorupsi.
 
Di sisi lain, KPK juga menyadari, saat ini masyarakat 
tengah dikepung oleh satu budaya culture screen. Oleh 
karena itu, agar bisa tetap eksis, lembaga antikorupsi 
seperti KPK harus mentransformasikan seluruh 
kemampuan pengetahuan yang dimiliki, melalui sebuah 
jaringan yang bisa diakses oleh kalangan tersebut. 

Atas dasar itulah, KPK kembali menggagas metode 
pemberantasan korupsi melalui format berbeda. Setelah 
setahun silam memiliki KanalKPK Radio, pada 2014 KPK 
meluncurkan KanalKPK TV. Sebuah televisi berbasis 
streaming.

KanalKPK TV dapat diakses melalui www.kpk.go.id/
kanalKPK. Medium tersebut, merupakan jawaban KPK 
terhadap lahirnya X-generation, yang menjadikan gadget 
sebagai bagian penting dari komunikasi mereka. 
Lebih dari itu, KanalKPK TV juga merupakan bagian 
sejarah KPK. Karena KanalKPK TV merupakan media 
terbaru yang melengkapi strategi komunikasi, yang 
terlebih dahulu dimiliki KPK. Yakni, KanalKPK Radio, 

LUNCURKAN TELEVISI
LENGKAPI STRATEGI 
KOMUNIKASI

KanalKPK TV bukan untuk 
menyaingi media umum. Melalui 
medium audiovisual, diharapkan 
masyarakat bisa lebih mudah 
mencerna pesan antikorupsi.
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JUJUR BARENGAN
Lainnya, berupa gerakan Jujur Barengan yang diprakarsai 
tokoh dan kelompok masyarakat di Yogyakarta. KPK 
kemudian mengelaborasi gerakan tersebut dengan 
sejumlah pemangku kepentingan lainnya, salah satunya 
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

Pesan utama gerakan ini, sejatinya sederhana, yakni 
mengkampanyekan pondasi kejujuran secara kolektif 
yang bisa diimplementasikan pada keseharian. Seperti 
menyontek, membolos, dan melanggar rambu-rambu lalu 
lintas. Namun, tentu saja, upaya itu tidak sesederhana 
yang dibayangkan, bahwa pelibatan dan partisipasi 
masyarakat, merupakan hal utama dalam suksesnya 
menyemaikan pesan itu.

Dengan pondasi kejujuran dan integritas tersebut, jika 
seseorang menyontek, membolos sekolah atau melanggar 
rambu-rambu lalu lintas, dia merasa malu. Dengan 
demikian, dengan tekad dari dalam diri sendiri, para 
pelaku justru bisa menjadi manusia yang jujur.

Gerakan itu sendiri, ditandai dengan karnaval dari Alun-
Alun Utara menuju Kepatihan atau Kantor Gubernur 
DIY. Karnaval Gerakan Budaya Jujur Barengan diikuti 
bergodo rakyat, marching band, mahasiswa dari seluruh 
Indonesia di Yogyakarta, sanggar kesenian, Paskibraka, 
santri, resimen mahasiswa, komunitas hobi, dan lain-
lain. Setelah karnaval, digelar panggung budaya dan 
pemutaran film antikorupsi.

Dengan kesadaran kolektif semacam ini, KPK yakin 
virus antikorupsi akan menyebar ke seluruh lapisan 
masyarakat. Sehingga kesadaran yang muncul, akan 
menempatkan posisi masyarakat sebagai salah satu 
elemen penting dalam perlawanan terhadap korupsi.

Penyelenggaraan ACFFest tahun kedua tersebut, dimulai 
pada Mei 2014. Ditandai dengan dibukanya pendaftaran 
terhadap karya-karya yang ingin berpartisipasi. 
Sedangkan perhelatan puncak, bertepatan dengan 
peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 
yang diadakan di Yogyakarta pada 9-11 Desember 2014. 
Pengumuman pemenang dan malam penganugerahan 
ACFFest 2014 tersebut, diselenggarakan pada 12 
Desember 2014 di Yogyakarta.

Sebagai bagian dari kegiatan, KPK menggelar roadshow di 
10 kota. Yaitu, Jakarta, Bandung, Palembang, Yogyakarta, 
Purbalingga, Malang, Denpasar, Mataram, Makassar, dan 
Manado. Roadshow yang digelar Agustus-September, 
tersebut, sebagai bentuk sosialisasi seleksi yang dibuka 
pada Mei-Oktober. 
 
OPTIMALKAN PERAN PEREMPUAN
KPK memang menganggap penting sosok perempuan. 
Sebab, perempuan mempunyai peran sentral dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Termasuk dalam hal pencegahan korupsi. 

Tanpa mengesampingkan fakta adanya perempuan yang 
terjerat kasus korupsi, KPK meyakini masih banyak 
perempuan yang menjaga keotentikan nilai-nilai, 
sehingga mampu berperan sebagai ibu dan istri, serta 
mewariskan nilai-nilai bagi keluarga dan lingkungannya.

Dalam konteks itulah, pada 2014 KPK meluncurkan 
program yang menyentuh langsung peran perempuan. 
Namanya, “Saya, Perempuan Antikorupsi” yang berupaya 
mengoptimalkan peran perempuan sebagai agen 
antikorupsi di dalam keluarga. 

Program itu sendiri, diluncurkan tepat dengan peringatan 
Hari Kartini. Selain diwarnai talk show, launching juga 
dilakukan dengan memberikan pengenalan dan simulasi 
tools untuk program tersebut. Turut hadir pula sebagai 
narasumber, antara lain perwakilan Ibu Indonesia yang 
juga mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Mutia 
Hatta, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartika 
Sari, Pemimpin redaksi sebuah majalah perempuan Petty 
S. Fatimah, dan perwakilan Organisasi Perempuan asal 
Nusa Tenggara Barat (NTB), Yuyun.

Sebagai tindak lanjut, pada 12-14 Mei 2014, KPK juga 
mengadakan training of trainers (ToT), yang diikuti 25 
perempuan dari berbagai latar belakang dan profesi. 
Pelatihan yang diadakan di Mataram, NTB tersebut, 
bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership 
for Justice (AIPJ). Mereka, antara lain berasal dari 
kelompok penggerak PKK, pegawai negeri sipil, organisasi 
kemasyarakatan, guru, dan organisasi keagamaan. Mereka 
mendapatkan pembekalan pengetahuan dasar mengenai 
tindak pidana korupsi, ragam modus, dan celah-celah 
terjadinya korupsi. 

Potensi yang luar biasa itu dimiliki masyarakat. Jika 
semua berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, 
maka tingkat kejahatan korupsi di negeri ini bisa ditekan 
hingga titik terendah. 

Terkait potensi besar itulah, KPK berupaya menggugah 
kesadaran bersama. Caranya, dengan menggali bakat, 
kemampuan, dan potensi diri masing-masing. Baik 
yang memiliki bakat seni dan budaya, kemampuan 
mengedukasi keluarga, atau mampu menggerakkan 
lingkungannya agar bersama-sama melawan korupsi. 

Di antaranya, melalui film. Seperti tahun sebelumnya, 
pada 2014 pun KPK kembali menggelar Anti-Corruption 
Film Festival (ACFFest) 2014. KPK menilai, bahwa 
pendekatan seni budaya, khususnya film, sangat efektif 
dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Hal itu, 
karena sebagai medium kreatif, film dapat menyentuh 
langsung masyarakat dan mampu menghadirkan berbagai 
narasi, kisah, dan impresi dramatik yang menyentuh dan 
menggugah kesadaran penonton. 

Tagline ACFFest 2014 adalah Face Fact, Act Today. 
Melalui tagline tersebut, diharapkan anak muda berani 
menghadapi berbagai fakta dan beraksi menanganinya 
dengan bertanggung jawab, tanpa mengesampingkan sisi 
kreatif.

LIBATKAN PUBLIK
PEMBERANTASAN KORUPSI
LEBIH MENARIK

Masyarakat memiliki peran besar 
dalam pemberantasan korupsi. 
Semua bisa dilakukan, sesuai 
kemampuan dan potensi yang 
dimiliki.



 21
Laporan Tahunan 2014

MANFAATKAN PUBLIKASI LOKAL 
Tak hanya sektor usaha, pada 2014, KPK juga 
mengintensifkan kerja sama dengan dunia pendidikan, 
termasuk kampus. Kerja sama dilakukan, karena KPK 
melihat potensi perguruan tinggi yang luar biasa dalam 
pemberantasan korupsi. Termasuk, potensi perpustakaan 
kampus sebagai pusat publikasi lokal. Melalui kerja sama 
ini, KPK beharap, bisa menjadi langkah awal menuju 
pusat informasi dan pengetahuan antikorupsi terbesar di 
Asia Tenggara dan dunia. 

Selama ini, peran perpustakaan sebagai publikasi lokal 
memang belum optimal. Banyak skripsi, tesis disertasi, 
penelitian dosen maupun lembaga penelitian, dan hasil 
berbagai kajian, yang tidak diketahui masyarakat.  

Hingga saat ini, tercatat delapan universitas yang 
bekerjasama antara lain, Universitas Diponegoro, 
Universitas Negeri Semarang, Universitas Katolik 
Soegijapranata, Universitas Gadjah Mada, Universitas 
Katolik Atmajaya Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 
Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, dan 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

Dari sana, KPK kemudian melakukan pengumpulan, 
pengolahan, pengemasan ulang, serta penyebaran 
informasi dan pengetahuan antikorupsi. Melalui 
Perpustakaan KPK dan Anti Corruption Clearing House 
(ACCH), berbagai informasi tersebut kemudian disalurkan 
kepada masyarakat. Dengan demikian, Perpustakaan 
KPK dan ACCH, diharapkan bisa menjadi referensi utama 
masyarakat untuk belajar mengenai antikorupsi.
 
Hal itu dimungkinkan, karena baik Perpustakaan KPK 
maupun ACCH sudah saling terintegrasi. Portal ACCH 
berisi data dan informasi mengenai antikorupsi. Semua 
publikasi lokal perpustakaan perguruan tinggi yang 
diakuisisi KPK, dapat diakses melalui portal tersebut. 
Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses koleksi 
perpustakaan KPK dan koleksi perpustakaan universitas 
melalui portal ACCH. 

Hal sebaliknya, perpustakaan peguruan tinggi juga 
bisa menyalurkan berbagai informasi antikorupsi yang 
bersumber dari Perpustakaan KPK dan ACCH. KPK 
berharap, perguruan tinggi  mampu menyebarluaskan 
berbagai referensi antikorupsi kepada masyarakat. Baik 
informasi yang selama ini tersimpan di perpustakaan, 
maupun yang berasal dari KPK sendiri. 

Dengan adanya kerja sama publikasi lokal, jumlah koleksi 
buku meningkat pesat. Sebagai gambaran, Perpustakaan 
KPK sekarang sudah mengoleksi 10 ribu judul. Terdiri 
atas koleksi buku, artikel, dan publikasi lokal perguruan 
tinggi. (*)

Penandatanganan MoU yang dilakukan pertengahan Juli 
2014, tersebut, memang teramat penting. Sebab, berbagai 
permasalahan di negeri ini tidak jarang bersentuhan 
dengan dunia usaha. Salah satunya, masih adanya 
praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang 
tidak sehat, yang dapat bermuara pada pelanggaran atau 
tindak pidana yang merugikan perekonomian secara 
luas. Dan hal ini, sangat identik dengan tindak pidana 
korupsi, karena praktik-praktik tersebut mengakibatkan 
perekonomian negara menjadi terganggu. Dengan 
demikian, melalui kerja sama tersebut, diharapkan pula 
terdapat sharing informasi sehingga modus-modus 
kejahatan dalam sektor tersebut dapat terdeteksi sedini 
mungkin. 

Sebelumnya KPK telah merangkul salah satu bidang 
usaha, yakni penyedia jasa telekomunikasi di Tanah Air.
Kerja sama diawali dengan pertemuan (workshop) dengan 
11 Penyedia Jasa Telekomunikasi (PJT) di Indonesia. 
Workshop yang diadakan 3Januari 2014, tersebut, 
membahas kerjasama penyediaan informasi data. 
Sebagai implementasi, kerja sama dilanjutkan dengan 
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 
KPK dan berbagai penyedia jasa telekomunikasi, 1 Maret 
2014. 

KPK juga bersinergi dengan bidang usaha lain. KPK 
merangkul Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata 
Indonesia (Asita) dengan menggelar workshop tentang 
“Peran Agen Perjalanan Wisata dalam Pelaksanaan 
Kewenangan KPK dalam Rangka Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”  

Dalam acara tersebut, KPK memberikan pemaparan 
tentang bentuk-bentuk pelanggaran serta berbagai 
hukuman yang dapat menjerat. Termasuk di antaranya, 
adalah mark up harga tiket untuk mempermainkan 
anggaran, sesuai pesanan oknum penyelenggara negara 
atau pegawai negeri. KPK berharap, agar para pengusaha 
tidak terjebak dengan permainan para oknum PNS yang 
dapat menyeret pihak perusahaan untuk berurusan 
dengan hukum. 

Dunia perbankan tidak ketinggalan. Pada 10 September 
2014 KPK mengadakan pertemuan dengan pihak 
perbankan. Pertemuan digelar dalam rangka apresasi atas 
dukungan pemberantasan korupsi. Pada bulan yang sama, 
KPK menerima kunjungan dari Standard and Poor dan 
Fitch Rating. Kunjungan dilakukan dalam rangka diskusi 
untuk mengukur kemudahan berinvestasi di Indonesia.  

Musuh bersama, sudah lazimnya dihadapi bersama. 
Terlebih, jika musuh bersama itu bernama korupsi, yang 
notabene merupakan extra ordinary crime atau kejahatan 
luar biasa. 

Menyadari hal itu, KPK senantiasa menjalin kerja sama 
pada level nasional. Tidak hanya dengan kementerian/
lembaga, bahkan dengan pelaku usaha, perguruan tinggi, 
dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tujuannya 
satu, untuk memberantas tuntas korupsi di negeri ini, 
yang karakteristik korupsinya sedemikian masif dan 
terstruktur. 

Dalam melakukan kerja sama, KPK menjalankan fungsi 
trigger mechanism secara simultan di sektor pencegahan 
dan penindakan. Melalui peran tersebut, KPK diharapkan 
dapat mendorong optimalisasi pemberantasan korupsi di 
berbagai kementerian/lembaga. 

Salah satu kerja sama yang dilakukan, penandatanganan 
nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) 
antara KPK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU). Kerja sama ini sangat strategis. Karena, meski 
selama ini KPPU kerap menemukan berbagai kecurangan 
persaingan pasar, namun  sering kali proses perkaranya 
tak bisa diselesaikan dengan baik. Tentu saja sangat 
memprihatinkan. Karena kecurangan tersebut, sangat 
berpotensi mengakibatkan kerugian, baik kerugian pasar 
maupun kerugian negara.  

UNTUK DUNIA USAHA 
YANG BERSIH

KPK terus meningkatkan 
kerja sama dan jejaring 
nasional. Tidak hanya dengan 
kementerian/lembaga, namun 
juga merambah dunia usaha.
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Skandinavia dan Australia. Skandinavia berkunjung pada 
awal tahun, sedangkan Australia pertengahan Agustus. 

Delegasi negara-negara Skandinavia yang hadir adalah 
Dubes Denmark untuk Indonesia Martin B Hermann, 
delegasi Kedubes Norwegia Marianne Damhaug, Kedubes 
Swedia Cecilia Sandqvist, dan Kedubes Finlandia 
LeenaViljanen. Sedangkan pada kesempatan berbeda, 
Menteri Kehakiman Australia, Michael Keenan yang 
ditemani Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg 
Moriarty, juga mengunjungi KPK.

Kunjungan tersebut, tentu memiliki arti yang sangat 
strategis bagi KPK. Karena negara-negara tersebut, juga 
melakukan sharing dengan KPK terkait pemberantasan 
korupsi, baik di negara-negara tersebut maupun di 
Indonesia. 

PERAN AKTIF DALAM KERJA SAMA
Korupsi adalah kejahatan transnasional, sehingga harus 
diselesaikan secara bersama-sama negara lain. Terkait hal 
itu, sepanjang 2014, KPK berperan aktif KPK dalam kerja 
sama internasional. 

Pada 18-21 Feb 2014, misalnya, KPK berperan aktif dalam 
ajang APEC Workshop, 3rd Senior Officials Meeting and 
Related Meetings – Asia Pacific Economic Cooperation. Dalam 
perhelatan yang diadakan di Beijing, Tiongkok, tersebut, 
KPK aktif mengeluarkan gagasan dan pendapat.

Masih di bulan yang sama, tepatnya 19-20 Februari 2014, 
KPK menghadiri pertemuan 2nd Annual Meeting Economic 
Crime Agencies Network (ECAN). ECAN merupakan forum 
kerja sama lintas benua, untuk mencegah dan menindak 
segala bentuk praktik kejahatan ekonomi. 

KPK sendiri, berperan besar dalam menginisiasi 
pembentukan forum tersebut. Selain KPK, lembaga lain 
yang menjadi anggota ECAN adalah: European Anti-Fraud 
Office (OLAF) Uni Eropa, Serious Fraud Office (SFO) 
Inggris, Serious Fraud Office (SFO) Selandia Baru, Federal 
Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, Corrupt 
Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura, Malaysian 
Anti-Corruption Commision (MACC) Malaysia, dan City of 
London Police Inggris. 

Selain itu, sepanjang 2014, KPK juga aktif berperan serta 
dalam forum G20- Anti Corruption Working Group (ACWG). 
Tercatat tiga kali, KPK menghadiri forum tersebut, yakni 
26-28 Februari 2014 di Sydney Australia, Juni 2014 di 
Roma Italia, dan 16-17 Oktobober di Paris, Prancis. (*)

Proses “magang” tersebut berlangsung 12 Oktober-1 
November 2014. 

Sebagai pengantar kegiatan tersebut, KPK dan CAC Timor 
Leste pun menggelar pertemuan, 13 Oktober 2014 yang 
dihadiri komisioner KPK dan CAC Timor Leste. Dari 
KPK, adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, 
dan Zulkarnain. Sedangkan Komisioner CAC Timor 
Leste, Aderito Tilman dan para pejabat struktural kedua 
lembaga. 

Pada kesempatan itu, Tilman secara terbuka berharap, 
bahwa delegasi utusannya dapat mempergunakan 
kesempatan tersebut untuk menimba ilmu dengan baik. 
Sehingga kelak, akan bermanfaat bagi pemberantasan 
korupsi di Timor Leste. 

Sementara, MACC Malaysia dua kali berkunjung ke 
KPK pada 2014. Pertama, pada 20-21 Maret dan kedua, 
10 November. Pada kunjungan pertama, delegasi 
MACC belajar mengenai pencegahan korupsi dan 
membangun sistem pengaduan masyarakat. Sedangkan 
pada kunjungan kedua dalam rangka studi banding 
pemberantasan korupsi. 

Kunjungan MACC untuk belajar di KPK, tidak hanya 
pada tahun ini. Sudah beberapa kali mereka melakukan 
hal yang sama. Pada 2011 misalnya, delegasi MACC 
belajar mengenai sistem whistle blower di KPK. Ketika itu 
MACC merasa perlu belajar, karena banyak kasus korupsi 
terungkap di KPK, melalui pelaporan yang anonim. 
 
Sedangkan Kuwait Anti-Corruption Authority (KANCOR) 
berkunjung pada 24-25 Februari. Dalam kunjungan 
tersebut, KANCOR diwakili Ketua KANCOR Abdul 
Rahman Al Nemash, Dubes Kuwait untuk Indonesia 
Nasser Bareh Al Enezi, dan anggota Board of Trustees 
Kancor Dawoud Aljarrah.

Sebagai lembaga yang baru dibentuk pada 2013, 
berdasarkan undang-undang yang dibuat pada 2012, 
KANCOR merasa perlu belajar dan menimba ilmu pada 
lembaga serupa, yang dinilai lebih berprestasi. 

Bukan hanya ketiga lembaga antikorupsi tersebut. Pada 
14 Maret 2014, KPK menerima kunjungan dari Yale 
University. Kunjungan tersebut merupakan implementasi 
kerjasama, yaitu dalam rangka mempelajari mengenai 
pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tidak kalah menggembirakan, kunjungan juga dilakukan 
beberapa negara yang notabene berada pada lapis teratas 
sebagai negara terbersih di dunia, seperti negara-negara 

Pengakuan datang dari mancanegara. Di tengah berbagai 
upaya pelemahan yang terus diterima KPK, beberapa 
lembaga antikorupsi atau pemerintahan negara lain justru 
menunjukkan kepercayaan kepada KPK. 
 
Selain itu, tidak kalah menarik, Indonesia melalui KPK, 
sekarang menjadi salah satu rujukan dari lembaga-
lembaga antikorupsi baru. Misalnya, bagi mitra di Timur 
Tengah dan Afrika. Jadi, jika dahulu Indonesia banyak 
dibantu melalui Colombo Plan, sekarang Indonesia yang 
membantu.

Pada 2014, misalnya, tidak sedikit dari mereka 
justru mengirimkan delegasi untuk belajar mengenai 
pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Beberapa di 
antara mereka, di antaranya adalah Comisso Anti-Corrupo 
(CAC) Timor Leste, Malaysian Anti-Corruption Commission 
(MACC) Malaysia, dan Kuwait Anticorruption Authority 
(Kancor).

CAC Timor Leste, misalnya, tidak hanya bertukar pikiran, 
namun juga mengutus pejabat strukturalnya menimba 
ilmu di KPK. Mereka terdiri atas 10 orang, yang berasal 
dari para pejabat struktural dan staf di masing-masing 
unit komisi antikorupsi negeri tetangga tersebut. Mereka 
mendalami berbagai upaya pemberantasan korupsi yang 
dilakukan KPK, terutama dalam bidang pencegahan. 

MENJADI RUJUKAN 
MITRA MANCANEGARA

KPK terus melakukan kerja 
sama strategis internasional. 
Sepak terjang KPK dalam 
pemberantasan korupsi di 
Indonesia, mendapat perhatian 
dari sejumlah negara. 
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Sidak yang dilakukan di balai uji KIR tersebut 
membuat para pegawai kelabakan. Mereka tidak bisa 
menyembunyikan banyaknya peralatan yang tidak 
berfungsi baik. Selain itu, mereka juga tidak bisa 
menyembunyikan berbagai barang bukti atas aktivitas 
pungutan liar (pungli) yang dilakukan. 

Dalam temuannya, tim sidak mendapati mayoritas 
peralatan yang digunakan untuk pelayanan uji KIR, tidak 
berfungsi. Padahal, seharusnya pengujian dilakukan 
secara bertahap. Mulai dari uji emisi, uji speedometer, 
uji kebisingan (noise) atau klakson kendaraan, rem 
kendaraan, berat kendaraan, dan uji bagian bawah 
kendaraan, seperti lampu dan power steering. Karena 
banyak alat yang tidak berfungsi, itulah, pelayanan 
manual sengaja dilakukan untuk memanipulasi hasil uji.

Tim juga menemukan bahwa uang pungli yang bisa 
dikumpulkan, mencapai Rp500 juta per bulan. Asumsinya 
terdapat sekitar 500 mobil per bulan dengan besaran 
pungli antara Rp 2-46 ribu yang terdiri dari beberapa pos 
layanan.

Tidak berhenti sampai sidak. Berdasarkan berbagai 
temuan dan data lengkap yang sudah dikumpulkan, 
KPK kemudian mengidentifikasi kelemahan tata kelola 
dan tata laksana UPTPKB Kedaung Angke. Tidak 
hanya di Kedaung Angke, tetapi juga seluruh UPTPKB 
Ujung Menteng, UPTPKB Pulogadung, dan UPTPKB 
Cilincing. Dari sana, kemudian KPK dan Pemprov 
DKI, menggelar kembali berbagai pertemuan, untuk 
mendiskusikan masalah tersebut. KPK juga menyerahkan 
temuan dan hasil observasi kepada Pemprov DKI, 
untuk ditindaklanjuti. Jika terdapat tindakan korektif, 
sepenuhnya merupakan kewenangan Pemprov DKI. (*)

KPK melihat bahwa persoalan 
TKI sudah menjadi perhatian 
publik. Meski termasuk korupsi 
“kecil”, masalah TKI justru 
berpotensi memunculkan 
kerugian yang luar biasa.

Sebagai tindak lanjut, KPK bersama Bareskrim Polri 
dan UKP4 juga menggelar berbagai pertemuan dengan 
perwakilan dari instansi terkait. Pertemuan dilakukan 
sebagai upaya memperbaiki sistem pelaksanaan pelayanan 
publik bagi para TKI. Mereka adalah perwakilan Kemenko 
Kesra, Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenkumham, 
Kemenlu, Kemenhub, Bank Indonesia, Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Polri, Ombudsman, BNSP, PT. Angkasa 
Pura I, dan PT. Angkasa Pura II.

Dengan adanya pertemuan itu, diharapkan dapat 
membentuk kesepahaman dalam merumuskan tata kelola 
yang baik dalam menangani persoalan TKI di masa yang 
akan datang. 

Melalui pertemuan itu pula, perwakilan yang hadir 
memberikan sumbangsihnya untuk membuat terobosan-
terobosan yang out of the box. Dengan adanya pertemuan 
itu, diharapkan pula dapat membentuk kesepahaman 
dalam merumuskan tatakelola yang baik dalam 
menangani persoalan TKI di masa yang akan datang.

Tidak hanya pencegahan. Dalam konteks penindakan, 
KPK bersama dengan Mabes Polri  sepakat untuk pararel 
dan konsisten dalam menjalankan program tersebut. 

UJI KIR
Persoalan TKI, bukanlah satu-satunya korupsi “kecil” yang 
ditangani KPK sepanjang 2014. Lainnya, ketika KPK juga 
memfokuskan diri pada perbaikan sistem dan tata kelola 
Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor 
(UPTPKB) Kedaung Angke, yang selama ini berwenang 
melakukan uji KIR. 

Sama seperti TKI, KPK tidak bisa mendiamkan. Karena, 
meski “kecil”, namun berpotensi menimbulkan kerugian 
negara yang tidak sedikit. Hanya saja, berbeda dengan 
TKI, keterlibatan KPK dalam perbaikan sistem dan 
tatakelola uji KIR, merupakan buah dari kerja sama yang 
dilakukan dengan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta, melalui koordinasi dan supervisi pencegahan 
(korsupgah) korupsi. 

Melalui korsupgah, diketahui bahwa terjadi berbagai 
penyelewengan yang berpotensi tindak pidana korupsi 
pada uji KIR. Hal itu, berdasarkan bukti awal, antara lain 
berupa observasi di lokasi kejadian.

Dari sanalah kemudian KPK dan Pemprov DKI melakukan 
sidak terhadap UPTPKB Kedaung Angke pada Juli 
2014. Dalam sidak tersebut, Wakil Ketua KPK Bambang 
Widjojanto dan Zulkarnain, didampingi Basuki Tjahaya 
Purnama alias Ahok, yang ketika itu menjabat sebagai Plt. 
Gubernur DKI Jakarta.  

Peliknya persoalan yang selama ini mendera tenaga kerja 
Indonesia (TKI), siapapun tahu. Namun, siapa menduga 
jika KPK pada 2014, ternyata melibatkan diri menangani 
persoalan tersebut. 

Persoalan TKI, awalnya memang bukan ranah KPK, 
karena tidak termasuk national interest. Namun, karena 
banyak laporan dalam bentuk pengaduan masyarakat 
terkait TKI, KPK tidak bisa mendiamkan. KPK melihat 
bahwa persoalan TKI sudah menjadi perhatian publik. 
Meski termasuk korupsi “kecil”, masalah TKI justru 
berpotensi memunculkan kerugian yang luar biasa.

Itu sebabnya, KPK pun antara lain melakukan kajian 
terkait TKI. Dari hasil kajian, ditemukan bahwa semua 
permasalahan TKI terkait erat dengan buruknya sistem 
dan tata kelola, sehingga harus ditangani dengan 
membangun sistem yang benar.  

Tidak hanya kajian. Bekerja sama dengan Bareskrim 
Polri dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan 
Pengendalian Pembangunan (UKP4), KPK juga melakukan 
inspeksi mendadak (sidak) ke Terminal Kedatangan TKI 
di Bandara Soekarno Hatta. Dalam sidak yang dilakukan 
25-26 Juli 2014 tersebut, KPK menemukan banyaknya 
praktik pemerasan. Saat itu, terdapat tiga oknum penegak 
hukum dan 15 calo yang melakukan pemerasan terhadap 
TKI. 

PUNGLI SIRNA
LAYANAN PUBLIK PRIMA
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2014. Pemaparan dilakukan di hadapan Direktur Utama 
BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Komisioner Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani, Kepala Badan 
Kebijakan Fiskal (BKF) Andin Hadiyanto, dan Wakil 
Menteri Kesehatan Ali Ghufron.

Dari kajian tersebut, KPK masih menemukan potensi 
masalah dalam pelaksanaan JKN. Antara lain, pertama, 
adanya konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran 
dan rangkap jabatan. Kedua, perihal adanya potensi 
kecurangan (fraud) dalam pelayanan. Dan ketiga, terkait 
pengawasan yang masih lemah. 

Berdasarkan hasil kajian, KPK memberikan sejumlah 
rekomendasi untuk perbaikan sistem. Atas rekomendasi 
tersebut, beberapa pihak terkait pun telah menyusun 
rencana aksi perbaikan. BPJS Kesehatan menyampaikan 
rencana aksi ke KPK pada 11 Maret, DJSN pada 1 April, 
dan Kementerian Kesehatan pada 11 April. 

Tidak berhenti sampai di sana. Awal Juni, KPK juga 
melakukan rapat Koordinasi Supervisi Pencegahan TPK 
dalam Program JKN. Pada rapat koordinasi dan supervisi 
tersebut, KPK menyampaikan hasil pemantauan atas 
tindak lanjut implementasi perbaikan JKN. 

KPK juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi 
perhatian KPK. Di antaranya, pertama, adanya potensi 
risiko fiskal, karena besarnya klaim yang melebihi jumlah 
iuran. Sebagai contoh, cabang BPJS Kesehatan Banda 
Aceh yang hanya menerima iuran dari peserta mandiri 
tidak sampai Rp50 juta, ternyata dalam waktu empat 
bulan sudah harus melakukan pembayaran lebih dari 
Rp19 miliar untuk dua rumah sakit saja.

Kedua, adanya risiko ketidakadilan dalam distribusi 
manfaat. Dalam hal ini, peserta pada kelas I dan kelas II 
yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan peserta 
kelas III, ternyata menggunakan dana jaminan yang 
jauh lebih besar dari iuran yang dibayarkan. Dan ketiga, 
adanya risiko under-serving dan Program Inferior. Hal ini 
bisa dilihat dari beberapa keluhan masyarakat terhadap 
layanan yang cenderung menurun. 

DANA FANTASTIS BPJS KETENAGAKERJAAN
Seperti halnya BPJS Kesehatan, anggaran yang 
dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan juga luar biasa. Pada tahun 2013, 
misalnya BPJS ketenagakerjaan yang merupakan 
peralihan dari PT. Jamsostek memiliki total aset lebih dari 
Rp153 triliun dengan dana investasi hampir Rp150 triliun 
dan hasil perolehan investasi mencapai Rp15 triliun. Dana 
tersebut akan terus membesar, bahkan diproyeksikan 
akan mencapai angka fantastis, Rp2 ribu triliun pada 
2030.

Tak mudah mengelola dana yang 
jumlahnya sangat fantastis. 
Selain membutuhkan instrumen 
pengawasan yang baik, juga 
diperlukan kompetensi dan 
integritas yang tinggi untuk 
mencegah terjadinya korupsi. 

Dari kajian, KPK kemudian melakukan pemaparan 
di hadapan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, 
Kepala BPKP Mardiasmo, Dirjen Anggaran Kementerian 
Keuangan Askolani, Dirjen Pemberdayaan Sosial 
Kemensos Hartono Laras dan sejumlah perwakilan dari 
kementerian terkait. 

KPK juga memberikan beberapa rekomendasi perbaikan 
kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus 
melakukan reviu terhadap kebijakan subsidi raskin 
secara lebih komprehensif dengan memperhitungkan 
berbagai faktor untuk mencapai tujuan program. 
Kedua, melakukan perbaikan kebijakan dan mekanisme 
perhitungan subsidi agar lebih transparan dan 
akuntabel. Ketiga, memperkuat sistem pengawasan dan 
pengendalian dalam program subsidi raskin. 

Selain itu, KPK juga mengirim laporan secara 
komprehensif terhadap program yang berpotensi 
terjadinya tindak pidana korupsi. Dan, berdasarkan 
rekomendasi itu, KPK bersama kementerian dan lembaga 
terkait kemudian menyusun dan menyepakati rencana 
aksi dalam waktu 30 hari setelah laporan kajian tersebut 
disampaikannya. Dari sanalah, KPK memantau dan 
melakukan evaluasi pelaksanaan action plan yang telah 
disepakati tersebut.

KESEHATAN RAWAN PENYELEWENGAN
Upaya pemerintah yang memfokuskan diri terhadap 
sektor kesehatan, layak diapresiasi. Adanya Program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), membuat 
masyarakat tidak lagi takut berobat jika menderita sakit. 

Namun, JKN tetap harus mendapat perhatian, terutama 
terhadap potensi penyelewenangan di dalamnya. Maklum, 
dengan memiliki aset sekitar Rp10 triliun, diperkirakan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, 
akan mengelola dana jaminan sosial mencapai Rp38-40 
triliun rupiah per tahun. Jumlah yang luar biasa. 

Dana sebesar itu, berasal dari dana iuran mandiri peserta, 
modal awal APBN sebesar Rp500 miliar, dan bantuan 
pemerintah lebih dari Rp19 triliun. Dana itulah yang 
berpotensi dinikmati orang yang tidak berkepentingan.

Untuk itu, KPK bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 
untuk melakukan pengawalan. Pengawalan dilakukan 
guna memastikan bahwa sistem tersebut sudah tersusun 
dengan benar. Apalagi, karena lembaga yang mengelola, 
yakni BPJS Kesehatan, juga baru dibentuk dan memiliki 
sistem yang baru pula. 

Selain bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, KPK juga 
melakukan kajian terhadap JKN. Pemaparan hasil 
kajian tersebut, dilakukan KPK pada awal Februari 

Upaya pemerintah untuk memfokuskan diri terhadap 
berbagai sektor yang menjadi national interest, layak 
diapresiasi. Perlu perbaikan sistem, untuk meminimalisasi 
potensi penyimpangan terkait besarnya anggaran.

Sesuai roadmap, KPK menaruh perhatian besar terhadap 
berbagai sektor yang termasuk national interest. Bukan 
saja ketahanan pangan, namun juga pendidikan, 
kesejahteraan, dan kesehatan. Maklum, selain anggaran 
yang diberikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, 
national interest juga berhubungan langsung dengan 
hajat hidup orang banyak. 

Bermula dari sana, pada 2014 KPK melakukan kajian 
terhadap kebijakan subsidi beras miskin (raskin). Dari 
kajian tersebut, KPK mendapati berbagai temuan. 
Termasuk temuan, bahwa beberapa kebijakan masih 
berpotensi menjadi pelanggaran tindak pidana korupsi. 

Dari hasil kajian, KPK menemukan, berbagai persoalan 
pada kebijakan tersebut. Antara lain, data sasaran target 
yang tidak valid, distribusi raskin yang diidentifikasi 
fiktif, penggelapan raskin, harga tebus raskin yang lebih 
mahal dari yang seharusnya, pengurangan jatah raskin, 
dan kualitas raskin yang tidak layak konsumsi. Selain 
itu, juga pemberian jatah raskin kepada masyarakat yang 
tidak berhak dan adanya penggelapan uang tebus raskin. 

BESARNYA ANGGARAN
RAWAN PENYELEWENGAN
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Tentu saja tak mudah mengelola dana yang jumlahnya 
sangat fantastis tersebut. Selain membutuhkan 
instrumen pengawasan yang baik, juga diperlukan 
kompetensi dan integritas yang tinggi untuk mencegah 
terjadinya korupsi. 

Bermula dari sana, sepanjang 2014 KPK juga memberi 
perhatian terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Sejak 
Februari, misalnya, KPK melakukan kajian terhadap enam 
aspek BPJS Ketenagakerjaan, tersebut. Keenam aspek itu 
meliputi regulasi, kelembagaan, kepesertaan, pelayanan, 
pembiayaan, dan pengawasan. 

Dari hasil kajian, KPK menemukan sejumlah potensi 
masalah. Misalnya, pada aspek kelembagaan. KPK 
menemukan potensi terjadinya konflik kepentingan 
antara Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan. Hal ini berkaitan dengan persetujuan 
Dewan Pengawas terhadap rencana kerja anggaran 
tahunan yang disusun oleh Direksi. Potensi conflict of 
interest dan kolusi muncul lantaran gaji dan operasional 
Dewan Pengawas juga dibiayai dari anggaran Badan.

Karena itulah, KPK merekomendasikan kepada Direksi 
dan Dewan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan. Di 
antaranya, untuk membuat kebijakan agar melibatkan 
pihak eksternal dalam melakukan reviu rencana 
anggaran tahunan. Selain itu, kepada pemerintah agar 
mengajukan revisi UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS 
untuk menghilangkan potensi konflik kepentingan 
Dewan Pengawas dalam mengawasi Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan.
 
Pada aspek regulasi, KPK menemukan ketidakadilan 
dalam pengenaan sanksi bagi pemberi kerja. Hal itu 
terlihat dari Pasal 55 UU BPJS yang menyatakan, 
ancaman pidana selama delapan tahun dan denda 
Rp1 miliar bagi pemberi kerja yang menunggak iuran. 
Padahal, bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan 
kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya 
dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, hanya 
akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak 
mendapatkan layanan publik. 

Ketidakadilan tersebut berimplikasi, bahwa para pemberi 
kerja yang belum mendaftar tidak terdorong untuk 
mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial 
ketenagakerjaan. Karena itulah, KPK merekomendasikan 
agar pemerintah mengusulkan revisi UU BPJS kepada 
DPR terkait ketentuan sanksi pada pemberi kerja atau 
perusahaan dalam kewajiban mendaftar program jaminan 
sosial ketenagakerjaan.
 
Persoalan lain yang disorot KPK, terkait dengan tidak 
terlaksananya jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga 

kerja Indonesia (TKI). Dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e UU 
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja, disebutkan bahwa syarat penempatan TKI 
salah satunya adalah mengikutsertakan dalam program 
jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki polis asuransi.
 
Atas dasar itu, KPK mendorong Kementerian 
Ketenagakerjaan untuk merevisi peraturan tentang 
pemberian asuransi perlindungan TKI yang sekurang-
kurangnya sama dengan program jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan. 

KORSUP DANA PENDIDIKAN
Serupa tapi tak sama, ironi juga terjadi pada sektor 
pendidikan. Gelontoran anggaran yang luar biasa besar, 
ternyata tidak serta-merta mengatrol kualitas pendidikan 
di Tanah Air. Padahal, untuk 2014 saja, tidak kurang 
Rp368 triliun dikucurkan untuk sektor tersebut. 

Faktanya, berbagai persoalan serius masih terlihat di 
sana-sini. Termasuk di antaranya, ketimpangan kualitas 
antara pusat dan daerah. Berdasarkan data PDSP 
Kemdikbud di 2012 saja, penduduk usia sekolah yang 
tidak sekolah mencapai 30 juta jiwa. Berbagai fasilitas 
belajar, seperti ruang kelas rusak masih relatif tinggi 
(28% untuk tingkat TK, 24% untuk SD, 15% untuk SMP, 
dan 11% untuk SMU/SMK).

Berbagai permasalahan, tak lepas dari banyaknya praktik 
korupsi di sektor pendidikan. Dari kajian satu dasawarsa 
korupsi pendidikan oleh ICW, yakni periode 2003-2013, 
ditemukan setidaknya 296 kasus korupsi dana pendidikan 
yang disidik penegak hukum dan menyeret 479 orang 
sebagai tersangka. Dari sejumlah kasus tersebut, 30 
persennya adalah oknum Dinas Pendidikan sehingga 
menyebabkan kerugian negara sekitar Rp619 miliar. 

Atas permasalahan itu, KPK bersama lima kementerian 
dan lembaga terkait bersinergi membentuk tim 
koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dana 
pendidikan. Kelima kementerian dan lembaga itu 
adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pemeriksa Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP). 

Melalui korsup dana pendidikan diharapkan terdapat 
sistem pengawasan yang lebih baik, sehingga anggaran 
yang luar biasa itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin 
untuk pendidikan di Tanah Air. Pengawasan menjadi 
penting, karena untuk 2015 pun, alokasi dana untuk 
sektor pendidikan tidak kalah fantastis, yakni sekitar 
Rp400 triliun. 

Dalam rangka membangun kesadaran terkait peran 
pengawasan pemda atas dana pendidikan, KPK menggelar 
sosialisasi dan workshop pada 25-26 Juni 2014. 
Selanjutnya, pada 15 Desember, tujuh kementerian/
lembaga tersebut menandatangani kesepakatan aksi 
bersama pencegahan korupsi dana pendidikan di 
Auditorium KPK. Selain Pimpinan KPK Abraham Samad 
dan Zulkarnain, turut hadir dalam penandatanganan 
kesepakatan aksi tersebut, Mendikbud Anies Baswedan, 
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Irjen 
Kemendikbud Haryono Umar, Irjen Kementerian Agama 

M. Jasin, Irjen Kemendagri Maliki Heru Santoso, Irjen 
Kemenkeu Sonny Loho, serta Plt. Kepala BPKP Meidyah 
Indreswari.

Dalam kesepakatan itu, ada delapan poin aksi, antaranya 
menyempurnakan dan mengintegrasikan mekanisme 
penanganan pengaduan masyarakat pada kementerian 
pengelola dana pendidikan hingga menyempurnakan 
aturan pengelolaan dana pendidikan.
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nilai tambah dilakukan sejak dari kegiatan penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral 
dan batubara.

Dalam korsup, kegiatan pengawasan pertambangan 
mineral dan batubara difokuskan pada lima sasaran. 
Pertama, pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan; 
Kedua, pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha 
pertambangan minerba; Ketiga, pelaksanaan pengawasan 
produksi pertambangan minerba; Keempat, pelaksanaan 
kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang 
minerba; Dan, kelima, pelaksanaan pengawasan penjualan 
dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba.

Korsup kali ini, menghasilkan beberapa capaian. Pertama, 
telah dilakukan pengakhiran IUP, pengembalian, dan 
pencabutan 810 IUP dari 12 provinsi sampai dengan 
Desember 2014; Kedua, dikeluarkannya peraturan 
pembayaran royalti didepan sebelum ekspor dilakukan; 
Ketiga, pemberian sanksi administratif kepada 
perusahaan berupa teguran dan penutupan sementara; 
Dan, keempat, mendorong KESDM memberikan status 
penundaan kegiatan (suspensi) kepada 16 PKP2B, dan 16 
KK.

Selain itu, kelima, mendorong penertiban pelabuhan 
khusus (TUKS) untuk kegiatan ekspor; Keenam, 
mendorong kerjasama pembuatan peta tunggal perizinan 
pertambangan yang dioverlay dengan data kehutanan 
dan sektor lain yang terkait (MOMI=Minerba one map 
indonesia); Ketujuh, meningkatkan PNBP negara sebanyak 
Rp5 triliun dari IUP dalam waktu tiga bulan selama 
korsup; Kedelapan, mendorong peningkatkan penerimaan 
PNBP sebanyak Rp2 triliun dari KK dan PKP2B dalam 
kurun waktu dua bulan; Dan, kesembilan, meningkatkan 
pembayaran jaminan reklamasi dan pasca tambang di 12 
provinsi.

Dampak korsup sungguh luar biasa. Upaya 
menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara dari 
sektor ini dinilai sangat efektif. Pencabutan izin 810 IUP 
bermasalah, menghasilkan PNBP dari sektor ini sebesar 
Rp35,5 triliun rupiah.  Angka ini tentu merupakan 
kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena pada 
2013, PNBP yang dihasilkan dari sektor minerba “hanya” 
sebesar Rp26,5 triliun. Hal ini menunjukkan upaya 
pencegahan korupsi melalui kegiatan ini berjalan cukup 
efektif. (*)

Melalui korsup, izin 810 
perusahaan tambang dicabut. 
Penerimaan negara sektor ini 
meningkat, dari Rp26,5 triliun 
tahun lalu, menjadi Rp35,5 triliun 
pada 2014.

Renaksi tersebut, merupakan tindak lanjut dari berbagai 
kajian yang dilakukan KPK. Antara lain, Kajian Kebijakan 
Pengusahaan Batubara pada 2011 dan Kajian Sistem 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba pada 
2013. Dari berbagai kajian tersebut, KPK menyimpulkan 
bahwa terdapat 10 permasalahan mendasar dalam 
pengelolaan minerba. 

Pertama, pengembangan sistem data dan informasi 
minerba masih bersifat parsial; Kedua, belum 
diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 
2009 tentang Pertambangan Minerba; Ketiga, renegosiasi 
kontrak 34 KK dan 78 PKP2B belum terlaksana; 
Keempat, peningkatan nilai tambah mineral dan batubara 
belum terlaksana dengan baik; Kelima, penataan 
kuasa pertambangan/izin usaha pertambangan belum 
selesai; Dan keenam, tidak ada upaya sistematis untuk 
meningkatkan PNBP.

Selain itu, ketujuh, kewajiban pelaporan reguler belum 
dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah; 
Kedelapan, kewajiban reklamasi dan pascatambang 
belum sepenuhnya dilakukan; Kesembilan, pelaksanaan 
pengawasan pertambangan belum optimal; Kesepuluh, 
terdapat kerugian keuangan negara karena tidak 
dibayarkannya kewajiban keuangan oleh pelaku usaha.

KORSUP 12 PROVINSI
Sebagai tindak lanjut rencana aksi, KPK melakukan 
kegiatan korsup di 12 provinsi tersebut. Kegiatan 
dilakukan, dalam rangka mendorong pengawasan 
pertambangan mineral dan batubara yang efektif. 

Dalam korsup, kegiatan pengembangan dan pemantauan 
dilakukan dengan tujuh metode. Yaitu koordinasi dan 
supervisi, monitoring dan evaluasi, pengembangan 
integritas internal kementerian/lembaga, kampanye, 
sosialisasi dan edukasi, deteksi/profiling, kolaborasi 
internal dan eksternal, serta IT based. Sedangkan para 
pihak yang terlibat antara lain lintas direktorat di internal 
KPK, lintas kementerian/lembaga, pakar ekternal, UKP4 
dan CSO.

Pelaksanaan korsup didasarkan atas beberapa hal. Yakni, 
pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya 
mineral harus dilakukan sesuai dengan amanat UUD 
1945, khususnya pasal 33, serta UU No.4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Intinya, 
pengelolaan sumberdaya mineral untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Selain itu, UU juga mengamanatkan 
kewajiban untuk melakukan penciptaan nilai tambah 
secara nyata bagi perekonomian nasional. Penciptaan 

Pengelolaan sumber daya alam Indonesia, termasuk 
mineral dan batu bara (minerba) penuh dengan ironi. 
Potensinya yang melimpah di satu sisi, ternyata tidak 
diimbangi dengan tata kelola yang baik pada sisi berbeda. 

Buruknya tata kelola, dapat dilihat dari hasil kajian KPK 
di sektor tersebut. Sejumlah persoalan terkait pengelolaan 
pertambangan yang diamanatkan UU No. 4 Tahun 2009, 
belum selesai hingga saat ini. Antara lain, renegosiasi 
kontrak (34 KK dan78 PKP2B), peningkatan nilai tambah 
dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang 
mineral dan batubara, penataan Kuasa Pertambangan/
Izin Usaha Pertambangan, serta peningkatan kewajiban 
pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market 
obligation).  

Karena itulah, pada 2014, KPK bersama 12 kepala daerah, 
menyepakati rencana aksi koordinasi dan supervisi 
(korsup) atas sejumlah persoalan. Ke-12 provinsi tersebut 
adalah Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatra Selatan, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

PERBAIKAN TATA KELOLA 
MINERBA 
HASILKAN PENDAPATAN 
EKSTRA
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Sementara temuan terkait permasalahan terkait tata 
laksana pengelolaan sumber daya kelautan, antara lain 
tidak akuratnya data dan informasi yang dicatatkan 
dalam database hasil tangkapan ikan. Selain itu, adanya 
indikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana 
lain dalam proses pengurusan SIUP/SIPI/SIKPI dan 
tidak dilakukannya evaluasi secara periodik terhadap 
produktivitas kapal.

Sedangkan temuan pada permasalahan kelembagaan, di 
antaranya adalah adanya sejumlah permasalahan lintas 
sektor terkait dengan masalah pengendalian pencemaran 
dan kerusakan lingkungan laut. Selain itu, juga terdapat 
permasalahan kepatuhan internal di lingkungan 
Ditjen Perikanan Tangkap dan beban tanggung jawab 
pengelolaan belanja negara relatif besar.

Temuan untuk permasalahan regulasi, antara lain, adanya 
beberapa kekurangan dalam pendefinisian dan penulisan/
teks di dalam UU Kelautan. Selain itu, juga adanya 
sejumlah aturan pelaksanaan UU Pesisir yang belum 
disusun.

Dari seluruh hasil kajian, KPK merumuskan agenda 
perbaikan sistem di sektor perikanan, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil. Agenda tersebut antaralain meliputi: 
harmonisasi regulasi/kebijakan yang terkait; mendorong 
proses perbaikan sistem database; mendorong compliance 
para pihak; mendorong penguatan kelembagaan; dan 
mendorong koordinasi pengawasan dan penegakan 
hukum. 

Tidak seperti pungguk 
merindukan bulan, tekad 
Indonesia untuk menjadi poros 
maritim dunia, sangatlah 
realistis. Lihat saja potensi laut, 
pesisir, dan pulau-pulau kecilnya, 
sungguh luar biasa. 

Di satu sisi, sektor pesisir dan pulau-pulau kecil, juga 
merupakan salah satu sektor sumber daya alam yang 
memiliki dimensi yang sangat luas. Sektor ini terkait 
langsung dengan berbagai sektor seperti perikanan, 
pariwisata bahari, pertambangan, industri maritim, 
perhubungan laut, bangunan kelautan, jasa kelautan, dan 
sebagainya.
 
Bermula dari sana, KPK pada 2014 melakukan kajian 
tentang sistem perikanan, pesisir, dan pulau-pulau 
kecil. Kajian yang dimulai sejak awal tahun tersebut, 
dipaparkan pada Desember 2014. 

Ada beberapa tujuan dari kajian tersebut. Pertama, 
memetakan permasalahan terkait dengan sistem 
pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan di 
Indonesia yang berpotensi korupsi; Kedua, merumuskan 
saran perbaikan untuk mengatasi permasalahan terkait 
dengan pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan 
Indonesia; Dan, ketiga, memantau perumusan tindak 
lanjut terhadap saran perbaikan dalam rangka mengatasi 
permasalahan pengelolaan ruang laut dan sumber daya 
kelautan di Indonesia.

LIMA PERMASALAHAN, 56 TEMUAN
Lantas, bagaimana hasil kajian tersebut? KPK 
menemukan lima permasalahan dan 56 temuan. Pertama, 
permasalahan yang terkait penetapan batas wilayah laut, 
terdapat lima temuan; Kedua, permasalahan tata ruang 
wilayah laut, 11 temuan; Ketiga, permasalahan terkait 
tata laksana pengelolaan sumber daya kelautan, 25 
temuan; Keempat, permasalahan kelembagaan terdapat 
7 temuan; Dan, kelima, permasalahan regulasi dengan 8 
temuan. 
 
Temuan untuk permasalahan batas wilayah laut, 
misalnya, adanya kesalahan penetapan penggunaan 
garis pangkal kepulauan saja, mendeligitimasi wilayah 
laut Indonesia. Selain itu, juga revisi penggunaan garis 
pangkal yang justru mengurangi luas laut Indonesia 
dan penetapan segmen perbatasan laut dengan negara 
tetangga yang belum selesai. Juga, data luas wilayah 
darat dan laut yang masih berbeda-beda dan keberadaan 
identitas yang tidak pasti tentang pulau-pulau kecil 
Indonesia.

Dari 11 temuan permasalahan tata ruang wilayah laut, 
antara lain, belum adanya pengaturan secara khusus 
terkait tata ruang wilayah laut Indonesia untuk di atas 12 
mil laut. Selain itu, belum tersedianya peta dasar tentang 
Lingkungan Laut Nasional (LLN) dan Lingkungan Pantai 
Indonesia (LPI) dalam skala yang lebih operasional/detail/
besar. Juga, belum adanya sistem data untuk monitoring 
bangunan di sekitar pesisir dan di atas laut, serta belum 
adanya mekanisme kadaster laut.

Dengan 17.480 pulau, dan panjang garis pantai sebesar 
95.181 km, sudah pasti negeri ini punya sumber daya 
kelautan yang besar. Belum lagi wilayah pesisir Indonesia 
juga mengandung sekitar 2.500 spesies moluska, 2.000 
spesies krustasea, 6 spesies penyu, 30 spesies mamalia 
laut, dan lebih dari 2.000 spesies ikan. Luas terumbu 
karang mencapai 32.935 kilometer persegi atau sekitar 
16,5% dari luas terumbu karang dunia, serta terdiri atas 
70 genus dan lebih dari 150 spesies karang. Sedangkan 
untuk jenis ikan demersal, pelagis kecil, tuna, dan udang, 
diperkirakan sebesar 4,9 juta ton per tahun dengan nilai 
sekitar USD15 miliar. 

Akan tetapi, sumber daya yang teramat besar tersebut, 
justru tidak dikelola secara maksimal. Hasil penaksiran 
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) 
memperkirakan, dari total nilai potensi sumber daya 
perikanan sebesar USD 71,93 miliar, yang baru digali 
sebesar USD17,6 miliar atau hanya sekitar 24,5%. 

Sungguh sangat disayangkan. Karena pengabaian tata 
kelola, pada dasarnya tidak hanya membuat pemanfaatan 
sumber daya tidak optimal. Namun juga memunculkan 
potensi kerugian negara yang luar biasa pula. 

MENGKAJI HINGGA PESISIR
MENYELAMATKAN SAMPAI 
KE LAUT
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Melalui semiloka, sejumlah perwakilan kementerian 
dan lembaga memberikan pemaparan mengenai 
perkembangan NKB tentang kehutanan tersebut. 
KPK berharap, pencapaian itu dapat menjadi indicator 
peningkatan kepastian hukum dan keadilan, khususnya 
dalam tata kelola sektor kehutanan.

MENYELESAIKAN AKAR MASALAH
Pada akhirnya, NKB memang diharapkan menjadi solusi. 
Melalui NKB, diharapkan akar masalah sektor sumber 
daya alam atau sektor kehutanan yang sudah puluhan 
tahun, bisa diselesaikan. Selain itu, melalui NKB, ego 
sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai 
salah satu akar masalah, bisa diselesaikan. 

Mengingat pentingnya peran NKB, KPK berharap, 
penandatanganan NKB yang dilakukan tahun lalu, dapat 
menjadi pijakan bagi pihak-pihak terkait untuk bersama-
sama menuntaskan berbagai persoalan mendasar 
dalam tata kelola kehutanan di Indonesia. Hal ini bisa 
dimengerti, karena NKB tidak hanya fokus terhadap 
pengembalian potensi penerimaan negara semata, 
namun juga mendorong perbaikan pada tata kelola 
yang lebih berkeadilan. Dari sanalah, jika NKB sudah 
bisa direalisasikan, maka hutan sebagai sumber daya 
dan aset negara bisa digunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.

KPK juga menggelar semiloka tentang NKB Percepatan 
Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia. Selain sebagai 
ajang untuk mengevaluasi implementasi, semiloka juga 
membahas sejumlah agenda. Antara lain, pengukuhan 
kawasan hutan, perluasan wilayah kelola rakyat, penataan 
ruang, penataan perizinan dan penyusunan rencana aksi 
bagi pemerintah daerah. Dalam acara tersebut, dihadiri 
oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, perwakilan 12 
kementerian/lembaga, para gubernur dan bupati dari 18 
provinsi di Indonesia.

Pertemuan ini menegaskan beberapa hal sebagai acuan 
pelaksanaan rencana aksi. Pertama, sejumlah langkah 
yang dilakukan dalam, NKB ini penting sebagai bagian 
dari upaya pemberantasan korupsi dan pembenahan tata 
kelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. 
Persoalan SDA juga terlihat dalam berbagai tataran, 
baik persoalan ideologis, regulasi, tata laksana, maupun 
kelembagaan. Namun, aspek regulasi yang paling terasa, 
yakni pada tumpang-tindihnya aturan. Sedangkan aspek 
tata laksana prosedur perizinan sering kali tidak dipatuhi. 
Di sisi lain pengawasan terhadap pengawasan analisis 
dampak lingkungan (AMDAL), kewajiban pajak, dan 
pinjam-pakai kawasan hutan juga lemah. Kedua, upaya 
pembenahan tata kelola SDA, harus dilakukan secara 
sinergis oleh seluruh kementerian/lembaga, pemerintah 
daerah dan CSO agar memiliki dampak langsung pada 
masyarakat. 

Setahun berjalan, total 
implementasi rencana aksi 
(renaksi) nota kesepakatan 
bersama (NKB) tentang 
kehutanan baru mencapai sekitar 
52 persen. Indikator peningkatan 
kepastian hukum dan keadilan, 
khususnya dalam tata kelola 
sektor kehutanan.

NKB ditandatangani pada 11 Maret 2013 di Istana 
Negara. Tiga agenda utama NKB antara lain, pertama, 
harmonisasi regulasi dan kebijakan di sektor sumber daya 
alam (SDA); Kedua, penyelarasan teknik dan prosedur; 
Dan, ketiga, resolusi konflik. 

Ketiga agenda utama tersebut diturunkan dalam 
93 rencana aksi dan 568 ukuran keberhasilan dari 
12 kementerian/lembaga yang akan dimonitoring 
implementasinya oleh KPK dan UKP4 dengan melibatkan 
Civil Society Organization (CSO) selama tiga tahun, 
terhitung Maret 2013 hingga Maret 2016. Atas 
implementasi rencana aksi tersebut, KPK melakukan 
monitoring dan evaluasi. Hasilnya, hingga Desember 
2014, dari total 431 ukuran keberhasilan, yang berstatus 
closed sebanyak 201 atau sekitar 52%. 

Untuk agenda harmonisasi regulasi dan kebijakan, 
sejumlah poin yang sudah tercapai antara lain 
penyusunan rancangan yang merevisi Peraturan 
Pemerintah tentang Perencanaan Hutan; penerbitan 
Permentan 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha 
Perkebunan; penerbitan Permen ESDM 37 tahun 
2013 tentang Kriteria Teknis Peruntukan Kawasan 
Pertambangan dan Pengembangan Minerba One Map 
Indonesia; bersama Kemenkum HAM, Badan Pembinaan 
Hukum Nasional (BPHN), dan Bappenas saat ini sedang 
dilaksanakan pengkajian harmonisasi regulasi.

Untuk agenda penyelarasan teknik dan prosedur antara 
lain, pemutakhiran peta dasar skala 1:50 ribu dan 
penyediaan citra satelit resolusi tinggi kepada pemerintah 
daerah; pelaksanaan pelatihan pemetaan partisipatif 
dan rancangan SOP pemetaan partisipatif; penerbitan 
Permenhut P. 62/2013 tentang perubahan Permenhut 
P.44/2012 dan Permenhut P.25/2014 tentang Panitia 
Tata Batas Penerbitan Peraturan Bersama Kementerian 
Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian 
Dalam Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional Tentang 
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam 
Kawasan Hutan; dan SE Mendagri Percepatan Penetapan 
Batas Wilayah Administrasi Desa. 

Sementara terkait agenda resolusi konflik, antara lain 
pelaksanaan national inquiry oleh Komnas HAM dan 
penerbitan edaran kepada pemerintah daerah untuk 
segera melakukan pemetaan sosial terhadap masyarakat 
hukum adat dan masyarakat lokal di sekitar hutan.
Terkait permasalahan faktual di lapangan seperti 
presents-land-use dengan SK Kawasan Hutan yang 
seringkali tidak ada solusi, KPK mendorong keluarnya 
Peraturan Bersama empat kementerian/lembaga, yakni 
Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, 
Kementeraian Dalam Negeri, dan Badan Pertanahan 
Nasional, yang ditandatangani pada 17 Oktober 2014 di 
KPK.

Dengan total luas kawasan mencapai 128 juta hektar, 
meliputi 70% wilayah darat Indonesia, sektor kehutanan 
mempunyai peran strategis dalam pembangunan 
nasional. Tetapi peran tersebut belum bisa dioptimalkan, 
karena banyaknya konflik dalam penggunaan ruang. 
Beberapa hal diduga menjadi penyebab. Antara lain, 
tekanan populasi yang mencapai 240 juta jiwa dengan 
pertumbuhan 1,13%, ditambah pertumbuhan ekonomi 
rata-rata 4,2% per tahun. Selain itu, juga karena sisa 
wilayah darat nonkawasan hutan yang tidak cukup 
mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor lain. Akibatnya, 
peluang tumpang tindih antara kawasan kehutanan dan 
sektor-sektor nonkehutanan, sangat besar. 

Berangkat dari hal tersebut, KPK juga menginisiasi 
komitmen 12 kementerian/lembaga melalui NKB 
Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia. 
Ke-12 instansi itu antara lain Kementerian Kehutanan, 
Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan HAM, 
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, 
Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, 
Komnas HAM, dan Bappenas.  

MENEGAKKAN KEADILAN
DI KAWASAN HUTAN
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faktor penyebabnya adalah persoalan kawasan hutan, 
permasalahan efisiensi dan harga kayu di tingkat 
produsen yang sangat rendah, serta berbagai persoalan 
koruptif di dalamnya. Dengan melakukan kajian sistem 
pada Perum Perhutani, KPK bisa memotret permasalahan 
tersebut secara lebih mendalam.

Fokus kajian juga diarahkan kepada kebijakan 
penilaian kinerja perusahaan; persoalan kawasan 
hutan serta sistem produksi dan pemasaran di Perum 
Perhutani. Tujuan dari kajian ini kemudian memetakan 
permasalahan terkait sistem/kebijakan di Perum 
Perhutani yang berpotensi terjadinya tindak pidana 
korupsi dan merumuskan rencana aksi untuk mengatasi 
permasalahan-permasalahan tersebut.

Dari kajian tersebut, KPK kemudian menghasilkan 
beberapa aspek temuan. Pertama, aspek perencanaan 
dan kawasan hutan. Dalam hal ini, KPK menemukan 
bahwa tidak ada mekanisme penyelesaian hak masyarakat 
dalam kawasan hutan Jawa yang dikelola oleh Perum 
Perhutani dalam PP 72/2010. Implikasinya, meskipun 
dinyatakan bahwa sebagian besar kawasan hutan di Jawa 
telah dikukuhkan, faktanya konflik terus terjadi dengan 
tipologi umumnya berkaitan dengan hak atas tanah 
masyarakat dalam kawasan hutan.

Kedua, aspek produksi, yang menemukan bahwa rencana 
penebangan tidak sepenuhnya berdasarkan produktivitas 
sumber daya hutan (SDH), tetapi dipengaruhi oleh 
kebijakan Kementerian BUMN. Implikasinya, terjadi over 
eksploitasi yang berdampak pada keberlanjutan usaha 
Perum Perhutani. 

Ketiga, aspek pemasaran yang terdapat dua temuan. 
Yakni, alokasi penjualan dari berbagai saluran pemasaran, 
yang tidak didasarkan pada harga yang paling kompetitif. 
Selain itu, juga sortimen kayu di hutan dengan kelas 
kualitas sortimen yang terlalu beragam dan tidak 
transparan rentan untuk dimanipulasi. Untuk jenis kayu 
jati saja setidaknya ada 144 kelas sortimen kayu.
Implikasi dari temuan tersebut, bahwa penjualan 
SDH lebih banyak dialokasikan pada harga kayu yang 
tidak optimal. Pada 2013 saja, selisih harga tersebut 
menyebabkan perbedaan pendapatan Perum Perhutani 
sebesar Rp88,7 miliar. Implikasi lain, dengan adanya 
moral hazard, jumlah kelas sortimen yang terlalu 
banyak rentan untuk dimanipulasi. Hasil wawancara 
menyebutkan, setidaknya 2,5% dari jumlah kayu yang 
diproduksi, dimanipulasi kelasnya.

Berdasarkan temuan tersebut, KPK kemudian 
memberikan enam rekomendasi. Pertama, revisi PP 
72/2010 yang mengatur mekanisme penyelesaian hak 

masyarakat dalam kawasan hutan Jawa, termasuk 
mengakomodasi Perber 3/2014; Kedua, revisi Peraturan 
Menteri BUMN Nomor 100/2002 dan memasukkan 
standing stock sebagai aset; Ketiga, perbaikan sistem 
informasi dan neraca SDH sebagai aset yang andal, mulai 
dari penanaman hingga ke penjualan.

Selain itu, keempat, penetapan target penerimaan negara 
oleh Kementerian BUMN harus berbasis potensi tegakan 
produktif yang tersedia; Kelima, penentuan alokasi 
pemasaran didasarkan pada dinamika pasar melalui 
sistem pemasaran SDA yang transparan; Dan, keenam, 
penerapan sistem dalam penentuan kualitas sortimen 
kayu yang transparan.

Di sisi lain, dari hasil kajian juga akan dirumuskan 
agenda perbaikan sistem di Perum Perhutani, yang 
mencakup antara lain sistem/kebijakan penilaian kinerja, 
mendorong proses penyelesaian pemantapan kawasan 
hutan dan resolusi konfliknya, mendorong perbaikan 
sistem produksi dan pemasaran, mendorong penguatan 
kelembagaan, dan mendorong koordinasi pengawasan 
dan penegakan hukum.

Ketiga, target utama NKB untuk mewujudkan 
kemakmuran rakyat yang dihasilkan dari kepastian 
hukum dan keadilan kawasan hutan. Sesuai amanat 
UUD 1945, kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari 
kegiatan ini. Pada akhirnya, NKB memang diharapkan 
menjadi solusi. Melalui NKB, diharapkan akar masalah 
sektor sumber daya alam atau kehutanan yang sudah 
puluhan tahun bisa diselesaikan. Selain itu, melalui 
NKB, ego-sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam, 
sebagai salah satu akar masalah bisa diselesaikan.
Mengingat pentingnya peran NKB, KPK berharap, 
penandatanganan NKB yang dilakukan tahun lalu, 
dapat menjadi pijakan bagi pihak-pihak terkait untuk 
menuntaskan berbagai persoalan mendasar dalam 
tata kelola kehutanan di Indonesia. Hal ini bisa 
dimengerti karena NKB tidak hanya fokus terhadap 
pengembalian potensi penerimanaan negara semata, 
namun juga mendorong perbaikan pada tata kelola 
yang lebih berkeadilan. Dari sanalah, jika NKB sudah 
bisa direalisasikan, maka hutan sebagai sumber daya 
dan aset negara bisa digunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.

ANTARA RUANG KONFLIK DAN UMUR TEGAKAN
Selain terkait NKB, fokus lain KPK terkait kehutanan 
adalah persoalan pada Perum Perhutani, yang merupakan 
representasi pengelola kawasan hutan di Pulau Jawa. 
Sebab, Perhutani juga memiliki posisi strategis dalam 
pengelolaan bidang sosial, lingkungan, dan ekonomi.
Sayangnya, hingga saat ini kebijakan pemerintah dan 
pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani belum optimal. 
Sebagai gambaran, dapat dilihat dari kondisi hutan di 
Jawa yang dikelola. Dengan dasar hukum PP 72/2010, 
Perum Perhutani menguasai kawasan hutan hingga seluas 
2,4 juta hektar. Namun, wilayah yang dikelola Perhutani 
tersebut, ternyata lebih banyak yang menjadi ruang 
konflik. Di kawasan hutan di Jawa saja, luas wilayah 
konflik sudah mencapai 108 ribu hektar.

Tidak hanya itu. Pendapatan dan laba per hektar hutan 
yang dikelola Perum Perhutani, ternyata juga sangat 
rendah, yakni, hanya Rp146 ribu per hektar per tahun. 
Selain itu, distribusi tegakan berdasarkan kelas umur, 
ternyata juga tidak sehat. Pasalnya, mayoritas tegakan 
berada pada kelas umur yang masih muda, yakni di bawah 
10 tahun. Bahkan, dari 54 KPH Kelas Produksi Jati di 
Divre Jateng, hanya tiga yang distribusi tegakannya 
berada pada kelas yang berumur sehat. 

Atas dasar itulah, KPK pada 2014 melakukan kajian 
sistem di Perum Perhutani, yang dilatarbelakangi hasil 
kajian sistem perizinan di sektor kehutanan pada 
2013. Hasil kajian tersebut menunjukkan lemahnya 
kinerja perizinan di sektor kehutanan. Beberapa 

Perum Perhutani menguasai 
kawasan hutan hingga seluas 
2,4 juta hektar. Namun, wilayah 
yang dikelola Perhutani 
tersebut, ternyata lebih banyak 
yang menjadi ruang konflik, 
di Jawa saja, sudah seluas 
108.179 hektar.
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Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Gubernur 
Banten non-aktif, Ratu Atut Chosiyah, dan mantan Ketua 
MK Akil Mochtar.

Namun, untuk para terdakwa tersebut, Majelis Hakim 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat 
dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK. 
Terhadap Akil Mochtar, misalnya, hakim menganggap 
bahwa terdakwa sudah dijatuhi hukuman maksimal 
seumur hidup sehingga hak politiknya tidak perlu dicabut. 
KPK tentu mengapresiasi terhadap putus majelis hakim, 
baik tingkat pertama, kedua, maupun Mahkamah Agung, 
yang menjatuhkan hukuman tambahan tersebut. KPK 
mendorong pemberian hukuman berupa pencabutan hak 
politik koruptor untuk dipilih dalam jabatan publik, agar 
memberi efek jera mengingat korupsi adalah kejahatan 
luar biasa yang menyengsarakan banyak orang. Pemberian 
hukuman tambahan tersebut, diharapkan bisa menjadi 
rujukan hukum (yurisprudensi) hakim-hakim pengadilan 
di tingkat daerah.

Guna menimbulkan efek jera tadi, KPK juga akan terus 
melakukan penuntutan pencabutan hak politik, terutama 
kepada terdakwa kasus korupsi yang melakukan tindak 
pidana korupsi dalam skala besar. 

OPERASI KEJUT LEWAT OTT
Salah satu upaya penindakan yang dilakukan KPK adalah 
Operasi Tangkap Tangan (OTT). Di antaranya, yang 
dilakukan terhadap Bupati Karawang AS dan istrinya, N. 
Berdasarkan laporan masyarakat, KPK melakukan OTT 
terhadap keduanya di rumah dinas pada 17-18 Juli 2014. 
N ditangkap terlebih dahulu sekitar pukul 19.30 WIB. 
Sedangkan AS sekitar pukul 02.00 WIB.

Keduanya kemudian dijadikan tersangka dalam kasus 
dugaan pemerasan dalam perizinan penerbitan surat 
persetujuan pemanfaatan ruang (SPPR) di kawasan 
Karawang. AS dan N diduga meminta uang Rp5 miliar 
dalam bentuk dolar AS kepada PT. TK, terkait pemberian 
izin untuk pembangunan mal di Karawang. 

Pada kasus tersebut, KPK juga menangkap lima orang 
lain di tempat berbeda. Seorang di antaranya adalah 
adik sepupu dari N, yang sedang menukar uang di money 
changer di sebuah mal di Karawang. 

Selain Bupati Karawang, KPK juga melakukan OTT 
lain di antaranya, terhadap Bupati Biak Numfor YS. YS 
ditangkap di Hotel Acacia Matraman, Jakarta, 16 Juni 
2014, sekitar pukul 21.30. YS ditangkap bersama Y, 
Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Kabupaten Biak 
Numfor dan pihak swasta, TM. YS diduga menerima suap 
terkait proyek penanggulangan bencana di Kementerian 
Pembangunan Daerah Tertinggal. 

KPK kian agresif dalam 
penindakan. Menuntut dengan 
hukuman maksimal dan pidana 
tambahan, jadi jurus andalan. Tak 
luput, operasi tangkap tangan 
tetap dilakukan demi penegakan 
hukum.

KPK tentu menghormati dan mengapresiasi putusan 
tersebut. Diharapkan, putusan hakim bisa menimbulkan 
efek jera. Tidak hanya bagi Akil yang terjaring operasi 
tangkap tangan KPK pada Oktober 2013 lalu di rumah 
dinasnya, Jalan Widya Chandra Jakarta, namun juga 
pesan moral bagi pihak lain, agar tidak mencoba-coba 
melakukan korupsi. Dan, tak kalah penting, vonis 
tersebut jelas menunjukkan bahwa harapan terhadap 
pemberantasan korupsi di negeri ini masih terus menyala.

PENCABUTAN HAK POLITIK
Tidak hanya pada hukuman pokok. Upaya KPK untuk 
memunculkan efek jera juga dilakukan terkait hukuman 
tambahan bagi terdakwa. Terhadap beberapa terdakwa 
kasus tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum pada 
KPK mengajukan tuntutan hukuman tambahan, yakni 
pencabutan hak politik bagi terdakwa. 

Bak gayung bersambut, beberapa di antara tuntutan 
berat itu dikabulkan hakim. Dengan pencabutan hak 
politik tersebut, terpidana kehilangan hak politiknya 
untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk 
menduduki jabatan publik. Meski tidak memberatkan 
dari segi fisik, namun hukuman tersebut bisa efektif. 
Selain menimbulkan rasa malu, juga karena pencabutan 
sejumlah akan menutup peluang bagi terdakwa untuk 
menempati posisi strategis pada jabatan publik.
Beberapa di antara terdakwa yang dicabut hak politiknya 
oleh majelis hakim, antara lain mantan anggota DPR 
yang juga mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera 
Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Kakorlantas Irjen Pol. Djoko 
Susilo, dan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin. 
Untuk Lutfi Hasan Ishaaq dan Djoko Susilo, putusan 
sudah diperkuat pada tingkat Mahkamah Agung. Selain 
itu, MA juga memperberat hukuman Lutfi, dari 16 tahun 
menjadi 18 tahun penjara dalam kasus perkara pemberian 
suap untuk pengurusan kuota impor daging sapi di 
Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian 
uang. 

Djoko Susilo yang merupakan terdakwa dugaan korupsi 
dan pencucian uang proyek simulator surat izin 
mengemudi (SIM), selain dicabut hak politiknya, juga 
dihukum 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, serta 
membayar uang pengganti Rp32 miliar. 

Sedangkan Rachmat Yasin yang menjadi terdakwa dalam 
kasus suap tukar guling hutan lindung, hingga saat ini, 
vonis pencabutan hak politik sudah dijatuhkan pada 
pengadilan tingkat pertama.

Selain ketiga terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum 
pada KPK sebenarnya juga mengajukan tuntutan 
pencabutan hak politik pada beberapa terdakwa. Mereka 
adalah mantan anggota DPR yang juga mantan Ketua 

Untuk kali pertama sejak KPK berdiri, koruptor mendapat 
hukuman berat atas kesalahannya, baik pada hukuman 
pokok maupun hukuman tambahan. Pada hukuman 
pokok, vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 
Jakarta, menjatuhkan vonis maksimal berupa penjara 
seumur hidup kepada mantan Ketua Mahkamah 
Konstitusi Akil Mochtar. Hukuman tersebut dijatuhkan, 
setelah jaksa penuntut umum pada KPK, mengajukan 
tuntutan hukuman penjara seumur hidup kepada 
terdakwa. 

Menurut Majelis hakim Pengadilan Tipikor, Akil terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian 
uang terkait dengan penanganan sengketa pilkada di MK. 
Dari enam dakwaan yang ditujukan kepada Akil, majelis 
hakim menyatakan, semuanya terbukti secara sah dan 
meyakinkan, kecuali untuk dugaan suap terkait Pilkada 
Lampung Selatan pada dakwaan pertama.

Atas putusan tersebut, Akil memang menyatakan 
banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru 
menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama 
tersebut. Dalam putusan banding, majelis hakim 
menguatkan putusan tingkat pertama karena dianggap 
sudah tepat dan benar. Walhasil, Akil pun tetap diganjar 
penjara seumur hidup. 

DEMI TEGAKNYA HUKUM & 
TIMBULNYA EFEK JERA
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UNGKAP KASUS BARU
Sepanjang 2014, KPK juga mengungkap kasus baru. 
Misalnya saja ketika KPK menetapkan status tersangka 
kepada mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), sehari menjelang pensiun pada 21 April 2014. HP 
menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap BCA terkait 
keberatan yang diajukan BCA, ketika HP masih menjabat 
sebagai Dirjen Pajak. Penetapan tersangka kepada HP, 
merupakan bagian dari pengungkapan kasus baru yang 
dilakukan KPK sepanjang 2014. 

Selain HP, pengungkapan kasus baru yang menyeret 
pejabat negara dengan profil tinggi, antara lain kasus 
dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji, 
yang menyeret Menteri Agama SDA; kasus pemerasan di 
Kementerian ESDM yang menyeret Menteri ESDM JW; 
kasus suap dan kesaksian palsu pada pemilihan Wali Kota 
Palembang 2013 yang menyeret Wali Kota Palembang 
RH dan istrinya M; serta menyeret Ketua Komisi VII DPR 
dari Partai Demokrat SB sebagai tersangka karena diduga 
menerima hadiah dalam penetapan APBN Perubahan 
2013 Kementerian ESDM.

Secara keseluruhan, pada 2014 KPK melakukan 80 
kegiatan penyelidikan, 58 penyidikan dan 45 penuntutan. 
Sedangkan perkara yang sudah inkracht sebanyak 40 
perkara dan eksekusi sebanyak 48 perkara. 

terlacak berada di Singapura dan Hongkong. Penangkapan 
Anggoro tentu saja merupakan hasil kerja keras dan kerja 
sama KPK dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun 
luar negeri.

Anggoro lantas dijerat dengan dugaan tindak pidana 
korupsi terkait pemberian hadiah atau janji kepada 
Anggota Komisi IV DPR dan Pejabat Departemen 
Kehutanan, terkait dengan proses pengajuan anggaran 
Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada Tahun 
2007-2008. Ia kemudian menjalani proses pengadilan lalu 
dinyatakan bersalah, dan dipidana penjara lima tahun dan 
denda sebesar Rp 250 juta subsidair dua bulan.
Dari berbagai upaya penindakan, tercatat bahwa pada 
tahun ini KPK menangani 58 perkara. Dari ke-58 
perkara tersebut, 14 di antaranya merupakan kepala 
daerah, dengan rincian 12 bupati/walikota/wakil dan 
dua gubernur. Selain itu, penyelenggara negara lain 
yang terjerat korupsi, antara lain 9 kepala lembaga/
kementerian, 4 anggota DPR/DPRD, dua hakim dan 15 
swasta.

SUAP DAN KEPALA DAERAH MENDOMINASI
Dari berbagai upaya penindakan, tercatat bahwa pada 
tahun ini KPK menangani 58 perkara. Dari ke-58 
perkara tersebut, 14 di antaranya merupakan kepala 
daerah, dengan rincian 12 bupati/walikota/wakil dan 
dua gubernur. Selain itu, penyelenggara negara lain 
yang terjerat korupsi, antara lain 9 kepala lembaga/
kementerian, 4 anggota DPR/DPRD, dua hakim dan 15 
swasta.

Dilihat dari jenis perkara, penyuapan masih 
mendominasi, yakni sebanyak 20 perkara. Berturut-turut, 
disusul pengadaan barang dan jasa sebanyak 15 perkara, 
pungutan enam perkaran, perizinan lima perkara, dan 
tindak pidana pencucian uang (TPPU) lima perkara. 
Jumlah pengembalian keuangan negara dari penanganan 
perkara, hingga akhir Desember 2014, mencapai lebih 
dari Rp112,7 miliar. Jumlah tersebut dimasukkan ke 
dalam kas negara, dalam bentuk Pendapatan Negara 
Bukan Pajak (PNBP).

Berbagai penanganan perkara yang dilakukan KPK 
tersebut, memiliki tiga tujuan. Pertama, penegakan 
supremasi hukum. Penegakan hukum dilakukan setegak-
tegaknya dan berkeadilan, tidak dapat ditawar lagi. 
Kedua, memberikan efek jera dan terapi kejut. Pemberian 
efek jera dan terapi kejut dimaksudkan agar membuat 
calon koruptor berpikir seribu kali jika tebersit keinginan 
untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan bagi 
pelaku, agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan. 
Ketiga, untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah 
dicuri, yaitu berupa uang dan aset-aset lain. Pengembalian 
dilakukan melalui kas negara, digunakan untuk 
kesejahteraan rakyat. 

Sebelumnya, 7 Mei 2014, KPK juga melakukan OTT 
terhadap Bupati Bogor RY bersama lima orang lain, 
termasuk Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan 
Kabupaten Bogor, MZ. RY diduga menerima suap terkait 
izin rancangan umum tata ruang (RUTR) di kawasan 
Bogor, Puncak, Cianjur (Bopunjur).

Menjelang berakhirnya tahun 2014, KPK kembali 
melakukan OTT terkait terkait jual-beli gas alam oleh 
PT. MKS dari PT. Pertamina Hulu Energi West Madura 
Offshore. OTT bermula dari penangkapan R, suruhan 
Ketua DPRD Bangkalan FAI pada 1 Desember 2014, pada 
11.30 WIB di parkiran gedung A, Jalan Bangka Raya, 
Jakarta Selatan. Penyidik KPK kemudian memeriksanya 
dan menemukan uang sejumlah Rp 700 juta di dalam 
mobil.

Setelah menangkap R, penyidik menangkap Direktur 
PT MKS, yakni ABD di lobi gedung A tersebut, 15 menit 
kemudian. Selanjutnya, perantara ABD, yakni Kopral 
Satu TNI AL, DRM yang ditangkap 30 menit kemudian di 
lobi Gedung EB di Jakarta. Baru pada Selasa dinihari, 2 
Desember 2014, penyidik menangkap FAI di rumahnya, 
Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Momen yang tak kalah penting, KPK juga telah melunasi 
“hutang” kepada publik, yakni dengan penangkapan 
terhadap koruptor yang buron ke luar negeri, Anggoro 
Wijojo. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juni 
2009, lalu dinyatakan buron sejak 17 Juli 2009. Sebelum 
ditangkap di Kota Shenzhen, Tiongkok, Anggoro sempat 

Tidak hanya pada hukuman 
pokok. Upaya KPK untuk 
memunculkan efek jera juga 
dilakukan terkait hukuman 
tambahan bagi terdakwa. 
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Tetapi, pelimpahan atau pengambilalihan kasus memang 
tidak bisa berhenti begitu saja setelah kasus dilimpahkan 
atau diambil alih. Dibutuhkan kerja sama yang baik pula 
dari jajaran Polda atau Kejati setempat. Tujuannya, agar 
kasus yang bersangkutan tidak berhenti di tengah jalan. 

SEMAKIN BERAGAM
Korsup penindakan tidak terbatas pada penanganan 
perkara. Ini yang tidak banyak diketahui. Selama 2014, 
terdapat beberapa manifestasi lain yang juga bertujuan 
untuk menguatkan penegak hukum lain. 

Di antaranya adalah ketika penegak hukum lain meminta 
KPK, untuk menyediakan tenaga ahli kasus korupsi. 
Selain itu, juga adanya permintaan kepada KPK untuk 
menghitung kerugian negara serta meminta KPK akan 
data daftar pencarian orang (DPO). Bahkan, KPK juga 
diminta membantu gelar perkara.  

Dengan kian beragamnya wujud korsup penindakan, 
maka fungsi korsup itu sendiri juga mengalami 
peningkatan. Sebelumnya, selain masalah perkara, yang 
juga sudah berjalan adalah penguatan apgakum melalui 
berbagai pelatihan. 

Berbagai wujud korsup penindakan, semakin melengkapi 
wujud lain, yang sebelumnya sudah berjalan baik dan 
tetap dipertahankan hingga sekarang. Tercatat, tiga kali 
KPK menggelar pelatihan untuk penguatan, dengan total 
peserta mencapai 403 orang. 

Koordinasi dan supervisi (korsup) 
penindakan dilakukan, guna 
menguatkan penegak hukum lain. 
Di sini, fungsi trigger mechanism 
juga berlaku.

perkara. Itu sebabnya, dengan bersinergi, diharapkan 
seluruhnya bisa ditangani dengan lebih baik, efektif, dan 
efisien. 

Korsup penindakan tidak hanya dilakukan di tingkat 
pusat. Di lapangan, SDM KPK harus terjun sampai 
ke tingkat Polres. Di sana, tidak hanya melakukan 
pengecekan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan 
(SPDP), namun juga bisa melakukan kerja sama operasi 
bidang penyelidikan dan penyidikan bersama-sama. 
Setelah penyelidikan matang, penyidikan bisa dilakukan 
penegak hukum lain tersebut. 

Terkait SPDP, hingga 31 Desember 2014, KPK telah 
menerima 1.184 SPDP, yang terdiri atas 911 SPDP 
yang berasal dari kejaksaan dan 273SPDP yang berasal 
dari kepolisian.Sedangkan supervisi dilakukan dengan 
menerima permintaan pengembangan penyidikan gelar 
perkara, analisis bersama, maupun pelimpahan perkara. 

Dalam kurun waktu setahun, KPK telah melakukan 68 
koordinasi penanganan perkara, yang terdiri atas 21 
perkara yang ditangani kepolisian dan 47 perkara yang 
ditangani kejaksaan.

KPK juga berwenang menerima pelimpahan dari penegak 
hukum lain atau sebaliknya mengambil alih kasus. Hal 
ini dilakukan karena tidak semua kasus korupsi bisa 
ditangani KPK. Pelimpahan kasus kepada penegak 
hukum lain, sekaligus untuk menumbuhkan kepercayaan 
masyarakat kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan. 
Selama 2014, sebanyak delapan perkara dilimpahkan 
kepada penegak hukum lain dan dua perkara diambil alih 
KPK. 

Dari sejumlah pelimpahan tersebut, enam perkara 
dilimpahkan ke kejaksaan dan dua lainnya kepada 
kepolisian. Begitu pelimpahan, perkara tersebut bisa 
segera diproses di lembaga tersebut. 

Sedangkan untuk pengambilalihan perkara, pada 2014 
KPK mengambil alih dua perkara. Pertama, perkara 
mantan Menteri Kesehatan SFP dari Polda Metro Jaya. 
Pengambilalihan dilakukan, agar penanganan bisa 
berjalan sebagaimana mestinya. SFP menjadi tersangka 
atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat 
kesehatan untuk kebutuhan antisipasi Kejadian Luar 
Biasa (KLB) masalah kesehatan akibat bencana di Pusat 
Penanggulangan Masalah Kesehatan pada Departemen 
Kesehatan tahun anggaran 2005. 

Kedua, KPK juga mengambil alih perkara terkait Program 
Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 
anggaran 200 dari Kejati NTT.

Ibarat satu tubuh, korsup bidang penindakan memiliki 
peran yang tidak kalah penting dibandingkan anggota 
tubuh lain di KPK. Melalui korsup, akan ada sinergi 
bersama antara KPK dan aparat penegak hukum 
(apgakum) lain. Melalui korsup penindakan pula, KPK 
diharapkan dapat lebih optimal dalam memberantas 
tindak pidana korupsi.

KPK memang harus memaksimalkan fungsi korsup 
penindakan. Hal ini sesuai dengan fungsi trigger 
mechanism sebagaimana diamanahkan undang-undang 
tentang KPK. Tentu, KPK tidak akan memonopoli 
penanganan kasus korupsi. Karena, kehadiran KPK bukan 
untuk meniadakan peran penegak hukum yang sudah 
ada. Tetapi, diharapkan dapat juga meningkatkan dan 
mendorong kapasitas aparat penegak hukum lain, untuk 
bersama-sama memberantas korupsi. 

Melalui korsup penindakan, maka beban tugas tidak 
semua berada dalam penanganan KPK. Terutama, korupsi 
kecil (petty corruption) yang masuk melalui Pengaduan 
Masyarakat (Dumas) KPK, bisa dilimpahkan ke penegak 
hukum lain, baik kejaksaan maupun kepolisian. 
Pada 2014, misalnya, jumlah laporan pengaduan 
masyarakat lebih dari 9 ribu laporan. Betapa mustahil 
KPK menangani sendiri. Karena laporan tersebut, pada 
akhirnya memang bisa berkembang menjadi suatu 

MENGOPTIMALKAN PERAN 
TRIGGER MECHANISM



DARI YOGYAKARTA,
MUNCUL 
KESADARAN
BERSAMA 

Mengangkat tema “Tegakkan Integritas”, KPK 
berharap, momentum ini merupakan saat yang tepat 
untuk menegaskan kembali pentingnya integritas dan 
menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Dengan cara 
itu,  akan semakin banyak masyarakat yang menyebarkan 
pesan antikorupsi.
 
Begitu pula dengan seluruh rangkaian acara yang 
dirancang sedemikian rupa, sehingga kental dengan 
semangat untuk menggelorakan integritas dan 
antikorupsi. Mulai panggung seni, seminar, talkshow, 
hingga pameran, karnaval budaya Gerakan Antikorupsi 
serta konser musik antikorupsi “Gropyokan Korupsi” dan 
Proklamasi Antikorupsi. Konser tersebut menghadirkan 
grup band Gigi, Navicula, Superman Is Dead, Jogja 
Hiphop Foundation, dan Shaggy Dog.
 

Dukungan dan partisipasi publik, adalah dua hal penting 
dalam gerakan pemberantasan korupsi. Ini pula yang 
coba dibangun KPK melalui momentum Hari Anti 
Korupsi Internasional (HAKI) dengan menggelar Festival 
Antikorupsi 2014 di Grha Sabha Pramana, Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta pada 9-11 Desember 2014.
 
Karenanya, tak hanya para pimpinan KPK, Presiden Joko 
Widodo dan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, 
tetapi juga seluruh elemen masyarakat turut hadir dan 
berpartisipasi, mulai dari pemerintah daerah, LSM, 
korporasi, BUMN/BUMD, akademisi,  para seniman, 
hingga masyarakat pada umumnya. Selama tiga hari 
pelaksanaan, kegiatan ini dikunjungi lebih dari 40 ribu 
pengunjung dari berbagai lapisan masyarakat.
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PEMBERANTASAN 
KORUPSI INI BISA 
MEMANUSIAKAN 
MANUSIA. 
MANUSIA YANG 
KORUP ITU 
MENTALNYA 
KUMUH, TIDAK 
BERADAB LAGI. 
MANUSIA YANG 
PRA HISTORIS ITU. 

MELAWAN 
KORUPSI ITU 
BUKAN MELAWAN 
KORUPTOR. YANG 
DIBENCI ITU 
KELAKUANNYA.
Busro
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PENYERAPAN ANGGARAN 2014

BARANG MILIK NEGARA (BMN)/ASET KPK 2014

NERACA BMN TAHUN 2014

REKAP PNBP DARI HASIL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN GRATIFIKASI
YANG TELAH DISETOR KE KAS NEGARA/ KAS DAERAH 2014

Unit Kerja Pagu Anggaran Penyerapan Persen

Deputi Pencegahan 29.425.644.000 24.558.922.251 83,46

SEKRETARIAT DEPUTI PENCEGAHAN 400.766.000 325.614.908 81,25

DIREKTORAT PP LHKPN 3.755.159.000 3.393.620.104 90,37

DIREKTORAT GRATIFIKASI 3.648.450.000 3.295.264.103 90,32

DIREKTORAT DIKYANMAS 11.770.053.000 9.687.494.253 82,31

DIREKTORAT LITBANG 9.851.216.000 7.856.928.883 79,76

Deputi Penindakan 28.958.217.000 26.239.780.465 90,61

SEKRETARIAT DEPUTI PENINDAKAN 895.678.000 878.643.417 98,10

DIREKTORAT PENYELIDIKAN 3.845.248.000 2.902.658.761 75,49

DIREKTORAT PENYIDIKAN 9.308.277.000 8.812.071.973 94,67

DIREKTORAT PENUNTUTAN 9.026.288.000 7.951.806.325 88,10

DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI 5.882.726.000 5.694.599.989 96,80

Deputi Inda 44.150.049.000 38.704.302.270 87,67

SEKRETARIAT DEPUTI INDA 117.679.000 71.220.792 60,52

DIREKTORAT PINDA 32.511.366.000 27.878.495.636 85,75

DIREKTORAT PJKAKI 7.789.012.000 7.086.443.469 90,98

DIREKTORAT MONITOR 3.731.992.000 3.668.142.373 98,29

Deputi PIPM 2.884.037.000 2.659.436.942 92,21

SEKRETARIAT DEPUTI PIPM 78.665.000 69.572.811 88,44

DIREKTORAT PENGAWASAN INTERNAL 530.675.000 376.315.527 70,91

DIREKTORAT PENGADUAN MASYARAKAT 2.274.697.000 2.213.548.604 97,31

Sekretariat Jendral 518.762.315.000 466.603.186.635 89,95

BIRO RENKEU 448.700.000 360.294.631 80,30

BIRO UMUM 174.786.097.000 161.156.883.926 92,20

BIRO SDM 336.033.891.000 298.855.219.882 88,94

belanja_pegawai 325.262.272.000 291.601.609.336 89,65

non_pegawai 10.771.619.000 7.253.610.546 67,34

BIRO HUKUM 1.351.000.000 1.086.783.213 80,44

BIRO HUMAS 6.142.627.000 5.144.004.983 83,74

Total Jumlah 624.180.262.000 558.765.628.563 89,52

KODE URAIAN
NILAI MUTASI NILAI

01 JANUARI 2014 TAMBAH KURANG S/D 30 JUNI 2014

117111 Barang Konsumsi 1.304.542.164 149.394.137 1.453.936.301

117112 Amunisi 408.379.235 0 0 408.379.235

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 146.999.500 56.166.929 203.166.429

117114 Suku Cadang 6.236.500 150.750 6.387.250

117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 1.141.000 1.141.000 0

117124 Peralatan Mesin untuk Dijual 0 0 0 0

117128 Barang Persediaan Lainnya untuk 28.620.199.658 2.938.861.761 25.681.337.897

117131 Bahan Baku 167.882.450 68.763.895 99.118.555

117191 Persediaan untuk tujuan berjaga-jaga 8.989.160 21.030.710 30.019.870

117199 Persediaan Lainnya 11.573.644 29.637.704 41.211.348

Jumlah 30.675.943.311 256.380.230 3.008.766.656 27.923.556.885

NERACA
SALDO PER

31 Desember 2014

KODE URAIAN VOLUME SATUAN NILAI Rp AK. PENYUSUTAN Rp NILAI BUKU Rp

1 2 3 4 5 6 7

117111 PERSEDIAAN - - 27.923.556.885  27.923.556.885

131111 TANAH 8663 M2 128.412.767.500 0 128.412.767.500

132111 PERALATAN DAN MESIN 19597 Unit 237.912.348.445 (189178327002) 48.734.021.443

133111 GEDUNG DAN BANGUNAN 4 Unit 129.000.060 (8580005) 120.420.055

134113 JARINGAN 9 Unit 96.065.275.832 (17870142834) 78.195.132.998

135111 ASET TETAP DALAM RENOVASI 6  49.769.750.367 0 49.769.750.367

135121 ASET TETAP LAINNYA 2599 Buah 1.695.701.438 0 1.695.701.438

136111 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN - - 142.971.624.664 0 142.971.624.664

166112 ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN 492 Unit 604.024.396 (600035725) 3.988.671

162111 ASET TAK BERWUJUD   32.949.472.876  32.949.472.876

JUMLAH 718.433.522.463 (207.657.085.566) 510.776.436.897

No. MAP Uraian
Tahun 2014

Per 31-12-2014

1 423221 Pendapatan jasa lembaga keuangan/ jasa giro 5.667.128.225,00

2 423414 Pendapatan Hasil Denda 8.950.000.000,00

3 423415 Pendapatan ongkos Perkara 837.500,00

4 423421 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Ditetapkan Pengadilan 100.000.000,00

5 423611 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan 81.970.405.567,00

6 423614 Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan 10.295.648.128,00

  Jml.disetor ke Kas negara 106.984.019.420,00

1  Uang Pengganti, disetor ke Kas Umum Pemkab Langkat a.n H.Syamsul Arifin 5.747.194.174

  Jml.disetor ke Kas Pemda 5.747.194.174,00

  Jml.dari kasus TPK 112.731.213.594,00

1 423221 Pendapatan jasa lembaga keuangan/ jasa giro 1.278.499,00

2 423612 Pendapatan Gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik Negara 2.490.793.023,00

Jumlah dari Gratifikasi 2.492.071.522,00

JUMLAH : 115.223.285.116,00

KEUANGAN DAN ASET
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 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

KOMPOSISI PEGAWAI 
BERDASARKAN BIDANG KERJA

KOMPOSISI PEGAWAI 
BERDASARKAN UNIT KERJA

KOMPOSISI PEGAWAI
BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN

REKRUTMEN DAN SELEKSI 
PEGAWAI KPK 2014

KOMPOSISI PEGAWAI
BIDANG PENINDAKAN

KOMPOSISI PEGAWAI 
BERDASARKAN USIA

KOMPOSISI PEGAWAI
BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN 

KOMPOSISI PEGAWAI
BERDASARKAN JABATAN PEGAWAI

BIDANG JUMLAH %

PIMPINAN 4 0,4

PENASIHAT 1 0,1

PENCEGAHAN 262 23,8

PENINDAKAN 323 29,3

INDA 157 14,2

PIPM 79 7,2

SETJEN 276 25,0

TOTAL 1102 100

UNIT KERJA JUMLAH %

PIMPINAN 4 0,4

PENASIHAT 1 0,1

PENCEGAHAN 1 0,1

SETCEGAH 14 1,3

DIREKTORAT LHKPN 133 12,1

DIREKTORAT GRATIFIKASI 50 4,5

DIREKTORAT DIKYANMAS 28 2,5

DIREKTORAT LITBANG 36 3,3

PENINDAKAN 1 0,1

SETTINDAK 9 0,8

DIREKTORAT PENYELIDIKAN 60 5,4

DIREKTORAT PENYIDIKAN 102 9,3

DIREKTORAT PENUNTUTAN 124 11,3

UNIT KERJA KOORDINASI DAN SUPERVISI 12 1,1

UNIT KERJA EKSEKUSI 15 1,4

DIREKTORAT PINDA 39 3,5

DIREKTORAT PJKAKI 27 2,5

DIREKTORAT MONITOR 85 7,7

SETINDA 6 0,5

PIPM 1 0,1

DIT. PENGAWASAN INTERNAL 20 1,8

DIT. PENGADUAN MASYARAKAT 45 4,1

SETPIPM 13 1,2

SEKRETARIAT JENDERAL 2 0,2

BIRO RENKEU 38 3,4

BIRO UMUM 153 13,9

BIRO SDM 32 2,9

BIRO HUKUM 14 1,3

BIRO HUMAS 25 2,3

SETJEN/SETPIMP 12 1,1

TOTAL 1102 100

STATUS PEGAWAI JUMLAH %

PIMPINAN 4 0,4

PENASIHAT 1 0,1

PEGAWAI NEGERI 257 23,3

PEGAWAI TETAP 648 58,8

PEGAWAI TIDAK 
TETAP

192 17,4

TOTAL 1102 100

JABATAN PEGAWAI JUMLAH %

KETUA 1 0,1

WAKIL KETUA 3 0,3

DEPUTI 3 0,3

SEKJEN 1 0,1

PENASIHAT 1 0,1

DIREKTUR 8 0,7

KEPALA BIRO 4 0,4

KEPALA BAGIAN 16 1,5

KEPALA KESEKRETARIATAN 4 0,4

FUNGSIONAL 627 56,9

ADMINISTRASI & PENDUKUNG 434 39,4

TOTAL 1102 100
KELOMPOK JABATAN JUMLAH %

PIMPINAN 4 0,4

PENASIHAT 1 0,1

STRUKTURAL 36 3,3

FUNGSIONAL 627 56,9

ADM. & PENDUKUNG 434 39,4

TOTAL 1102 100

USIA (th) JUMLAH %

< 25 34 3,1

25 - 30 304 27,6

31 - 36 394 35,8

37 - 42 203 18,4

43 - 48 105 9,5

49 - 54 43 3,9

> 54 19 1,7

TOTAL 1102 100

KUALIFIKASI JUMLAH %

PENYELIDIK 143 45,3

PENYIDIK 79 25,0

PENUNTUT UMUM 94 29,7

TOTAL 316 100

No Jenis Rekrutmen dan 
Seleksi Penjelasan

1 Rekrutmen dan Seleksi 
Pegawai Negeri yang 
Dipekerjakan

KPK merekrut sebanyak 
49 orang JPU Kejaksaan, 
7 orang Penyidik Polri, 
1 orang Perawat RSUP 
Fatmawati, 2 orang 
Penyelidik Polri, 2 orang 
Protokoler Kemendagri, 5 
orang Pengawas Regu.

2 Rekrutmen dan Seleksi 
Pegawai Tidak Tetap

Untuk beberapa jenis 
pekerjaan tertentu, KPK 
membutuhkan Pegawai 
Tidak Tetap yang bekerja 
sampai dengan akhir 
tahun berjalan dan 
apabila masih diperlukan 
dan memenuhi syarat 
dapat dipekerjakan 
kembali di tahun 
berikutnya. Tahun 2014, 
KPK merekrut 13 orang 
untuk bidang pekerjaan 
data entry-pengemudi dan 
pramubhakti.

3 Rekrutmen dan Seleksi 
Pegawai Tetap

Pada 2014, KPK 
melakukan seleksi 
dan menerima 1 orang 
Pegawai Tetap Kabag 
Pengamanan yang telah 
mengundurkan dari TNI, 
dan 24 oang berasal dari 
umum melalui program 
rekrutmen Indonesia 
Memanggil 8

 PENYELIDIK    PENYIDIK    PENUNTUT UMUM

143

79

94
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LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 
NEGARA (LHKPN)

GRATIFIKASI

KEPATUHAN LHKPN

STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI

PENGUMUMAN LHKPN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA (TBN)

GRATIFIKASI BERDASARKAN STATUS LAPORAN GRATIFIKASI BERDASARKAN 
LEMBAGA

PENERIMAAN LHKPN

NO. BIDANG Jumlah Wajib Lapor Jumlah Yang Telah 
Melaporkan Harta Kekayaan Tingkat Kepatuhan %

1 EKSEKUTIF 172.561 118.923 68,13

2 LEGISLATIF 10.233 2.894 28,28

3 YUDIKATIF 11.052 9.632 87,15

4 BUMN/BUMD 22.064 16.906 76,62

T O T A L 217.910 148.355 68,08

Jan Feb Mart April Mei Juni Juli Agts Sept Okt Nov Des Jumlah 

Penerimaan 
LHKPN A 1402 1864 2326 2132 3097 2040 2301 2072 2871 2483 2828 6101 31517

Penerimaan 
LHKPN B 893 1074 1786 2298 1674 1068 968 1322 1559 1147 1490 2137 17416

Penerimaan 
LHKPN (A+B) 2295 2938 4112 4430 4771 3108 3269 3394 4430 3630 4318 8238 48933

Pengumuman 
LHKPN Jan Feb Mart Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des Jumlah 

Form A 1090 1068 1124 1230 951 1158 2256 2407 1457 566 105 180 13592

Form B 848 723 1348 1630 2300 2522 1810 1187 1800 1180 535 416 16299

Form (A+B) 1938 1791 2472 2860 3251 3680 4066 3594 3257 4607 4379 5767 41662

No Status Jumlah

1 Milik Negara 751

2 Milik Penerima 81

3 Sebagian Milik Negara 79

4 Masih dalam Proses 276

5 Non-SK 1037

 Total 2224

No Bidang Instansi Jumlah

1

Legislatif 
 
 
 

MPR/DPR 6

DPRD 7

DPD 2

2 Eksekutif 

Kepresidenan 0

Kementerian Sekretaris Negara 
RI

58

Kementerian:  

• Kementerian koordinator 2

• Kementerian 554

• Kementerian negara 4

• Setingkat kementerian 17

Lembaga pemerintah non-
kementerian

40

Lembaga ekstrastruktural 17

Pemda 276

3 Yudikatif  381

4 Lembaga 
independen

 65

5 BUMN / 
BUMD

 795

Jumlah 2224

Status Uang (Rp) Berbentuk Barang (senilai Rp) Mata Uang Asing Berbentuk Barang (senilai mata uang asing)

Milik Negara 2.111.814.400 645.252.757  USD60.170,25  USD59,99 
 SGD7.742,00 
 AUD5.014,00 

 JPY119.908,00 
 EUR598,98 

 MYR98,73 
Milik Penerima 21.662.407.514 4.804.713.500  USD32.914,44  

 SGD7.218,00 
 AUD1.191,00 
 HKD500,00 

 JPY3.092,00 
 EUR401,02 

 MYR1.671,27 
 GBP350,00 
 NZD20,00 
 SAR20,00 

68,13%
751

81

79276

1037

28,28%

76,62%

87,15%

EKSEKUTIF

LEGISLATIF

YUDIKATIF

BUMN/ BUMD

Milik Negara

Milik Penerima

Sebagian Milik Negara

Masih dalam Proses

Non-SK
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No Nama Instansi
Posisi Implementasi

2013 2014
Pengenalan Komitmen Bimtek Aturan UPG TOT

1
Kementerian 
Hukum dan Hak 
Asasi Manusia

• • 11-Mar-14
Permenkumham 
No15. Th 2014 Tgl 

9 Jun 2014
16-17 Okt 2014

21-23 
Okt 
2014

13 28

2 Kementerian 
Kehutanan • • • 30-Sep-14 •

8-10 
Sept. 
2014

6 8

3
Kementerian 
Kelautan dan 
Perikanan

24-Feb-14 27-Mar-14 • • •
21-25 
April 
2014

14 68

4 Kementerian 
Kesehatan Mar-14 Apr-14 Mar-14

Permenkes 
No.14 tahun 2014, 
tanggal 27 Maret 

2014

Kep Itjen Kemenkes 
01.T.PS.17.4.215.10.3.445

2-5 
April 
2014

35 75

5

Kementerian 
Negara Badan 
Usaha Milik 
Negara

Sep-13

Renja PPG 
24 Sept. 
2013, an 
Menteri 
BUMN

Okt-13
PER-05/

MBU/14,tanggal 17 
Maret 2014

SK UPG No. 14/S.
MBU/14, tanggal 10 Juni 

2014

21-25 
April 
2014

0 4

6
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan

• • • • •
14-17 
April 
2014

131 143

No Nama Instansi
Posisi Implementasi

2013 2014
Pengenalan Komitmen Bimtek Aturan UPG TOT

7
Kementerian 
Komunikasi dan 
Informatika

Jun-13

SPJ-69/01-
55/05/2013, 
Tgl: 15 Mei 

2013 (MOU + 
penerapan 

PPG)

Mar-14 Mar-14
SK Menkominfo No. 686 

tahun 2014, tanggal 7 
Juli 2014

 31 8

8 Kementerian 
Pertanian • • • • •  8 0

9
Kementerian 
Pekerjaan 
Umum

Nov 2013 Nov 2013 Mei-14 PERMEN 03 
Tahun 2014  

27-29 
Okt 
2014

5 0

10 Kementerian 
Agama • • •    20 22

11

Kementerian 
Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral

• • •    16 2

12 Kementerian 
Perhubungan 15-Apr-14 15-Apr-14 •    21 3

13

Kementerian 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan RB

• 14 Nov 2014    • 3 0

14 Kementerian 
Keuangan •  •   • 58 17

15 Kementerian 
Luar Negeri • •     7 16

16
Kementerian 
Riset dan 
Teknologi

•   •   0 0

17 Kementerian 
Pertahanan •      3 0

18
Kementerian 
Perumahan 
Rakyat

•      0 0

19 Kementerian 
Sosial •      4 4

20
Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi 

• • • • • • 241 24

21

Badan 
Pengawasan 
Keuangan dan 
Pembangunan 

• 02-Sep-14 • • •  27 10

22
Badan 
Pengawas Obat 
dan Makanan 

• • • •  • 20 1

23 Badan Pusat 
Statistik 19-Agust-14 19-Agust-14 •   4-7 Nov 

2014 1 1

24 Mahkamah 
Konstitusi • • •   • 10 11

25
Badan 
Pertanahan 
Nasional 

•  • • •  5 3

IMPLEMENTASI DAN JUMLAH PELAPORAN  
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG) 

PELAPORAN GRATIFIKASI BERDASARKAN WILAYAH
No Wilayah Jumlah

1 NAD 0

2 Sumatera Utara 9

3 Riau 15

4 Kepulauan Riau 6

5 Sumatera Barat 5

6 Sumatera Selatan 3

7 Kepulauan Bangka Belitung 2

8 Jambi 13

9 Bengkulu 6

10 Lampung 10

11 Jawa Barat 391

12 Banten 53

13 Kalimantan Selatan 5

14 Kalimantan Tengah 7

15 Kalimantan Barat 9

16 Kalimantan Timur 12

17 Kalimantan Utara 3

18 DKI Jakarta 1320

19 DKI Jakarta Pemda 0

20 D.I. Yogyakarta 15

21 Jawa Tengah 186

No Wilayah Jumlah

22 Jawa Timur 50

23 Sulawesi Utara 2

24 Sulawesi Selatan 22

25 Sulawesi Tengah 2

26 Sulawesi Tenggara 1

27 Gorontalo 1

28 Papua 16

29 Bali 30

30 Nusa Tenggara Barat 0

31 Nusa Tenggara Timur 12

32 Maluku Utara 2

33 Maluku 1

34 Irian Jaya Barat 0

35 Sulawesi Barat 3

36 Tiongkok 1

37 Turki 5

38 Jepang 3

39 Australia 1

40 Korea 1

41 Nigeria 1

Jumlah 2224

GRATIFIKASI
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No Nama Instansi
Posisi Implementasi

2013 2014
Pengenalan Komitmen Bimtek Aturan UPG TOT

26

Badan 
Koordinasi 
Keluarga 
Berencana 
Nasional 

• • •    9 0

27

Badan 
Pengawas 
Pemilihan 
Umum 

• • •    1 1

28 Badan Urusan 
Logistik Juli 2014 Agust 2014 8-10 Okt 

2014    0 0

29
Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia

Agust-14 Agust-14     28 6

30
Komisi 
Pemilihan 
Umum 

• •     4 11

31
Ombudsman 
Republik 
Indonesia 

Mei-14 Mei-14     1 11

32

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional

•    •  3 1

33

Lembaga 
Kebijakan 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintah 

•      3 0

34 Otoritas Jasa 
Keuangan •      0 3

35

Badan Nasional 
Penempatan 
dan 
Perlindungan 
Tenaga Kerja 
Indonesia 

•      2 1

36
Badan 
Pemeriksa 
Keuangan 

•      67 6

37 Bank Indonesia 26-Feb-14      20 0

38 BPJS Ketenaga
kerjaan 10-Jan-14      11 13

39
Kejaksaan 
Republik 
Indonesia

•      39 7

40 PT. Angkasa 
Pura I 24-Jan-14 11-Apr-14 • • • • 0 37

41 PT. Angkasa 
Pura II • • • • • 13-Feb-

14 7 44

42 PT. Bank Jabar 
Banten • • • • • • 816 229

43 PT. Garuda 
Indonesia • • • • •

13-16 
Juni 
2011

427 80

44 PT. Pegadaian • • • 28-Feb-14 • 2-5 Jun 
2014 2 7

45 PT. PLN • • • • • • 28 24

46 PT. Pos 
Indonesia • • • • • • 4 0

No Nama Instansi
Posisi Implementasi

2013 2014
Pengenalan Komitmen Bimtek Aturan UPG TOT

47 PT. Pertamina • • • • • • 1544 290

48 PT. Perusahaan 
Gas Negara • • • • • • 0 2

49 PT. Telkom • 23-Okt-14 • • • • 2 1

50 SKK Migas • • • • • • 82 17

51 PT. Adhi Karya Feb-14 04-Feb-14 Mei-14 Draft Aturan 2 
Sept. 2014

Memo Direksi No. 006/
DU/2014, 4 Feb 2014  0 0

52 PT. Kimia Farma • 27-Jun-14 • 27-Jun-14 27-Jun-14  0 0

53 PT. Jasa Marga • • • •  
20-22 
Okt 
2014

1 5

54 PT. Kereta Api 
Indonesia 19-Des-14 19-Des-14 •  •

7-12 
Sept. 
2014

3 4

55 PT. Petrokimia 
Gresik • • 17-18 Juli 

2014
Draft Aturan 17 

Juli 2014   11 0

56 PT. Pupuk 
Iskandar Muda • • • •   0 0

57 PT. Pupuk 
Kaltim • • • •   0 0

58 PT. Pupuk 
Kujang • • • •   0 0

59 PT. Asuransi 
Jasa Indonesia • • •    4 0

60 PT. Pelabuhan 
Indonesia III 12-Mar-14 12-Mar-14 18-21 Nov 

2014    5 0

61 PT. Pelabuhan 
Indonesia IV 11-Mar-14 11-Mar-14 11-13 Jun 

2014    8 0

62 PT. Pelni • 20-Okt-14 24-27 Nov 
2014    2 0

63
PT. 
Pembangunan 
Perumahan

15-Sep-14 15-Sep-14 19-21 Nov 
2014    0 0

64 PT. Perkebunan 
Nusantara II 22-Mei-14 22-Mei-14 23-Mei-14    0 0

65
PT. Bank 
Tabungan 
Negara

25-Jul-14 25-Jul-14 21-Okt-14    1 0

66
PT. Pupuk 
Indonesia 
Holding

• • •    0 0

67 PT. Semen 
Indonesia • • •    8 0

68 PT. Perkebunan 
Nusantara III • • •    1 0

69 PT. Perkebunan 
Nusantara IV • • •    0 0

70 PT. Bank DKI 
Jakarta • •    • 3 0

71
PT. Jakarta 
Industrial Estate 
Pulogadung 

18-Jul-14 18-Jul-14     0 0

72 PT. Krakatau 
Stell • •     3 0

73 PT. Pelabuhan 
Indonesia I • •     0 1

GRATIFIKASI
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No Nama Instansi
Posisi Implementasi

2013 2014
Pengenalan Komitmen Bimtek Aturan UPG TOT

74 PT. Semen 
Padang • •     0 0

75 PT. Semen 
Tonasa • •     0 0

76 PT. Sucofindo 15-Sep-14 15-Sep-14     17 0

77 PT. Wijaya Karya 23-Okt-14 23-Okt-14     0 0

78 PT. Pupuk 
Sriwijaya • •     2 0

79 PT. Sang Hyang 
Seri • •     1 0

80 PT. Pelabuhan 
Indonesia II 17-Feb-14 17-Feb-14     6 1

81

Perum Lembaga 
Penyelenggara 
Pelayanan 
Navigasi 
Penerbangan 
Indonesia 

•  •    0 0

82 PT. Bank 
Mandiri •   •   3 0

83 PT. Antam 05-Feb-14      4 0

84
PT. Bank 
Negara 
Indonesia

•      5 3

85 PT. Jasa 
Raharja •      3 0

86 PT. Perusahaan 
Pengelola Aset •      0 0

87 Pemprov DKI 
Jakarta Mar-14 Mar-14 24-25 

April 2014

Pergub DKI No.87 
th 2014, tanggal 

30 Mei 2014

Pergub DKI No. 87 th 
2014 Tanggal 30 Mei 2014

7-8 Juli 
2014 39 4

88 Pemprov Jawa 
Tengah • • • • •

17-19 
Sept. 
2014

25 20

89 Pemprov Jawa 
Timur • • • • • • 8 7

90 Pemprov 
Sumatera Utara •      2 0

91 Pemprov Bali • •     1 0

92 Pemprov Banten Jul-14 Jul-14 2-4 Sept. 
2014   Okt-14 1 0

93 Pemprov DI 
Yogyakarta 11-Des-14 09-Des-14     3 0

94 Pemprov Jawa 
Barat • • • •  

12-14 
Maret 
2014

12 0

95
Pemprov 
Kalimantan 
Timur

•  • • • • 3 0

96 Pemprov 
Sumatera Barat Agust-13 Agust-13 Mei-14 Draft Aturan 23 

Mei 2014   4 1

97 Pemprov NTB 24-Mar-14 Sep-14 Sep-14   Sep-14 0 0

98
Pemprov 
Kalimantan 
Barat

23-Sep-14 23-Sep-14

25 Juni 
2014 dan 
24 Sept. 

2014

   2 0

99 Pemprov 
Gorontalo 10-Feb-14 10-Feb-14     6 0

No Nama Instansi
Posisi Implementasi

2013 2014
Pengenalan Komitmen Bimtek Aturan UPG TOT

100
Pemprov 
Kalimantan 
Selatan

•      1 0

101
Pemprov 
Sulawesi 
Tenggara

19-Sep-14      0 0

102 Pemkab Badung 13-Okt-13 13-Okt-13 14-17 Okt 
2014 • • • 0 0

103 Pemkab Bantul Des-14 09-Des-14     2 0

104 Pemkab Buru • •     0 0

105 Pemkab Buru 
Selatan • •     0 0

106 Pemkab 
Kepulauan Aru • •     0 0

107 Pemkab Kulon 
Progo Des-14 09-Des-14     0 0

108 Pemkab Maluku 
Barat Daya • •     0 0

109 Pemkab Maluku 
Tengah • •     0 0

110 Pemkab Maluku 
Tenggara • •     0 0

111 Pemkab Maluku 
Tenggara Barat • •     0 0

112 Pemkab 
Payakumbuh • •     0 0

113 Pemkab Seram 
Bagian Barat • •     0 0

114 Pemkab Seram 
Bagian Timur • •     0 0

115 Pemkab Sleman Des-14  9 Des 2014     3 0

116 Pemkab 
Tabanan •      1 0

117 Pemkab 
Enrekang •      1 0

118 Pemkab Kapuas •      0 0

119 Pemkab Konawe  •     0 0

120 Pemkot 
Bandung • • • 06-Jan-14 • • 16 57

121 Pemkot Depok • • • • • • 0 6

122 Pemkot Medan • • • • • • 1 0

123 Pemkot Metro • • • • • • 2 1

124 Pemkot Padang • • • • • • 10 3

125 Pemkot Tarakan • • • • • • 1 3

126 Pemkot 
Balikpapan • • • • •  12 4

127 Pemkot 
Samarinda • • • •   4 3

128 Pemkot 
Yogyakarta • •  16-Des-14 •  3 15

129 Pemkot 
Surakarta 16-Sep-14 16-Sep-14  16-Sep-14   2 0

130 Pemkot Kendari • •     0 0

131 Pemkot Ambon • •     0 0

132 Pemkot Tual • •     0 0

133 Pemkot Manado •      0 0

GRATIFIKASI
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PENGADUAN RAKYAT

URAIAN
Bulan

Jumlah
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

Laporan 
Terima 742 775 804 828 742 903 518 715 884 847 808 866  9.432 

Laporan 
Selesai 
Verifikasi

742 775 804 828 742 903 518 715 884 847 808 866  9.432 

Laporan 
Selesai Telaah  173  175  127  137  130  131  74  103  141  129  105  89  1.514 

Laporan File  569  600  677  691  612  772  444  612  742  718  699  758  7.894 

*Satu pengaduan dapat lebih dari satu telaahan

REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT 2014

INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI (TPK) DAN NON-TPK 2014

URAIAN
Bulan

Jumlah
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

Indikasi non-
TPK

 356  397  426  433  383  453  275  384  428  420  417  473  4.845 

Indikasi TPK  386  378  378  395  359  450  243  331  456  427  391  393  4.587 

PROVINSI
Tahun

Jumlah
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

BALI  5  7  11  7  14  8  4  10  14  4  8  9  101 

BANTEN  10  11  21  10  9  15  9  17  20  17  15  12  166 

BENGKULU  15  3  9  3  8  13  4  3  4  7  5  9 83 

D.I. YOGYAKARTA  7  16  13  18  5  10  6  12  10  18  10  13  138 

DKI JAKARTA  93  101  71  92  80  120  53  100  99  125  127  96  1.157 

GORONTALO  3  5  3  5  4  4  4  5  8  2  3  2 48 

JAMBI  16  13  14  10  10  15  11  11  11  13  20  9  153 

JAWA BARAT  65  65  59  64  55  90  41  64  67  80  55  68  773 

JAWA TENGAH  34  50  44  37  36  40  19  25  48  35  34  43  445 

JAWA TIMUR  84  58  63  89  66  73  39  48  51  58  58  88  775 

KALIMANTAN BARAT  11  10  12  4  14  22  15  8  19  14  7  22  158 

KALIMANTAN SELATAN  8  9  5  9  14  13  7  12  11  10  12  14  124 

KALIMANTAN TENGAH  8  15  9  21  13  16  9  8  17  17  11  20  164 

KALIMANTAN TIMUR  18  23  18  28  18  25  14  16  23  18  22  15  238 

KALIMANTAN UTARA  -  -  -  -  -  -  -  2  6  2  2  8 20 

KEPULAUAN BANGKA 
BELITUNG  3  7  6  3  3  4  2  2  2  7  10  6 55 

KEPULAUAN RIAU  10  5  8  7  5  11  5  7  3  8  8  5 82 

LAMPUNG  13  20  15  9  18  13  7  13  10  17  12  16  163 

LUAR NEGERI  1  -  3  2  -  1  -  1  2  3  2  1 16 

MALUKU  5  4  8  7  12  10  3  12  8  6  6  8 89 

MALUKU UTARA  -  -  -  -  4  3  1  4  4  7  3  1 27 

NANGGROE ACEH 
DARUSALAM  24  38  38  50  35  23  31  21  34  22  13  24  353 

NUSA TENGGARA BARAT  7  10  14  9  6  11  7  4  18  13  3  11  113 

NUSA TENGGARA TIMUR  31  11  15  4  10  16  9  11  16  9  35  14  181 

PAPUA  9  6  10  11  8  8  8  6  14  14  9  15  118 

PROVINSI
Tahun

Jumlah
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

PAPUA BARAT  5  3  4  3  2  3  1  3  5  1  4  4 38 

RIAU  16  14  22  30  30  25  13  16  23  27  29  27  272 

SULAWESI BARAT  3  2  -  2  2  -  -  2  3  2  -  1 17 

SULAWESI SELATAN  14  15  25  19  11  24  13  17  21  20  11  19  209 

SULAWESI TENGAH  7  7  6  5  7  4  5  5  14  6  11  7 84 

SULAWESI TENGGARA  8  29  6  12  9  10  6  6  11  7  8  15  127 

SULAWESI UTARA  12  9  6  8  16  13  3  11  9  10  7  8  112 

SUMATERA BARAT  14  19  10  10  8  12  4  3  14  10  12  9  125 

SUMATERA SELATAN  30  31  53  42  39  51  27  31  49  26  33  27  439 

SUMATERA UTARA  67  66  72  61  54  67  45  58  66  80  87  92  815 

TIDAK SPESIFIK  86  93  131  137  117  130  93  141  150  132  116  128  1.454 

 TOTAL  742  775  804  828  742  903  518  715  884  847  808  866  9.432 

PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN WILAYAH 2014 URAIAN
Bulan

Jumlah
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

Benturan 
kepentingan 
dalam pengadaan

 1  3 - -  -  1  1 - -  - - -  6 

Gratifikasi  15  9 10  8  8  12  3 10 16  11  9  6 117 

Non TPK  361  398  426  435  386  455  276  385  430  422  418  473  4.865 

Pemerasan  6 13  6 12  9  8  3 36 31  27 20 25 196 

Penggelapan 
dalam jabatan  2  2  1 -  -  -  - -  1  - - -  6 

Penyuapan  69 64 65 36  44  58  24 60 83  78 70 66 717 

Perbuatan curang  1 - - -  1  1  - - -  - - -  3 

Perbuatan 
melawan hukum/ 
menyalahgunakan 
wewenang yang 
mengakibatkan 
kerugian negara

 284  285  292  336  290  326  146  168  270  250  229  232  3.108 

Tindak Pidana lain 
yang berkaitan 
dengan Tindak 
Pidana Korupsi

 3  1  4  1  4  42  65 56 53  59 62 64 414 

PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN DELIK PERKARA 2014
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PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN BIDANG

No Bidang Sub-Bidang
Bulan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

1
Kelembagaan 
Negara/
Pemerintah

Administrasi 
Negara - - - - - - -  1 - - - - 

BPK -  1  1  3  2 -  2  1 - - - - 

Bank Indonesia  1 - - - - - -  1 - - -  1 

DPR  1  1  1  2  2 -  1  1  5  1 - - 

Ilmu 
Pengetahuan - -  1 - -  1 - - -  1 - - 

Kejaksaan  7  2  1  3  5  3  6  8  10  18  11  5 

Kepegawaian 
Negara  1 -  6  2 -  1  1  3 - - - - 

Kepolisian  8  9  7  8  20  4  7  9  14  14  8  16 

MA  3 -  2 -  4 -  5  4  15  12  5  12 

MPR - - - - - - - - -  1 - - 

Mahkamah/
Oditur Militer - - - - -  1 - - -  1 - - 

Pemilihan 
Umum - - -  1  5 - -  2 - - - - 

Penanaman 
Modal - - - - - - -  1 - - - - 

Pengawas 
Keuangan -  3  3  2 - - -  2 - - - - 

Pertanahan 
Nasional  10  11  23  25  25  37  5  25  46  63  61  84 

TNI  2 - - -  2 -  2  2  2 - - - 

Total Bidang Kelembagaan Negara/
Pemerintah  33  27  45  46  65  47  29  60  92  111  85  118 

2 Kesejahteraan 
Rakyat

Agama  5  6  10  7  3  15  2  12  7  6  8  10 

Kebudayaan 
dan Pariwisata  2  2  1  1 - - - -  2  4 -  3 

Kehutanan  7  4  3  10  20  13  5  14  25  23  19  25 

Kelautan dan 
Perikanan  1 -  2  2  5  4 -  3  2  4  7  1 

Kesehatan  9  6  6  7  8  7  2  6  6  10  16  9 

Komunikasi dan 
Informatika  1  1  1  2  3  4 - -  1  1  3 - 

Lingkungan 
Hidup  4  2  3 -  7 -  2  3  2  4  2  4 

Pekerjaan 
Umum  28  28  32  21  29  22  4  9  24  25  28  24 

Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal

-  3  4  3  2  5 - -  2  1  1  2 

Pemuda dan 
Olahraga  2  1  1  3 - -  2  3  3  4  3  1 

Pendayagunaan 
Aparatur 
Negara

 1  9  2  3  1 -  1  2  2 - - - 

Pendidikan 
Nasional  39  25  28  15  20  29  15  22  18  23  27  25 

Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional

 2 - - - - - - -  1 - - - 

No Bidang Sub-Bidang
Bulan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

Perhubungan  5  1  1  2  3  7  3  3  5  6  7  7 

Pertanian  9  11  10  15  15  16  12  5  8  11  15  14 

Perumahan 
Rakyat  2  5  3  3  5  5  7  4  7  8  6  9 

Riset dan 
Teknologi - - - - - - - - - -  1 - 

Sosial  119  176  154  162  155  172  142  122  146  100  117  128 

Tenaga Kerja  18  14  19  10  5  16  7  10  14  16  10  18 

Total Bidang Kesejahteraan Rakyat  254  294  280  266  281  315  204  218  275  246  270  280 

3 Perekonomian

Badan Usaha 
Milik Negara / 
Daerah

 37  23  29  34  28  32  15  28  27  36  44  33 

Energi dan 
Sumberdaya 
Mineral

 12  24  20  20  21  35  5  14  24  20  16  28 

Keuangan  84  85  37  83  89  156  82  119  136  112  111  119 

Koperasi, 
Usaha Kecil & 
Menengah

 7  9  7  4 -  2  2  1 -  2  3  5 

Pengadaan 
Barang/Jasa  56  89  72  74  33  61  39  26  40  46  36  39 

Perdagangan  1  5  6  1  7  3  2  3  4  3  3  1 

Perindustrian  11  4  5  3  2 -  1  4 -  3  3  2 

Total Bidang Perekonomian  176  219  180  289  146  195  231  222  216  227  208  239 

4 Politik Hukum 
& Keamanan

Dalam Negeri  62  27  63  62  38  37  16  50  70  71  53  49 

Hukum dan Hak 
Asasi Manusia  97  94  108  98  62  84  30  54  62  61  67  67 

Luar Negeri  2 - - - -  1 - -  2  2  1 - 

Pertahanan  4  2  1  2 - - - -  2  2  2 - 

Total Bidang Politik Hukum & 
Keamanan  165  123  172  162  100  122  46  104  136  136  123  116 

PENGADUAN RAKYAT
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No Kategori
Bulan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

1 APBD  155  147  117  127  147 197  113  137 176 179 147 153 

2 APBN  50  45  28  54  80 87  54  60 110 87 59 53 

3 BUMD  14  13  13  11  8 22  6  8 9 15 7 7 

4 BUMN  40  30  31  41  33 50  26  32 39 40 65 44 

5 Dana Alokasi Khusus  4  3  4  3  7 7  2  5 2 2 3 2 

6 Dana Bantuan Sosial 
Kemasyarakatan  15  27  26  25  17 20  1  7 17 13 15 10 

7 Dana Pendidikan  27  27  29  22  18 48  14  23 13 18 27 22 

8 Informasi Kekayaan 
Pejabat  11  13  6  12  16 19  12  7 12 21 20 14 

9 Kehutanan  9  11  9  13  21 18  11  15 33 24 21 26 

10 Lelang/Pengadaan 
Barang dan Jasa  36  37  43  53  66 74  53  55 60 58 47 33 

11 Pelaksanaan Proyek  23  30  40  48  59 74  89  95 120 85 58 50 

12 Pelayanan Publik  35  42  39  20  19 39  38  68 63 61 64 95 

13 Pembayaran gaji, 
tunjangan  10  12  21  14  12 17  21  11 15 11 11 10 

14 Pemilu kepala daerah  37  9  21  30  20 17  8  16 20 12  7  5 

15 Penanganan Perkara 
Hukum  98  115  127  133  134 142  117  125 151 179 152 141 

16 Pengelolaan Aset/
Keuangan  33  34  34  31  28 42  50  36 53 27 37 54 

17 Perdata  48  59  44  31  40 74  57  45 57 46 52 66 

18 Pertambangan  9  17  18  19  25 34  10  14 17 15  8 22 

19 Pertanahan  46  58  59  51  51 76  52  67 74 74 74 105 

20 Pidana Umum  23  20  15  15  32 64  40  67 58 42 33 53 

21 Rekrutmen Pegawai  26  39  38  27  22 26  17  20 27 20 22 22 

22 Swasta  73  112  82  82  77 129  80  63 82 105 115 121 

Total  822  900  844  862  932 1.276  871  976 1.208 1.134 1.044 1.108 

*Satu pengaduan dapat lebih dari satu kategori

PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN KATEGORI

PENGADUAN RAKYAT

TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

TINDAK LANJUT LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT KE INTERNAL KPK

TINDAK LANJUT LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT KE EKSTERNAL KPK

URAIAN
Bulan

Jumlah
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

Layak 
Tindak 
Lanjut 
Telaah

 119  128  98  115  107  111  60  84  107  98  90  72  1.189 

Tidak 
Layak 
Tindak 
Lanjut 
Telaah

 55  47  29  22  23  21  14  19  34  31  16  17  328 

URAIAN
Bulan

Jumlah
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

Bidang 
Lainnya  1  3  4  1  1  -  -  -  -  3  1  1  15 

Pencegahan  18  10  4  8  5  10  5  11  3  11  6  -  91 

Penindakan  21  21  21  32  27  26  14  21  32  25  23  7  270 

Pimpinan  9  7  5  3  8  9  3  12  6  6  6  5  79 

TOTAL  49  41  34  44  41  45  22  44  41  45  36  13  455 

URAIAN
Bulan

Jumlah
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

BPK  3  1  1  2  3  -  2  1  1  1  -  1  16 

BPKP  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 

Itjen & 
LPND  1  3  3  2  1  1  -  1  2  1  -  1  16 

Kejaksaan  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2 

Kementerian  -  2  5  3  5  4  1  2  2  4  1  2  31 

Kepolisian  1  1  -  2  -  -  -  2  -  1  -  -  7 

Komunikasi 
dengan 
Pelapor

 189  205  186  186  172  245  131  188  254  207  190  150 
 2.303 

Lainnya  3  5  5  4  5  8  2  9  2  6  2  3  54 

TOTAL  200  217  200  199  186  258  136  204  261  220  193  157  2.431 
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PENINDAKAN
PENYELIDIKAN
Kegiatan penyelidikan dilaksanakan terhadap 80 (delapan puluh) 
kasus.

PENYIDIKAN
Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 95 (sembilan puluh 
lima) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2013 sebanyak 
37 (tiga puluh tujuh) perkara dan perkara tahun 2014 sebanyak 58 
(lima puluh delapan) perkara, yaitu:
1. Perkara TPK pemberian sejumlah uang kepada anggota 

Komisi IV DPR RI dan pejabat Departemen Kehutanan 
RI terkait dengan Proses Pengajuan Anggaran Sistem 
Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan 
tahun 2007-2008 atas nama tersangka AW (swasta) dkk .

2. Perkara TPK dalam pelaksanaan pengadaan peralatan medik 
dari sisa dana pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin 
dalam rangka wabah flu burung (avian influenza) pada Dirjen 
Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan dalam 
pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan penanganan 
wabah flu burung (avian influenza) dana APBN-P Sekretariat 
Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes TA 2006 atas nama 
tersangka MAH (Sesditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI 
Tahun 2006) dkk.

3. Perkara TPK dalam pengadaan dan pemasangan Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar Home System 
(SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 
pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (LPE ESDM) 
tahun anggaran 2009 atas nama tersangka JP (Dirjen LPE 
Departemen ESDM).

4. Perkara TPK penggunaan dana kas daerah Pemerintah kota 
Tomohon TA 2009 dan 2010 atas nama tersangka JMSR (Wali 
Kota Tomohon periode 2005-2010).

5. Perkara TPK penerimaan sesuatu atau uang yang didua 
diberikan oleh Direktur PT. Sugih Interjaya dkk terkait dengan 
proyek pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina 
(Persero) tahun 2004-2005 atas nama tersangka SAM (mantan 
Direktur Pengolahan PT. Pertamina).

6. Perkara TPK memberikan sesuatu atau uang kepada Direktur 
Pengolahan PT. Pertamina Persero dan pihak lainnya terkait 
dengan proyek Pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. 
Pertamina (Persero) tahun 2004-2005 atas nama tersangka 
WSL (swasta).

7. Perkara TPK dalam pengelolaan Dana Penyelenggaraan 
Kegiatan Pertemuan-pertemuan/Sidang Internasional pada 
Departemen Luar Negeri Periode Tahun 2004 sd 2005 atas 
nama tersangka SP (mantan Sekjen Kemenlu RI).

8. Perkara TPK dalam penerimaan hadiah/janji padahal patut 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan 
sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya sehubungan dengan penganggaran dan 
pelaksanaan proyek yang dikerjakan PT. DGI dll Tahun 2010 
dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dengan 
TPK sehubungan dengan transaksi pembelian saham PT. 
Garuda di Mandiri Sekuritas oleh PT. Permai Raya Wisata, PT. 
Cakrawala Abadi, PT. Exartech Technologi Utama, PT. Pasific 
Putra Metropolitan, PT. Darmakusumah dan transaksi lainnya 
atas nama tersangka MN (swasta).

9. Perkara TPK dalam Pengadaan Driving Simulator Roda Dua 
(R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri 
TA 2011 atas nama tersangka DP (Polri).

10. Perkara TPK dalam pengadaan Driving Simulator Roda Dua 
(R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri 
TA 2011 atas nama tersangka SSB (swasta).

11. Perkara TPK pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana 
dan prasarana olahraga di Hambalang TA 2010-2012 atas 
nama tersangka AAM (Menteri Pemuda dan Olahraga).

12. Perkara TPK dalam pemberian FPJP/Fasilitas Pendanaan 
Jangka Pendek dan Penetapan Bank Century sebagai bank 
gagal berdampak sistemik atas nama tersangka BM (Deputi 
Gubernur Bank Indonesia Bidang IV).

13. Perkara TPK penggunaan dana kas daerah Pemerintah Kota 
Tomohon TA 2009 dan 2010 atas nama tersangka JMSR (Wali 
Kota Tomohon periode 2005-2010).

14. Perkara TPK menerima pemberian hadiah/janji padahal 
diketahui atau patut diketahui bahwa hadiah/janji tersebut 
diberikan untuk menggerakkan agar mau melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya dan atau pegawai negeri/
penyelenggaran negara yang pada waktu melaksanakan 
tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran 
kepada pegawai negeri/penyelenggaran negara yang lain atau 
kas umum tersebut mempunyai utang atas nama tersangka 
IW (Plt. Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial 
Pengadilan Negeri Bandung).

15. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji terkait dengan 
proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proses 
Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional 
(P3SON) di Desa Hambalang, Kec. Cietereup, Kab. Bogor, 
Provinsi Jawa Barat atau proyek-proyek lainnya atas nama 
tersangka AU (anggota DPR RI).

16. Perkara TPK dalam proyek Pembangunan Pusat Pendidikan 
Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di 
Hambalang TA 2010-2012 atas nama tersangka TBMN 
(swasta).

17. Perkara TPK berupa memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada Penyelenggara negara terkait dengan pengurusan 
Kuota Impor Daging pada Kementerian Pertanian atas nama 
tersangka MEL (swasta).

18. Perkara TPK dalam pengadaan dan instalasi infrastruktur 
IT Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) 
Tahun 2010-2011 atas nama tersangka TN (Wakil Rektor 
Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum Universitas 
Indonesia).

19. Perkara TPK dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan 
Dermaga Bongkar yang dibiayai APBN TA 2006-2010 atas 
nama tersangka HS (swasta).

20. Perkara TPK dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan 
Dermaga Bongkar yang dibiayai APBN TA 2006-2010 atas 
nama tersangka RI (selaku PPK Satker Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan BPKS (Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Sabang)).

21. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama melakukan 
atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 
terkait dengan perbuatan Kartini Juliana Marpaung terkait 
dengan penanganan perkara TPK penyimpangan anggaran 
pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan 
TA 2006-2008 di Pengadilan Negeri Semarang dengan 
terdakwa Muhammad Yaeni atas nama tersangka P (Majelis 
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Semarang).

22. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama melakukan 
atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 
terkait dengan perbuatan Kartini Juliana Marpaung terkait 
dengan penanganan perkara TPK penyimpangan anggaran 
pemeliharaan mobil dinas Sekretrariat DPRD Kab. Grobogan 
TA 2006-2008 di Pengadilan Negeri Semarang dengan 
terdakwa Muhammad Yaeni atas nama tersangka A (Majelis 
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Semarang).

23. Perkara TPK perbuatan turut serta dengan Sentot Susilo 
dalam melakukan TPK memberikan hadiah atau janji kepada 
PN atau Penyelenggara negara terkait dengan Pemberian Izin 
lokasi untuk kegiatan Pembangunan Tempat Pemakaman 
Bukan Umum (TPBU) Luas +/- 1.000.000 m2 di Desa Antajaya 
Tanjung Sari, Kab Bogor, atas nama tersangka SRS (Kepala 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi/
BAPPEBTI).

24. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan 
dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan 
Tengah 2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka 
AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).

25. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim 
berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, 
2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas nama 
tersangka AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi 
RI).

26. Perkara TPK membantu menerima hadiah atau janji oleh 
hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi 
Banten 2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka 
STA (swasta).

27. Perkara TPK memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud 
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan 
kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan 
perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Kabupaten Lebak Banten Provinsi Banten 2013 di Mahkamah 
Konstitusi RI atas nama tersangka TCW (swasta).

28. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh Hakim 
berkaitan dengan penanganan perkara yang berada di lingkup 
kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk mengadili, 
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 
tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara 
yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dan atau penerimaan 
gratifikasi atas nama tersangka AM (Hakim Konstitusi pada 
Mahkamah Konstitusi RI).

29. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan 
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang 
atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan 
yang diketahui atau patut diduganya hasil TPK dengan 
tujuan menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta 
kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak 
atau kepemilikan yg sebenarnya atas harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil TPK 
atas nama tersangka AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah 
Konstitusi RI).

30. Perkara TPK dalam Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan 
Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di 
Hambalang TA 2010-2012 atas nama tersangka MS (swasta).

31. Perkara TPK pengadaan alat kesehatan Kedokteran Umum 
Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 
2012 atas nama tersangka TCW (swasta).

32. Perkara TPK pengadaan alat kesehatan Kedokteran Umum 
Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 
2012 atas nama tersangka DP (swasta).

33. Perkara TPK pengadaan alat kesehatan Kedokteran Umum 
Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 
2012 atas nama tersangka MJ (Kepala Bidang Sumber Daya 
Kesehatan dan Promosi Kesehatan (SDK dan Promkes) Dinas 
Kesehatan Pemkot Tangsel).

34. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 
berharga atau lain atas harta kekayaan yang diketahuinya 
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-
usul harta kekayaan, atau perbuatan menyembunyikan 
atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, 
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya 
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka IW 
(Plt. Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial 
Pengadilan Negeri Bandung).

35. Perkara TPK menerima hadiah atau janji padahal diketahui 
atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 
untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 
kewajibannya atau hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai 
akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan perkara 
tindak pidana menempatkan keterangan palsu di atas bukti 
autentik dan pemalsuan atas sertifikat tanah dengan dengan 
terlapor Sugiharta alias Along atas nama tersangka S (Kepala 
Kejaksaan Negeri Praya).

36. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud 
supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena 
atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan 
dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam 
jabatannya terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana 
menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan 
pemalsuan atas sertifikat tanah dengan dengan terlapor 
Sugiharta alias Along atas nama tersangka LAR (swasta).

37. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan 
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan 
dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 
2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas nama 
tersangka RAC (Gubernur Banten).

38. Perkara TPK yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara 
yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan 
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, 
membayar, dan atau menerima pembayaran dengan potongan, 
atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; atau 
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan 
agar melakukan sesuatu atau disebabkan karena telah 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan 
dengan kewajibannya atau diberikan karena kekuasaan atau 
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atas 
nama tersangka RAC (Gubernur Banten).

39. Perkara TPK pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan 
dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Banten Tahun 2011-2013 atas nama tersangka RAC (Gubernur 
Banten).

40. Perkara TPK pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan 
dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Banten Tahun 2011-2013 atas nama tersangka TCW (swasta).

41. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait kegiatan pada 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kegiatan 
lainnya atas nama tersangka WK (Sekretaris Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).

42. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan 
investasi di CV Gold Aset/PT. AXO Capital Futures dan atau 
terkait jabatan Kepala Bappebti atas nama tersangka SRS 
(Kepala Bappebti).

43. Perkara TPPU sehubungan dengan dengan perbuatan 
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke 
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata 
uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta 
kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan 
hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan 
atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau 
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, 
lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan 
yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau 
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi atas 
nama tersangka TCW (swasta).

44. Perkara TPK dengan sengaja tidak memberikan keterangan 
atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam 
persidangan perkara TPK pada PN Pekanbaru dan 
Pembantuan melakukan perbuatan penerimaan hadiah 
atau janji yang dilakukan oleh Terdakwa Rusli Zainal terkait 
pelaksanaan kelanjutan PON XVIII Riau atas nama tersangka 
SF alias H (ajudan Gubernur Riau).

45. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang 
diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 
korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau 
menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, 
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya 
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka 
AU (anggota DPR RI).
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46. Perkara TPK bersama-sama melakukan atau menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan terkait perbuatan 
Setya Budi Tejo Cahyono yaitu menerima pemberian atau 
janji terkait dengan penanganan perkara TPK mengenai 
penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota 
Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa 
Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendahara 
Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk atas 
nama tersangka RC (Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada PN Bandung).

47. Perkara TPK sehubungan dengan bersama-sama melakukan 
atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 
terkait perbuatan Setya Budi Tejo Cahyono yaitu menerima 
pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara 
banding TPK mengenai penyimpangan dana bantuan sosial 
Pemerintah Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan 
Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman 
selaku mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah 
Kota Bandung dkk atas nama tersangka PSS (Hakim Tinggi 
pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat).

48. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan 
dengan mata uang dan atau perbuatan menerima atau 
menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, 
sumbangan, penitipan atau menggunakan harta kekayaan 
yang patut diketahui atau patut diduga merupakan hasil 
tindak pidana atas nama tersangka HS (swasta).

49. Perkara TPK sehubungan dengan pelaksanaan proyek 
pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan 
bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2006-2010 atas 
nama tersangka TSA (Kepala Badan Pengelolaan Kawasan 
Sabang TA 2006-2010).

50. Perkara TPK sehubungan dengan orang yang melakukan 
pembantuan terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan 
alat kesehatan untuk kebutuhan antisipasi Kejadian Luar 
Biasa (KLB) masalah kesehatan akibat bencana di Pusat 
Penanggulangan Masalah Kesehatan pada Departemen 
Kesehatan Tahun Anggaran 2005 yang dilakukan oleh Mulya 
Hasjmy atas nama tersangka SFS (mantan Menteri Kesehatan 
RI periode 2004-2009).

51. Perkara TPK sehubungan dengan pelaksanaan tukar guling 
tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak swasta 
pada tahun 2012 atas nama tersangka IJ (Wali Kota Tegal).

52. Perkara TPK sehubungan dengan pelaksanaan tukar guling 
tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak swasta 
pada tahun 2012 atas nama tersangka SJ (swasta).

53. Perkara TPK sehubungan dengan pengadaan paket penerapan 
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 s.d. 2012 
pada Kementerian Dalam Negeri RI atas nama tersangka S 
(PPK Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kementerian Dalam Negeri RI).

54. Perkara TPK sehubungan dengan perbuatan melawan hukum 
atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh 
permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT. 
BCA, Tbk. Tahun pajak 1999 atas nama tersangka HP (Dirjen 
Pajak Kementerian Keuangan RI Periode 2002-2004).

55. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan 
yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau 
menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, 
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya 
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka 
SRS (Kepala Bappebti).

56. Perkara TPK sehubungan dengan kegiatan Sosialisasi Sektor 
Energi dan Sumber Daya Mineral Bahan Bakar Bersubsidi; 
Kegiatan Sepeda Sehat Dalam Rangka Sosialisasi Hemat 
Energi; dan Perawatan Gedung Kantor Sekretariat Jenderal di 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2012 atas 
nama tersangka WK (Sekretaris Jenderal Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral).

57. Perkara TPK sehubungan dengan Pelaksanaan Kerjasama 
Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk Instalasi Pengolahan 
Air antara PDAM Kota Makassar dengan pihak swasta 
periode tahun 2006-2011 atas nama tersangka IAS (Wali Kota 
Makassar).

58. Perkara TPK sehubungan dengan Pelaksanaan Kerjasama 
Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk Instalasi Pengolahan 
Air antara PDAM Kota Makassar dengan pihak swasta periode 
tahun 2006-2011 atas nama tersangka HW (swasta).

59. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
terkait pemberian Rekomendasi Tukar-menukar Kawasan 
Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri 
atas nama tersangka F.X. YYAY (swasta).

60. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji 
terkait pemberian Rekomendasi Tukar-menukar Kawasan 
Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri 
atas nama tersangka RY (Bupati Bogor).

61. Perkara TPK sehubungan dengan bersama-sama atau turut 
serta Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor dalam menerima 
hadiah atau janji terkait pemberian Rekomendasi Tukar 
Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. 
Bukit Jonggol Asri atas nama tersangka MZ (Kepala Dinas 
Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor).

62. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau 
janji terkait penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Perubahan (APBN-P) TA 2013 Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI dan 
kegiatan lainnya atas nama tersangka SB (Ketua Komisi VII 
DPR RI periode Tahun 2009 s.d. 2014).

63. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji 
terkait rekomendasi penyesuaian Formula Harga Gas untuk 
PT. Kaltim Parna Industri kepada Kepala SKK Migas atas 
nama tersangka AMS (swasta).

64. Perkara TPK sehubungan dengan Penyelenggaraan Ibadah 
Haji tahun 2012-2013 atas nama tersangka SDA (Menteri 
Agama RI).

65. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi 
putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili 
terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah Kota 
Palembang di Mahkamah Konstitusi tahun 2013 dan dengan 
sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan 
keterangan yang tidak benar terkait dengan persidangan 
atas nama terdakwa M.Akil Mochtar di pengadilan tindak 
pidana korupsi Jakarta atas nama tersangka RH (Wali Kota 
Palembang) dan M (swasta).

66. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait 
dengan Pengurusan APBN-P TA 2014 pada Kementerian 
PDT untuk Proyek Pembangunan TALUD di Kabupaten Biak 
Numfor Provinsi Papua atas nama tersangka TR (swasta).

67. Perkara TPK sehubungan dengan Pegawai negeri atau 
Penyelenggara negara yang Menerima Pemberian atau Janji 
dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait 
dengan Pengurusan APBN-P TA 2014 pada Kementerian 
PDT untuk Proyek Pembangunan TALUD di Kabupaten Biak 
Numfor Provinsi Papua atas nama tersangka YS (Bupati Biak 
Numfor).

68. Perkara TPK sehubungan dengan sengaja mencegah, 
merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun 
tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa 
ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dan dengan 

sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan 
yang tidak benar pada persidangan atas nama M. Akil Mochtar 
di Pengadilan TIndak Pidana Korupsi Jakarta atas nama 
tersangka ME (swasta).

69. Perkara TPK sehubungan dengan Pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau 
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 
seseorang memberikan sesuatu terkait pengurusan izin Surat 
Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) atas nama PT. Tatar 
Kertabumi di Kabupaten Karawang atas nama tersangka AS 
(Bupati Karawang) dan N (mantan Anggota DPRD Kabupaten 
Karawang).

70. Perkara TPK sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering 
Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai Urumuka 
tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua atas nama tersangka 
LD (swasta).

71. Perkara TPK sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering 
Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai Urumuka 
tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua atas nama tersangka 
BS (Gubernur Papua periode tahun 2006 s.d. 2011).

72. Perkara TPK sehubungan dengan turut serta dan bersama-
sama dengan Barnabas Suebu dalam kegiatan Detail 
Engineering Design (DED) PLTA Sungai Memberamo dan 
Sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua atas 
nama tersangka JJK (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 
Provinsi Papua periode 2008 s.d. 2011).

73. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Mahkamah 
Konstitusi dengan maksud untuk mempengaruhi putusan 
perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang diserahkan 
kepadanya untuk diadili atas nama tersangka RBS (Bupati 
Tapanuli Tengah periode 2011-2016).

74. Perkara TPK sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan 
Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2010-2011 atas nama tersangka RA 
(Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Sumatera Selatan/ 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan).

75. Perkara TPK sehubungan dengan Pengadaan dan 
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran Sorong 
Tahap III pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Perhubungan Laut, Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik 
Indonesia TA 2011 atas nama tersangka BRK (swasta).

76. Perkara TPK sehubungan dengan Pengadaan dan 
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran Sorong 
Tahap III pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Perhubungan Laut, Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik 
Indonesia TA 2011 atas nama tersangka S (Pejabat Pembuat 
Komitmen Satuan Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Perhubungan Laut, Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Perhubungan).

77. Perkara TPK sehubungan dengan Pengadaan dan 
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran 
Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Perhubungan Laut, Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan 
Republik Indonesia TA 2011 atas nama tersangka I (Ketua 
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Pusat 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan).

78. Perkara TPK sehubungan dengan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau 
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang 
memberikan sesuatu, membayar, atau untuk mengerjakan 
sesuatu bagi dirinya sendiri, pada tahun 2011 s.d. 2013, di 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama 
tersangka JW (Menteri ESDM).

79. Perkara TPK sehubungan dengan bersama-sama melakukan 
atau turut serta melakukan terkait perbuatan Lusita Anie 
Razak, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud 
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena 
atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan 
dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam 
jabatannya terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana 
menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan 
pemalsuan atas sertifikat tanah dengan terlapor Sugiharta 
Alias Along atas nama tersangka BWS (swasta). 

80. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi 
putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili 
berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 
Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau 
memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan 
mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada 
jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau 
janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut 
atas nama tersangka AH (Wakil Bupati Lebak) dan K (anggota 
DPRD TK I Banten).

81. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait 
dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi 
Riau Tahun 2014 kepada Kementrian Kehutanan atas nama 
tersangka GMEM (swasta).

82. Perkara TPK sehubungan dengan pegawai negeri atau 
Penyelenggara negara yang Menerima Pemberian atau Janji 
dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait 
dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi 
Riau Tahun 2014 kepada Kementrian Kehutanan atas nama 
tersangka AM (Gubernur Riau).

83. Perkara TPK sehubungan dengan bersama-sama atau 
turut serta F.X. Yohan Yap Als Yohan dalam memberi 
atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara terkait pemberian Rekomendasi 
Tukar-menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas 
nama PT. Bukit Jonggol Asri dan dengan sengaja mencegah, 
merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak 
langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para 
saksi dalam perkara korupsi atas nama tersangka KCK alias 
ST (swasta).

84. Perkara TPPU sehubungan dengan menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang 
diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 
korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul Harta Kekayaan atas nama tersangka AS dan N 
(Bupati Karawang dan istrinya (PNS)).

85. Perkara TPK sehubungan dengan Penyalahgunaan 
kewenangan dalam menggunakan Dana Pendidikan 
Luar Sekolah pada Sub Dinas PLS Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 
2007 atas nama tersangka JM (Kadis P dan K Provinsi NTT/
KPA).

86. Perkara TPK sehubungan dengan penyalahgunaan 
kewenangan dalam menggunakan Dana Pendidikan 
Luar Sekolah pada Sub Dinas PLS Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 
2007 atas nama tersangka MDT (Kasubdin PLS Provinsi NTT/ 
PPK).

87. Perkara TPK sehubungan dengan menerima pemberian 
atau janji dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan I untuk 
kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen 
Kesehatan dari dana DIPA revisi APBN Pusat Penanggulangan 
Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun 
Anggaran 2007 atas nama tersangka SFS (Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia periode 2004-2009).
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88. Perkara TPK sehubungan dengan Pengadaan Alat Kesehatan 
Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan 
Pariwisata Universitas Udayana pada Tahun Anggaran 2009 
atas nama tersangka MM (PPK).

89. Dugaan TPK sehubungan dengan Pengadaan Alat Kesehatan 
Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan 
Pariwisata Universitas Udayana pada Tahun Anggaran 2009 
atas nama tersangka MM (swasta).

90. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji 
terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di 
Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan 
Proyek-proyek lainnya atas nama tersangka FAI (Ketua DPRD 
Kab. Bangkalan) dkk.

91. Perkara TPK sehubungan dengan memberi hadiah atau janji 
terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di 
Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan 
Proyek-proyek lainnya atas nama tersangka ABD (swasta) 
dkk.

92. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji 
terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di 
Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan 
Proyek-proyek lainnya atas nama tersangka AR (swasta) dkk.

93. Perkara TPK sehubungan dengan Proses Permohonan Izin 
Pengembangan Kawasan Wisata di Lombok Barat Tahun 2010 
s.d. 2012 atas nama tersangka ZA (Bupati Lombok Barat).

94. Perkara TPK sehubungan dengan Menerima hadiah atau janji 
terkait dengan Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik 
di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan 
perbuatan penerimaan lainnya atas nama tersangka FAI 
(Bupati Kabupaten Bangkalan).

95. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang 
diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 
korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul Harta Kekayaan atas nama tersangka FAI (Bupati 
Kabupaten Bangkalan) dkk.

PENUNTUTAN
Kegiatan penuntutan dilaksanakan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) 
perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2013 sebanyak 32 (tiga 
puluh dua) perkara dan perkara tahun 2014 sebanyak 45 (empat 
puluh lima) perkara, yaitu:
1. Perkara TPK atas nama terdakwa SOFYAN USMAN 

sehubungan dengan menerima sejumlah uang dari Otoritas 
Batam dalam rangka pengesahkan usulan anggaran Otorita 
Batam tahun 2004 dan 2005.

2. Perkara TPK atas nama terdakwa MAHYUDDIN HARAHAP 
sehubungan dengan penjualan aset tanah PT. Barata 
Indonesia (Persero).

3. Perkara TPK atas nama terdakwa KARTINI JULIANA M. 
MARPAUNG sehubungan dengan menerima pemberian atau 
janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana 
Korupsi dalam penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil 
dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobokan Jawa Tengah tahun 
2006-2008 di Pengadilan Negeri Semarang.

4. Perkara TPK atas nama terdakwa ZULKARNAEN DJABAR dan 
DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sehubungan dengan 
menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan 
anggaran dan atau pengadaan barang/jasa di Kementerian 
Agama RI tahun 2010-2012.

5. Perkara TPK atas nama terdakwa DJOKO SUSILO sehubungan 
dengan pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan 
Roda Empat (R4) pada Korps. Lalu-Lintas Mabes Polri 
Tahun Anggaran 2011 dan diduga melakukan tindak pidana 
pencucian uang dalam hubungannya dengan perbuatan 
menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, dan atau 
menyembunyikan/menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, 
kepemilikan, dan atau perbuatan menerima atau menguasai 
penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan 
harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan 
hasil tindak pidana.

6. Perkara TPK atas nama terdakwa RATNA DEWI UMAR 
sehubungan dengan pengadaan alat kesehatan dan 
perbekalan dalam rangka wabah flu burung pada Direktorat 
Bina Pelayanan Medik Dasar Dirjen Bina Pelayanan Medik, 
Dep. Kesehatan RI, pengadaan reagen dan consumable 
penanganan virus flu burung (avian influenza) pada Dirjen 
Bina Pelayanan Medik, Dep. Kesehatan RI, pengadaan 
Peralatan Kesehatan untuk melengkapi rumah sakit rujukan 
penanganan flu burung (avian influenza) TA 2007 pada Dirjen 
Bina Pelayanan Medik, Dep. Kesehatan RI.

7. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD SOFYAN 
sehubungan dengan pengelolaan anggaran Inspektorat 
Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

8. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD FATHANAH 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk 
Penyelenggara negara, terkait dengan pengurusan Kuota 
Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga 
melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana.

9. Perkara TPK atas nama terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk 
penyelenggara negara, terkait dengan pengurusan Kuota 
Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga 
melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana.

10. Perkara TPK atas nama terdakwa GANI ABDUL GANI 
sehubungan dengan pengadaan Outsourcing Roll Out 
Customer Information System/Rencana Induk Sistem 
Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN Distribusi Jakarta Raya 
dan Tangerang Tahun 2001 s.d 2008 bersama-sama dengan 
Eddie Widiono Suwondo (Direktut Utama PT. PLN Tahun 2000 
s.d 2008) dan dalam Pengadaan Outsourcing Pengelolaan 
Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management 
System) berbasis Teknologi Informasi pada PLN Distribusi 
Jawa Timur Tahun 2004-2008, bersama-sama dengan Hariadi 
Sadono (General Manager PT. PLN Distribusi Jawa Timur 
Tahun 2003 s.d. 2008).

11. Perkara TPK atas nama terdakwa EFFENDY KOMALA dan 
TEDDY MULIAWAN sehubungan dengan memberi atau 
menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara negara terkait 
dengan penanganan tindak pidana perpajakan PT. The Master 
Steel.

12. Perkara TPK atas nama terdakwa SURUNG PANJAITAN 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada Penyelenggara negara untuk mendapatkan proyek 
yang terkait dengan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) 
dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah 
Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD 
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2003.

13. Perkara TPK atas nama terdakwa DIAH SOEMEDI sehubungan 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara terkait dengan penanganan 
tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel.

14. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI SUSANTO sehubungan 
dengan Pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R-2) dan 
Roda Empat (R-4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri Tahun 
Anggaran 2011.

15. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT 
BATUBARA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji 
untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan 
Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Prov. Sumatera 
Utara kepada Pemkab. Mandailing Natal yang bersumber dari 
APBD Pemerintah Prov. Sumatera Utara Tahun Anggaran 
2013.

16. Perkara TPK atas nama terdakwa KHAIRUL ANWAR DAULAY 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk 
mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan 
Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang 
bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
Tahun Anggaran 2013.

17. Perkara TPK atas nama terdakwa DJODI SUPRATMAN 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dengan 
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara 
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 

yang bertentangan dengan kewajibannya, terkait dengan 
pengurusan kasasi perkara pidana penipuan.

18. Perkara TPK atas nama terdakwa MARIO CORNELIO 
BERNARDO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait 
dengan pengurusan kasasi perkara pidana penipuan.

19. Perkara TPK atas nama terdakwa TOTOK LESTIYO sehubungan 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara terkait dengan proses 
pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama 
PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. Hardaya Inti Plantation 
yang terletak di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol.

20. Perkara TPK atas nama terdakwa DEDDY KUSDINAR 
sehubungan dengan pembangunan/pengadaan/peningkatan 
sarana dan prasarana olahraga di Hambalang Tahun Anggaran 
2010-2012 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

21. Perkara TPK atas nama terdakwa RUSLI ZAINAL sehubungan 
dengan Dalam penilaian dan pengesahan BKUPHHK-HT 
pada areal yang diberika IUPHHK-HT di Kab. Pelalawan Riau 
Tahun 2001-2006 dan penilaian dan pengesahan BKUPHHK-
HT pada areal yang diberika IUPHHK-HT di Kab. Siak Riau 
Tahun 2001-2007 kepada sejumlah perusahaan tidak 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menerima hadiah 
atau janji terkait dengan pengajuan anggaran Pemprov. 
Riau kepada Kemenpora dan terkait dengan pelaksanaan 
pekerjaan venues PON XVIII Prov. Riau, memberi hadiah atau 
janji kepada Anggota DPRD Prov. Riau terkait persetujuan 
perubahan Perda Prov. Riau No. 6 Tahun 2010.

22. Perkara TPK atas nama terdakwa SIMON GUNAWAN TANJAYA 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan kegiatan 
yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada 
Tahun 2012-2013.

23. Perkara TPK atas nama terdakwa IZEDRIK EMIR MOEIS 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
dengan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 
Uap (PLTU) Tarahan Lampung Tahun 2004.

24. Perkara TPK atas nama tedakwa JONAIDI SYAHRI dan 
MUCHLIS THOHIR sehubungan dengan menerima hadiah 
atau janji, terkait dengan maksud supaya pegawai negeri 
atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya.

25. Perkara TPK atas nama terdakwa HARIS ANDI SURAHMAN 
sehubungan dengan memberi sesuatu kepada pegawai negeri 
atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai 
negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya dalam pengalokasian anggaran DPID (Dana 
Penyesuaian Infrastruktur Daerah) untuk daerah Kabupaten 
Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Minahasa Tahun 
Anggaran 2011.

26. Perkara TPK atas nama terdakwa RUDI RUBIANDINI 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas) pada Tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak 
pidana pencucian uang (TPPU).

27. Perkara TPK atas nama terdakwa DEVIARDI sehubungan 
dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan 
yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 
pada tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU).

28. Perkara TPK atas nama terdakwa DADA ROSADA sehubungan 
dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan 
perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana 
bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009-2010 di 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa 
Rochman selaku mantan Bendaharawan Pengeluaran 
Sekretariat Daerah Kota Bandung.

29. Perkara TPK atas nama terdakwa EDI SISWADI sehubungan 
dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan 
perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana 
bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009-2010 di 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa 
Rochman selaku mantan Bendaharawan Pengeluaran 
Sekretariat Daerah Kota Bandung.

30. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD JAUHARI 
sehubungan dengan pengadaan pekerjaan penggandaan Kitab 
Suci Al-Qur’an yang dananya dari APBN-P Tahun 2011 dan 
APBN Tahun 2012 pada Direktorat Bimas Islam Kementerian 
Agama RI.

31. Perkara TPK atas nama terdakwa CHAIRUN NISA sehubungan 
dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji 
oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung 
Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia, padahal patut diketahui atau 
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya 
untuk diadili.

32. Perkara TPK atas nama terdakwa HAMBIT BINTIH dan 
CORNELIS NALAU ATUN sehubungan dengan turut serta atau 
membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan 
dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi 
putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili.

33. Perkara TPK atas nama terdakwa IKE WIJAYANTO 
sehubungan dengan menerima pemberian hadiah/janji 
padahal diketahui atau patut diketahui bahwa hadiah/janji 
tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang 
bertentangan dengan kewajibannya dan atau Pegawai negeri/
Penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, 
meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada 
pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada 
Kas Umum, seolah-olah pegawai negeri/penyelenggara 
negara yang lain atau Kas Umum tersebut mempunyai utang 
kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan 
merupakan utang.

34. Perkara TPPU atas nama terdakwa IKE WIJAYANTO 
sehubungan dengan perbuatan menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang 
atau surat berharga atau lain atas harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul harta kekayaan, atau perbuatan menyembunyikan 
atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, 
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya 
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana.

35. Perkara TPK atas nama terdakwa ASMADINATA sehubungan 
dengan bersama-sama melakukan atau turut serta 
melakukan terkait perbuatan Kartini Juliana M Marpaung, 
yaitu menerima pemberian atau hadiah atau janji terkait 
dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam 
penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas 
Sekretariat DPRD Kab. Grobokan Tahun Anggaran 2006-2008 
di Pengadilan Tipikor pada PN. Semarang.

36. Perkara TPK atas nama terdakwa PRAGSONO sehubungan 
dengan bersama-sama melakukan atau turut serta 
melakukan terkait perbuatan Kartini Juliana M Marpaung, 
yaitu menerima pemberian atau hadiah atau janji terkait 
dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam 
penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas 
Sekretariat DPRD Kab. Grobokan Tahun Anggaran 2006-2008 
di Pengadilan Tipikor pada PN. Semarang.
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37. Perkara TPK atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji oleh Hakim 
berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi 
Kalimantan Tengah 2013 di Mahkamah Konstitusi RI.

38. Perkara TPK atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji oleh Hakim 
berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Provinsi Banten 
2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

39. Perkara TPK atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji oleh 
Hakim berkaitan dengan penanganan perkara yang berada 
di lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk 
mengadili, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah 
atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan 
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dan atau 
penerimaan gratifikasi.

40. Perkara TPPU atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR 
sehubungan dengan hubungannya dengan perbuatan 
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang 
atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan 
yang diketahui atau patut diduganya hasil TPK dengan 
tujuan menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta 
kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak 
atau kepemilikan yg sebenarnya atas harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil TPK.

41. Perkara TPK atas nama terdakwa SUSI TUR ANDYANI 
sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima 
hadiah ayatu janji oleh hakim berkaitan dengan penanganan 
perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia, padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana 
dan prasarana olahraga di Hambalang TA 2010-2012 yang 
dilakukan oleh Tersangka AAM selaku Menteri Pemuda dan 
Olahraga/Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda 
dan Olahraga dkk hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 
untuk diadili.

42. Perkara TPK atas nama terdakwa TUBAGUS CHAERI 
WARDANA CHASAN sehubungan dengan memberi sesuatu 
kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan 
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan 
dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 
2013 di Mahkamah Konstitusi Republik.

43. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI MULYA sehubungan 
dengan pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) 
dan Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak 
sistemik.

44. Perkara TPK atas nama terdakwa LUSITA ANIE RAZAK 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan 
maksud supaya penyelenggara negara atau pegawai negeri 
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak 
dilakukan dalam jabatannya terkait dengan pengurusan 
perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu di atas 
bukti autentik dan pemalsuan atas sertifikat tanah dengan 
terlapor Sugiharta Alias Along.

45. Perkara TPK atas nama terdakwa ANDI ALIFIAN 
MALLARANGENG sehubungan dengan pembangunan/
pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di 
Hambalang TA 2010-2012. 

46. Perkara TPK atas nama terdakwa MARIA ELIZABETH LIMAN 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada penyelenggara negara terkait dengan pengurusan 
kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian RI.

47. Perkara TPK atas nama terdakwa SUDJADNAN 
PARNOHADININGRAT sehubungan dengan Pengelolaan 
Dana Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan-Pertemuan atau 
Sidang Internasional pada Departemen Luar Negeri tahun 
2004-2005.

48. Perkara TPK atas nama terdakwa TEUKU BAGUS MOKHAMAD 
NOOR sehubungan dengan Proyek Pembangunan Pusat 
Pendidikan Pelatihan dan Sokelah Olahraga Nasional (P3SON) 
di Hambalang TA 2010-2012.

49. Perkara TPK atas nama terdakwa ANGGORO WIDJOJO 
sehubungan dengan pemberian sejumlah uang kepada 
Anggota Komisi IV-DPR RI dan Pejabat Departemen 
Kehutanan RI terkait dengan proses pengajuan anggaran 
Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada Tahun 2007-
2008.

50. Perkara TPK atas nama terdakwa SUBRI sehubungan dengan 
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 
menggerakkan agar malakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dalam jabatannya, yang bertentangan dalam kewajibannya 
atau hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat 
atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait 
dengan pengurusan perkara tindak pidana menempatkan 
keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas 
sertifikat tanah dengan terlapor Sugiharta Alias Along.

51. Perkara TPK atas nama terdakwa RATU ATUT CHOSIYAH 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan 
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan 
dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tahun 
2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi.

52. Perkara TPK atas nama terdakwa SAID FAISAL sehubungan 
dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau 
memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan 
perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Pekanbaru.

53. Perkara TPK atas nama terdakwa ANAS URBANINGRUM 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga 
Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, 
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan proyek-proyek 
lainnya.

54. Perkara TPPU atas nama terdakwa ANAS URBANINGRUM 
sehubungan dengan menempatkan, mentransfer, 
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, 
menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau 
perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan 
tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta 
kekayaan dan atau menyembunyikan asal-usul, sumber, 
lokasi, peruntukan, pengalihan hal-hak, atau kepemilikan 
yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau 
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi.

55. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAHRUL RAJA 
SEMPURNAJAYA sehubungan dengan memberi atau 
menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara, terkait dengan pemberian 
Rekomendasi Tukar-menukar Kawasan Hutan di Kabupaten 
Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri.

56. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAHRUL RAJA 
SEMPURNAJAYA sehubungan dengan penerimaan hadiah 
atau janji terkait penanganan perkara investasi di CV. Gold 
Aset/PT. Axo Capital Futures dan atau terkait jabatan Kepala 
Bappebti.

57. Perkara TPPU atas nama terdakwa SYAHRUL RAJA 
SEMPURNAJAYA sehubungan dengan perbuatan 
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang 
atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan 
yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak 
atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
pidana korupsi.

58. Perkara TPK atas nama terdakwa F.X. YOHAN YAP ALIAS 
YOHAN sehubungan dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, 
terkait dengan pemberian Rekomendasi Tukar Menukar 
Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit 
Jonggol Asri.

59. Perkara TPK atas nama terdakwa TAFSIR NURCHAMID 
sehubungan dengan pengadaan dan instalasi infrastruktur IT 
Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) tahun 
2010-2011.

60. Perkara TPK atas nama terdakwa YESAYA SOMBUK 
sehubungan dengan Pegawai negeri atau Penyelenggara 
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan 
pengurusan APBN-P TA 2014 pada Kementerian PDT untuk 
proyek pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor 
Provinsi Papua.

61. Perkara TPK atas nama terdakwa TEDDI RENYUT sehubungan 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya 
Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang 
bertentangan dengan kewajibannya dengan Pengurusan 
APBN-P TA. 2014 pada Kementerian PDT untuk Proyek 
Pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi 
Papua.

62. Perkara TPK atas nama terdakwa HERU SULAKSONO 
sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan 
Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) TA 2006-2011, yang dilakukan 
oleh tersangka selaku Kepala Cabang PT. Nindya Karya 
Cabang Sumatera Utara dan NAD merangkap kuasa Nindya 
Sejati JO (kerja sama antara PT. Nindya Karya dan PT. Tuah 
Sejati) dan kawan-kawan.

63. Perkara TPPU atas nama terdakwa HERU SULAKSONO 
sehubungan dengan perbuatan menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan 
dengan mata uang dan atau menyembunyikan/menyamarkan 
asal-usul, sumber lokasi, kepemilikan harta kekayaan yang 
diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

64. Perkara TPK atas nama terdakwa ARTHA MERIS SIMBOLON 
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait 
rekomendasi penyesuaian Formula Harga Gas untuk PT. 
Kaltim Parna Industri kepada Kepala SKK Migas.

65. Perkara TPK atas nama terdakwa RACHMAT YASIN 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
pemberian Rekomendasi Tukar-menukar Kawasan Hutan di 
Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri.

66. Perkara TPK atas nama terdakwa M.ZAIRIN sehubungan 
dengan bersama-sama atau turut serta Rachmat Yasin 
selaku Bupati Bogor dalam menerima hadiah atau janji terkait 
pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di 
Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri.

67. Perkara TPK atas nama terdakwa RAMADHANI ISMY 
sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan 
Dermaga Bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan 
Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006-2010.

68. Perkara TPK atas nama terdakwa RAMLAN COMEL 
sehubungan dengan bersama-sama melakukan atau 
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terkait 
perbuatan Setya Budi Tejo Cahyono yaitu menerima 
pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara TPK 
mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah 
Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan 
Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan 
Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung 
dkk.

69. Perkara TPK atas nama terdakwa NY. PASTI SEREFINA 
SINAGA sehubungan dengan bersama-sama melakukan 
atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 
terkait perbuatan Setya Budi Tejo Cahyono yaitu menerima 
pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara 
banding TPK mengenai penyimpangan dana bantuan sosial 
Pemerintah Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan 
Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman 
selaku mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah 
Kota Bandung dkk.

70. Perkara TPK atas nama terdakwa ROMI HERTON dan MASYITO 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan 
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait 
dengan sengketa pemilihan kepala daerah Kota Palembang di 
Mahkamah Konstitusi tahun 2013 dan dengan sengaja tidak 
memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang 
tidak benar terkait dengan persidangan atas nama terdakwa 
M. Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 

71. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHTAR EPENDY 
sehubungan dengan sengaja mencegah, merintangi atau 
menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi 
dalam perkara korupsi, dan dengan sengaja tidak memberi 
keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar pada 
persidangan atas nama M. Akil Mochtar di Pengadilan TIndak 
Pidana Korupsi Jakarta.

72. Perkara TPK atas nama terdakwa MAMAK JAMAKSARI 
sehubungan dengan pengadaan alat kesehatan Kedokteran 
Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun 
Anggaran 2012.

73. Perkara TPK atas nama terdakwa DIDIK PURNOMO 
sehubungan dengan pengadaan driving simulator roda dua 
(R2) dan roda empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri 
TA 2011.

74. Perkara TPK atas nama terdakwa ADE SWARA dan 
NURLATIFAH sehubungan dengan pegawai negeri/
penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau 
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 
seseorang memberikan sesuatu terkait pengurusan izin Surat 
Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) atas nama PT. Tatar 
Kertabumi di Kabupaten Karawang. 

75. Perkara TPPU atas nama terdakwa ADE SWARA dan 
NURLATIFAH sehubungan dengan perbuatan menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang 
diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 
korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul harta kekayaan.

76. Perkara TPK atas nama terdakwa GULAT MEDALI EMAS 
MANURUNG sehubungan dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait 
dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau 
Tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.

77. Perkara TPK atas nama terdakwa MACHFUD SUROSO 
sehubungan dengan Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan 
Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di 
Hambalang TA 2010-2012. 
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PERKARA YANG BERKEKUATAN HUKUM 
TETAP 
Perkara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 
tahun 2014 adalah sejumlah 40 (empat puluh) perkara, yaitu:
1. Perkara TPK atas nama terdakwa MAHYUDDIN HARAHAP 

sehubungan dengan penjualan aset tanah PT. Barata 
Indonesia (Persero).

2. Perkara TPK atas nama KARTINI JULIANA M. MARPAUNG 
sehubungan dengan menerima pemberian atau janji 
terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi 
dalam penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas 
Sekretariat DPRD Kab. Grobokan Jawa Tengah Tahun 2006-
2008 atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan 
Negeri Semarang.

3. Perkara TPK atas nama terdakwa RATNA DEWI UMAR 
sehubungan dengan Pengadaan alat kesehatan dan 
perbekalan dalam rangka wabah flu burung pada Direktorat 
Bina Pelayanan Medik Dasar Dirjen Bina Pelayanan Medik, 
Dep. Kesehatan RI, pengadaan reagen dan consumable 
penanganan virus flu burung (avian influenza) pada Dirjen 
Bina Pelayanan Medik, Dep. Kesehatan RI, pengadaan 
Peralatan Kesehatan untuk melengkapi rumah sakit rujukan 
penanganan flu burung (avian influenza) TA 2007 pada Dirjen 
Bina Pelayanan Medik, Dep. Kesehatan RI.

4. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD SOFYAN 
sehubungan dengan pengelolaan anggaran Inspektorat 
Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

5. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT 
BATUBARA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji 
untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan 
Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Prov. Sumatera 
Utara kepada Pemkab. Mandailing Natal yang bersumber dari 
APBD Pemerintah Prov. Sumatera Utara Tahun Anggaran 
2013.

6. Perkara TPK atas nama terdakwa KHAIRUL ANWAR DAULAY 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk 
mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan 
Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Prov. Sumatera 
Utara kepada Pemkab. Mandailing Natal yang bersumber dari 
APBD Pemerintah Prov. Sumatera Utara Tahun Anggaran 
2013.

7. Perkara TPK atas nama terdakwa HARIS ANDI SURAHMAN 
sehubungan dengan memberi sesuatu kepada pegawai negeri 
atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai 
negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya dalam pengalokasian anggaran DPID (Dana 
Penyesuaian Infrastruktur Daerah) untuk daerah Kabupaten 
Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Minahasa Tahun 
Anggaran 2011.

8. Perkara TPK atas nama terdakwa JONAIDI SYAHRI dan 
MUCHLIS THOHIR sehubungan dengan menerima hadiah 
atau janji, terkait dengan maksud supaya Pegawai negeri 
atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya.

9. Perkara TPK atas nama terdakwa TOTOK LESTIYO sehubungan 
denga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai 
negeri atau Pennyelenggara Negara terkait dengan proses 
pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama 
PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. Hardaya Inti Plantation 
yang terletak di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol.

10. Perkara TPK atas nama terdakwa ZULKARNAEN DJABAR dan 
DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sehubungan dengan 
menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan 
anggaran dan atau pengadaan barang/jasa di Kementerian 
Agama RI Tahun 2010-2012.

11. Perkara TPK atas nama terdakwa SIMON GUNAWAN TANJAYA 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan kegiatan 
yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Pada 
Tahun 2012-2013.

12. Perkara TPK atas nama terdakwa DEDDY KUSDINAR 
sehubungan dengan pembangunan/pengadaan/peningkatan 
sarana dan prasarana olahraga di Hambalang Tahun Anggaran 
2010-2012 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

13. Perkara TPK atas nama terdakwa DJODI SUPRATMAN 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dengan 
maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara 
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan 
pengurusan kasasi perkara pidana penipuan.

14. Perkara TPK atas nama terdakwa IZEDRIK EMIR MOEIS 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
dengan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 
Uap (PLTU) Tarahan Lampung tahun 2004.

15. Perkara TPK atas nama terdakwa DIAH SOEMEDI sehubungan 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara terkait dengan penanganan 
tindak pidana perpajakan PT. Master Steel.

16. Perkara TPK atas nama terdakwa DADA ROSADA sehubungan 
dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan 
perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana 
bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung T.A. 2009 s.d. 2010 
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa 
Rochman selaku mantan Bendaharawan Pengeluaran 
Sekretariat Daerah Kota Bandung.

17. Perkara TPK atas nama terdakwa EFFENDY KOMALA dan 
TEDDY MULIAWAN sehubungan dengan memberi atau 
menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara negara terkait 
dengan penanganan tindak pidana perpajakan PT. The Master 
Steel.

18. Perkara atas nama terdakwa RUDI RUBIANDINI sehubungan 
dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan 
yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 
pada Tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU).

19. Perkara TPK atas nama terdakwa DEVIARDI sehubungan 
dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan 
yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 
pada Tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU).

20. Perkara TPK atas nama terdakwa EDI SISWADI sehubungan 
dengan memeri hadiah atau janji terkait dengan penanganan 
perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana 
bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 
2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan 
Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakawa Rochman 
selaku Mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat 
Daerah Kota Bandung.

21. Perkara TPK atas nama terdakwa DJOKO SUSILO 
sehubungan dengan pengadaan driving simulator roda dua (R 
2) dan roda empat (R 4) pada Korps. Lalu-Lintas Mabes Polri 
Tahun Anggaran 2011 dan diduga melakukan tindak pidana 
pencucian uang dalam hubungannya dengan perbuatan 
menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, dan atau 
menyembunyikan/menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, 
kepemilikan, dan atau perbuatan menerima atau menguasai 
penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan 
harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan 
hasil tindak pidana.

22. Perkara TPK atas nama terdakwa HAMBIT BINTIH dan 
CORNELIS NALAU ATUN sehubungan dengan turut serta 
atau membantu dalam menerima hadiah atau janji oleh 
hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung 
Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia, padahal patut diketahui atau 
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya 
untuk diadili.

23. Perkara TPK atas nama terdakwa SAID FAISAL MUKLIS 
sehubungan dengan sengaja tidak memberikan keterangan 
atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam 

persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Pekanbaru.

24. Perkara TPK atas nama terdakwa MARIO CORNELIO 
BERNARDO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait 
dengan pengurusan kasasi perkara pidana penipuan.

25. Perkara TPK atas nama terdakwa LUSITA ANIE RAZAK 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada pegawai negeri/penyelenggara negara dengan maksud 
supaya pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu 
kepada pegawai negeri/penyelenggara negara karena atau 
berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 
kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya 
terkait dengan pengurusan tindak pidana menempatkan 
keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas 
sertifikat tanah dengan terlapor Sugiharta alias Along.

26. Perkara TPK atas nama terdakwa MARIA ELIZABETH LIMAN 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada penyelenggara negara terkait dengan pengurusan 
kuota impor daging sapi pada Kementrian Pertanian RI.

27. Perkara TPK atas nama terdakwa SUDJADNAN 
PARNOHADININGRAT sehubungan dengan Pengelolaan 
Dana Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan-pertemuan atau 
Sidang Internasional pada Departemen Luar Negeri tahun 
2004 s.d. 2005.

28. Perkara TPK atas nama terdakwa SUBRI sehubungan dengan 
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 
menggerakkan agar malakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dalam jabatannya, yang bertentangan dalam kewajibannya 
atau hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat 
atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait 
dengan pengurusan perkara tindak pidana menempatkan 
keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas 
sertifikat tanah dengan terlapor Sugiharta Alias Along.

29. Perkara TPK atas nama terdakwa ANGGORO WIDJOJO 
sehubungan dengan pemberian sejumlah uang kepada 
Anggota Komisi IV-DPR RI dan Pejabat Dep. Kehutanan 
RI, terkait dengan proses pengajuan anggaran Sistem 
Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada Tahun 2007-2008.

30. Perkara TPK atas nama terdakwa GANI ABDUL GANI 
sehubungan dengan pengadaan Outsourching Roll Out 
Customer Information System/Rencana Induk Sistem 
Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN Distribusi Jakarta Raya 
dan Tangerang Tahun 2001-2008 bersama-sama dengan 
Eddie Widiono Suwondo (Direktur Utama PT. PLN Tahunn 
2000-2008) dan pengadaan Outsourching Pengelolaan Sistem 
Manajemen Pelanggan (Customer Management System) 
berbasis Teknologi Informasi pada PLN Distribusi Jawa Timur 
tahun 2004-2008 bersama-sama dengan Hariadi Sadono 
(General Manager PT. PLN Distribusi Jawa Timur Tahun 
2003-2008).

31. Perkara TPK atas nama terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk 
Penyelenggara negara, terkait dengan pengurusan Kuota 
Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga 
melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana.

32. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD FATHANAH 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk 
Penyelenggara negara terkait dengan pengurusan Kuota 
Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga 
melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana.

33. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI SUSANTO sehubungan 
dengan pengadaan Driving simulator roda dua (R-2) dan 
roda empat (R-4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri Tahun 
Anggaran 2011.

34. Perkara TPK atas nama terdakwa SOFYAN USMAN 
sehubungan dengan menerima sejumlah uang dari Otorita 
Batam dalam rangka pengesahkan usulan anggaran Otorita 
Batam Tahun 2004 dan 2005.

35. Perkara TPK atas nama terdakwa CHAIRUN NISA sehubungan 
dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau 
janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara 
sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten 
Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

36. Perkara TPK atas nama terdakwa RACHMAT YASIN 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di 
Kabupaten Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri.

37. Perkara TPK atas nama terdakwa M. ZAIRIN sehubungan 
dengan bersama-sama atau turut serta dengan Rachmat 
Yasin selaku Bupati Bogor dalam menerima hadiah atau janji 
terkait pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan 
Hutan di Kabupaten Bogor atas nama Bukit Jonggol Asri.

38. Perkara TPK atas nama terdakwa ARTHA MERIS SIMBOLON 
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait 
rekomendasi penyesuaian Formula Harga Gas untuk PT 
Kaltim Parna Industri kepada Kepala SKK Migas.

39. Perkara TPK atas nama terdakwa RUSLI ZAINAL sehubungan 
dengan Dalam penilaian dan pengesahan BKUPHHK-HT pada 
areal yang diberika IUPHHK-HT di Kab. Pelalawan Riau Tahun 
2001-2006 dan penilaian dan pengesahan BKUPHHK-HT pada 
areal yang diberika IUPHHK-HT di Kab. Siak Riau Tahun 
2001-2007 kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku,Menerima hadiah atau janji terkait 
dengan pengajuan anggara Pemprov. Riau kepada Kemenpora 
dan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan venues PON XVIII 
Prv. Riau, dan Memberi hadiah atau janji kepada Anggota 
DPRD Prov. Riau terkait persetujuan perubahan Perda Prov. 
Riau No. 6 Tahun 2010.

40. Perkara TPK atas nama terdakwa RAMADHANI ISMY 
sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan 
Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006-2011.

EKSEKUSI
Pelaksanaan putusan (eksekusi) tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 
48 (empat puluh delapan) perkara sebagai berikut:
1. Perkara TPK atas nama terpidana KARTINI JULIANA M. 

MARPAUNG sehubungan dengan menerima pemberian atau 
janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana 
Korupsi dalam penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil 
dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobokan Jawa Tengah Tahun 
2006-2008.
Putusan MA: Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 
denda Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.

2. Perkara TPK atas nama terpidana MOHAMMAD DIAN IRWAN 
NUQISRA dan EKO DARMAYANTO sehubungan dengan 
penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara 
terkait dengan tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel, 
pemeriksaan Pajak di PT. Delta Internusa dan PT. Nusa Raya 
Cipta.
Putusan PN: Pidana penjara masing-masing 9 (sembilan) 
tahun dan denda masing-masing Rp300.000.000 subsidair 6 
(enam) bulan.

3. Perkara TPK atas nama terpidana ZARYANA RAIT dan PIRIN 
WIBISONO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji 
dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Putusan PN: Pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun 
dan denda masing-masing Rp200.000.000 subsidair 3 (enam) 
bulan.

4. Perkara TPK atas nama terpidana SETYABUDI TEJOCAHYONO 
sehubungan dengan menerima pemberian atau janji terkait 
dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai 
penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) kota Bandung 
tahun anggaran 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana 
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Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan 
Tinggi Jawa Barat.
Putusan PN: Pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 

5. Perkara TPK atas nama terpidana TOTO HUTAGALUNG dan 
ASEP TRIANA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji 
terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi 
mengenai penyimpangan dana bantuan sosial kota Bandung 
Tahun Anggaran 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tinggi Jawa 
Barat.
Putusan PN: 
• Terpidana I (Toto Hutagalung): Pidana penjara 7 (tujuh) 

tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
• Terpidana II (Asep Triana): Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 

(enam) bulan dan denda Rp200.000.000 subsidair 2 (dua) 
bulan.

6. Perkara TPK atas nama terpidana HERI NURHAYAT 
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait 
dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai 
penyimpangan dana bantuan sosial (BANSOS) Kota Bandung 
tahun anggaran 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan 
Tinggi Jawa Barat.
Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

7. Perkara TPK atas nama terpidana MUHAMMAD HIDAYAT 
BATUBARA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji 
untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan 
Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal 
yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 
Anggaran 2003.
Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan 
denda Rp300.000.000 subsidair 5 (lima) bulan.

8. Perkara TPK atas nama terpidana KHAIRUL ANWAR DAULAY 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk 
mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan 
Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal 
yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 
Anggaran 2003.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan 
dan denda Rp300.000.000 subsidair 5 (lima) bulan.

9. Perkara TPK atas nama terpidana HARIS ANDI SURAHMAN 
sehubungan dengan bersama-sama denga Fahd El Fouz 
yaitu memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai 
negeri atau Peyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya dalam pengalokasian anggaran DPID (Dana 
Penyesuaian Infrastruktur Daerah) Tahun Anggaran 2011.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda 
Rp50.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.

10. Perkara TPK atas nama terpidana RATNA DWI UMAR 
sehubungan dengan Pelaksanaan Pengadaan Peralatan 
Kesehatan untuk Melengkapi Rumah Sakit Rujukan 
Penanganan Flu Burung yang dananya dari DIPA APBN-P 
pada Direktorat Jenderal Oelayanan Medik Departemen 
Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007.
Putusan PT: Pidana Penjara 5 (lima) tahun dan denda 
Rp500.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

11. Perkara TPK atas nama terpidana ZULKARNAEN DJABAR dan 
DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sehubungan dengan 
bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima 
hadiah atau janji terkait dengan pengurusan anggaran dan 
atau pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama RI Tahun 
Anggaran 2010-2012.
Putusan MA: 
• Terpidana I (Zulkarnaen Djabar): Pidana penjara 15 

(limabelas tahun) tahun, denda Rp 300.000.000 subsidair 
1 (satu) bulan dan uang pengganti Rp5.745.000.000 
subsidair 2 (dua) tahun.

• Terpidana II (Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra): Pidana 
penjara 8 (delapan) tahun denda Rp 300.000.000 subsidair 
1 (satu) bulan dan uang pengganti Rp5.745.000.000 
subsidair 2 (dua) tahun.

12. Perkara TPK atas nama terpidana JONAIDI SYAHRI dan 
MUCHLIS THOHIR sehubungan dengan menerima hadiah 
atau janji terkait dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut atau tidak berbuat sesuatu 
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Putusan PN:
• Terpidana I (Jonaidi Syahri): Pidana penjara 4 (empat) 

tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000 subsidair 
3 (tiga) bulan.

• Terpidana II (Muchlis Thohir): Pidana penjara 4 (empat) 
tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000 subsidair 
3 (tiga) bulan.

13. Perkara TPK atas nama terpidana DEDDY KUSDINAR 
sehubungan dengan pembangunan/pengadaan/peningkatan 
sarana dan prasarana olahraga di Hambalang pada 
Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010-
2012.
Putusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun, denda 
Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan, dan uang pengganti 
Rp300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

14. Perkara TPK atas nama terpidana MUHAMMAD SOFYAN 
sehubungan dengan pengelolaan anggaran Inspektorat 
Jenderal Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009.
Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda 
Rp200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan dan uang pengganti 
Rp979.934.657 subsidair 1 (satu) tahun.

15. Perkara TPK atas nama terpidana TOTOK LESTIYO sehubungan 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara terkait dengan proses 
pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama 
PT. Cipta Cakra Murdaya dan/atau PT. Hardaya Inti Plantation 
yang terletak di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda 
Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

16. Perkara TPK atas nama terpidana DJODI SUPRATMAN 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dengan 
maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara 
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya, terkait dengan 
pengurusan kasasi perkara pidana penipuan.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda 
Rp100.000.000 subsidair 4 (empat) bulan.

17. Perkara TPK atas nama terpidana DIAH SOEMEDI sehubungan 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara terkait dengan penanganan 
tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel.
Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda 
Rp150.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

18. Perkara TPK atas nama terpidana EFFENDY KOMALA dan 
TEDDY MULIAWAN sehubungan dengan memberi atau 
menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara negara terkait 
dengan penanganan tindak pidana perpajakan PT. The Master 
Steel.
Putusan MA: 
• Terpidana I (Effendy Komala): Pidana penjara 5 (lima) 

tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 6 (enam).
• Terpidana II (Teddy Muliawan): Pidana penjara 5 (lima) 

tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 6 (enam).
19. Perkara TPK atas nama terpidana CORNELIS NALAU ANTUN 

sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima 
hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan 
perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal 
patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 
tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara 
yang diserahkan padanya untuk diadili.
Putusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

20. Perkara TPK atas nama terpidana IZEDRIK EMIR MOEIS 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
dengan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU) Tarahan Lampung Tahun 2004.
Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda 
Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

21. Perkara TPK atas nama terpidana SIMON GUNAWAN TANJAYA 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan kegiatan 
yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada 
Tahun 2012-2013.
Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda 
Rp.200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

22. Perkara TPK atas nama terpidana EDI SISWADI sehubungan 
dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan 
perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana 
bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 
2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa 
Barat.
Putusan PN: Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

23. Perkara TPK atas nama terpidana DADA ROSADA sehubungan 
dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan 
perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana 
bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 
2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa 
Barat.
Putusan PN: Pidana Penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda 
Rp600.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

24. Perkara TPK atas nama terpidana RUDI RUBIANDINI 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas) pada Tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak 
pidana pencucian uang (TPPU).
Putusan PN: Pidanan penjara 5 (lima) tahun dan denda 
Rp150.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

25. Perkara TPK atas nama terpidana DEVIARDI sehubungan 
dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan 
yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 
pada tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU).
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, 
denda Rp50.000.000 subsidair 1 (satu) bulan dan uang 
rampasan SGD200.000.

26. Perkara TPK atas nama terpidana LUSITA ANIE RAZAK 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan 
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara 
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi 
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan 
dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam 
jabatannya terkait dengan pengurusan perkara menempatkan 
keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas 
sertipikat tanah dengan terlapor Sugiharta alias Along.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda 
Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

27. Perkara TPK atas nama terpidana DJOKO SUSILO sehubungan 
dengan pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan 
roda empat (R4) pada Korps. Lalu-lintas Mabes Polri Tahun 
anggaran 2011.
Putusan MA: Pidana penjara 18 (delapan belas) tahun, denda 
sebesar R1.000.000.000 subsidair 1 (satu) tahun dan uang 
pengganti Rp32.000.000.000.

28. Perkara TPK atas nama terpidana HAMBIT BINTIH 
sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima 
hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan 
perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2013 di Mahkamah Konstitusi
Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda 
sebesar Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. 

29. Perkara TPK atas nama terpidana MARIO CORNELIO 
BERNARDO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, terkait 
pengurusan kasasi perkara pidana penipuan.
Putusan MA: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda sebesar 
Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

30. Perkara TPK atas nama terpidana ANGGORO WIDJOJO 
sehubungan dengan pemberian sejumlah uang kepada 
Anggota Komisi IV-DPR RI dan Pejabat Dep. Kehutanan 
RI, terkait dengan proses pengajuan anggaran Sistem 
Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada tahun 2007-2008.
Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar 
Rp250.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.

31. Perkara TPK atas nama terpidana SAID FAISAL MUKLIS ALIAS 
HENDRA sehubungan dengan sengaja tidak memberikan 
keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar 
dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Putusan PN: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar 
Rp250.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

32. Perkara TPK atas nama terpidana MAHYUDDIN HARAHAP 
sehubungan dengan penjualan aset tanah PT. Barata 
Indonesia (Persero).
Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda 
Rp.300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan uang 
pengganti Rp40.000.000 subsidair 1 (satu) tahun.

33. Perkara TPK atas nama terpidana SUDJADNAN 
PARNOHADININGRAT sehubungan dengan Pengelolaan 
Dana Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan-pertemuan atau 
Sidang Internasional pada Departemen Luar Negeri tahun 
2004-2005.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan 
denda Rp100.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.

34. Perkara TPK atas nama terpidana MARIA ELIZABETH LIMAN 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada penyelenggara negara terkait dengan pengurusan 
kuota impor daging sapi pada Kementrian Pertanian RI.
Putusan PT: Pidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan 
penjara dan denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

35. Perkara TPK atas nama terpidana SUBRI sehubungan dengan 
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 
menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dalam jabatannya, yang bertentangan dalam kewajibannya 
atau hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat 
atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait 
dengan pengurusan perkara tindak pidana menempatkan 
keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas 
sertifikat tanah dengan terlapor Sugiharta Alias Along.
Putusan PN: Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda 
Rp250.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

36. Perkara TPK atas nama terdakwa GANI ABDUL GANI 
sehubungan dengan pengadaan Outsourching Roll Out 
Customer Information System/Rencana Induk Sistem 
Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN Distribusi Jakarta Raya 
dan Tangerang Tahun 2001-2008 bersama-sama dengan 
Eddie Widiono Suwondo (Direktur Utama PT. PLN Tahunn 
2000-2008) dan pengadaan Outsourching Pengelolaan Sistem 
Manajemen Pelanggan (Customer Management System) 
berbasis Teknologi Informasi pada PLN Distribusi Jawa Timur 
tahun 2004-2008 bersama-sama dengan Hariadi Sadono 
(General Manager PT. PLN Distribusi Jawa Timur Tahun 2003-
2008).
Putusan MA: Pidana penjara 8 (delapan) tahun, denda 
Rp500.000.000 subsidair 6 (enam) bulan dan uang pengganti 
Rp.5.448.641.295 subsidair 1 (satu) tahun.

37. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD FATHANAH 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk 
Penyelenggara negara terkait dengan pengurusan Kuota 
Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga 
melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang patut 
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diduganya merupakan hasil tindak pidana.
Putusan MA: Pidana penjara 16 (enam belas tahun) dan denda 
Rp1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

38. Perkara TPK atas nama terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk 
Penyelenggara negara, terkait dengan pengurusan Kuota 
Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga 
melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana.
Putusan MA: Pidana penjara 18 (delapan belas tahun) dan 
denda Rp1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

39. Perkara TPK atas nama terdakwa CHAIRUN NISA sehubungan 
dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau 
janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara 
sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten 
Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda 
Rp250.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

40. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI SUSANTO sehubungan 
dengan pengadaan Driving simulator roda dua (R-2) dan 
roda empat (R-4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri Tahun 
Anggaran 2011.
Putusan MA: Pidana penjara 14 (empat belas) tahun, denda 
Rp500.000.000 subsidair 6 (enam) bulan, dan uang pengganti 
Rp.88.446.926.695 

41. Perkara TPK atas nama terdakwa YESAYA SOMBUK 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji, untuk 
menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 
kewajibannya terkait dengan Pengurusan APBN-P TA 2014 
pada kementerian PDT untuk proyek Pembangunan TALUD di 
Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan 
dan denda Rp200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan.

42. Perkara TPK atas nama terdakwa TEDDI RENYUT sehubungan 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya 
Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang 
bertentangan dengan kewajibannya dengan pengurusan 
APBN-P TA. 2014 pada kementerian PDT untuk proyek 
pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi 
Papua.
Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan 
denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

43. Perkara TPK atas nama terdakwa HM RUSLI ZAINAL 
sehubungan dengan turut serta dengan Tengku Azmun 
Jaafar selaku Bupati Pelalawan dkk terkait dengan penilaian 
dan pengesahan Bagan kerja usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu pada hutan tanaman (BKUPHHK-HT) pada areal 
yang diberikan IUPHHK-HT tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah 
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau kepada sejumlah 
perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Putusan MA: Pidana penjara 14 (empat belas) tahun dan 
denda Rp1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

44. Perkara TPK atas nama terdakwa ARTHA MERIS SIMBOLON 
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait 
rekomendasi penyesuaian Formula Harga Gas untuk PT. 
Kaltim Parna Industri kepada kepala SKK Migas.
Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda 
Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

45. Perkara TPK atas nama terdakwa M. ZAIRIN sehubungan 
dengan bersama-sama atau turut serta dengan Rachmat 
Yasin selaku Bupati Bogor dalam menerima hadiah atau janji 
terkait pemberian Rekomendasi Tukar Menukar kawasan 
hutan di Kab. Bogor atas nama Bukit Jonggol Asri.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda 
Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

46. Perkara TPK atas nama terdakwa RACHMAT YASIN 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di 
Kabupaten Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri.
Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan 
denda Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

47. Perkara TPK atas nama terdakwa ASMADINATA sehubungan 
dengan bersama sama yaitu menerima hadiah atau janji terkait 
tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan 
mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA. 2006-2008 
atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tindak 
Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.
Putusan PN: Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

48. Perkara TPK atas nama terdakwa PRAGSONO sehubungan 
dengan bersama sama yaitu menerima hadiah atau janji terkait 
tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan 
mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA. 2006-2008 
atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tindak 
Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.
Putusan PN: Pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

TPK BERDASARKAN JENIS PERKARA
No JENIS PERKARA 2014

1 Pengadaan Barang/Jasa 15

2 Perizinan 5

3 Penyuapan 20

4 Pungutan 6

5 Penyalahgunaan Anggaran 4

6 TPPU 5

7 Merintangi Proses KPK 3

JUMLAH 58

PERKARA TPK BERDASARKAN JABATAN 
NO JABATAN 2014

1 Anggota DPR dan DPRD 4

2 Kepala Lembaga/Kementerian 9

3 Duta Besar  

4 Komisioner  

5 Gubernur 2

6 Walikota/Bupati dan Wakil 12

7 Eselon I, II dan III 2

8 Hakim 2

9 Swasta 15

10 Lain-lain 8

 JUMLAH 54

PENINDAKAN

PERKARA TPK BERDASARKAN INSTANSI
NO INSTANSI 2014

1 DPR RI 2

2 Kementerian/Lembaga 26

3 BUMN/BUMD  

4 Komisi  

5 Pemerintah Provinsi 11

6 Pemkab/Pemkot 19

 JUMLAH 58

PERKARA TPK BERDASARKAN WILAYAH
NO WILAYAH 2014

1 Pemerintah Pusat 18

2 NAD (Nanggroe Aceh Darussalam)  

3 Sumatera Utara 3

4 Sumatera Selatan 2

5 Riau dan Kepulauan Riau 3

6 Bengkulu  

7 DKI Jakarta  

8 Banten 5

9 Jawa Barat 8

10 Jawa Tengah 2

11 Jawa Timur 5

12 Bali 2

13 Lampung  

14 Kalimantan Selatan  

15 Kalimantan Timur  

16 Sulawesi Utara  

17 Sulawesi Selatan 2

18 Sulawesi Tengah  

19 NTB 2

20 NTT 2

21 Papua 4

22 Malaysia  

23 Singapura  

 JUMLAH 58

9577

80
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40

Penyelidikan
Penyidikan

Penuntutan
Inkracht
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KOORDINASI DAN SUPERVISI PENINDAKAN
HASIL KOORDINASI PENERIMAAN SPDP

INSTANSI Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Total

Kejaksaan 45 108 63 71 64 94 64 82 123 74 85 38 911

Kepolisian 36 38 25 22 17 38 15 11 17 22 12 20 273

Jumlah 81 146 88 93 81 132 79 93 140 96 97 58 1184

HASIL KOORDINASI PENANGANAN KASUS/
PERKARA 
1. Koordinasi penyerahan dokumen terkait hasil penyelidikan 

kasus dugaan TPK pengadaan iklan layanan masyarakat pada 
Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta TA. 2007-2009 tanggal 
4 Februari 2014 yang diserahkan penanganannya kepada 
Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta.

2. Kegiatan koordinasi pendampingan ahli dari BPKP dan LKPP 
terkait permintaan keterangan ahli dalam persidangan 
perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Anggaran 
Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum 
pada APBD kota Pematang Siantar TA 2007 a.n. Terdakwa 
JOHNNY ARIFIN SIAHAAN, di Pengadilan Tipikor pada P.N. 
Medan Tanggal 12 Februari 2014 (sesuai Surat Perintah Tugas 
Nomor Sprin.Gas-030/20-25/02/2014 Tanggal 07 Januari 
2014).

3. Kegiatan koordinasi pendampingan ahli dari BPKP dan LKPP 
terkait permintaan keterangan ahli dalam persidangan 
perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Anggaran 
Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum 
pada APBD kota Pematang Siantar TA 2007 a.n. Terdakwa 
WINSTON BONATUA LUBIS di Pengadilan Tipikor pada P.N. 
Medan Tanggal 7 Januari 2014 (sesuai Surat Perintah Tugas 
Nomor Sprin.Gas-145/20-25/12/2013 Tanggal 27 Desember 
2013). 

4. Koordinasi fasilitasi permintaan LHKPN atas nama tersangka 
Rina Iriani Sri Ratnaningsih dan pemeriksaan Diaz Adiasma 
dalam perkara penyalahgunaan bantuan subsidi perumahan 
dari Kementerian Perumahan Rakyat kepada KSU Sejahtera 
Kabupaten Karanganyar tahun 2007 s.d 2008 dengan 
tersangka Rina Iriani Sri Ratnaningsih.
•	 Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasiltasi 

permintaan LHKPN atas nama tersangka Rina Iriani Sri 
Ratnaningsih dan pemeriksaan Diaz Adiasma selaku 
Ketua Tim Pemeriksa LHKPN atas nama Rina Iriani Sri 
Ratnaningsih.

•	 Hasil Koordinasi: Telah diberikan salinan LHKPN, 
resume LHKPN dan laporan hasil pemeriksaan LHKPN 
atas nama Rina Iriani Sri Ratnaningsih serta telah 
selesai dimintai keterangan Diaz Adiasma selaku 
Ketua Tim Pemeriksa LHKPN atas nama Rina Iriani Sri 
Ratnaningsih. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi 
Bidang Penindakan melalui Nota Dinas Koordinator Unit 
Koorsup Nomor: ND-15/25/2/2014 tgl 18 Februari 2015;

5. Koordinasi fasilitasi bantuan kloning data komputer dalam 
perkara tindak pidana korupsi pemberian dana hibah yang 
berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul 
TA 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukkan 
bagi Persiba Kabupaten Bantul yang ditangani oleh Kejati DI 
Yogyakarta. 
•	 Kegiatan yang dikoordinasikan: Kloning data computer 

yang disita oleh Penyidik Kejati DI Yogyakarta.
•	 Hasil Koordinasi: telah diserahkan hasil kloning data 

komputer kepada Penyidik Kehati DI Yogyakarta yang 
diterima oleh Pindo Kartikani/Aspidsus Kejati DI 
Yogyakarta. Kegiatan ini telah dilaporkan kepada Deputi 
Bidang Penindakan melalui Nota Dinas Koordinator Unit 
Koorsup Nomor: 16/25/2/2014 tanggal 18 Februari 2014).

6. Koordinasi dengan Penuntut Umum pada Kejari Seruyan 
terkait fasilitasi keterangan ahli teknis dari STEI-ITB dalam 
persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan dan 
pemasangan mesin listrik tenaga diesel (Genset) dan trafo 
step-up di Kab Seruyan Prop Kalimantan Tengah TA 2007 
atas nama terdakwa Effendy Hamlan (selaku ketua panitia 
pengadaan). Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat 

Perintah Tugas Nomor Sprin.Gas-24/20-25/01/2014 tanggal 
28 Januari 2014.

7. Koordinasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang 
dilaksanakan oleh Kejati Jawa Barat periode tahun 2010 
sampai dengan tahun 2013. Kegiatan ini telah dilaporkan 
kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas 
Koordinator Unit Koorsup Nomor: 22/25/02/2014 tanggal 27 
Februari 2014).

8. Koordinasi dengan Penuntut Umum pada Kejari Seruyan 
terkait fasilitasi keterangan ahli teknis dari STEI-ITB dalam 
persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan dan 
pemasangan mesin listrik tenaga diesel (Genset) dan trafo 
step-up di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah 
TA 2007 atas nama terdakwa Akhmad Sofian (Selaku Kuasa 
Penggunan Anggaran). Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan 
Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.Gas-56/20-25/03/2014 
tanggal 18 Maret 2014.

9. Koordinasi fasilitasi keterangan ahli dari LKPP dalam perkara 
dugaan TPK pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan 
KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu 
atas nama Tersangka Agus Salim, Tanggal 4 April 2014,

10. Koordinasi dengan Kejari Palopo terkait Puldata dan 
Pulinfo dugaan TPK pengadaan alat kesehatan pada 
RSUD Sawerigading Kota Palopo TA 2013. (Kegiatan ini 
menghasilkan informasi dan data harga alat kesehatan dari 
pihak distributor).

11. Koordinasi dengan Polda Bali, Kejati Bali, BPKP Prov. Bali 
terkait hasil cek fisik dalam penanganan perkara tindak 
pidana korupsi pengembangan sistem distribusi air minum 
pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/air minum di Kec. 
Abang, Kec. Karangasem, Kec. Manggis dan Kec. Kubu 
pada Dinas PU Kab. Karangasem Prov. Bali. (Kegiatan ini 
dilaksanakan di Kejati Bali pada 15 April 2014 dengan agenda 
paparan ahli terkait hasil cek fisik dan diskusi dalam rangka 
percepatan penanganan perkara tersebut).

12. Perkara tindak pidana korupsi pemberian dana hibah yang 
berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul 
TA 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukkan 
bagi Persiba Kabupaten Bantul. 
•	 Kegiatan yang dikoordinasikan: Permintaan bantuan 

keterangan ahli. 
•	 Hasil Koordinasi: telah dilakukan permintaan keterangan 

pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 mulai pukul 10.00 
wib s.d 18.00 wib bertempat di gedung KPK Lantai 7 
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1, oleh Penyidik Kejaksaan 
Tinggi DI Yogyakarta terhadap ahli keuangan Negara 
atas nama Siswo Sujanto.

13. Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan 
RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh TA 2008
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Koordinasi dengan 

penyidik pada Kejati Aceh terkait tindak lanjut 
pelimpahan kasus tersebut.

• Hasil Koordinasi: Kegiatan ini menghasilkan kesimpulan 
bahwa Kejati Aceh akan segera melaksanakan 
penyidikan.

14. Perkara tindak pidana korupsi kegiatan pemanfaatan dana 
bantuan sosial berupa cetak sawah seluas 500 ha dalam 
kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan Kab. Aceh Tengah TA 2011.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Koordinasi dengan 

Kejari Takengon terkait permintaan keterangan ahli 
teknis dalam penanganan perkara tersebut.

• Hasil koordinasi: Kegiatan ini menghasilkan keterangan 
ahli teknis dari IPB dan laporan akhir hasil cek fisik ke 
lokasi cetak sawah.

15. Perkara tindak pidana korupsi pengembangan distribusi air 
minum pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/air minum di 
Kec. Abang, Kec. Karangasem, Kec. Kubu dan Kec. Manggis, 
Kab. Karangasem APBD TA 2009 dan TA 2010.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Koordinasi dengan 

Polda Bali terkait permintaan keterangan saksi dari 
pihak rekanan dalam penanganan perkara tersebut.

• Hasil koordinasi: Kegiatan ini menghasilkan keterangan 
saksi dari pihak rekanan.

16. Perkara tindak pidana korupsi kegiatan pemanfaatan dana 
bantuan sosial berupa cetak sawah seluas 500 ha dalam 
kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan Kab. Aceh Tengah TA 2011.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Koordinasi dengan 

Kejari Takengon terkait permintaan keterangan ahli 
teknis dalam penanganan perkara tersebut.

• Hasil koordinasi: Kegiatan ini menghasilkan keterangan 
ahli teknis dari IPB dan laporan akhir hasil cek fisik ke 
lokasi cetak sawah.

17. Perkara tindak pidana korupsi pengembangan distribusi air 
minum pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/air minum di 
Kec. Abang, Kec. Karangasem, Kec. Kubu dan Kec. Manggis 
Kab. Karangasem APBD TA 2009 dan TA 2010.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Koordinasi dengan 

Polda Bali terkait permintaan keterangan saksi dari 
pihak rekanan dalam penanganan perkara tersebut.

• Hasil koordinasi: Kegiatan ini menghasilkan keterangan 
saksi dari pihak rekanan.

18. Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat 
kesehatan di RSUD R. Soedjono Selong Lombok Timur TA 
2008.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Koordinasi dengan 

Polda NTB terkait permintaan keterangan ahli dari 
LKPP dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi 
tersebut.

• Hasil koordinasi: Kegiatan ini menghasilkan keterangan 
ahli dari LKPP.

19. Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam 
pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 
tahun 2008, 2010 dan 2011 pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Timor Tengah Utara TA 2011.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Koordinasi dengan 

Kejari Kefamenanu terkait keterangan ahli keuangan 
negara dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi 
tersebut.

• Hasil koordinasi: Kegiatan ini menghasilkan keterangan 
ahli keuangan negara

20. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara TPK dengan 
Polda dan Kejati Bangka Belitung.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: pengumpulan data 

penanganan perkara TPK untuk keperluan database. 
• Hasil Koordinasi: Laporan Data Penanganan Perkara 

TPK. 
• Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang 

Penindakan melalui Nota Dinas Plh Koordinator Unit 
Koorsup Nomor: ND-62/25/07/2014 tgl 25 Juli 2015.

21. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara TPK dengan 
Polda dan Kejati Lampung.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: pengumpulan data 

penanganan perkara TPK untuk keperluan database.
• Hasil Koordinasi: Laporan Data Penanganan Perkara.
• Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang 

Penindakan melalui Nota Dinas Plh Koordinator Unit 
Koorsup Nomor: ND-63/25/07/2014 tgl 25 Juli 2015.

22. Koordinasi dalam kegiatan pelimpahan kasus gratifikasi 
pejabat/pegawai Kemenhukham RI.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Tindak lanjut dari gelar 

kasus kegiatan pelimpahan kasus dugaan TPK berupa 
gratifikasi/suap yang dilakukan oleh pejabat/pegawai 
Kemenhukham.

• Hasil Koordinasi: kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap 
penyidikan.

• Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang 
Penindakan melalui Nota Dinas Plh Koordinator Unit 
Koorsup Nomor:ND-53/25/06/2014 tgl 30 Juni 2015.

23. Koordinasi dengan Ahli Teknik Universitas Gadjah Mada terkait 
penganan perkara tindak pidana korupsi pembangunan RSUD 
dr. Harjono Kab. Ponorogo yang didanai dengan APBN Tahun 
2009 dan 2010.
• Kegiatan Koordinasi: Pemeriksaan fisik bangunan 

RSUD Harjono Kab. Ponorogo oleh tim ahli Teknik 
Universitas Gadjah Mada berdasarkan Surat KPK kepada 
Rektor UGM Nomor:R-1555/20-25/11/2013 tanggal 28 
November 2013 perihal permintaan bantuan ahli.

• Hasil koordinasi: Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik 
proyek pembangunan RSUD Harjono Kab. Ponorogo TA 
2009 dan 2010 dari Ahli Teknik Universitas Gadjah Mada 
bulan Juni 2014, (Nota Dinas Koordinator Unit Koorsup 
Penindakan kepada Deputi Bidang Penindakan No. 
54/25/7/2014 tanggal 3 Juli 2014).

24. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara TPK dengan 
Polda dan Kejati Kalimantan Selatan.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: pengumpulan data 

penanganan perkara TPK untuk keperluan database. 
• Hasil Koordinasi: Data Penanganan Perkara TPK.
• Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang 

Penindakan melalui Nota Dinas Plh Koordinator Unit 
Koorsup Nomor: ND-59/25/07/2014 tgl 21 Juli 2015.

25. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara TPK dengan 
Polda dan Kejati Kepulauan Riau.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: pengumpulan data 

penanganan perkara TPK untuk keperluan database. 
• Hasil Koordinasi: Data Penanganan Perkara TPK
• Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang 

Penindakan melalui Nota Dinas Plh Koordinator Unit 
Koorsup Nomor: ND-60/25/07/2014 tgl 21 Juli 2015.

26. Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur terkait 
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara 
tindak pidana korupsi pembangunan RSUD dr. Harjono Kab. 
Ponorogo yang didanai dengan APBN tahun 2009 dan 2010.
• Kegiatan Koordinasi: Melakukan cek fisik bersama 

Auditor dan penyidik.
• Hasil Koordinasi: Laporan Hasil Audit dalam rangka 

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan 
penyimpangan pembangunan RSUD dr. Harjono Kab. 
Ponorogo TA 2009 dan 2010 dari BPKP Perwakilan Jawa 
Timur tertanggal 14 Juli 2014, (Nota Dinas Koordinator 
Unit Koorsup Penindakan kepada Deputi Bidang 
Penindakan No. 70/25/8/2014 tanggal 12 Agustus 2014).

27. Kegiatan koordinasi dengan Kejati dan Polda Maluku terkait 
pemuktahiran data penanganan perkara tindak pidana 
korupsi yang ditangani oleh Kejati dan Polda Kalimantan 
Selatan.
• Kegiatan koordinasi: data penanganan perkara tindak 

pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejati dan Polda 
Maluku.

• Hasil koordinasi: diperoleh informasi dan data 
penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Polda dan 
Kejati Maluku.

28. Pelaksanaan koordinasi dengan penyidik Kejari Kefamenanu 
dalam rangka pemeriksaan terhadap ahli keuangan negara 
dalam TPK berupa dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pendidikan tahun 2008, 
2010 dan TA 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara tahun pelaksanaan 
2011.
• Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Kejari Kefamenanu 

terkait permintaan keterangan ahli.
• Hasil koordinasi: Telah dilakukan permintaan 

keterangan ahli.
29. Pelaksanaan koordinasi dengan penyidik Polda Bali dalam 

rangka pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait TPK berupa 
pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB dan Kendaraan 
khusus di RSUD Badung Kabupaten Badung Bali.
• Kegiatan Koordinasi: Menfasilitasi Polda Bali dalam 

permintaan keterangan saksi-saksi di Gedung KPK 
tanggal 14-16 Juli 2014.

• Hasil koordinasi: Telah dilakukan permintaan 
keterangan saksi-saksi.
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30. Kegiatan koordinasi dengan Kejati dan Polda Kalimantan 
Selatan terkait pemuktahiran data penanganan perkara 
tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejati dan Polda 
Kalimantan Selatan.
• Kegiatan Koordinasi: data penanganan perkara tindak 

pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejati dan Polda 
Kalimantan Selatan.

• Hasil koordinasi: diperoleh informasi dan data 
penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Polda dan 
Kejati Kalimantan Selatan.

31. Kegiatan koordinasi dengan Polda Bali terkait penanganan 
perkara TPK pengembangan distribusi air minum pekerjaan 
konstruksi jaringan air bersih/air minum di Kec. Manggis, Kec. 
Karangasem, Kec. Kubu, Kec. Abang Kabupaten Karangasem 
APBD TA 2009 dan TA 2010.
• Kegiatan Koordinasi: Laporan Hasil Pengujian secara 

Laboratoris terkait sample pipa yang terpasang di Kec. 
Manggis, Kec. Karangasem, Kec. Kubu, Kec. Abang & 
Kabupaten Karangasem untuk mendukung terbitanya 
laporan perhitungan kerugian Negara.

• Hasil koordinasi: Terbit laporan perhitungan kerugian 
negara.

32. Koordinasi terkait pelaksanaan penyerahan hasil penyelidikan 
dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Zainoel 
Abidin Banda Aceh TA 2008 kepada Kejaksaan Tinggi Aceh 
dari KPK kepada Penyidik Kejati Aceh tanggal 22 Agustus 
2014 di Gedung KPK.
• Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi penyidik Kejati Aceh 

dalam permintaan barang bukti.
• Hasil koordinasi: Penyerahan barang bukti kepada 

penyidik Kejati Aceh
33. Koordinasi dengan Pidsus Kejagung terkait penyidikan 

perkara dugaan TPK dalam pengadaan bus peramajaan 
angkutan umum regular dan kegiatan armada busway 
pada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Tahung 
Anggaran 2013.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Diskusi atas penyidikan 

yang dilaksanakan oleh Pidsus Kejati Kejagung.
• Hasil koordinasi: berkas perkara atas nama Seto Tuhu 

telah tahap II.
34. Koordinasi dengan Pidsus Kejagung terkait penyidikan 

perkara dugaan TPK dalam pengadaan bus peremajaan 
angkutan umum regular dan kegiatan pengadaan armada 
busway pada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI 
Tahun Anggaran 2013.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Diskusi atas penyidikan 

yang dilaksanakan oleh Pidsus Kejati Kejagung.
• Hasil koordinasi: Berkas perkara An. Dradjad Adhyaksa 

telah tahap II.
35. Koordinasi dengan Itjen Kemenkumham dan Pidsus Kejagung 

RI dalam perkara gratifikasi/suap kepada pegawai negeri/
pejabat Kemenkumham.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Koordinasi berupa 

pengembalian barang-barang yang dititipkan Itjen 
Kemenkumham kepada KPK (Direktorat Gratifikasi). 
Koordinasi penyitaan BB dalam perkara a quo.

• Hasil koordinasi: Unit Koorsup telah memfasilitasi 
penyidik pada jampidsus Kejagung dalam melaksanakan 
penyitaan barang bukti berupa uang hasil gratifikasi 
senilai Rp120.000.000 dan barang bukti lain yang terkait.

36. Koordinasi pendampingan ahli dari pusdiklat Kementerian 
Industri dan Perdagangan terkait dugaan TPK pengadaan alat 
kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 
2012.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Memfasilitasi ahli 

pengadaan barang dan jasa (Nur Lisa Arfani) dari 
Pusdiklat Kementerian Industri dan Perdagangan.

• Hasil koordinasi: Unit Koorsup telah memfasilitasi Kejati 
Sulteng untuk melaksanaan permintaan keterangan ahli 
pengadaan barang dan jasa dari Pusdiklat Kementrian 
Industiri dan Perdagangan pada persidangan di PN 
Tipikor pada PN Palu tanggal 3 September 2014.

37. Koordinasi dugaan TPK dalam pengelolaan APBD Pemerintah 
Kabupaten Aceh Tenggara Anggaran 2004-2006 atas nama 
tersangka Marthin Desky dan Mhd. Yusuf Bin Mhd. Syah.

• Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi ahli 
dari Dirjen BAKD Kementerian Dalam Negeri untuk 
kepentingan Penyidikan Kejati Aceh.

• Hasil Koordinasi: Unit Koorsup telah memfasilitasi Kejati 
Aceh untuk melaksanakan permintaan permintaan 
keterangan ahli Keuangan Daerah dari Dirjen BAKD 
Kementerian Dalam Negeri pada tingkat penyidikan.

38. Koordinasi dengan ahli PT. Jasa Raharja terkait TPK terhadap 
dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu LIntas Jalan 
(SWDKLLJ) yang dilakukan oleh tersangka Alamsyah pada 
periode tanggal 3 Maret 2008 s/d tanggal 4 Juni 2009 di Kantor 
Samsat Bagansiapiapi.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Memfasilitasi ahli dari 

PT. Jasa Raharja untuk kepentingan penyidikan Polres 
Rokan Hilir.

• Hasil Koordinasi: Unit Koorsup telah memfasilitasi 
Penyidik Polres Rokan Hilir Provinsi Riau untuk 
melaksanakan permintaan keterangan ahli dari PT. Jasa 
Raharja

39. Memfasilitasi ahli keuangan Daerah dari kementerian 
dalam negeri (Sumule) untuk dihadirkan pada persidangan 
di Pengadilan Tipikor pada PN Kota Palu pada tanggal 7 
Oktober 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi 
dan TPPU dalam penyimpangan atau adanya transaksi 
yang mencurigakan pada PT. Bank Sulteng dari Rekening 
01.03.25597-1 An. Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ke 
Rekening pribadi An. Terdakwa Ritha Sahara berdasarkan 
Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas-148/20-25/10/2014 
tanggal 3 oktober 2014.

40. Koordinasi fasilitasi permintaan LHKPN oleh Kacabjari 
Sambas di Pemangkas untuk keperluan pelaksanaan 
eksekusi atas nama terpidana Suardi Albe bin Muhammad 
dalam perkara TPK dalam pengelolaan paket bergulir 
Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) TA 2003 dan 
2004 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 
(PPNP) berdasarkan putusan MA RI Nomor: 142K/PID.
SUS/2012 tanggal 29 Mei 2012. (dilaksanakan berdasarkan 
surat Kacabjari Sambas di Pemangkat kepada KPK Nomor: 
R-01/Q.1.17.6/Fs.1/09/2014 tanggal 22 September 2014)

41. Koordinasi fasilitasi permintaan LHKPN oleh Pidsus Kejagung 
RI untuk keperluan penyidikan atas nama Tersangka 
Udar Pristono dalam perkara TPK dalam pengadaan bus 
peremajaan angkutan umum regular dan kegiatan pengadaan 
armada bus busway pada Dinas Perhubungan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta TA 2013 (dilaksanakan berdasarkan 
surat Direktur Penyidikan Pidsus Kejagung RI kepada KPK 
Nomor: B-2835/F.2/Fd.1/09/ 2014 tanggal 30 September 
2014).

42. Koordinasi pengecekan dan fasilitasi pemanggilan saksi 
atas nama H. Bandjela Paliudju (mantan Gubernur Sulawesi 
Tengah) yang sudah 2 (dua) kali tidak menghadiri persidangan 
dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU dalam 
penyimpangan atau adanya transaksi yang mencurigakan 
pada PT Bank Sulteng dari rekening 01.03.25597-1 a.n. Kas 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ke rekening pribadi atas 
nama Terdakwa Ritha Sahara berdasarkan surat Kajati 
Sulawesi Tengah Nomor: B-907/R.2/Fd.1/10/2014 tanggal 22 
Oktober 2014.

43. Koordinasi peminjaman 150 Barang Bukti dalam perkara atas 
nama Terpidana Mulya Hajsmy untuk dipergunakan dalam 
perkara Siti Fadhilah Supari dari Kejaksaan Negeri Jakarta 
Selatan kepada KPK berdasarkan Surat Deputi Bidang 
Penindakan KPK kepada Kajari Jakarta Selatan Nomor: 
R-1442/20-25/10/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

44. Koordinasi dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan 
Tengah terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi 
pengelolaan dan penggunaan keuangan Program Studi 
Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangkaraya TA 2010 
sd TA 2013 atas nama tersangka Henry Singarasa.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi ahli 

keuangan Negara untuk kepentingan penyidikan 
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

• Hasil Koordinasi: Unit Koorsup telah menfasilitasi 
Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah untuk 
melaksanakan permintaan keterangan Ahli Keuangan 
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Negara; untuk selanjutnya akan tetap berkoordinasi 
dalam rangka percepatan penanganan perkara tersebut.

45. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Klungkung Bali terkait 
perkara pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan 
Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga di Desa Gunaksa 
Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang dilakukan 
pada tahun 2007-2008 bertempat di Desa Gunaksa Kecamatan 
Dawan Kabupaten Klungkung, Gratifikasi dan Tindak Pidanan 
Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka I Wayan 
Candra.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: terkait data LHKPN atas 

nama tersangka untuk kepentingan penyidikan perkara 
tersebut.

• Hasil Koordinasi: Unit koorsup telah menfasilitasi 
permintaan data LHKPN tersebut dan untuk selanjutnya 
akan dilaksanakan koordinasi terkait permintaan 
keterangan ahli yang dibutuhkan dalam perkara 
tersebut.

46. Koordinasi dengan Pidsus Kejagung RI terkait penanganan 
perkara Proyek Pengadaan Pesawat Latih Sayap Tetap (Fixed 
Wing) dan Link Sumulator Tahun Anggaran 2010 berdasarkan 
Surat Perintah Penydikan Nomor: Print-68/F.2/Fd.1/05/2013 
tanggal 24 Mei 2013 an tersangka Bayu Wijokongko.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Perkembangan 

penyidikan perkara tersebut;
• Hasil Koordinasi: Perkembangan penyidikan perkara 

atas nama tersangka Bayu Wijokongko telah dilakukan 
penyerahan berkas perkara (Tahap I).

47. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bandung terkait perkara 
TPK dalam penyaluran dana Hibah Tahun 2012 di Pemerintah 
Kota Bandung dengan tersangka atas nama Herry Nurhayat 
(Kepala DPKAD Tahun 2012). 
• Kegiatan yang dikoordinasikan: terkait data LHKPN atas 

nama tersangka untuk kepentingan penyidikan perkara 
tersebut.

• Hasil Koordinasi: Unit koorsup telah menfasilitasi 
permintaan data LHKPN tersebut dan untuk selanjutnya 
akan dilaksanakan koordinasi terkait permintaan 
keterangan ahli yang dibutuhkan dalam perkara 
tersebut.

48. Koordinasi dengan Polda Maluku Utara terkait TPK 
penyalahgunaan dana pembangunan Masjid Raya Sanana 
pada Dinas PU Kab. Kepulauan Sula yang dilakukan oleh 
tersangka Ahmad Hidayat Mus alias AHM Bupati Kepulauan 
Sula, dkk. 
• Kegiatan yang dikoordinasikan: terkait data LHKPN atas 

nama tersangka untuk kepentingan penyidikan perkara 
tersebut. 

• Hasil Koordinasi: Unit koorsup telah menfasilitasi 
permintaan data LHKPN tersebut dan untuk selanjutnya 
akan dilaksanakan koordinasi terkait permintaan 
keterangan ahli yang dibutuhkan dalam perkara tersebut

49. Tangal 4 November 2014 memberikan fasilitasi pemeriksaan 
Mamak Jamaksari sebagai saksi dalam perkara dugaan 
tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas di Tangerang 
Selatan TA 2011 dan TA 2012 a.n. Tersangka Dadang, 
Suprijatna Tamara, Desy Yusandi, Herdian Koosnadi dan 
Neng Ulfah berdasarkan surat Direktur Penyidikan Pidsus 
Kejagung RI Nomor: B-3136/F.2/Fd.1/10/2014 tanggal 24 

Oktober 2014.
50. Tangal 4 November 2014 memberikan fasilitasi pemeriksaan 

Mamak Jamaksari sebagai tersangka dalam perkara 
dugaan tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas di 
Tangerang Selatan TA 2011 dan TA 2012. berdasarkan surat 
Direktur Penyidikan Pidsus Kejagung RI Nomor: B-3136/F.2/
Fd.1/10/2014 tanggal 24 Oktober 2014.

51. Memberikan fasilitasi ahli Gratifikasi atas nama Asep Rahmat 
Suwandha (Direktorat Gratifikasi) pada tanggal 11 November 
2014 oleh Pidsus Kejagung berdasarkan surat Direktur 
Penyidikan Pidsus Kejagung Nomor: B-3177/F.2/Fd.1/10/2014 
tanggal 30 Oktober 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana 
korupsi gratifikasi yang dilakukan oleh para pegawai pada 
Kementerian Hukum dan HAM RI atas nama Tersangka Nur 
Ali.

52. Melaksanakan kegiatan fasilitasi cek fisik dalam perkara 
dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Kab. Tana 
Toraja dan APBD Prov. Sulsel TA 2011 sebesar Rp38,25 
milyar yang dialokasikan pada pengadaan tanah untuk 
pembangunan bandara baru di Kec. Mengkendek Kab. Tana 
Toraja berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: 
Sp.Sidik/87/IV/2013/Dit Reskrimsus, tgl 15 April 2013 atas 
nama Tersangka Enos Karoma (mantan Sekretaris Daerah 
Kabupaten Tana Toraja) dan Ruben Rombe Randa.

53. Tanggal 17 dan 18 November 2014 memberikan fasilitasi 
pemeriksaan Tubagus Chaeri Wardhana sebagai saksi 
dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan 
puskesmas di Tangerang Selatan TA 2011 dan TA 2012 a.n. 
Tersangka Dadang, Suprijatna Tamara, Desy Yusandi, Herdian 
Koosnadi, Neng Ulfah dan Mamak Jamaksari berdasarkan 
surat Direktur Penyidikan Pidsus Kejagung RI Nomor: 
B-3277/F.2/Fd.1/11/ 2014 tanggal 10 November 2014.

54. Tanggal 19 November 2014 memberikan fasilitasi 
pemeriksaan Tubagus Chaeri Wardhana sebagai tersangka 
dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan 
puskesmas di Tangerang Selatan TA 2011 dan TA 2012 
berdasarkan surat Direktur Penyidikan Pidsus Kejagung RI 
Nomor: B-3277/F.2/Fd.1/11/ 2014 tanggal 10 November 2014.

55. Tanggal 24 s.d. 26 November 2014 memberikan fasilitasi 
pemeriksaan saksi distributor obat-obatan dalam 
penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam 
pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Luwu TA 2010 dan 2013 berdasarkan surat Kajari Belopa 
Nomor: B-210/R.4.13.7.2/Lid.1/11/2014 tanggal 17 November 
2014.

56. Perkara tindak pidana korupsi dana bantuan rehabilitasi ruang 
kelas rusak berat dan pembelian/rehabilitasi meubeleir yang 
bersumber dari dana APBN TA 2012 Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan untuk 25 SD di Kabupaten Supiori sebesar 
Rp10.214.908.000 atas nama tersangka Yesaya Sombuk oleh 
Kejaksaan Tinggi Papua.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasiltasi Penyidik 

Kejati Papua untuk melakukan pemeriksaan tersangka 
Yesaya Sombuk yang sedang dilakukan penahanan oleh 
KPK atas dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara 
lain.

• Hasil Koordinasi: Telah dilakukan pemeriksaan 
terhadap tersangka Yesaya Sombuk oleh Penyidik Kejati 
Papua pada tanggal 3 Oktober 2014 bertempat di ruang 
pemeriksaan gedung KPK RI Kav. C1 Jakarta Selatan.

• Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang 
Penindakan melalui Nota Dinas Koordinator Unit 
Koorsup Nomor:ND-100/25/10/2014 tgl 6 Oktober 2014.

57. Perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana 
pembangunan Masjid Raya Sanana pada Dinas PU Kab. 
Kepulauan Sula yang dilakukan oleh tersangka Ahmad 
Hidayat Mus, dkk oleh Penyidik Polda Maluku Utara.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Memfasiltasi permintaan 

LHKPN atas nama tersangka Ahmad Hidayat Mus.
• Hasil Koordinasi: Telah diberikan salinan data LHKPN 

atas nama Aus Hidayat Mus kepada Polda Maluku Utara 
melalui Surat KPK RI Nomor: R-1512/20-25/10/2014 
tanggal 30 Oktober 2014.

58. Perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang tentang 
adanya pengelolaan Deposito di Pemerintah Kabupaten 
Seram Bagian Timur dengan tersangka atas nama Abdullah 
Vannath oleh Penyidik Polda Maluku.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: Fasilitasi permintan 

keterangan ahli keuangan atas nama Siswo Sujanto.
• Hasil Koordinasi: telah dilakukan pengambilan 

keterangan Ahli keuangan atas nama Siswo Sujanto oleh 
Penyidik Polda Maluku pada tanggal 21 November 2014 
bertempat di ruang pemeriksaan gedung KPK RI Kav. C1 
Jakarta Selatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli.

59. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemeriksaan saksi 
distributor alat kesehatan oleh Kejaksaan Negeri Palopo pada 
tanggal 15 dan 16 Agustus 2014 dalam perkara dugaan tindak 
pidana korupsi Penyimpangan (Mark Up) dalam Pengadaan 
Alat Kesehatan (alkes) pada Badan Layanan Unit Daerah 
(BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota 
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Palopo TA 2013 atas nama Tersangka Kristofoel Rudihartono 
Bao, SKM (PPK pada RSUD Sawerigading Kota Palopo) 
berdasarkan surat Kajari Palopo Nomor: B-1345/R.4.13/
Fd.1/12/2014 tanggal 2 Desember 2014.

60. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemeriksaan Yulianis 
sebagai saksi oleh Pidsus Kejagung RI pada tanggal 18 
Desember 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi 
dalam pengadaan peralatan Etnomusikologi pada Fakultas 
Sastra Universitas Sumatera Utara atas nama Tersangka 
Ellisnawaty Siagian, Suranto dan Nasrul, berdasarkan surat 
Direktur Penyidikan Pidsus Kejagung Nomor: B-3485/F.2/
Fd.1/11/2014 tanggal 21 November 2014.

61. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemeriksaan Yulianis 
sebagai saksi oleh Pidsus Kejagung RI pada tanggal 18 
Desember 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi 
dalam pengadaan peralatan farmasi dan pengadaan peralatan 
farmasi (lanjutan) pada Fakultas Farmasi Universitas 
Sumatera Utara atas nama Tersangka Sumadio Hadisahputra, 
Suranto, Nasrul dan Siti Ombun Purba, berdasarkan surat 
Direktur Penyidikan Pidsus Kejagung Nomor: B-3482/F.2/
Fd.1/11/2014 tanggal 21 November 2014.

62. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemeriksaan Tubagus 
Chaeri Wardana sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri 
Tigaraksa pada tanggal 29 Desember 2014 dalam perkara 
dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Alat 
Kesehatan Puskesmas untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana 
Puskesmas pada Dinas kesehatan Kota Tangerang Selatan 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) TA 2010 dengan nilai kontrak sebesar 
Rp6.673.211.000 serta Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 
untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada 
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 
2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.826.672.000 atas 
nama Tersangka Dadang, berdasrkan surat Kajari Tigaraksa 
Nomor: B-6717/O.6.15/Fd.1/12/2014 tanggal 24 Desember 
2014 dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 59/Tuaka.Pid/
XII/2014 tanggal 23 Desember 2014.

63. Koordinasi dengan Penyidik Polres Ponorogo terkait 
penanganan perkara tindak pidana korupsi pembangunan 
RSUD dr Harjono Kab. Ponorogo yang didanai dengan APBN 
Tahun 2009 dan 2010.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi 

pemeriksaan saksi Yulianis.
• Hasil Koordinasi: telah dilaksanakan pengambilan 

keterangan/pemeriksaan Yulianis sebagai saksi oleh 
Polres Ponorogo pada tanggal 11 Desember 2014. 

64. Koordinasi dengan Penyidik Polda Maluku terkait penanganan 
perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian 
uang tentang adanya pengelolaan deposito di Pemerintah 
Kabupaten Seram Bagian Timur.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi 

pemeriksaan saksi Muhammad Novian (ahli TPPU)
• Hasil Koordinasi: telah dilaksanakan pengambilan 

keterangan/pemeriksaan Muhammad Novian,SH,MH 
(ahli TPPU) pada tanggal 9 Desember 2014.

65. Koordinasi dengan Penyidik Polda Maluku terkait penanganan 
perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian 
uang tentang adanya pengelolaan deposito di Pemerintah 
Kabupaten Seram Bagian Timur
• Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi 

pemeriksaan saksi Endang Swastika (ahli Perbankan)
• Hasil Koordinasi: telah dilaksanakan pengambilan 

keterangan/pemeriksaan Endang Swastika (ahli 
Perbankan) pada tanggal 9 Desember 2014.

66. Koordinasi dengan Penyidik Kejati Jateng terkait penanganan 
perkara tindak pidana korupsi pengadaan penyediaan 
kebutuhan pengembangan bidang ilmu agrobisnis Universitas 
Jenderal Soedirman tahun anggaran 2009
• Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi 

pelimpahan perkara berikut dokumen/bukti 
pendukungnya

• Hasil Koordinasi: telah dilaksanakan pelimpahan 
perkara dari KPK kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 
pada tanggal 15 Desember 2014.

67. Koordinasi dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan 
Tengah terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi 
pengelolaan dan penggunaan keuangan Program Studi 
Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangkaraya TA 2010 
sd TA 2013 atas nama tersangka Henry Singarasa.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi 

pemeriksaan saksi penandatangan NPHD (bertempat 
di Lapas Sukamiskin Badung) untuk kepentingan 
penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

• Hasil Koordinasi: Unit Koorsup telah menfasilitasi 
Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah untuk 
memfasilitasi pemeriksaan saksi penandatangan 
NPHD (bertempat di Lapas Sukamiskin Badung); untuk 
selanjutnya akan tetap berkoordinasi dalam rangka 
percepatan penanganan perkara tersebut.

68. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Klungkung Bali terkait 
perkara pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan 
Dermaga dan jalan menuju ke Dermaga di Desa Gunaksa 
Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang dilakukan 
pada tahun 2007-2008 bertempat di Desa Gunaksa Kecamatan 
Dawan Kabupaten Klungkung, Gratifikasi dan Tindak Pidanan 
Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka I Wayan 
Candra.
• Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi ahli ilmu 

hukum untuk kepentingan penyidikan Kejaksaan Negeri 
Klungkung.

• Hasil Koordinasi: Unit Koorsup telah menfasilitasi 
Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung untuk 
melaksanakan permintaan keterangan Ahli Ilmu 
Hukum; untuk selanjutnya akan tetap berkoordinasi 
dalam rangka percepatan penanganan perkara tersebut.

HASIL KLARIFIKASI KPK KEPADA
APARAT PENEGAK HUKUM (APH)
1. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

berupa pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih 
Induk (BBI) Kab. Nias Selatan TA 2012, telah ditetapkan 
tersangka atas nama Asa’aro Laia; Feriaman Sarumaha 
dan Firman Adil Dachi dan terhadap ketiganya dilakukan 
penahanan. Saat ini masih dilakukan penyidikan (sesuai surat 
Polda Sumut nomor:R-110/I/2014 tanggal 22 Januari 2013 
menjawab surat KPK Nomor:R-117/20-25/01/2014 tanggal 15 
Januari 2014).

2. Dugaan TPK kegiatan pengadaan mesin pembuat triplek pada 
Dinas Koperasi,UKM dan Perindagkop Kabupaten Kepahiang 
TA 2012 yang diduga melibatkan Bupati Kepahiang, Kasus 
sdg disidik dan telah ditetapkan sebagai tersangka M.Zairin; 
Deky Meridian; Andi Wijaya bin Suparmin; Titi Sumanti. 
Ketiga tersangka awal siap disidangkan di Pengadilan 
Tipikor, sedangkan Titi Sumanti siap dilimpah ke Pengadilan 
Tipikor. Sedangkan terkait dugaan keterlibatan Bupati belum 
diperoleh fakta keterlibatan (sesuai surat Kejati Bengkulu 
nomor:B-2703/N.7/Fd.1/12/2013 tanggal 24 Desember 2013, 
menjawab surat KPK nomor:R-1627/20-25/12/2013 tanggal 
16 Desember 2013).

3. Dugaan TPK atas nama Bachrum Harahap, ditangani 
Kejati Sumut dihentikan penyidikannya krn penerapan PP 
Nomor:110 tahun 2000 sebagai dasar menyatakan perbuatan 
melawan hukum tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan SE 
MARI nomor:04 tahun 2005 serta surat Jampidsus Nomor:B-
42/F/Fap/01/2007 tentang kedudukan keuangan DPRD)

4. Dugaan TPK dalam pengelolaan keuangan BLUD RSUD 
Nganjuk TA 2012 pada kegiatan pembelian barang habis 
pakai obat-obatan, alat kesehatan, alat kedokteran, alat 
laboratorium dan alat radiologi di SKPD RSUD Nganjuk 
dengan tersangka Eko Sidharto bin Mochamad Achwan (PNS 
Direktur RSUD Nganjuk), saat ini dalam proses pemberkasan 
(sesuai dengan surat Polda Jatim Nomor:R-142/I/2014/
Ditreskrimsus tgl 10 Januari 2014 menjawab surat KPK 
nomor: R-1592/20-25/12/2013 tgl 11 Desember 2013 dan 
surat nomor:R/4344/40-43/12/2013 tgl 16 Desember 2013).

5. Dugaan TPK proyek pembangunan lampu penerangan jalan 
umum di Pemkab Jember TA 2007-2008, telah dilakukan 
penyelidikan oleh Kejaksaan Agung RI sehingga penyelidikan 

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENINDAKAN
oleh Polda Jatim dihentikan. Penyelidikan oleh Kejaksaan 
Agung RI pun dihentikan sesuai surat Kejaksaan Agung 
RI nomor:B/1292/F.2/Fd.1/06/2009 tanggal 29 Juni 2009 
(sesuai dengan surat Polda Jatim Nomor:R-142/I/2014/
Ditreskrimsus tgl 10 Januari 2014 menjawab surat KPK 
nomor: R-1592/20-25/12/2013 tgl 11 Desember 2013 dan 
surat nomor:R/4344/40-43/12/2013 tgl 16 Desember 2013).

6. Dugaan TPK belanja modal dalam pengadaan tanah sarana 
perumahan dan perkantoran pada Pemerintah Kota Sibolga 
TA 2012 sebesar Rp5.312.450.000 dengan tersangka Januar 
Efendi Siregar dan Adely Lis, masih dalam tahap penyidikan 
oleh Kejati Sumatera Utara (sesuai surat Kejati Sumut 
nomor:R-134/N.2/Fd.1/02/2014 tanggal 3 Februari 2014 
menjawab surat KPK Nomor:R-197/20-25/01/2014 tanggal 28 
Januari 2014).

7. Dugaan TPK penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang 
Pendidikan APBD Kab. Minahasa TA 2006 dengan tersangka 
Katherina Mait, Polda Sulut tidak menangani kasus tersebut 
namun ditangani oleh Kejati Sulut dan Kejari Tondano dan 
telah inkracht (sesuai surat Polda Sulut nomor:R-216/I/2014/
Dit Reskrimsus tanggal 30 Januari 2014 menjawab surat KPK 
Nomor:R-102/20-25/01/2014 tanggal 10 Januari 2014).

8. Dugaan TPK proyek pembangunan tembok penahan 
banjir Sungai Lematang yang dianggarkan oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Alam (BPBA) Lahat yang 
bersumber dari APBD Kabupaten Lahat TA 2001 sebesar 
Rp.11.000.000.000,00 (sebelas Milyar), sedang ditangani 
Penyidik Kejati Sumsel (sesuai surat Kejati Sumsel 
nomor:R-31/N.6/Hpt.2/01/2014 menjawab surat KPK 
Nomor:R-1271/20-25/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013).

9. Dugaan TPK dan TPPU dengan pidana asal TPK penyalahgunaan 
dana hibah dan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah 
Kabupaten Maybrat TA 2009 senilai Rp15.100.000.000,00 
dengan tersangka Bernard Sagrim selaku Bupati Maybrat, 
tahap penyidikan/proses ijin penahanan (sesuai surat Polda 
Papua nomor:R-03/I/2014/Dit Reskrimsus tanggal 9 Januari 
2014).

10. Dugaan TPK penyalahgunaan dana pembangunan Masjid 
Raya Kab. Kepulauan Sula TA 2006 s.d 2009 sebesar 
Rp23.408.560.000,00, masih penyidikan oleh Polda Malut, 
untuk tersangka Mange Tjiarso; Safiudin Buamona BOT; 
Mahmud Syafrudin; Debby Ivone Quelim (P-21 tahap II). 
Untuk tersangka Arif Purwanto dan Isbar Arafat (P-19/
belum tuntas). Sedangkan tersangka Ahmad Hamid (DPO); 
tersangka AHM (proses sidik) (sesuai jawaban Polda Malut 
Nomor:R/20/I/2014/Ditreskrimsus tgl 17 Januari 2014 atas 
surat KPK Nomor:R-1662/20-25/12/2013 tgl 31 Desember 
2013).

11. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Kepulauan 
Sula TA 2009 atas pembebasan lahan Bandara Bobong dengan 
nilai kerugian sebesar Rp4.598.000.000 dengan tersangka 
Zainal Mus (Ketua DPRD Kep. Sula), masih penyidikan 
menuggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara 
dari Perwakilan BPK Malut (sesuai jawaban Polda Malut 
Nomor:R/20/I/2014/Ditreskrimsus tgl 17 Januari 2014 atas 
surat KPK Nomor:R-1662/20-25/12/2013 tgl 31 Desember 
2013).

12. Dugaan TPK penyalahgunaan dana pembangunan jembatan 
Waikolbota Kabupaten Kepulauan Sula Sanana TA 2009, 
dengan tersangka Mahmud Syafrudin (di vonis 6 tahun 
penjara); Syarif M. Naser Kharie (divonis 4 thn 6 bln penjara); 
Zainudin Umalekai ( divonis 4 thn 6 bln); Zainal Mus (divonis 7 
thn penjara) (sesuai jawaban Polda Malut Nomor:R/20/I/2014/
Ditreskrimsus tgl 17 Januari 2014 atas surat KPK 
Nomor:R-1662/20-25/12/2013 tgl 31 Desember 2013).

13. Dugaan TPK penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 
Anggaran 2006 bidang Pendidikan Kabupaten Minahasa 
dengan Terdakwa Katherina Mait, telah diputus oleh 
Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor: 208/K/Pid.
Sus/2011 tanggal 6 Juni 2011 dengan amar Putusan sebagai 
berikut:
• Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun dan uang pengganti 
sebesar Rp27.000.000.

• (Sesuai surat Kajari Tondano Nomor: B-104/R.1.11/
Fd.3/01/2014 tanggal 28 Januari 2014 menjawab surat 
KPK Nomor: R-103/20-25/01/2014 tanggal 10 Januari 
2014);

14. Dugaan TPK belanja modal dalam pengadaan tanah sarana 
perumahan dan perkantoran pada Pemerintah Kota Sibolga 
Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.5.312.450.000. Saat ini 
masih dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah 
Penyidikan Kajati Sumut Nomor: Print-41/N.2/Fd.1/10/2013 
tanggal 31 Oktober 2013 atas nama Tersangka Januar Efendi 
Siregar dan Surat Perintah penyidikan Kajati Sumut Nomor: 
Prin-40/N.2/Fd.1/10/2013 tanggal 31 Oktober 2013 atas nama 
Tersangka Adely Lis (sesuai surat Kajati Sumatera Utara 
Nomor: R-34/N.2/Fd.1/02/2014 tanggal 3 Februari 2014 
menjawab surat KPK Nomor R-197/20-25/01/2014 tanggal 28 
Januari 2014);

15. Dugaan TPK proyek pembangunan tembok penahan 
banjir Sungai Lematang yang dianggarkan oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Alam (BPBA) Lahat yang 
bersumber dari APBD Kabupaten Lahat TA 2001 sebesar 
Rp.11.000.000.000 (sebelas miliar rupiah). Saat ini masih 
dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah 
Penyidikan Kajati Sumsel Nomor: Print-10/N.6/Fd.1/11/2013 
tanggal 22 November 2013 (sesuai surat Kajati Sumatera 
Selatan Nomor: R-31/N.6/Hpt.2/01/2014 tanggal 20 Januari 
2014 menjawab surat KPK Nomor: R-1271/20-25/10/2013 
tanggal 3 Oktober 2013);

16. Dugaan TPK penggelapan dana Bantuan operasional Sekolah 
(BOS) Provinsi Sumatera Utara, masih dilakukan penyidikan 
untuk memenuhi petunjuk Jaksa Peneliti (P-19) untuk yang 
ke-3 kalinya (sesuai surat Direktur Reskrimsus Nomor: 
R/226/II/2014/Ditreskrimsus tanggal 10 Februari 2014 
menjawab surat KPK Nomor: R-1547/20-25/11/2013 tanggal 
28 November 2013);

17. Dugaan TPK Dana Sosial dan Bantuan Hibah yang bersumber 
dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2009 s.d. TA 2012 atas 
nama Terdakwa Arotona Mendrofa telah divonis bersalah 
telah melakukan TPK Dana Bencana Alam Kabupaten Nias 
Selatan Tahun 2011 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar 
rupiah), sedangkan Hukuasa Ndururu selaku Bupati Nias 
Selatan belum diproses (sesuai surat Kajati Sumatera Utara 
Nomor: R-76/H/Hkp.1/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 
menjawab surat KPK Nomor: R-05/20-25/01/2014 tanggal 2 
Januari 2014);

18. Dugaan TPK penyalahgunaan APBD Tahun Anggaran 
2011, 2012 dan 2013 Pembangunan Masjid Raya Sanana di 
Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI 

nomor:R-1645/20-25/12/2013 tgl 20 Desember 2013 
dilakukan konfirmasi SPDP dan perkembangan 
penyidikan perkara TPK ke Bareskrim Polri.

• Hasil Klarifikasi: Bareskrim Polri tidak pernah 
mengambil alih penanganan penyidikan dugaan 
TPK penyalahgunaan APBD TA 2011, 2012 dan 2013 
Pembangunan Masjid Raya Sanana di Kabupaten 
Kepulauan Sula Maluku Utara, penyidikan perkara 
tersebut ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Maluku 
Utara, seusai surat Dir. Tipikor Bareskrim Polri Nomor 
B/873/Tipidkor/II/2014/Bareskrim tanggal 19 Februari 
2014

19. Dugaan TPK yang dilakukan oleh Bupati Klaten Sunarna 
beserta jajarannya dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan 
dan korban bencana di Kabupaten Klaten.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI 

Nomor: R-1210/20-25/09/2013 tanggal 29 September 
2013 dilakukan klarifikasi pengaduan masyarakat ke 
Jampidsus Kejagung RI

• Hasil Klarifikasi; Berdasarkan surat Direktur Penyidikan 
Jampidsus Kejaksaan Agung RI Nomor:R-29/F.2/
Fd.1/01/2014 tanggal 21 Januari 2014, dinyatakan bahwa 
hasil puldata/pulbaket yang dilakukan oleh Jaksa Agung 
Muda Inteljen diperoleh hasil yang pada pokoknya tidak 
diperoleh data dan keterangan yang merupakan fakta 
hukum terjadinya perbuatan melawan hukum dan/atau 
menyalahgunakan kewenangan dan/atau jabatan;
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20. Dugaan TPK pelaksanaan belanja perjalanan dinas pada 
kegiatan rapat alat-alat kelengkapan DPRD Kota Cimahi TA 
2011 an. Tsk Erlis Ekafitriana dan pada kegiatan rancangan 
peraturan daerah DPRD Kota Cimahi TA 2011 an. Tsk Nana 
Supriatna
• Kegiatan Klarifikasi melalui surat KPK Nomor R-258/20-

25/02/2014 tanggal 07 Februari 2014
• Hasil klarifikasi: Surat Kajari Cimahi kepada Kajati Jabar 

yang ditembuskan kepada KPK Nomor R-25/O.2.38/
Fd.1/02/2014 tanggal 14 Februari 2014, disampaikan 
bahwa perkembangan penanganan perkara tindak 
pidana korupsi a.n. Tsk Erlis Ekafitriana dan an. Tsk 
Nana Supriatna masih pada tahap penyidikan; dan 
tidak tertutup kemungkinan akan ditetapkan tersangka 
baru yang turut terlibat dalam melakukan perbuatan 
melawan hukum termasuk terhadap sdr. Ade Irawan. 

21. Dugaan TPK proyek pengadaan tanah RSUD Kefamenanu Kab 
Timor Tengah Utara Provinsi NTT TA 2006-2007.
• Kegiatan Klarifikasi melalui surat KPK Nomor R-71/20-

25/01/2014 tanggal 08 Januari 2014
• Hasil klarifikasi: Surat Kajati NTT kepada KPK Nomor 

R-75/P.3/Fd.1/02/2014 tanggal 20 Februari 2014, 
disampaikan bahwa Kejari Kefamenanu tidak pernah 
melakukan penyelidikan kasus tersebut.

22. Dugaan TPK dana bantuan sosial Kab Bangli TA 2010 an. 
Terdakwa I Nengah Arwana (selaku Bupati Bangli periode 
tahun 2005 sampai dengan tahun 2010) dan an Terdakwa 
Cokorda Istri Tresnawati (selaku Bendahara Pengeluaran).
• Kegiatan Klarifikasi melalui surat KPK Nomor R-99/20-

25/01/2014 tanggal 10 Januari 2014
• Hasil klarifikasi: Surat Kajati Bali kepada KPK Nomor 

R-075/P.1/Fd.1/02/2014 tanggal 13 Februari 2014, 
disampaikan bahwa penanganan perkara tersebut sudah 
diputus tingkat Mahkamah Agung RI dengan putusan 
Nomor 1129/K/PID.SUS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dengan 
amar putusan an Terdakwa I Nengah Arwana pidana 
penjara selama 6 tahun; Denda sebesar Rp.300.000.000 
(tiga ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar 
Rp.1.395.000.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh 
lima juta rupiah); sedangkan terhadap an. Terdakwa 
Cokorda Istri Tresnawati pidana penjara selama 4 
tahun dan denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta 
rupiah).

• Terhadap I Made Gianyar (Bupati Bangli periode tahun 
2010 sampai dengan tahun 2015) dan keterlibatan 
sdr. I Gede Eddy Hartawan (selaku Bendahara Kesra), 
pihak Kejati Bali tidak menemukan indikasi adanya 
penyimpangan dalam penggunaan dana Bansos Punia 
Desa Pekraman pada masa kepemimpinan Bupati Bangli 
I Made Gianyar, sehingga tidak dilakukan penyidikan.

23. Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa gratifikasi/suap 
yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Kemenkumham RI. 
Direncanakan ekspose dari Tim Gratifikasi KPK pada tanggal 
11 Maret 2014 dalam forum yang dihadiri oleh Penyidik dari 
JAMPIDSUS Kejagung RI yaitu: Sdr. Sudung Situmorang; Asri 
Agung Putra; Asep N. Mulyana; Yopy Adriansyah. (sesuai surat 
JAMPIDSUS Kejagung RI Nomor: R-148/F.2/Fd.1/02/2014 
tanggal 7 Maret 2014 menjawab surat KPK Nomor: R-386/20-
25/02/2014 tanggal 26 Februari 2014).

24. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan mesin pembuatan 
triplek pada Dinas Perindustrian Perdagangan Kab. Kepahiang 
Tahun Anggaran 2012 atas nama Tersangka M. Zairin. dkk:
• Berkas perkara atas nama Tersangka M. Zairin 

telah dilaksanakan penyerahan Tersangka ke tahap 
penuntutan (tahap-2), dan berkas perkara telah 
dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu 
pada tanggal 9 Desember 2013;

• Berkas perkara atas nama Tersangka Titi Sumanti 
telah dilaksanakan penyerahan Tersangka ke tahap 
penuntutan (tahap-2), dan berkas perkara telah 
dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu 
pada tanggal 23 Desember 2013 .

• (Sesuai surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor:B-
526/N.7/Ft.1/03/2014 tanggal 12 Maret 2014 menjawab 
surat KPK Nomor: R-372/20-25/02/2014 tanggal 26 
Februari 2014).

25. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan dana rehabilitasi 
bangunan dan pengadaan mebel bagi 25 SD di Supiori 
yang berasal dari dana Block Grant tahun 2012 sebesar 
Rp10.214.908.000.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI 

nomor:R-435/20-25/03/2014 tgl 5 Maret 2014 dilakukan 
konfirmasi SPDP dan perkembangan penyidikan perkara 
TPK ke Kejati Papua.

• Hasil Klarifikasi: Masih dilakukan penyelidikan oleh 
Penyelidik Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan 
Negeri Biak, sesuai surat Kejati Papua Nomor R-124/T.1/
Fpk/03/2014 tanggal 17 Maret 2014.

26. Dugaan TPK perkara atas nama terdakwa Entin Kartini 
biaya makan dan minum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Purwakarta.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI 

nomor:R-309/20-25/02/2014 tgl 18 Februari 2014 
dilakukan permintaan perkembangan penyidikan 
perkara TPK ke Kejati Jabar.

• Hasil Klarifikasi: Sudah inkracht/diputus oleh Mahkamah 
Agung RI, sesuai surat Kajati Jabar Nomor B-1410/O.2/
Fu.1/03/2014 tanggal 13 Maret 2014.

27. Dugaan TPK dalam pemberian fasilitas kredit musyarakah 
dan atau murabahah oleh Bank BPD Kalimantan Timur 
Syariah di Samarinda kepada PT. Olin Prima Dayu sebanyak 
28 fasilitas kredit musyarakah dan murabahah dengan nilai 
sebesar Rp30.670.000.000 (tiga puluh milyar enam ratus tujuh 
puluh juta rupiah); kepada CV Energi Mahakam sebanyak 
15 fasilitas kredit musyarakah dan murabahah sebesar Rp 
17.177.222.222 (tujuh belas milyar seratus tujuh puluh tujuh 
juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua 
rupiah); dan kepada PT. Mastura Jaya Utama sebanyak 
2 fasilitas kredit musyarakah dengan nilai sebesar Rp 
2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dalam periode tahun 2007 
sampai dengan tahun 2010.
• Kegiatan Klarifikasi melalui surat KPK Nomor R-158/20-

25/01/2014 tanggal 23 Januari 2014.
• Hasil Klarifikasi: Surat Polda Kaltim kepada KPK 

Nomor: R-336/III/2014/Ditreskrimsus tanggal 11 Maret 
2014, disampaikan bahwa dalam proses pemberian 
pembiayaan kepada PT. Energi Mahakam sebanyak 15 
(limabelas) fasilitas pembiayaan dengan nilai total Rp 
10.780.000.000 (sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh 
juta rupiah) dan pemberian fasilitas pembiayaan kepada 
PT. Mastura sebanyak 2 (dua) fasilitas pembiayaan 
dengan nilai total Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), 
ditindaklanjuti dengan penyidikan dugaan tindak 
pidana perbankan syariah dan tidak pernah dilakukan 
penyidikan tindak pidana korupsi.

28. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Maluku 
Tenggara untuk dana Asuransi, pembayaran tagihan telepon 
dan dana perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Maluku 
Tenggara Tahun 2002 dan 2003.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI Nomor: 

R-119/20-25/01/2014 tgl 15 Januari 2014 dilakukan 
permintaan perkembangan penanganan perkara TPK ke 
Kejati Maluku.

• Hasil Klarifikasi: Seluruh anggota DPRD Kabupaten 
Maluku Tenggara periode 1999-2004 (35 orang) yang 
terlibat dalam perkara dugaan TPK dimaksud telah 
diproses secara hukum dengan rincian: Perkara yang 
masih dalam tahap penyidikan 10 perkara/tersangka, 
perkara dalam tahap upaya hukum kasasi 2 perkara/
terdakwa, Perkara yang telah diputus pengadilan dan 
berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi 
sebanyak 13 perkara/terdakwa, Perkara yang 
merupakan perkara koneksitas karena melibatkan 
anggota TNI sebanyak 3 perkara/terdakwa, dan Perkara 
dengan tersangka/terdakwa telah meninggal dunia 
sebanyak 5 perkara, sesuai surat Kejati Maluku Nomor 
R-140/S.1/Fu.1/04/2014 tanggal 10 April 2014.

29. Dugaan TPK dalam pembangunan Gedung BNI’46 Wilayah 05 
Semarang tahun 2006.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI Nomor: 

R-532/20-25/03/2014 tgl 27 Maret 2014 dilakukan 
permintaan perkembangan penyidikan perkara TPK ke 
Kejati Jateng.

• Hasil Klarifikasi: Penyidikan dihentikan berdasarkan 
surat perintah penghentian penyidikan nomor: 618/0.3/
Fd.1/10/2010 tanggal 21 Oktober 2010, seusai surat 
Kajati Jateng nomor B-1716/0.3/Fd.1/04/2014 tanggal 22 
April 2014.

30. Dugaan TPK penyimpangan pada proyek pembangunan 7 
dermaga di Kabupaten Buton Utara sumber dana DPPID 
tahun 2010 senilai Rp.24 Milyar atas nama tersangka Darwin 
Kunu, dkk. 
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI 

nomor:R-578/20-25/04/2014 tgl 8 April 2014 dilakukan 
klarifikasi perkembangan penyidikan perkara TPK atas 
nama Darwin Kunu, dkk ke Kejati Sulawesi Tenggara.

• Hasil Klarifikasi: Telah dilakukan pelimpahan berkas 
perkara atas nama terdakwa I Darwin Kunu dan 
Terdakwa II La Ode Abdul Kadir oleh Penuntut Umum 
pada Kejaksaan Negeri Raha ke Pengadilan Tipikor 
kendari dan masih dalam proses persidangan dengan 
agenda pemeriksaan saksi, sesuai surat Kajati Sulawesi 
Tenggara nomor R-80/R.3/Fd.1/04/2014 tanggal 16 April 
2014.

31. Dugaan TPK terkait penyimpangan dalam pelaksanaan 
penyaluran dana Hibah Program Pengananan Sosial Ekonomi 
Masyarakat (P2SEM) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
tahun anggaran 2008.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK RI nomor: 

R-457/20-25/03/2014 tgl 14 April 2014 dilakukan 
klarifikasi perkembangan perkara P2SEM Provinsi Jawa 
Timur TA 2008.

• Hasil Klarifiaksi: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 
telah menerbitkan 3 (tiga) surat perintah penyidikan 
yaitu atas nama tersangka Mualimin, Moh. Pujiarto, dan 
Fathorasjid dan telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap (inkracht). Hasil penyidikan dan fakta persidangan 
tidak ditemukan lagi bukti permulaan yang cukup adanya 
keterlibatan Pejabat di Bapemas dan sejumlah anggota 
DPRD Provinsi Jatim dalam perkara dimaksud, dan 
terkait dengan Bagoes Soetjipto sampai saat ini masih 
dalam pencarian terhadap yang bersangkutan dan telah 
masuk dalam daftar DPO, sesuai surat Kajati Jawa Timur 
nomor: R-910/0.5/fd.1/04/2014 tanggal 14 April 2014.

32. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Maluku 
Tenggara untuk dana Asuransi, pembayaran tagihan telepon 
dan dana perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Maluku 
Tenggara Tahun 2002 dan 2003.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI Nomor: 

R-119/20-25/01/2014 tgl 15 Januari 2014 dilakukan 
permintaan perkembangan penanganan perkara TPK ke 
Kejati Maluku

• Hasil Klarifikasi: Seluruh anggota DPRD Kabupaten 
Maluku Tenggara periode 1999-2004 (35 orang) yang 
terlibat dalam perkara dugaan TPK dimaksud telah 
diproses secara hukum dengan rincian: Perkara yang 
masih dalam tahap penyidikan 10 perkara/tersangka, 
perkara dalam tahap upaya hukum kasasi 2 perkara/
terdakwa, Perkara yang telah diputus pengadilan dan 
berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi 
sebanyak 13 perkara/terdakwa, Perkara yang 
merupakan perkara koneksitas karena melibatkan 
anggota TNI sebanyak 3 perkara/terdakwa, dan Perkara 
dengan tersangka/terdakwa telah meninggal dunia 
sebanyak 5 perkara, sesuai surat Kejati Maluku Nomor 
R-140/S.1/Fu.1/04/2014 tanggal 10 April 2014

33. Dugaan TPK penyimpangan dana pilkada TA 2010 oleh KPUD 
Kabupaten Lanny Jaya.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI 

Nomor:R-623/20-25/04/2014 tgl 29 April 2014 dilakukan 
permintaan perkembangan penanganan perkara TPK ke 
Kejati Papua

• Hasil Klarifikasi: Penanganan dan penyelesaian perkara 
tindak pidana korupsi penyimpangan dana Pilkada TA 
2010 oleh KPUD Lanny Jaya melibatkan 11 (sebelas) 
orang Tersangka dengan tahapan penyelesaian:

- 9 (Sembilan) orang tersangka perkaranya telah 
diputus oleh Pengadilan Tipikor, dengan rincian: 

Perkara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 
ada sebanyak 8 (delapan) yakni atas nama Costensi 
L Runggean, Esben Wakerwa, Albenius Wenda, Niko 
Rumino, Daniel Rante, Yosias Radjabaycolle, Baiten 
Wenda, Yorpina Wakerkwa, dan 1 (satu) perkara 
masih dalam upaya hukum kasasi yakni atas nama 
Assat Serang

- 2 (dua) orang tersangka masih dilakukan proses 
Penyidikan yaitu atas nama Doren Wakerkwa dan 
Jhonny Way

- Sesuai surat Kejati Papua Nomor R-209/T.1/
Fd.1/05/2014 tanggal 07 Mei 2014 

34. Dugaan TPK kegiatan pembangunan jalan dan jembatan 
sepanjang 26 KM di Lubuk Malako-Abai-Kampung Baru Kab. 
Solok Selatan yang terjadi sekitar bulan Juni 2011 s/d bulan 
Februari 2012 menggunakan dana APBD Kab. Solok Selatan 
T.A 2011 dengan tersangka atas nama Burahman dan Eko 
Sunaryo
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI 

Nomor: R-704/20-25/05/2014 tgl 13 Mei 2014 dilakukan 
permintaan perkembangan penyidikan perkara TPK ke 
Kapolda Sumatera Barat.

• Hasil Klarifikasi: Bahwa untuk tersangka atas nama 
Eko Sunaryo Penyidik telah menyerahkan tersangka 
dan barang bukti (tahap II) kepada Kejaksaan Tinggi 
Sumatera Barat, sedangkan tersangka atas nama 
Burahman sesuai dengan petunjuk Jaksa (P19) dalam 
berkas perkara dikeluarkan sebagai tersangka dan 
diperiksa sebagai sebagai saksi dengan alasan bahwa 
tersangka Burahman telah melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya dengan memberikan teguran 
peringatan kepada tersangka Eko Sunaryo selaku 
Direktur PT. Merangin Karya Sejati, sesuai surat Kapolda 
Sumbar nomor B-/1606/V/2014/Ditreskrimsus tanggal 
30 Mei 2014

35. Dugaan TPK penyalahgunaan bantuan subsidi perumahan 
dari Kementrian Perumahan Rakyat kepada KSU Sejahtera 
Kabupaten Karanganyar tahun 2007 s.d 2009 dengan 
tersangka Rina Iriani Sri Ratnaningsih.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI 

Nomor:R-697/20-25/05/2014 tgl 13 Mei 2014 dilakukan 
klarifikasi perkembangan penyidikan perkara TPK ke 
Kejati Jawa Tengah. 

• Hasil Klarifikasi: Akan dilakukan ekspose di hadapan 
Jampidsus

36. Dugaan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 Jo Pasal 55 KUHP dengan menggunakan keuangan 
Pemerintah Kota Surabaya TA 2007 sebesar Rp.720.000.000 
(tujuh ratus dua puluh juta rupiah), atas nama tersangka 
Bambang Dwi Hartono.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK RI Nomor: 

R-765/20-25/05/2014 tgl 25 Juni 2014 dilakukan 
dilakukan permintaan perkembangan penanganan 
perkara TPK ke Kapolda Jawa Timur.

• Hasil Klarifikasi: Perkara telah dilakukan penyerahan 
berkas tahap 1 dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 
memberikan Petunjuk untuk dipenuhi oleh Penyidik, 
selanjutnya Penyidik telah melengkapi petunjuk JPU 
dan akan mengirimkan kembali berkas perkara ke 
JPU. Sesuai surat Kapolda Jawa Timur Nomor: R/2109/
VI/2014/Ditreskrimsus tanggal 25 Juni 2014.

37. Dugaan TPK Penjualan Ex Rumah Dinas Bupati Solok di Kota 
Solok Tahun 2011 yang diduga dilakukan oleh SYAMSU RAHIM, 
Bupati Solok, Sumatera Barat.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI Nomor: 

R-1052/20-25/06/2014 tanggal 7 Juli 2014 dilakukan 
klarifikasi perkembangan penyelidikan perkara TPK ke 
Kejati Sumbar.

• Hasil Klarifikasi: Penyelidikan dihentikan karena tidak 
ditemukan adanya bukti awal terjadinya tindak pidana 
korupsi. Sesuai surat Kajati Sumbar Nomor: R-497/N.3/
Fd.1/07/2014 tanggal 7 Juli 2014.

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENINDAKAN
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38. Dugaan TPK terkait penyimpangan pada proyek pengadaan 
Solar Cell, TV, Radio, dan Parabola pada Biro Pemerintahan 
Kampung Provinsi Papua.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI 

Nomor:R-1044/20-25/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 telah 
dilakukan klarifikasi perkembangan penyidikan perkara 
TPK ke Kejati Papua.

• Hasil Klarifikasi: Penyidikan perkara TPK Pengadaan 
solar cell , TV, Radio, dan Parabola, pada biro 
pemerintahan kampong Provinsi Papua bersumber dari 
APBD tahun 2009 untuk Kabupaten Puncak Jaya dan 
Kabupaten Tolikara telah ditetapkan 4 orang Tersangka 
yaitu Helly Weror (Kepala Biro), Yesaya Roemkorem 
(Ketua Panitia Pengadaan), Erikson Sialagan (Sekretaris 
Panitia Pengadaan), dan Alex Abner Ansanay (Direktur 
CV. Marrupi Jaya). Untuk Tersangka Alex Abner masih 
dalam tahap pemberkasan dan 3 (tiga) yang lainnya telah 
memasuki tahap persidangan. Sedangkan mengenai 
keterlibatan Usman Tamnge, yang bersangkutan masih 
dalam kapasitas sebagai saksi dan belum ditemukan 
alat bukti bahwa yang bersangkutan sebagai pelaku 
kejahatan. Sesuai surat Kajati Papua Nomor: B-1001/T.1/
Fd.1/07/2014 tanggal 23 Juli 2014

39. Dugaan TPK penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam 
proyek pengadaan buku di Kabupaten Blora tahun 2010-2012 
dengan tersangka atas nama Achmad Wardoyo.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK RI Nomor: 

R-1201/20-25/07/2014 tgl 23 Juli 2014 dilakukan 
dilakukan permintaan perkembangan penanganan 
perkara TPK ke Kajati Jawa Tengah.

• Hasil Klarifikasi: Tim penyidik Kejati jawa Tengah masih 
menunggu hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP 
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai surat 
Kajati Jawa Tengah Nomor: B-3919/0.3/Fd.1/08/2014 
tanggal 12 Agustus 2014.

40. Dugaan TPK berupa penggelapan dana ganti rugi pelepasan 
tanah pada proyek waduk kedungbrubus di Kecamatan 
Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI Nomor: 

R-1138/20-25/07/2014 tgl 14 Juli 2014 dilakukan 
klarifikasi perkembangan penyidikan perkara TPK ke 
Kejati Jawa Timur.

• Hasil Klarifikasi: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah 
melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan 
sesuai surat tugas yang dikeluarkan Kajati tanggal 13 
juni 2014 dan didapatkan hasil belum terdapat indikasi 
kuat adanya penyimpangan/tindak pidana korupsi dalam 
pembangunan waduk tersebut, sehingga belum dapat 
ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Hal ini sesuai surat 
Kajati Jawa Timur Nomor: R-1758/0.5/Fd.1/08/2014 
tanggal 14 Agustus 2014.

41. Dugaan TPK dalam pengadaan bibit bentoel, bibit ubi kayu, 
pupuk organik, dan anorganik di Dinas Pertanian Kabupaten 
Sampang atas nama tersangka Abdul Wahid Chairullah dan 
Abdurrahman.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI Nomor: 

R-1163/20-25/07/2014 tgl 14 Juli 2014 dilakukan 
klarifikasi perkembangan penyidikan perkara TPK ke 
Kejati Jawa Timur.

• Hasil Klarifikasi: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih 
melakukan penyidikan, dan telah menetapkan tersangka 
baru atas nama Agus Santoso. Hal ini sesuai surat Kajati 
Jawa Timur Nomor: R-1740/0.5/Fd.1/08/2014 tanggal 12 
Agustus 2014.

42. Dugaan dugaan tindak pidana korupsi di Pemerintah 
Kabupaten Kampar, yaitu:
a) Pengadaan baju koko menjelang kampanye Bupati 

Kabupaten Kampar menggunakan dana APBD-P tahun 
anggaran 2012, dengan tersangka atas nama Firdaus 
(kontraktor), berdasarkan SPDP No B-431/N.4.16/
Fd.1/07/2013 tanggal 9 Juli 2013.

b) Perjalanan ke luar negeri Bupati Kampar beserta 
keluarga serta Dirut PD BPR Sarimadu yang dibiayai 
oleh BPR Sarimadu, dengan tersangka atas nama M. 
Syafri (Dirut PD BPR Sarimadu).

c) Pembangunan kebun kelapa sawit fiktif di Kecamatan 
Kampar Kiri dan Kampar Hulu tahun 2003, dengan 
tersangka atas nama Yusly Maail (Manager KPRI), 
Marzuki Malik (Dirut PD Kampar Aneka Karya), Peter 
Junaidi (pelaksana proyek pembangunan), berdasarkan 
SPDP No. B-2496/N.4.5/Fd.1/10/2006 tanggal 6 Oktober 
2006.

• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI 
Nomor:R-1118/20-25/07/2014 tgl 25 Juni 2014 telah 
dilakukan klarifikasi perkembangan penyidikan perkara 
TPK ke Kejati Riau.

• Hasil Klarifikasi: 
a) Penanganan perkara TPK pengadaan baju 

koko menjelang kampanye Bupati Kabupaten 
Kampar menggunakan daan APBN-P TA 2012, 
perkembangan penyidikan masih menunggu hasil 
audit investigasi dari BPKP Perwakilan Riau.

b) Penanganan perkara TPK perjalanan keluar negeri 
Bupati Kampar beserta keluarga serta Dirut PD 
BPR Sarimadu yang dibiayai oleh BPR Sarimadu, 
dengan tersangka atas nama M. Syafri (Dirut PD 
BPR Sarimadu), perkembangannya bahwa JPU 
telah melakukan penuntutan tersangka dengan 
pidana penjara 6 tahun 6 bulan, dan diputus oleh 
Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru dengan 
penjara selama 1 tahun 6 bulan, atas putusan ini 
JPU menyatakan Banding.

c) Pembangunan kebun kelapa sawit fiktif di 
Kecamatan Kampar Kiri dan Kampar Hulu 
tahun 2003, dengan tersangka atas nama Yusly 
Maail (Manager KPRI), Marzuki Malik (Dirut PD 
Kampar Aneka Karya), Peter Junaidi (pelaksana 
proyek pembangunan), berdasarkan SPDP No. 
B-2496/N.4.5/Fd.1/10/2006 tanggal 6 Oktober 
2006, bahwa setelah dilakukan penelitian , SPDP 
tersebut tidak terdapat di buku register Kejati Riau.

d) Hal ini sesuai surat Kajati Riau Nomor: B-2264/N.4/
Fd.1/07/2014 tanggal 24 Juli 2014.

43. Dugaan TPK perkara tindak pidana korupsi penyertaan modal 
Pemerintah Daerah Bengkalis sebesar Rp.300 Milyar kepada 
BUMD PT. Bumi Lasmana Jaya (PT. BLJ) untuk pembangunan 
pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-RI 

Nomor: R-1111/20-25/07/2014 tgl 3 Juli 2014 dilakukan 
klarifikasi perkembangan penyidikan perkara TPK ke 
Kejati Riau.

• Hasil Klarifikasi: Kejaksaan Negeri Bengkalis telah 
melakukan penyidikan berdasarkan surat perintah 
penyidikan Nomor: Print-01/N.14/Fd.1/04/2014 tanggal 
2 April 2014 dengan tersangka atas nama Yusrizal 
Andayani, Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya. Hambatan 
dalam penydikan adalah belum diterbitkan izin membuka 
rekening-rekening PT. Bumi Lasmana Jaya dan anak 
perusahaannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini 
sesuai surat Kajati Riau Nomor: R-350/N.4/Fd.1/07/2014 
tanggal 21 Juli 2014.

44. Dugaan TPK sehubungan dengan penyalahgunaan dana hibah 
untuk yayasan klenteng Sam Poo Kong yang bersumber dari 
APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2011 dan 2012 atas nama 
tersangka Tutuk Kurniawan.
• Kegiatan klarifikasi: Berdasarkan surat KPK RI Nomor: 

R-1365/20-25/09/2014 tgl 18 September 2014 dilakukan 
permintaan perkembangan penanganan perkara TPK ke 
Kajati Jawa Tengah.

• Hasil Klarifikasi: Tim penyidik Kejati jawa Tengah masih 
menunggu hasil perhitungan kerugian Negara dari BPK 
RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai surat 
Kajati Jawa Tengah Nomor: B-4598/0.3/Fd.1/09/2014 
tanggal 30 September 2014.

45. Dugaan tindak pidana korupsi dana block grant tahun 2008, 
dana ADD tahun 2009 dan dana ADD tahun 2010 yang diduga 
dilakukan oleh tersangka an. ZUL ANIZAR BIN TAMAN (Kepala 
Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar).

• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK RI Nomor: 
R-1509/20-25/10/2014 tgl 29 Oktober 2014 dilakukan 
permintaan perkembangan penanganan perkara TPK ke 
Kapolda Riau.

• Hasil Klarifikasi: Tim penyidik Polres Kampar masih 
akan melakukan pemeriksaan kembali Saksi-Saksi An. 
Ahli sesuai dengan Petunjuk Jaksa (P19). Hal ini sesuai 
surat Kapolda Riau Nomor: B/815/X/2014/Reskrimsus 
tanggal 29 Oktober 2014.

46. Perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan alat 
kesehatan, kedokteran dan KB pada program UKP RSUD dr. 
R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur TA 2008 yang 
diduga dilakukan oleh tersangka An. UTUN SUPRIA, dkk. 
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK RI Nomor: 

R-1513A/20-25/10/2014 tgl 31 Oktober 2014 dilakukan 
permintaan perkembangan penanganan perkara TPK ke 
Kapolda Nusa Tenggara Barat.

• Hasil Klarifikasi: Penyidik Tipikor Polda NTB telah 
melakukan pemeriksaan Ahli LKPP dan Ahli Audit 
Keuangan Negara dari BPKP, dan selanjutnya Penyidik 
masih menunggu hasil koordinasi dengan BPKP 
Perwakilan NTB terkait Permintaan penyusunan HPS 
sesuai hasil koordinasi penyiidk dengan JPU Kejati 
NTB. Hal ini sesuai surat Kapolda NTB Nomor: B/4619/
XI/2014/Dit Reskrimsus tanggal 19 November 2014.

47. Perkara dugaan tindak pidana korupsi pencairan dana 
perjalanan dinas fiktif pada Sekretariat DPRD Kab. Pesisir 
Selatan Tahun Anggaran 2011, atau melakukan, yang 
menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan 
pidana yang terjadi pada tahun 2011 di Kantor Sekretariat 
DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas nama tersangka 
Mardinas N Syair (Ketua DPRD).
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan Surat KPK RI 

Nomor: R-1498/20-25/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014 
dilakukan permintaan perkembangan penanganan 
perkara TPK ke Kapolda Sumatera Barat

• Hasil Klarifikasi: Penyidikan perkara masih menunggu 
hasil penelitian berkas perkara oleh JPU Kejaksaan 
Negeri Painan. Hal ini sesuai surat Kapolda Sumatera 
Barat Nomor: B-3361/XI/2014/Dit Reskrimsus tanggal 
18 November 2014.

48. Perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian dana 
bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan Provinsi 
Jawa Tengah TA.2008 di Kabupaten Wonosobo dengan 
tersangka atas nama M.Iqbal Wibisono.
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan Surat KPK RI Nomor: 

R-1559/20-25/11/2014 tanggal 13 November 2014 
dilakukan permintaan perkembangan penanganan 
perkara TPK ke Kajati Jawa Tengah.

• Hasil Klarifikasi: Berkas perkara telah dilimpahkan 
oleh Kejati Jawa Tengah ke Pengadilan Tipikor pada PN 
Semarang tanggal 6 November 2014 dan Pengadilan 
telah menetapkan jadwal sidang pertama tanggal 17 
November 2014. Hal ini sesuai surat Kajati Jawa Tengah 
Nomor: B-5280/0.3/Ft.1/11/2014 tanggal 24 November 
2014.

49. Dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah KONI Padang 
Panjang TA. 2012 dengan tersangka an. Zulkarnain Harun 
(Ketua KONI Padang Panjang) dan An. Yudhi Fajar (Kepala 
DPPKAD Padang Panjang).
• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan Surat KPK RI Nomor: 

R-1523/20-25/11/2014 tanggal 21 November 2014 
dilakukan permintaan perkembangan penanganan 
perkara TPK ke Kajati Sumatera Barat.

• Hasil Klarifikasi: Perkara telah memperoleh vonnis 
Hakim ditingkat pertama dan banding, atas putusan 
dimaksud Penuntut Umum mengajukan Kasasi dan saat 
ini masih menunggu putusan kasasi. Hal ini sesuai surat 
Kajati Sumatera Barat Nomor: R-893/N.3/Fd.1/11/2014 
tanggal 21 November 2014.

50. Dugaan Penyimpangan pembangunan proyek fly over Simpang 
Lapan Padang Panjang dengan indikasi kerugian keuangan 
negara tahun 2009 sebesar 300 Juta Rupiah dan tahun 2010 
sebesar 400 juta rupiah.

• Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan Surat KPK RI Nomor: 
R-1523/20-25/11/2014 tanggal 21 November 2014 
dilakukan permintaan perkembangan penanganan 
perkara TPK ke Kajati Sumatera Barat.

• Hasil Klarifikasi: Perkara telah dilakukan penghentian 
penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti. 
Hal ini sesuai surat Kajati Sumatera Barat Nomor: 
R-893/N.3/Fd.1/11/2014 tanggal 21 November 2014

PELIMPAHAN
1. Dugaan TPK pengadaan iklan layanan masyarakat pada 

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta TA. 2007-2009 tanggal 
4 Februari 2014 yang diserahkan penanganannya kepada 
Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta.

2. Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan 
RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh TA 2008, diserahkan 
penanganannya ke Kejaksaan Tinggi Aceh berdasarkan Surat 
KPK RI kepada Jaksa Agung RI Nomor: R-4482/01-20/12/2013 
tanggal 31 Desember 2013 dan Penyerahan Dokumen pada 
tanggal 8 Mei 2014.

3. Kasus gratifikasi pejabat/pegawai Kemenkumham RI 
diserahkan penanganannya ke Pidsus Kejaksaan Agung 
RI berdasarkan surat KPK RI kepada Jaksa Agung RI 
Nomor: R-2987/01-20/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014 dan 
Penyerahan Dokumen pada tanggal 18 September 2014.

4. Kasus pembebasan tanah untuk pembangunan rel double 
double track (DDT) pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian 
Departemen Perhubungan Tahun 2006, diserahkan 
penanganan nya ke Kejaksaan Agung RI berdasarkan surat 
KPK RI kepada Jaksa Agung RI Nomor: R-4329/01-20/12/2013 
tanggal 16 Desember 2013 dan Penyerahan Dokumen pada 
tanggal 10 Maret 2014.

5. Dugaan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi 
sehubungan pemberian fasilitas kredit oleh PT. BRI Syariah 
Serang kepada PT. Nagari Jaya Sentosa (PT. NJS) dan 
PT. Javana Artha Buana (PT. JAB) atas nama tersangka 
SUDARYANTO SUDARGO, diserahkan penanganan nya 
ke Pidsus Kejagung RI berdasarka surat KPK RI kepada 
Jampidsus Kejaksaan RI Nomor: R-604/20-25/04/2014 
tanggal 17 April 2014 dan Penyerahan Dokumen pada tanggal 
13 Mei 2014.

6. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan penyediaan 
kebutuhan pengembangan bidang ilmu agroindustri 
Universitas Jenderal Soedirman tahun anggaran 2009, 
diserahkan penanganannya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 
berdasarkan surat KPK RI kepada Kejaksaan Tinggi Jawa 
Tengah Nomor: R-1615/20-25/12/2014 tanggal 5 Desember 
2014 dan Penyerahan Dokumen pada tanggal 15 Desember 
2014.

7. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran 
Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional 
Tahun 2009, dilimpahkan penanganannya ke Bareskrim 
Polri berdasarkan surat KPK RI kepada Bareskrim Polri 
Nomor: R-1423/20-25/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dan 
Penyerahan Dokumen pada tanggal 31 Oktober 2014.

8. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan deposito 
di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang diduga 
dilakukan oleh ABDULLAH VANATH selaku Bupati Seram 
Bagian Timur dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 
2 Milyar, dilimpahkan penanganannya ke Polda Maluku 
berdasarkan surat KPK RI kepada Polda Maluku Nomor: 
R-1078/20-25/07/2014 tanggal 2 Juli 2014 dan Penyerahan 
Dokumen pada tanggal 25 Agustus 2014.

PENGAMBILALIHAN
1. TPK pengelolaan anggaran Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 

pada Subdin Bina PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 dari Kejaksaan 
Tinggi Nusa Tenggara Timur.

2. TPK dalam pengadaan alat kesehatan untuk buffer stock/KLB 
dengan metode penunjukan langsung, yang dilaksanakan 
oleh Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan 
antara bulan Oktober 2005 sd Nopember 2005 an TSK Siti 
Fadilah Supari dari Bareskrim Polri.

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENINDAKAN
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HASIL SUPERVISI 
1. Kegiatan supervisi (paparan perkara) proses penghitungan 

kerugian keuangan Negara oleh BPK terkait penanganan 
perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alkes 
tahun 2006 pada Ditjen Binakesmas Depkes RI disidik oleh Dit 
Tipidkor Bareskrim Polri tanggal 24 Februari 2014 di Gedung 
KPK lantai 7.

2. Kegiatan supervisi (paparan perkara) terkait penanganan 
perkara dugaan TPK dalam pengadaan pembuatan peta 
topografi skala 1:1000 pada Dinas Tata Ruang Provinsi DKI 
Jakarta Tahun Anggaran 2010 oleh Ditreskrimsus Polda Metro 
Jaya tanggal 27 Februari 2014.

3. Dugaan TPK pada kegiatan pentas seni dan promosi budaya 
daerah di Anjungan Provinsi Bengkulu Taman Mini Indonesia 
Indah (TMII) Jakarta pada Dinas Perhubungan Komunikasi 
Informatika, Kebudayaan dan pariwisata Kab. Bengkulu 
Selatan TA 2011.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
•	 Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:61/01-20/11/2012, perkara ini dilakukan 
supervisi. Setelah dilakukan supervisi, Putusan 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu 
pada tanggal 25 November 2013 memutuskan untuk 
terdakwa Fauzi Murman (pidana penjara 1 tahun, 
denda Rp50 juta subsider 1 bulan dan membayar uang 
pengganti Rp146 juta) dan terdakwa Densi (pidana 
penjara 1 tahun, denda Rp50 juta subsider 1 bulan dan 
membayar uang pengganti Rp15 juta).

4. Dugaan TPK Pembangunan sarana ibadah di Desa Cinto 
Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kab. Kepahiang SKPD 
Dinsosnakertrans Kepahiang sumber dana APBD Kepahiang 
TA 2009
• Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor: 61/01-20/11/2012, perkara ini dilakukan 
supervisi. Setelah dilakukan supervisi, perkara ini 
telah dilimpahkan Penyidik kepada Jaksa Penuntut 
Umum/P-21 tahap 2.

5. Dugaan TPK pembangunan jaringan lampu jalan kota 
Bengkulu yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bengkulu 
TA 2007, 2008 dan 2009.
• Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor: 61/01-20/11/2012, perkara ini dilakukan 
supervisi. Setelah dilakukan supervisi, Putusan 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu 
pada tanggal 13 Januari 2014 memutuskan untuk 
terdakwa Jumeri Asri (pidana penjara 4 tahun 6 bulan, 
denda Rp200 juta subsider 6 bulan).

6. Dugaan TPK pengadaan jasa konsultansi pembuatan Detail 
Engeenering design (DED) Intake dan transmisi di PDAM kota 
Tegal tahun 2009.
• Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, perkara 
ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan supervisi, 
Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri 
Semarang pada tanggal 01 Februari 2013 memutuskan 
untuk terdakwa Moh. Iqbal (pidana penjara 7 tahun, 
denda Rp300 juta subsider 6 bulan dan membayar uang 
pengganti Rp946.131.100).

7. Dugaan TPK pada Proyek fiktif pengadaan alat pemancar RRI 
Purwokerto TA 2008 senilai Rp2.600.000.000.
• Posisi sebelum disupervisi: eksepsi Penasehat 

Hukum dikabulkan Majelis Hukum Pengadilan Negeri 
Purwokerto bahwa perkara nebis in idem.

• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 
tugas nomor:09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, perkara 
ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan supervisi, 
Putusan Mahkamah Agung memutuskan untuk 

terdakwa Teguh Tri Murdiono (pidana penjara 5 tahun, 
dan membayar uang pengganti Rp4,8 Miliar).

8. Dugaan TPK Penyalahgunaan keuangan daerah Kabupaten 
Sragen tahun 2003 s/d 2010 dalam pengelolaan/penggunaan 
keuangan daerah Kabupaten Sragen yang ditempatkan di PD 
BPR Djoko Tingkir Sragen dan PD BPR BPKK Karangmalang.
• Posisi sebelum disupervisi: diputus bebas.
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, 
perkara ini dilakukan supervisi karena Untung Sarono 
Wiyono diputus bebas oleh PN Tipikor Semarang. 
Setelah dilakukan supervisi, Putusan Mahkamah Agung 
memutuskan untuk terdakwa Untung Sarono Wiyono 
(saat itu Bupati Sragen) (pidana penjara 7 tahun, denda 
Rp200 juta subsider 6 bulan dan membayar uang 
pengganti Rp11 miliar).

9. Dugaan TPK Pembangunan Jalan Nusakambangan Kab. 
Cilacap tahun 2008.
• Posisi sebelum disupervisi: perkara terkendala krn 

BPKP Jateng belum dapat menghitung kerugian 
keuangan negara.

• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 
tugas nomor:09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, perkara 
ini dilakukan supervisi. Hasil supervisi Tim sepakat telah 
terjadi perbuatan melawan hukum dan sebelum BPKP 
melakukan perhitungan kerugian keuangan negara 
terlebih dahulu dilakukan pengujian fisik. Setelah 
dilakukan supervisi, ditindaklanjuti dengan meminta 
Dinas PU menguji fisik jalan dan ternyata hasil pengujian 
menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan spek 
sehingga perkara ini dihentikan penyidikannya.

10. Dugaan TPK pemberian uang Rp13,5 Miliard yang dilakukan 
Kepala Cabang PT. Adhi Karya Tbk Cabang Semarang kepada 
Pejabat Pemkab Kendal dalam pelaksanaan beberapa paket 
proyek di Kab. Kendal Jawa Tengah TA 2003-2004.
• Posisi sebelum disupervisi: diputus bebas.
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, perkara 
ini dilakukan supervisi krn terdakwa Suyatno diputus 
bebas oleh PN Tipikor Semarang. Setelah dilakukan 
supervisi, Putusan Mahkamah Agung memutuskan 
untuk terdakwa Suyatno (pidana penjara 5 tahun, denda 
Rp250 juta subsider 6 bulan).

11. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Rembang TA 
2006 dan 2007 sebesar Rp35.000.000.000 untuk penyertaan 
modal PT. Rembang Sejahtera Makmur/PT. Rembang Bangkit 
Sejahtera Jaya (PT.RBSJ) yang diduga dilakukan oleh Bupati 
Rembang (Moch Salim) dan HM. Siswadi (swasta) 
• Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, perkara 
ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan supervisi, 
untuk tersangka HM. Siswadi,SH, MKn sedang tahap 
persidangan sedangkan tersangka M.Salim/Bupati 
Rembang masih penyidikan menunggu ijin Presiden 
untuk penahanan.

12. Dugaan TPK Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota 
Salatiga TA 2008 pada Paket STA 1+800 s/d STA 8+350.
• Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, perkara 
ini dilakukan supervisi, Putusan PN Tipikor dan PT 
Tipikor terdakwa Titik Kirnaningsih,SE (pidana penjara 
5 tahun, denda Rp250 juta subsider 6 bulan membayar 
uang pengganti Rp2,5 Miliar).

13. Hasil supervisi atas perkara tindak pidana korupsi atas nama 
tersangka Berkah Mofaje Sarukur Caropebola Bin Kamarullah 
yang disidik oleh Ditreskrimsus Polda Lampung telah 
dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Lampung 
berdasarkan Surat Nomor; B-780/N.8.5/Ft.1/02/2014 tanggal 
28 Februari 2014 perihal pemberitahuan hasil penyidikan 
perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Berkah 
Mofaje Sarukur Caropeboka Bin Kamarullah.

14. Dugaan TPK pada Proyek Pembangunan Jalan Trans Papua 
Barat (Ayawasi-Kebar) dengan tersangka Efendi Siagian.
• Posisi sebelum disupervisi: merupakan hasil 

penyelidikan yang dilimpah oleh KPK, KPK mensupervisi 
kasus ini dengan memfasilitasi ahli fisik jalan.

• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan Putusan 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari 
pada tanggal 19 Maret 2014 memutuskan (pidana 
penjara 16 bulan, denda Rp50.000.000 subsider 2 bulan 
kurungan).

15. Dugaan TPK pada Proyek Pembangunan Jalan Trans Papua 
Barat (Ayawasi-Kebar) dengan tersangka Suwito Suhendar/
rekanan.
• Posisi sebelum disupervisi: merupakan hasil 

penyelidikan yang dilimpah oleh KPK, KPK mensupervisi 
kasus ini dengan memfasilitasi ahli fisik jalan.

• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan Putusan 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari 
pada tanggal 19 Maret 2014 memutuskan (pidana 
penjara 4 tahun, denda Rp200.000.000 subsider 3 bulan 
kurungan).

16. Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan mesin listrik 
tenaga diesel (Genset) dan trafo step-up di Kab Seruyan Prop 
Kalimantan Tengah TA 2007 atas nama terdakwa Effendy 
Hamlan (selaku ketua panitia pengadaan).
• Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini 

oleh Penyidik Polres Seruyan terkendala perhitungan 
kerugian keuangan negara, sehingga berkas bolak-
balik. Setelah P-21 kemudian dilimpahkan ke PN Tipikor 
Palangkaraya.

• Posisi setelah disupervisi: Berdasarkan laporan putusan 
Nomor: B-206/Q.2.18/Ft/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 
Perihal Laporan Putusan Pengadilan dalam Perkara 
Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Efendy 
Hamlan yang disampaikan oleh Kejari Seruyan, bahwa 
terhadap terdakwa Effendy Hamlan (selaku ketua panitia 
pengadaan) terbukti melakukan tindak pidana korupsi 
dengan vonis pidana penjara selama 4 Tahun dan Denda 
sebesar Rp50.000.000 subsider 6 bulan.

• Kerugian keuangan negara sebesar Rp2.800.000.000 
tidak dapat dibebankan kepada terdakwa karena 
dinikmati oleh tersangka Michael Kurniawan selaku 
rekanan yang saat ini masih dalam DPO Polres Seruyan.

17. Dugaan TPK berupa penyerahan sejumlah dana kepada 
Adriansyah bin Syahminan (selaku Bupati Kab. Tanah Laut) 
yang terkait dengan penyelesaian tata batas Kab. Tanah 
Laut dan Kab Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. 
Atas nama Tersangka Muhidin Bin alm. Acut (Walikota 
Banjarmasin).
• Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini oleh 

Penyidik Polda Kalimantan Selatan terkendala bahwa 
perbuatan pemberian sejumlah dana dianggap sebagai 
perbuatan perdata, sehingga berkas bolak-balik (P-19). 
Selanjutnya penanganan perkara tersebut dialihkan dan 
dilaksanakan penyidikannya oleh Dit. Tipidkor Bareskrim 
Polri.

• Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan 
beberapa kali koordinasi dan gelar perkara bersama 
(KPK, Pidsus Kejagung, Bareskrim Polri, Kejati Kalsel, 
Polda Kalsel) bertempat di kantor KPK, perkara tersebut 
dinyatakan P-21 pada tanggal 11 Maret 2014 oleh Kejati 
Kalsel (Sebagaimana diinformasikan oleh Dit. Tipidkor 
Bareskrim Polri melalui surat Nomor B/1367/Tipidkor/
III/2014/Bareskrim tanggal 14 Maret 2014).

18. Dugaan TPK berupa penerimaan sejumlah dana dari Muhidin 
Bin alm. Acut (Walikota Banjarmasin) yang terkait dengan 
penyelesaian tata batas Kab. Tanah Laut dan Kab Tanah 
Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Atas nama Tersangka 
Adriansyah bin Syahminan (selaku Bupati Kab. Tanah Laut).
• Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini oleh 

Penyidik Polda Kalimantan Selatan terkendala bahwa 
perbuatan pemberian sejumlah dana dianggap sebagai 
perbuatan perdata, sehingga berkas bolak-balik (P-19). 
Selanjutnya penanganan perkara tersebut dialihkan dan 
dilaksanakan penyidikannya oleh Dit. Tipidkor Bareskrim 

Polri.
• Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan 

beberapa kali koordinasi dan gelar perkara bersama 
(KPK, Pidsus Kejagung, Bareskrim Polri, Kejati Kalsel, 
Polda Kalsel) bertempat di kantor KPK, perkara tersebut 
dinyatakan P-21 pada tanggal 11 Maret 2014 oleh Kejati 
Kalsel (Sebagaimana diinformasikan oleh Dit. Tipidkor 
Bareskrim Polri melalui surat Nomor B/1368/Tipidkor/
III/2014/Bareskrim tanggal 14 Maret 2014).

19. Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/
penggelapan terhadap harta kekayaan milik negara berupa 
sebidang tanah milik Stasiun LPP RRI Kupang yang dilakukan 
oleh Marcel Abineno, dkk.
• Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini 

oleh Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat 
perbedaan pendapat antara Penyidik dan Penuntut 
Umum selaku peneliti berkas perkara terkait status 
kepemilikan tanah LPP-RRI Kupang, apakah termasuk 
aset negara; Selain hal tersebut juga terdapat perbedaan 
pendapat tentang jumlah besaran kerugian keuangan 
negara yang telah dihitung oleh BPKP Perwakilan NTT.

• Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan 
beberapa kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi 
bersama (KPK, Pidsus Kejagung, Was Kejagung, 
Bareskrim Polri, Kejati NTT, Polda NTT) bertempat di 
kantor Kejati NTT, berkas perkara tersebut dinyatakan 
P-21 pada tanggal 4 Februari 2014 oleh Kejati NTT 
(Surat Nomor B-283/P.3/Ft.1/02/2014 tanggal 4 Februari 
2014 perihal pemberitahuan penyidikan an. Tsk Marcel 
Abineno dan Tsk. Gerson Tanuab sudah lengkap).

20. Dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan pakaian 
Dinas beserta perlengkapannya pada Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kupang TA 2011 atas nama tersangka Margaritha 
Djami.
• Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini oleh 

Penyidik Polda NTT terkendala bahwa belum ditemukan 
adanya alat bukti yang cukup terjadinya perbuatan 
pidana yang dilakukan oleh tersangka Margaritha 
Djami; Berkas perkara an. Tersangka Margaritha Djami 
merupakan pengembangan penyidikan dari berkas 
perkara an. Tersangka Benyamin Nomleni (selaku KPA) 
yang telah diputus terlebih dahulu oleh PN Tipikor NTT.

• Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan 
beberapa kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi 
bersama (KPK, Pidsus Kejagung, Was Kejagung, 
Bareskrim Polri, Kejati NTT, Polda NTT) bertempat di 
kantor Kejati NTT, dengan hasil sebagai berikut:
a) Bahwa berdasarkan fakta yang terdapat pada 

berkas perkara hasil penyidikan, belum ditemukan 
adanya perbuatan pidana secara materiil yang 
dilakukan oleh an. Tersangka Margaritha Djami 
(selaku PPK).

b) Agar dilakukan pendalaman tentang fakta 
perbuatan tersangka yang dapat membuktikan 
adanya niat (mensrea) dalam tindak pidana 
tersebut. Apabila ditemukan bukti permulaan 
yang cukup, agar penyidik segera melimpahkan 
berkas perkara kepada penuntut umum selaku 
peneliti berkas perkara. Namun apabila penyidik 
tidak dapat menemukan bukti permulaan yang 
cukup terkait perbuatan pidana yang dilakukan 
oleh tersangka, maka demi kepastian hukum agar 
segera dilakukan penghentian penyidikan.

c) Berdasarkan surat Dirkrimsus Polda NTT kepada 
Kejati NTT yang ditembuskan kepada KPK Nomor 
B/312/XII/2013/Ditreskrimsus tanggal 23 Desember 
2013 perihal Pemberitahuan Penghentian 
Penyidikan an. tersangka Margaritha Djami (selaku 
PPK); bahwa perkara tersebut telah dihentikan.

21. Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan belanja bahan/obat-
obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada 
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara 
Timur TA. 2009, atas nama tersangka Kalumban Mali (selaku 
penyedia barang/jasa).
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• Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini 
oleh Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat 
perbedaan pendapat dari Penuntut Umum selaku 
peneliti berkas perkara terkait tentang jumlah kerugian 
keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP 
Perwakilan NTT dengan Total Lost, karena kenyataannya 
terdapat pupuk yang telah dibeli oleh rekanan walaupun 
pembelian pupuk tersebut terlambat dari waktu yang 
telah ditentukan.

• Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan 
beberapa kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi 
bersama (KPK, Pidsus Kejagung, Was Kejagung, 
Bareskrim Polri, Kejati NTT, Polda NTT) bertempat di 
kantor Kejati NTT, tim memberikan rekomendasi bahwa:
a) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti 

berkas perkara berkoordinasi secara intensif 
dalam rangka mempercepat proses penyelesaian 
penanganan perkara;

b) Agar penyidik dan penuntut umum selaku 
peneliti berkas perkara berpedoman pada hasil 
perhitungan kerugian keuangan negara BPKP 
Perwakilan NTT sebagai alat bukti sah yang akan 
dipertanggungjawabkan oleh ahli di persidangan;

c) Berkas perkara atas nama tersangka Kalumban 
Mali (selaku penyedia barang/jasa) dinyatakan 
sudah lengkap oleh Kejati NTT (Surat Nomor 
B-272/P.3/Ft.1/01/2014 tanggal 24 Januari 
2014 perihal pemberitahuan penyidikan an. Tsk 
Kalumban Mali sudah lengkap).

22. Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan belanja bahan/obat-
obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada 
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara 
Timur TA. 2009, atas nama tersangka Petrus Muga (selaku 
pengguna anggaran).
• Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini 

oleh Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat 
perbedaan pendapat dari Penuntut Umum selaku 
peneliti berkas perkara terkait tentang jumlah kerugian 
keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP 
Perwakilan NTT dengan Total Lost, karena kenyataannya 
terdapat pupuk yang telah dibeli oleh rekanan walaupun 
pembelian pupuk tersebut terlambat dari waktu yang 
telah ditentukan.

• Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan 
beberapa kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi 
bersama (KPK, Pidsus Kejagung, Was Kejagung, 
Bareskrim Polri, Kejati NTT, Polda NTT) bertempat di 
kantor Kejati NTT, tim memberikan rekomendasi bahwa:
a) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti 

berkas perkara berkoordinasi secara intensif 
dalam rangka mempercepat proses penyelesaian 
penanganan perkara;

b) Agar penyidik dan penuntut umum selaku 
peneliti berkas perkara berpedoman pada hasil 
perhitungan kerugian keuangan negara BPKP 
Perwakilan NTT sebagai alat bukti sah yang akan 
dipertanggungjawabkan oleh ahli di persidangan;

c) Berkas perkara atas nama tersangka Petrus Muga 
(selaku pengguna anggaran) dinyatakan sudah 
lengkap oleh Kejati NTT (Surat Nomor B-274/P.3/
Ft.1/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal 
pemberitahuan penyidikan an. Tsk Petrus Muga 
sudah lengkap).

23. Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan belanja bahan/obat-
obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada 
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara 
Timur TA. 2009, atas nama tersangka Harsono Ahmadi Koda, 
dkk (selaku panitia PHO).
• Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini 

oleh Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat 
perbedaan pendapat dari Penuntut Umum selaku 
peneliti berkas perkara terkait tentang jumlah kerugian 
keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP 
Perwakilan NTT dengan Total Lost, karena kenyataannya 
terdapat pupuk yang telah dibeli oleh rekanan walaupun 
pembelian pupuk tersebut terlambat dari waktu yang 
telah ditentukan. 

• Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan 
beberapa kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi 
bersama (KPK, Pidsus Kejagung, Was Kejagung, 
Bareskrim Polri, Kejati NTT, Polda NTT) bertempat di 
kantor Kejati NTT, tim memberikan rekomendasi bahwa:
a) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti 

berkas perkara berkoordinasi secara intensif 
dalam rangka mempercepat proses penyelesaian 
penanganan perkara;

b) Agar penyidik dan penuntut umum selaku 
peneliti berkas perkara berpedoman pada hasil 
perhitungan kerugian keuangan negara BPKP 
Perwakilan NTT sebagai alat bukti sah yang akan 
dipertanggungjawabkan oleh ahli di persidangan;

c) Berkas perkara atas nama tersangka Harsono 
Ahmadi Koda, dkk (selaku panitia PHO) dinyatakan 
sudah lengkap oleh Kejati NTT (Surat Nomor 
B-273/P.3/Ft.1/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 
perihal pemberitahuan penyidikan atas nama 
tersangka Harsono Ahmadi Koda, dkk sudah 
lengkap).

24. Dugaan TPK pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan 
KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu 
atas nama Tersangka Agus Salim.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Tahap Penyidikan.
• Posisi setelah disupervisi: P-21 berdasarkan Surat 

Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 
B-701/R.2.10/Ft.1/04/2014 tanggal 28 Maret 2014.

25. Dugaan TPK pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan 
KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu 
atas nama Tersangka Ryanto Layadi.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Tahap Penyidikan.
• Posisi setelah disupervisi: P-21 berdasarkan Surat 

Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 
B-702/R.2.10/Ft.1/04/2014 tanggal 28 Maret 2014.

26. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan tanah lokasi Tempat 
Pemakaman Umum (TPU) Kota Ambon tahun anggaran 2003 
dengan tersangka M.J Papilaja (mantan Walikota Ambon).
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:72/20-25/05/2013, perkara ini dilakukan 
supervisi. Setelah dilakukan supervisi, Berdasarkan 
surat Polda Maluku Nomor:B/73/IV/2014 tgl 5 April 
2014, telah dinyatakan lengkap dan tersangka telah 
diserahkan ke Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku 
tgl 28 April 2014).

27. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan tanah lokasi Tempat 
Pemakaman Umum (TPU) Kota Ambon tahun anggaran 2003 
dengan tersangka Simon Mustamu (mantan Kepala BPN Kota 
Ambon). 
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
•	 Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:72/20-25/05/2013, perkara ini dilakukan 
supervisi. Setelah dilakukan supervisi, Berdasarkan 
surat Polda Maluku Nomor:B/73/IV/2014 tgl 5 April 
2014, telah dinyatakan lengkap dan tersangka telah 
diserahkan ke Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku 
tgl 28 April 2014.

28. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Aceh Tenggara 
TA 2004-2006 atas nama tersangka Marthin Desky (Selaku 
Sekda Kab Aceh Tenggara).
•	 Posisi sebelum disupervisi:Perkara tersebut merupakan 

pelimpahan dari KPK kepada Kejati Aceh berdasarkan 
Surat R-1338/01-20/04/2012 tanggal 5 April 2012 perihal 
Penyerahan penanganan perkara TPK penyalahgunaan 
dana APBD Kab Aceh Tenggara TA 2004-2006.

• Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara 
TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Aceh Tenggara TA 
2004-2006 atas nama terpidana Armen Desky (selaku 
Bupati Kab. Aceh Tenggara) terdapat keterlibatan pihak 
lain.

• Posisi setelah disupervisi:Setelah dilaksanakan 
koordinasi dan gelar perkara, bahwa Kejati Aceh 
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-
06/N.1/Fd.1/04/2014 tanggal 10 April 2014 telah 

melaksanakan penyidikan dan menetapkan tersangka 
Marthin Desky (Selaku Sekda Kab Aceh Tenggara) dalam 
perkara TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Aceh 
Tenggara TA 2004-2006.

29. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Aceh Tenggara 
TA 2004-2006 atas nama tersangka Mhd. Yusuf (Selaku 
Pemegang Kas Bupati Kab Aceh Tenggara).
•	 Posisi sebelum disupervisi:

a) Perkara tersebut merupakan pelimpahan dari KPK 
kepada Kejati Aceh berdasarkan Surat R-1338/01-
20/04/2012 tanggal 5 April 2012 perihal Penyerahan 
penanganan perkara TPK penyalahgunaan dana 
APBD Kab Aceh Tenggara TA 2004-2006.

b) Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam 
perkara TPK penyalahgunaan dana APBD Kab 
Aceh Tenggara TA 2004-2006 atas nama terpidana 
Armen Desky (selaku Bupati Kab. Aceh Tenggara) 
terdapat keterlibatan pihak lain.

•	 Posisi setelah disupervisi:
a) Setelah dilaksanakan koordinasi dan gelar perkara, 

bahwa Kejati Aceh berdasarkan Surat Perintah 
Penyidikan Nomor Print-07/N.1/Fd.1/04/2014 
tanggal 10 April 2014 telah melaksanakan 
penyidikan dan menetapkan tersangka Mhd. Yusuf 
(Selaku Pemegang Kas Bupati Kab Aceh Tenggara) 
dalam perkara TPK penyalahgunaan dana APBD 
Kab Aceh Tenggara TA 2004-2006.

30. Dugaan TPK pada dalam pelaksanaan pembangunan gedung 
olahraga Andi Ninnong pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Wajo TA 2007-2008 dengan tersangka Suryadi (Pejabat 
Pembuat Komitmen).
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:55/01-20/12/2010, perkara ini dilakukan 
supervisi. Setelah dilakukan supervisi, berdasarkan 
putusan pengadilan Tipikor Makassar telah dinyatakan 
lengkap dan tersangka telah diserahkan ke Penuntut 
Umum Kejaksaan Tinggi Maluku tgl 28 April 2014.

31. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan televisi edukasi 
di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan TA 2007, dengan 
tersangka Sitti Nurbaena.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
• Posisi setelah disupervisi: Berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:55/01-20/12/2010 tanggal 9 Desember 
2010, perkara ini dilakukan supervisi. Setelah 
dilakukan supervisi, Pengadilan Negeri Makassar telah 
menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman 
1 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Makassar melalui 
putusan nomor PT: 02/Pid.sus.Kor/2012/PT.Mks yang 
terbit Kamis 13 Desember 2012 menetapkan hukuman 
pidana terhadap terdakwa dengan kurungan 2 tahun 
penjara denda Rp 50 juta Subsider 4 bulan penjara.

32. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan televisi edukasi 
di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan TA 2007, dengan 
tersangka Suherman Suardy.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:55/01-20/12/2010 tgl 9 Desember 2010, 
perkara ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan 
supervisi, Pengadilan Negeri Makassar telah 
menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman 
1 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Makassar melalui 
putusan nomor PT: 02/Pid.sus.Kor/2012/PT.Mks yang 
terbit Kamis 13 Desember 2012 menetapkan hukuman 
pidana terhadap terdakwa dengan kurungan 2 tahun 
penjara denda Rp 50 juta Subsider 4 bulan penjara.

33. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan televisi edukasi 
di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan TA 2007, dengan 
tersangka Syafruddin Mappagiling.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:55/01-20/12/2010 tgl 9 Desember 2010, 
perkara ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan 

supervisi, Pengadilan Negeri Makassar telah 
menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman 
1 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Makassar melalui 
putusan nomor PT: 02/Pid.sus.Kor/2012/PT.Mks yang 
terbit Kamis 13 Desember 2012 menetapkan hukuman 
pidana terhadap terdakwa dengan kurungan 2 tahun 
penjara denda Rp 50 juta Subsider 4 bulan penjara.

34. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan televisi edukasi 
di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan TA 2007, dengan 
tersangka Hermin Padaunan.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:55/01-20/12/2010 tgl 9 Desember 2010, 
perkara ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan 
supervisi, Pengadilan Negeri Makassar telah 
menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman 
1 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Makassar melalui 
putusan nomor PT: 02/Pid.sus.Kor/2012/PT.Mks yang 
terbit Kamis 13 Desember 2012 menetapkan hukuman 
pidana terhadap terdakwa dengan kurungan 2 tahun 
penjara denda Rp 50 juta Subsider 4 bulan penjara.

35. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan televisi edukasi 
di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan TA 2007, dengan 
tersangka Harkas.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:55/01-20/12/2010 tgl 9 Desember 2010, 
perkara ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan 
supervisi, Pengadilan Negeri Makassar telah 
menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman 
1 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Makassar melalui 
putusan nomor PT: 02/Pid.sus.Kor/2012/PT.Mks yang 
terbit Kamis 13 Desember 2012 menetapkan hukuman 
pidana terhadap terdakwa dengan kurungan 2 tahun 
penjara denda Rp 50 juta Subsider 4 bulan penjara.

36. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan televisi edukasi 
di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan TA 2007, dengan 
tersangka Imran Hasbie.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:55/01-20/12/2010 tgl 9 Desember 2010, 
perkara ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan 
supervisi, Pengadilan Negeri Makassar telah 
menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman 
1 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Makassar melalui 
putusan nomor PT: 02/Pid.sus.Kor/2012/PT.Mks yang 
terbit Kamis 13 Desember 2012 menetapkan hukuman 
pidana terhadap terdakwa dengan kurungan 2 tahun 
penjara denda Rp 50 juta Subsider 4 bulan penjara.

37. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan televisi edukasi 
di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan TA 2007, dengan 
tersangka Sylvia Maria Runtu Rambi.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:55/01-20/12/2010 tgl 9 Desember 2010, 
perkara ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan 
supervisi, Pengadilan Negeri Makassar telah 
menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman 
1 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Makassar melalui 
putusan nomor PT: 02/Pid.sus.Kor/2012/PT.Mks yang 
terbit Kamis 13 Desember 2012 menetapkan hukuman 
pidana terhadap terdakwa dengan kurungan 2 tahun 
penjara denda Rp 50 juta Subsider 4 bulan penjara.

38. Dugaan TPK APBD Kab. Morowali TA 2007 sebesar 
Rp4.000.000.000,00 yang diperuntukan sebagai dana 
penyertaan modal kepada PD Morowali a.n tersangka Datlin 
Tamalagi.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:18/01-20/06/2012 tgl 15 Juni 2012, perkara 
ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan supervisi, 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telah 
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menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman 
7,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan 
kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp500 
juta subsider 2 tahun penjara.

39. Dugaan TPK pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008, 
dengan tersangka Hasniah Tomayahu.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:55/01-20/12/2010 tgl 9 Desember 2010, 
perkara ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan 
supervisi, Terdakwa divonis bersalah dengan hukuman 
6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan 
penjara.

40. Dugaan TPK pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008, 
dengan tersangka Faisal Mooduto.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:55/01-20/12/2010 tgl 9 Desember 2010, 
perkara ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan 
supervisi, Terdakwa divonis bersalah dengan hukuman 
5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan 
penjara.

41. Perkara Perkara TPK Dana Bantuan Sosial sebesar 
Rp151.589.328.000 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan TA 2008 atas nama tersangka Muh Anwar Beddu.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Tahap Penyidikan.
•	 Posisi setelah disupervisi: berdasarkan Surat Tugas 

Pimpinan KPK Nomor: Sprin.Gas-18/01-20/06/2012 
tanggal 15 Juni 2012, perkara ini dilakukan supervisi dan 
berdasarkan Putusan PN Tipikor Mks No.20/Pid.sus/
PN.MKS/2012 tgl 06-09-2012 diputus: pidana penjara 2 
thn dan putusan PT Mks No.60/Pid.sus.kor/2012/PT.Mks 
tgl 10-01-2013-menguatkan putusan PN Tipikor Mks 
TPK dalam R-3924/01-20/11/2013 tanggal 14 November 
2013.

42. Perkara Perkara TPK Dana Bantuan Sosial sebesar 
Rp151.589.328.000 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan TA 2008 atas nama tersangka Andi Mualim (mantan 
Sekda Prov Sulsel).
•	 Posisi sebelum disupervisi: Tahap Penyidikan, sebagai 

saksi.
• Posisi setelah disupervisi: tahap persidangan

43. Dugaan TPK penggunaan anggaran belanja APBD tahun 2004 
Kota Magelang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 
2004 di Pemkot Magelang, dengan tersangka H. Fahriyanto 
(mantan Walikota Magelang).
• Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, perkara 
ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan supervisi, 
Terdakwa divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor 
Semarang dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, 
denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.

44. Dugaan TPK dalam pengadaan tanah untuk sarana dan 
prasarana olahraga di Kelurahan Karan Aur Kecamatan 
Pariaman Tengah Kota Pariaman TA 2007 dengan tersangka 
Mukhlis Rahman (Walikota Pariaman); Mahyuddin (mantan 
Walikota Pariaman) dan Anwar (mantan Kabag Tata 
Pemerintahan Kota Pariaman).
• Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik dan 
diambil penyidikannya oleh Jaksa Penuntut Umum 
Kejati Sumbar.

• Posisi setelah disupervisi: Berdasarkan surat perintah 
tugas nomor:09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, perkara 
ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan supervisi, 
masih tahap penuntutan dihentikan penuntutannya 
karena tidak terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum 
dan kerugian keuangan negara (sesuai surat Kejati 
Sumbar nomor:R-694/N.3/Fd.1/06/2013 tanggal 21 Juni 
2013, menjawab surat KPK nomor:R-598/25/04/2013 
tanggal 26 April 2013).

45. Dugaan tindak pidana korupsi dana ganti rugi tanaman yang 
terkena proyek jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra 
Tinggi) PLN Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon Bantul 
tahun 2005, atas nama tersangka Subakir (selaku kepala 
dusun) dkk.
• Posisi sebelum disupervisi: Bahwa Polres Bantul 

berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol 
SP.Sidik/52/II/2006/Res.Bantul tanggal 13 Februari 
2006 telah melaksanakan penyidikan tindak pidana 
korupsi dana ganti rugi tanaman yang terkena proyek 
jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) 
PLN Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon Bantul 
tahun 2005, atas nama tersangka Subakir, tersangka 
Sriwanto, tersangka Setiyawan; Proses prapenuntutan 
telah dilakukan penyerahan berkas perkara (tahap1) dan 
terkendala petunjuk P-19, sehingga untuk memenuhi 
P-19 tersebut pada tanggal 19 September 2012 
penyidikan dialihkan dan dilaksanakan oleh Polda DIY. 
Hingga Juni 2013 penyidik masih melengkapi petunjuk 
(P-19) melengkapi alat bukti di antaranya melaksanakan 
pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli. Telah 
dilaksanakan gelar perkara bertempat di Polda DIY 
pada Juli 2013, yang pada intinya agar penyidik segera 
melengkapi petunjuk (P-19) dari Penuntut Umum pada 
Kejari Bantul dan mengungkap pihak lain yang terlibat 
dalam perkara tindak pidana korupsi dimaksud.

• Posisi setelah disupervisi: Penanganan perkara tindak 
pidana korupsi dana ganti rugi tanaman yang terkena 
proyek jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra 
Tinggi) PLN Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon 
Bantul tahun 2005 atas nama terdakwa Subakir, terdakwa 
Sriwanto, terdakwa Setiyawan telah dilimpahkan ke 
PN Tipikor Yogyakarta berdasarkan Surat Pelimpahan 
Perkara Kejari Bantul Nomor B-02/O.4.13/Ft.1/05/2014 
tanggal 13 Mei 2014 dengan dakwaan Primair Pasal 2 
ayat (1) Jo. Pasal 18; Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 atau 
Pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

46. Dugaan tindak pidana korupsi dana ganti rugi tanaman yang 
terkena proyek jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra 
Tinggi) PLN Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon Bantul 
tahun 2005, atas nama tersangka Samin Hadi Susanto (selaku 
Karyawan PLN), tersangka Surono (selaku Karyawan PLN).
• Posisi sebelum disupervisi: Bahwa penanganan perkara 

atas nama tersangka Samin Hadi Susanto (selaku 
Karyawan PLN), tersangka Surono (selaku Karyawan 
PLN) merupakan pengembangan penyidikan atas nama 
tersangka Subakir, dkk dalam perkara tindak pidana 
korupsi dana ganti rugi tanaman yang terkena proyek 
jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) PLN 
Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon Bantul tahun 
2005.

• Posisi setelah disupervisi: Penanganan perkara tindak 
pidana korupsi dana ganti rugi tanaman yang terkena 
proyek jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra 
Tinggi) PLN Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon 
Bantul tahun 2005 atas nama terdakwa Samin Hadi 
Susanto (selaku Karyawan PLN) dan terdakwa Surono 
(selaku Karyawan PLN) telah dilimpahkan ke PN Tipikor 
Yogyakarta berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara 
Kejari Bantul Nomor B-03/O.4.13/Ft.1/05/2014 tanggal 
13 Mei 2014 dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) 
Jo. Pasal 18; Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 atau Pasal 
9 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

47. Dugaan tindak pidana korupsi dana ganti rugi tanaman yang 
terkena proyek jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra 
Tinggi) PLN Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon Bantul 
tahun 2005, atas nama tersangka Misman Nurcahono (selaku 
Karyawan PLN).
• Posisi sebelum disupervisi: Bahwa penanganan perkara 

atas nama Ir. Misman Nurcahono (selaku Karyawan 
PLN) merupakan pengembangan penyidikan atas nama 
tersangka Subakir, dkk dalam perkara tindak pidana 
korupsi dana ganti rugi tanaman yang terkena proyek 
jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) PLN 
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2005.

• Posisi setelah disupervisi: Penanganan perkara tindak 
pidana korupsi dana ganti rugi tanaman yang terkena 
proyek jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra 
Tinggi) PLN Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon 
Bantul tahun 2005 atas nama terdakwa Ir. Misman 
Nurcahono (selaku Karyawan PLN) telah dilimpahkan ke 
PN Tipikor Yogyakarta berdasarkan Surat Pelimpahan 
Perkara Kejari Bantul Nomor B-04/O.4.13/Ft.1/05/2014 
tanggal 13 Mei 2014 dengan dakwaan Primair Pasal 2 
ayat (1) Jo. Pasal 18; Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 atau 
Pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

48. Dugaan tindak pidana korupsi dana ganti rugi tanaman yang 
terkena proyek jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra 
Tinggi) PLN Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon Bantul 
tahun 2005, atas nama tersangka Suharto (selaku swasta) dan 
tersangka Djumakir Suhud (selaku swasta).
• Posisi sebelum disupervisi: Bahwa penanganan perkara 

atas nama tersangka Suharto (selaku swasta) dan 
tersangka Djumakir Suhud (selaku swasta) merupakan 
pengembangan penyidikan atas nama tersangka 
Subakir, dkk dalam perkara tindak pidana korupsi dana 
ganti rugi tanaman yang terkena proyek jalur SUTET 
(Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) PLN Semarang 
di wilayah Timbulharjo Sewon Bantul tahun 2005.

• Posisi setelah disupervisi: Penanganan perkara tindak 
pidana korupsi dana ganti rugi tanaman yang terkena 
proyek jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra 
Tinggi) PLN Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon 
Bantul tahun 2005 atas nama terdakwa Suharto 
(selaku swasta) dan terdakwa Djumakir Suhud (selaku 
swasta) telah dilimpahkan ke PN Tipikor Yogyakarta 
berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Kejari Bantul 
Nomor B-05/O.4.13/Ft.1/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 
dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18; 
Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 
Jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi

49. Dugaan TPK dan TPPU dan adanya transaksi yang 
mencurigakan pada PT. Bank Sulteng dari rekening 
001.01.03.25597-1 a.n. Pemegang Kas KDH Provinsi Sulawesi 
Tengah ke rekening pribadi atas nama Tersangka Ritha 
Sahara.
• Posisi sebelum disupervisi: Tahap Penyidikan.
• Posisi setelah disupervisi: P-21 berdasarkan surat 

Kajati Sulteng kepada Kajari Palu Nomor: B-226/R.2.5/
Ft.1/06/2014 tanggal 04 Juni 2014.

50. Dugaan TPK penggelapan Dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) Provinsi Sumatera Utara TA 2012 atas nama Tersangka 
Muhammad Ilyas.
• Posisi sebelum disupervisi: Tahap Penyidikan.
• Posisi setelah disupervisi: Penyidikan perkara dihentikan 

dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 
berdasarkan surat Kapolda Sumatera Utara kepada 
Kapolri dengan tembusan salah satunya kepada 
Pimpinan KPK Nomor: B/3450/VII/2014/Ditreskrimsus 
tanggal 11 Juli 2014.

51. Dugaan TPK penggunaan biaya perjalanan dinas di Bagian 
Umum pada Sekretariat Daerah Kab.Solok TA 2009, dengan 
tersangka Ismael dan Adril Datuk Bandro Kuning (mantan 
Sekda)
• Posisi sebelum disupervisi: Perhitungan Kerugian 

Keuangan Negara oleh Perwakilan BPK belum terbit.
• Posisi setelah disupervisi: untuk tersangka Adril Datuk 

Bandro Kuning dalam proses persidangan.
52. Dugaan TPK dalam pelaksanaan keguatan Rehabilitasi Sosial 

Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) Dana Usaha Kesejahteraan 
Sosial (UKS) Departemen Sosial RI tahun 2009 di Kaupaten 
Agam.
• Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

pelaksana pekerjaan adalah Kodim 0304/Agam.x
• Posisi setelah disupervisi: dihentikan penyidikannya 

(SP-3).

53. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Rembang TA 
2006 dan 2007 sebesar Rp35.000.000.000 untuk penyertaan 
modal PT. Rembang Sejahtera Makmur/ PT. Rembang Bangkit 
Sejahtera Jaya (PT.RBSJ) yang diduga dilakukan oleh Bupati 
Rembang (H. Moch Salim), Direktur PT.RBSJ (HM. Siswadi) 
dan Imam Sudjono (Direktur PT Sabda Amartha Bumi);
• Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, perkara 
ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan supervisi, 
tersangka M.Salim/Bupati Rembang divonis penjara 
selama dua tahun dan membayar denda sebesar Rp 100 
juta subsider enam bulan.

54. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Rembang TA 
2006 dan 2007 sebesar Rp35.000.000.000 untuk penyertaan 
modal PT. Rembang Sejahtera Makmur/ PT. Rembang Bangkit 
Sejahtera Jaya (PT.RBSJ) yang diduga dilakukan oleh Bupati 
Rembang (H. Moch Salim), Direktur PT.RBSJ (HM. Siswadi) 
dan Imam Sudjono (Direktur PT. Sabda Amartha Bumi;
• Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
• Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, perkara 
ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan supervisi, 
tersangka Imam Sudjono (Direktur PT Sabda Amartha 
Bumi (SAB), berdasarkan putusan pengadilan Tipikor 
tertanggal 19 Februari 2014, divonis 4,6 tahun penjara, 
pidana denda sebesar Rp200 juta atau setara dengan 
enam bulan kurungan serta diwajibkan membayar uang 
pengganti kerugian Negara sebesar Rp4,5 miliar.

55. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Rembang TA 
2006 dan 2007 sebesar Rp35.000.000.000 untuk penyertaan 
modal PT. Rembang Sejahtera Makmur/ PT. Rembang Bangkit 
Sejahtera Jaya (PT.RBSJ) yang diduga dilakukan oleh Bupati 
Rembang (H. Moch Salim), Direktur PT.RBSJ (HM. Siswadi) 
dan Imam Sudjono (Direktur PT. Sabda Amartha Bumi;
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, perkara 
ini dilakukan supervisi. Setelah dilakukan supervisi, 
tersangka HM. Siswadi (Direktur PT. Rembang Bangkit 
Sejahtera Jaya/RBSJ), berdasarkan putusan pengadilan 
Tipikor, divonis 3 tahun penjara, pidana denda sebesar 
Rp100 juta atau setara dengan enam bulan kurungan.

56. Dugaan TPK Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota 
Salatiga TA 2008 pada Paket STA 1+800 s/d STA 8+350.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: berdasarkan surat perintah 

tugas nomor:09/01-20/04/2012 tgl 24 April 2012, perkara 
ini dilakukan supervisi, Putusan PN Tipikor terdakwa 
John Manoppo mantan Walikota Salatiga (pidana penjara 
3,5 tahun, denda Rp100 juta subsider 3 bulan).

57. Dugaan TPK Pengadaan tanah oleh Pemda Kabupaten 
Pelelawan Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2011 a.n tersangka 
Syahrizal Hamid
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: perkara ini dilakukan 

supervisi pada tanggal 6 Mei 2013, Putusan PN Tipikor 
(pidana penjara 8 tahun, denda Rp350 juta subsider 5 
tahun membayar uang pengganti Rp3 Miliar).

58. Dugaan TPK Pengadaan tanah oleh Pemda Kabupaten 
Pelelawan Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2011 a.n tersangka 
Tengku Al Azmi.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: perkara ini dilakukan 

supervisi pada tanggal 6 Mei 2013, Putusan PN Tipikor 
(pidana penjara 7 tahun, denda Rp350 juta subsider 5 
tahun membayar uang pengganti Rp950 juta).
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59. Dugaan TPK Pengadaan tanah oleh Pemda Kabupaten 
Pelelawan Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2011 a.n tersangka 
Lamudin.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: perkara ini dilakukan 

supervisi pada tanggal 6 Mei 2013, Putusan PN Tipikor 
(pidana penjara 5,5 tahun, denda Rp350 juta subsider 5 
tahun).

60. Dugaan TPK Pengadaan tanah oleh Pemda Kabupaten 
Pelelawan Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2011 a.n tersangka 
Alfian.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: perkara ini dilakukan 

supervisi pada tanggal 6 Mei 2013, Putusan PN Tipikor 
(pidana penjara 5,5 tahun, denda Rp350 juta subsider 5 
tahun).

61. Dugaan TPK Penggunaan Keuangan Daerah Kab Aru 
khususnya Kegiatan MTQ XXIV di Kota Dobo dan Kegiatan 
Organisasi Sosial Hibah pada Kab Kepulauan Aru TA 2011. 
Tersangka Umar Djabumona (Plt. Bupati Kepulauan Aru), 
dkk.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: perkara ini dilakukan 

supervisi pada tanggal 23 Mei 2013, Putusan PN Tipikor, 
dibebaskan

62. Dugaan TPK pada Pembangunan Gedung Rektorat, Fakultas 
Syari’ah dan Fakultas Dakwah dengan biaya dari APBN/ABT 
2005 sebesar Rp 9.409.675.000 dengan dugaan kerugian 
negara Rp 1,9 M, dengan tersangka Lukman Al Hakim.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala karena 

dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik;
•	 Posisi setelah disupervisi: perkara ini dilakukan 

supervisi pada tanggal 20 Nopember 2012, Putusan 
PN Tipikor (Pidana penjara 1 tahun, denda Rp 50 juta 
subsider 6 bulan kurungan)

63. Supervisi perkara TPK di bagian Pemerintahan Sekretariat 
Kota Tanjung Pinang tentang pembebasan lahan untuk 
pembangunan USB sekolah terpadu melalui APBD Tahun 
2009 yang dilakukan oleh tersangka atas nama Deddy 
Chandra.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Penyidikan terkendala 

pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum (P-19) atas 
penyerahan berkas tahap-1 dari penyidik Polres Kota 
Tanjung Pinang.

•	 Posisi setelah disupervisi: Berkas perkara atas nama 
tersangka Deddy Chandra telah dilakukan penyerahan 
tersangka dan barang bukti (tahap II) oleh Penyidik 
Polres Tanjung Pinang kepada Jaksa penuntut umum 
pada kejaksaan negeri Tanjung Pinang, berdasarkan 
surat Polres Tanjung Pinang kepada Kajari Tanjung 
Pinang nomor: SPTB/27/VII/2014/Reskrim tanggal 14 
Juli 2014.

64. Supervisi perkara TPK di bagian pemerintahan Sekretariat 
Kota Tanjung Pinang tentang pembebasan tanah untuk 
pembuatan USB sekolah terpadu melalui APBD tahun 2009 
yang dilakukan oleh tersangka atas nama Gustian Bayu.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Belum ada penetepan 

tersangka atas nama Gustian Bayu sebagai pihak yang 
turut bertanggungjawab sebagai pelaku tindak pidana 
korupsi.

•	 Posisi setelah disupervisi: Penyidik Polres Tanjung 
pinang telah menetapkan tersangka atas nama Gustian 
Bayu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor 
SP. Sidik/30/IV/2014/Reskrim tanggal 30 April 2014 
dan hasil penyidikannya sudah lengkap berdasarkan 
Surat Nomor: B-1285/N.10.10/Fd.1/09/2014 tanggal 18 
September 2014. 

65. Supervisi perkara TPK di bagian pemerintahan Sekretariat 
Kota Tanjung Pinang tentang pembebasan lahan untuk 
pembangunan USB sekolah terpadu melalui APBD Tahun 
2009 yang dilakukan oleh Tersangka atas nama Yusrizal.

•	 Posisi sebelum disupervisi: Belum ada penetapan 
tersangka atas nama Yusrizal sebagai pihak yang turut 
bertanggungjawab sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

•	 Posisi setelah disupervisi: Penyidik Polres Tanjung 
Pinang telah menetapkan Tersangka atas nama Yusrizal 
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Polres Tanjung 
Pinang nomor Sprin.Sidik/51/VII/2014/Reskrim tanggal 
15 Juli 2014.

66. Supervisi perkara TPK di bagian pemerintahan Sekretariat 
Kota Tanjung Pinang tentang pembebasan lahan untuk 
pembangunan USB sekolah terpadu melalui APBD Tahun 
2009 yang dilakukan oleh Tersangka atas nama Syafrizal.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Belum ada penetapan 

tersangka atas nama Syafrizall sebagai pihak yang 
turut bertanggungjawab sebagai pelaku tindak pidana 
korupsi.

•	 Posisi setelah disupervisi: Penyidik Polres Tanjung 
Pinang telah menetapkan Tersangka atas nama Syafrizal 
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Polres Tanjung 
Pinang nomor Sprin.Sidik/52/VII/2014/Reskrim tanggal 
15 Juli 2014.

67. Supervisi perkara TPK dalam pengadaan video tron pada 
Kementerian Koperasi dan UKM atas nama tersangka Riefan 
Afrian.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Dalam perkara a quo hanya 

ditetapkan 1 (satu) orang Tersangka atas nama Hendra 
Saputra.

•	 Posisi setelah disupervisi: Setelah dilakukan diskusi, 
maka Kejati DKI menetapkan Tersangka lain atas nama 
Riefan Avrian (Direktur PT. Rifuel) berdasarkan Spindik 
Nomor: Prin-764/O.1/Fd.1/05/2014 tanggal 16 Mei 2014.

68. Supervisi perkara TPK dalam pengadaan video tron pada 
Kementerian Koperasi dan UKM atas nama tersangka Hendra 
Saputra.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Kerugian negara yang 

dihitung oleh BPKP berdasarkan hasil pengecekan fisik 
oleh ahli teknis adalah Rp4,8 Miliar.

•	 Posisi setelah disupervisi: Berdasarkan cek fisik oleh 
ahli teknis dari ITB terhadap spesifikasi teknik video 
tron, ditemukan kerugian negara yang belum dihitung 
sebesar Rp3,3 Miliar sehingga kerugian negara yang 
dihitung oleh BPKP menjadi sebesar Rp8,1 Miliar, namun 
atas kerugian negara tersebut telah dikembalikan ke 
kas negara sebesar Rp2,695 Miliar. 

•	 Perkara telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN 
Jakarta Pusat.

69. Supervisi perkara TPK dalam pengadaan video tron pada 
Kementerian Koperasi dan UKM atas nama tersangka Riefan 
Afrian.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara masih dalam tahap 

penyidikan.
•	 Posisi setelah disupervisi: Perkara telah tahap II dan saat 

ini telah masuk dalam tahap persidangan di Pengadilan 
Tipokir pada PN Jakarta Pusat.

70. Supervisi perkara tindak pidana korupsi program Pendidikan 
Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Pemda & Olahraga 
Prov. NTT TA 2007.
•	 Posisi sebelum disupervisi: ilaksanakan gelar perkara 

terkait kendala penyidikan yang terjadi dalam perkara a 
quo.

•	 Posisi setelah disupervisi: Berdasarkan hasil koordinasi, 
Kejati NTT menyerahkan penyidikan perkara a quo 
kepada KPK melalui Unit Koorsup untuk dilaksanakan 
penyidikan oleh Kedeputian Penindakan KPK (Berita 
Acara Penyerahan Perkara tertanggal 15 September 
2014).

71. Supervisi Dugaan TPK sehubungan dengan penyalahgunaan 
dana APBD Kab. Aceh Tenggara TA 2004-2006 atas nama 
tersangka Marthin Desky (Selaku Sekda Kab. Aceh Tenggara).
•	 Posisi sebelum disupervisi: Dilaksanakan koordinasi 

dan gelar perkara, bahwa Kejati Aceh berdasarkan Surat 
Perintah Penyidikan Nomor Print-06/N.1/Fd.1/04/2014 
tanggal 10 April 2014 telah melaksanakan penyidikan 
dan menetapkan tersangka Marthin Desky (Selaku Sekda 
Kab Aceh Tenggara) dalam perkara TPK penyalahgunaan 
dana APBD Kab Aceh Tenggara TA 2004-2006.

•	 Posisi setelah disupervisi: Berkas perkara lengkap 
terhadap tersangka Marthin Desky (Selaku Sekda Kab 
Aceh Tenggara) dinyatakan Tahap II untuk selanjutnya 
dilakukan monitoring terhadap penuntutan perkara 
tersebut.

72. Supervisi perkara TPK Dugaan TPK penyalahgunaan dana 
APBD Kab Aceh Tenggara TA 2004-2006 atas nama tersangka 
Mhd. Yusuf (Selaku Pemegang Kas Bupati Kab Aceh 
Tenggara).
•	 Posisi sebelum disupervisi: Dilaksanakan koordinasi 

dan gelar perkara, bahwa Kejati Aceh berdasarkan Surat 
Perintah Penyidikan Nomor Print-07/N.1/Fd.1/04/2014 
tanggal 10 April 2014 telah melaksanakan penyidikan dan 
menetapkan tersangka Mhd. Yusuf (Selaku Pemegang 
Kas Bupati Kab Aceh Tenggara) dalam perkara TPK 
penyalahgunaan dana APBD Kab Aceh Tenggara TA 
2004-2006.

•	 Posisi setelah disupervisi: berkas perkara lengkap 
terhadap tersangka Mhd. Yusuf (Selaku Pemegang Kas 
Bupati Kab Aceh Tenggara) dinyatakan Tahap II untuk 
selanjutnya dilakukan monitoring terhadap penuntutan 
perkara tersebut.

73. Supervisi penanganan perkara TPK pengembangan distribusi 
air minum pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 
di Kec. Manggis, Kec. Karangasem, Kec. Kubu, Kec. Abang 
Kabupaten Karangasem APBD TA 2009 dan TA 2010 atas 
nama tersangka I Wayan Arnawa (Kepala Dinas PU Kabupaten 
Karangasem Tahun 2009-2010).
•	 Posisi sebelum disupervisi: Setelah Terbit laporan 

perhitungan kerugian negara maka Unit Koorsup 
melakukan koordinasi dengan Polda Bali dan Kejati Bali 
terkait pelimpahan berkas perkara (tahap I).

•	 Posisi setelah disupervisi: Telah dilaksanakan 
penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) 
dalam perkara tersebut berdasarkan Berita Acara 
Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tertanggal 23 
Oktober 2014. untuk selanjutnya Unit Koorsup akan terus 
berkoordinasi terkait Penuntutan perkara tersebut.

74. Supervisi penanganan perkara TPK pengembangan distribusi 
air minum pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/air 
minum di Kec. Manggis, Kec. Karangasem, Kec. Kubu, Kec. 
Abang Kabupaten Karangasem APBD TA 2009 dan TA 2010 
atas nama tersangka Wijaya Imam Santosa selaku Kepala 
Divisi VII PT. Adhi Karya Persero Tbk.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Dalam penyidikan perkara 

atas nama tersangka I Wayan Arnawa (Kepala Dinas 
PU Kabupaten Karangasem Tahun 2009-2010) terdapat 
pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban 
pidana, yakni terhadap Wijaya Imam Santosa selaku 
penyedia barang jasa.

•	 Posisi setelah disupervisi: Setelah dilakukan koordinasi, 
Penyidik Polda Bali menetapkan tersangka Wijaya Imam 
Santosa selaku Kepala Divisi VII PT. Adhi Karya Persero 
Tbk. untuk selanjutnya Unit Koorsup akan melaksanakan 
monitoring terhadap penyidikan tersebut.

75. Perkara TPK pada penyimpangan dan atau penyalahgunaan 
Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan APBD Tahun Anggaran 2008 atas nama Terpidana 
Andi Muallim.
•	 Posisi sebelum disupervisi: tahap penuntutan.
•	 Posisi setelah disupervisi: Putusan Pengadilan Tipikor 

pada PN Kota Makasar.
•	 Vonis: 2 Tahun Penjara, Denda 50 Juta Subsidair 3 Bulan.

76. Dugaan TPK pada kegiatan ppengadaan tanah lokasi Tempat 
Pemakaman Umum (TPU) Kota Ambon tahun anggaran 2003 
dengan tersangka M.J Papilaja (mantan Walikota Ambon).
•	 Posisi sebelum disupervisi: Perkara terkendala 

karena dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada 
Penyidik; berdasarkan surat perintah tugas 
nomor:72/20-25/05/2013, perkara ini dilakukan 
supervisi.

•	 Posisi setelah disupervisi: berdasarkan putusan 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon 
M.J Papilaja diputus bersalah dengan putusan: pidana 
penjara 1 tahun; denda 100 juta subsider 3 bulan 
kurungan.

77. Dugaan TPK berupa penerimaan hibah atau sesuatu oleh 
pemeriksa pajak pada KPP Bandung Karees secara melawan 
hukum dan atau dengan menyalahgunakan kewenangan nya 
terkait dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan pada PT 
Netway Utama tahun 2007, ditangani oleh Bareskrim Polri. 
•	 Status sebelum disupervisi: Penyidikan. 
•	 Status setelah disupervisi: sudah diputus oleh 

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, 
dengan putusan:
a) Abdul Gani : penjara 1 tahun 4 bulan
b) Amry : penjara 1 tahun 4 bulan
c) Nurachman : penjara 1 tahun 4 bulan
d) Erikson : penjara 1 tahun 4 bulan
e) Tumpak Johni Purba: 1 tahun 6 bulan; denda 50 

juta subsider 3 bulan
78. Perkara TPK dalam pemberian tunjangan perumahan/sewa 

rumah kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Pare-Pare, 
dengan sumber dana APBD Kota Pare-Pare TA 2004 dan 2005 
atas nama tersangka Ramadhan Umasangaji, selaku Sekwan 
DPRD Kota Pare-Pare, ditangani oleh Polda Sulsel.
•	 Status sebelum disupervisi: Penyidikan. 
•	 Status setelah disupervisi: putusan pengadilan tipikor 

pada pengadilan negeri Makassar. Terdakwa EC. H. 
Anwar Thalib divonis: 9 bulan).

79. Perkara TPK dalam pemberian tunjangan perumahan/sewa 
rumah kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Pare-Pare, 
dengan sumber dana APBD Kota Pare-Pare TA 2004 dan 2005 
atas nama tersangka Ramadhan Umasangaji, selaku Sekwan 
DPRD Kota Pare-Pare, ditangani oleh Polda Sulsel.
•	 Status sebelum disupervisi: Penyidikan. 
•	 Status setelah disupervisi: putusan pengadilan tipikor 

pada pengadilan negeri Makassar. Terdakwa Ramadhan 
Umasangaji divonis: 1 tahun percobaan 2 tahun).

80. Penyidikan dugaan TPK oleh Sudirman Lannurung, selaku 
Direktur Utama Perusda Rumah Potong Hewan (PD.RPH) 
Kota Makassar yang telah memberikan pinjaman kepada 
pihak lain tanpa memenuhi prosedur dan ketentuan yang 
berlaku mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 
Rp1.353.577.500 ditangani oleh Polda Sulsel.
•	 Status sebelum disupervisi: Penyidikan. 
•	 Status setelah disupervisi: tahap persidangan.

81. Dugaan TPK yang diduga dilakukan Tati Ruswati dan 
Hendri Paulus Silalahi dengan cara Tati Ruswati telah 
menandatanagani atau menerbitkan 2 (dua) SP2D No. 
07372/1.03.01/BL-LS/XII/2008 tanggal 28 Desember 2008 atas 
nama Hendrik Paulus Silalahi yang kemudian dicairkan atau 
dipindahbukukan pada tanggal 26 Desember 2008 sebesar 
Rp425.402.400,00. 
•	 Status sebelum disupervisi: Penyidikan. 
•	 Status setelah disupervisi: Putusan Pengadilan Tipikor 

Bandung; Pidana penjara 1 tahun, denda Rp50.000.000 
subsider 1 bulan. 

82. Dugaan TPK Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Kabupaten 
Pelelawan tahun 2007, 2008, 2009 dan 2011 yang diduga 
merugikan keuangan negara/daerah sebesar kurang lebih 
Rp38 Miliar A.n tersangka Marwan Ibrahim (Ditangani oleh 
Polda Riau,
• Status sebelum disupervisi: Penyidikan P-19. 
•	 Status setelah disupervisi: Proses Pesidangan).

83. Dugaan TPK Penyelewengan Dana APBD Kabupaten Sumba 
Timur TA 2005-2006 dengan tersangka Deny Untono alias 
Deny.
•	 Status sebelum disupervisi: Penyidikan. 
•	 Status setelah disupervisi: sudah limpah barang bukti 

berikut tersangkanya ke Kejari Waingapu, sesuai 
surat surat Polda NTT nomor:B/380/IV/2013/Polres 
ST tanggal 8 April 2013, putusan Pengadilan Tipikor 
Kupang terdakwa diputus bersalah dan divonis 5 tahun; 
mengganti kerugian keuangan negara 6,2 Miliar rupiah; 
denda 200 juta subsidair 3 bulan).

84. Perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/
penggelapan terhadap harta kekayaan milik negara berupa 
sebidang tanah milik Stasiun LPP RRI Kupang yang dilakukan 
oleh Marcel Abineno, dkk.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini 

oleh Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat 
perbedaan pendapat antara Penyidik dan Penuntut 
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Umum selaku peneliti berkas perkara terkait status 
kepemilikan tanah LPP-RRI Kupang, apakah termasuk 
aset negara; Selain hal tersebut juga terdapat perbedaan 
pendapat tentang jumlah besaran kerugian keuangan 
negara yang telah dihitung oleh BPKP Perwakilan NTT.

•	 Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan 
beberapa kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi 
bersama (KPK, Pidsus Kejagung, Was Kejagung, 
Bareskrim Polri, Kejati NTT, Polda NTT) bertempat di 
kantor Kejati NTT, berkas perkara tersebut dinyatakan 
P-21 pada tanggal 4 Februari 2014 oleh Kejati NTT (Surat 
Nomor B-283/P.3/Ft.1/02/2014 tanggal 4 Februari 2014 
perihal pemberitahuan penyidikan An. Tersangka Marcel 
Abineno dan Tersangka Gerson Tanuab sudah lengkap. 
Putusan Pengadilan Tipikor Kupang, Gerson Tanuab di 
vonis 5 tahun penjara).

85. TPK di bagian pemerintahan Sekretariat Kota Tanjung Pinang 
tentang pembebasan lahan untuk pembangunan USB sekolah 
terpadu melalui APBD Tahun 2009 yang dilakukan oleh 
Tersangka atas nama Deddy Chandra.
•	 Posisi sebelum disupervisi: Penyidikan terkendala 

pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-19) atas 
penyerahan berkas tahap- 1 dari Penyidik Polres Kota 
Tanjung Pinang.

•	 Posisi setelah disupervisi: Proses Persidangan.
86. Perkara TPK tindak pidana korupsi pengadaan belanja bahan/

obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija 
pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara 
Timur TA. 2009, atas nama tersangka Kalumban Mali (selaku 
penyedia barang/jasa).
•	 Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini 

oleh Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat 
perbedaan pendapat dari Penuntut Umum selaku 
peneliti berkas perkara terkait tentang jumlah kerugian 
keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP 
Perwakilan NTT dengan Total Lost, karena kenyataannya 
terdapat pupuk yang telah dibeli oleh rekanan walaupun 
pembelian pupuk tersebut terlambat dari waktu yang 
telah ditentukan. 

•	 Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan 
beberapa kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi 
bersama (KPK, Pidsus Kejagung, Was Kejagung, 
Bareskrim Polri, Kejati NTT, Polda NTT) bertempat di 
kantor Kejati NTT, tim memberikan rekomendasi bahwa:
a) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti 

berkas perkara berkoordinasi secara intensif 
dalam rangka mempercepat proses penyelesaian 
penanganan perkara

b) Agar penyidik dan penuntut umum selaku 
peneliti berkas perkara berpedoman pada hasil 
perhitungan kerugian keuangan negara BPKP 
Perwakilan NTT sebagai alat bukti sah yang akan 
dipertanggungjawabkan oleh ahli di persidangan

c) Berkas perkara atas nama tersangka Kalumban 
Mali (selaku penyedia barang/jasa) dinyatakan 
sudah lengkap oleh Kejati NTT (Surat Nomor 
B-272/P.3/Ft.1/01/2014 tanggal 24 Januari 
2014 perihal pemberitahuan penyidikan an. Tsk 
Kalumban Mali sudah lengkap)

d) Putusan Pengadilan Tipikor Kupang, terdakwa 
divonis 8 tahun penjara; denda 300 juta 
subsider 3 bulan dan membayar uang pengganti 
Rp503.504.908,00.

87. Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan belanja bahan/obat-
obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada 
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara 
Timur TA. 2009, atas nama tersangka Petrus Muga (selaku 
pengguna anggaran).
•	 Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini 

oleh Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat 
perbedaan pendapat dari Penuntut Umum selaku 
peneliti berkas perkara terkait tentang jumlah kerugian 
keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP 
Perwakilan NTT dengan Total Lost, karena kenyataannya 
terdapat pupuk yang telah dibeli oleh rekanan walaupun 

pembelian pupuk tersebut terlambat dari waktu yang 
telah ditentukan. 

•	 Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan 
beberapa kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi 
bersama (KPK, Pidsus Kejagung, Was Kejagung, 
Bareskrim Polri, Kejati NTT, Polda NTT) bertempat di 
kantor Kejati NTT, tim memberikan rekomendasi bahwa: 
a) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti 

berkas perkara berkoordinasi secara intensif 
dalam rangka mempercepat proses penyelesaian 
penanganan perkara;

b) Agar penyidik dan penuntut umum selaku 
peneliti berkas perkara berpedoman pada hasil 
perhitungan kerugian keuangan negara BPKP 
Perwakilan NTT sebagai alat bukti sah yang akan 
dipertanggungjawabkan oleh ahli di persidangan.

c) Berkas perkara atas nama tersangka Ir. PETRUS 
MUGA (selaku pengguna anggaran) dinyatakan 
sudah lengkap oleh Kejati NTT (Surat Nomor 
B-274/P.3/Ft.1/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 
perihal pemberitahuan penyidikan an. Tsk Ir. 
PETRUS MUGA sudah lengkap)

d) Putusan Pengadilan Tipikor Kupang, terdakwa 
divonis 4 tahun penjara; denda 200 juta subsider 2 
bulan.

88. Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan belanja bahan/obat-
obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada 
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara 
Timur TA. 2009, atas nama tersangka Harsono Ahmadi Koda 
(selaku panitia PHO).
•	 Posisi sebelum disupervisi: Penanganan perkara ini 

oleh Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat 
perbedaan pendapat dari Penuntut Umum selaku 
peneliti berkas perkara terkait tentang jumlah kerugian 
keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP 
Perwakilan NTT dengan Total Lost, karena kenyataannya 
terdapat pupuk yang telah dibeli oleh rekanan walaupun 
pembelian pupuk tersebut terlambat dari waktu yang 
telah ditentukan. 

•	 Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan 
beberapa kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi 
bersama (KPK, Pidsus Kejagung, Was Kejagung, 
Bareskrim Polri, Kejati NTT, Polda NTT) bertempat di 
kantor Kejati NTT, tim memberikan rekomendasi bahwa:
a) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti 

berkas perkara berkoordinasi secara intensif 
dalam rangka mempercepat proses penyelesaian 
penanganan perkara;

b) Agar penyidik dan penuntut umum selaku 
peneliti berkas perkara berpedoman pada hasil 
perhitungan kerugian keuangan negara BPKP 
Perwakilan NTT sebagai alat bukti sah yang akan 
dipertanggungjawabkan oleh ahli di persidangan.

c) Berkas perkara atas nama tersangka Harsono 
Ahmadi Koda, dkk (selaku panitia PHO) dinyatakan 
sudah lengkap oleh Kejati NTT (Surat Nomor 
B-273/P.3/Ft.1/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 
perihal pemberitahuan penyidikan an. Tsk Harsono 
Ahmadi Koda, dkk sudah lengkap)

d) Putusan Pengadilan Tipikor Kupang, terdakwa di 
vonis 2 tahun penjara; denda Rp50juta subsider 1 
bulan kurungan.

89. Dugaan TPK DAK-DR tahun 2001-2002 dengan tersangka 
Marconi Stenly bin A. Boekit 
•	 Status sebelum disupervisi: Penyidikan. 
•	 Status setelah disupervisi: vonis 2 tahun penjara; 

membayar uang pengganti Rp45 juta; denda Rp150 juta 
subsider 6 bulan.

90. Perkara TPK pengadaan keramba jaring apung (KJA) TA 
2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung atas nama tersangka Yulistyo Mudho. 
•	 Status sebelum disupervisi: Penyidikan. 
•	 Status setelah disupervisi: Putusan Pengadilan Tipikor 

Pangkalpinang, terdakwa di vonis 1 tahun 6 bulan 
penjara.

91. Dugaan TPK pada pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, 
Gedung Fakultas Syari’ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN 
Mataram Tahun 2005-2006 yang merugikan Negara sebesar 
Rp2.092.493.393,14 dengan tersangka Toty Cung. 
•	 Status sebelum disupervisi: Penyidikan. 
•	 Status setelah disupervisi: pidana penjara 1 tahun 6 

bulan, denda 100 juta subsider 6 bulan kurungan.
92. Dugaan TPK pada pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, 

Gedung Fakultas Syari’ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN 
Mataram Tahun 2005-2006 yang merugikan Negara sebesar 
Rp2.092.493.393,14 dengan tersangka T. Zuhri.
• Status sebelum disupervisi: Penyidikan. 
• Status setelah disupervisi: pidana penjara 1 tahun 6 

bulan, denda 100 juta subsider 6 bulan kurungan, uang 
pengganti Rp13.778.891,00).

93. Dugaan TPK pada pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, 
Gedung Fakultas Syari’ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN 
Mataram Tahun 2005-2006 yang merugikan Negara sebesar 
Rp2.092.493.393,14 dengan tersangka Lukman Al Hakim.
• Status sebelum disupervisi: Penyidikan. 
• Status setelah disupervisi: pidana penjara 1 tahun, 

denda 50 juta subsider 6 bulan kurungan.

94. Perkara TPK pengadaan alat-alat kesehatan di Dinas 
Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 atas nama 
terdakwa Agus Salim (PPK).
• Posisi sebelum disupervisi: Tahap Penuntutan
• Posisi setelah disupervisi: Putusan Pengadilan Tipikor 

pada PN Kota Palu, vonis bersalah dengan hukuman 
pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

95. Perkara TPK pengadaan alat-alat kesehatan di Dinas 
Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 atas nama 
terdakwa Riyanto Layadi (rekanan).
• Posisi sebelum disupervisi: Tahap Penuntutan
• Posisi setelah disupervisi: Putusan Pengadilan Tipikor 

pada PN Kota Palu, vonis bebas karena tidak terbukti 
adanya persekongkolan antara PPK dengan rekanan 
dalam proses pengadaan.

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENINDAKAN
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PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM-APH
No. Kegiatan Tempat Waktu Peserta Materi Pelatihan 

1 Pelatihan 
Peningkatan 
Kemampuan 
SDM Apgakum

Kupang, 
NTT

5 - 9 
Mei 
2014

a. Polda NTT dan 
jajaran: 50 peserta

b. Kejati NTT dan 
jajaran: 50 peserta

c. BPK RI Perwakilan 
NTT: 8 peserta

d. BPKP Perwakilan 
NT : 15 peserta

a. Kuliah Umum oleh Ketua KPK, Jaksa Agung, Wakapolri, 
Kepala BPKP, Deputi Kepala UKP-4

b. Paparan hasil kajian terhadap kinerja aparat penegak hukum 
dalam penanganan TPK di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
yang dipresentasikan oleh Lembaga Penelitian Universitas 
Nusa Cendana

c. Metode dan Teknik Audit Investigatif, Audit Forensik dan 
Perhitungan Kerugian Negara oleh Eddy Mulyadi Soepardi & 
Tim

d. Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bapak Ivan 
Yustiavandana

e. Teknik Pembuktian Tindak Pidana Korupsi oleh Bapak Azizul 
Hakim

f. Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dan Titik Rawan 
Penyimpangan oleh Bapak Setya Budi Arijanta

g. Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah oleh Bapak Siswo 
Sujanto

h. Hukum Pertambangan oleh Bapak Sony Heru

2 Pelatihan 
Peningkatan 
Kemampuan 
SDM Apgakum

Ternate 
Maluku 
Utara

9 -13 
Juni 
2014.

a. Polda Malut dan 
jajaran: 50 peserta

b. Kejati Malut dan 
jajaran: 50 peserta

c. BPK RI Perwakilan 
Malut: 10 peserta

d. BPKP Perwakilan 
Malut: 15 peserta

a. Kuliah Umum oleh Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, 
Kepala UKP-4, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan 
Ketua KPK

b. Paparan hasil kajian terhadap kinerja aparat penegak 
hukum dalam penanganan TPK di Provinsi Maluku Utara 
yang diperesentasikan oleh Lembaga Penelitian Universitas 
Khairun Maluku Utara

c. Metode dan Teknik Audit Investigatif, Audit Forensik dan 
Perhitungan Kerugian Negara oleh Prof. Eddy Mulyadi 
Soepardi & Tim

d. Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bapak Ivan 
Yustiavandana

e. Teknik Pembuktian Tindak Pidana Korupsi oleh Bapak 
Salman Maryadi

f. Tanah untuk Kepentingan Umum dan Bukan Untuk 
Kepentingan Umum oleh Bapak Aslan Noor

g. Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dan Titik Rawan 
Penyimpangan oleh Bapak Setya Budi Arijanta

h. Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah oleh Bapak Siswo 
Sujanto

i. Hukum Pertambangan oleh Bapak Sony Heru
j. Koordinasi dan Supervisi oleh Bapak Ranu Mihardja

3 Pelatihan 
Peningkatan 
Kemampuan 
SDM Apgakum

Banjar-
masin, 
Kalim-
antan 

Selatan

8-12 
Sep-

tember 
2014.

a Polda Kalsel dan 
jajaran: 75 peserta

b Kejati Kalsel dan 
jajaran: 60 peserta

c BPK RI Perwakilan 
Kalsel: 10 peserta

d BPKP Perwakilan 
Kalsel: 10 peserta

a. Kuliah Umum oleh Ketua BPK, Deputi VI UKP-4, Wakapolri, 
Wakil Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan Ketua KPK

b. Paparan hasil kajian terhadap kinerja aparat penegak hukum 
dalam penanganan TPK di Provinsi Kalimantan Selatan 
yang diperesentasikan oleh Lembaga Penelitian Universitas 
Lambung Mangkurat.

c. Metode dan Tehknik Audit Investigatif, Audit Forensik dan 
Perhitungan Kerugian Negara oleh Prof. Eddy Mulyadi 
Soepardi & Tim

d. Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bapak Ivan 
Yustiavandana

e. Teknik Pembuktian Tindak Pidana Korupsi oleh Bapak 
Adnan Paslyadja

f. Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dan Titik Rawan 
Penyimpangan oleh Bapak Setya Budi Arijanta

g. Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah oleh Bapak Siswo 
Sujanto

h. Hukum Pertambangan oleh Bapak Sony Heru
i. Peran Unit Koordinasi dan Supervisi dalam Penanganan TPK 

oleh Bapak Ranu Mihardja

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENINDAKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
STUDI

NO KEGIATAN PENJELASAN

1. Studi Lanjut 
Pencegahan Korupsi 
Berbasis Keluarga

Sejak akhir 2012 s.d. 2013, telah dilakukan baseline studi yang menunjukkan bahwa orangtua belum 
menyadari fungsi-fungsi keluarga yang penting untuk menanamkan nilai kejujuran kepada anak. 
Output dari kegiatan ini adalah penyusunan strategi intervensi melalui program yang disingkat dengan 
FIT, yang kegiatannya meliputi: penyadaran fungsi keluarga (fungsi afeksi, fungsi sosialisasi, fungsi 
identitas sosial) kepada orangtua; internalisasi nilai kejujuran kepada anak, orangtua dan lingkungan; 
serta mempengaruhi orangtua dan lingkungan untuk menjadi teladan bagi anak dalam menerapkan 
nilai kejujuran.

Tahun 2014, KPK melakukan studi lanjut dengan ruang lingkup terkait penentuan lokasi pilot project 
Pencegahan Korupsi berbasis Keluarga berikut baseline study dan studi etnografi lokasi pilot project; 
Penyusunan materi program intervensi Pencegahan Korupsi berbasis Keluarga; dan Evaluasi program 
intervensi Pencegahan Korupsi berbasis Keluarga.

Kegiatan yang dilakukan dalam studi lanjut adalah observasi lapangan, diskusi pakar psikologi 
intervensi sosial, studi etnografi Kelurahan Prenggan, baseline survei, workshop dan FGD dengan 
praktisi intervensi, dan pembuatan matriks logical framework approach (LFA) dalam rangka penyusunan 
blue print konsep intervensi pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga.

2. Studi Lanjut 
Penguatan Sistem 
Politik

Tujuan studi Penguatan Sistem Politik adalah mendapatkan pola pendanaan partai yang relatif ideal 
bagi Indonesia. Studi ini menggunakan metode analisis-deskriptif. Pada tahap awal, studi mempelajari 
konsep dan pengalaman negara lain. Lalu, studi mengumpulkan informasi teoritis dari ilmuwan politik, 
juga empiris dari beberapa pengurus partai dan praktisi. Kemudian, fakta yang terkumpul dipaparkan 
secara deskriptif. Selanjutnya, fakta tersebut dijadikan dasar analisis untuk mendapatkan pola 
pendanaan partai yang relatif ideal bagi Indonesia. 

Hasil studi menunjukkan bahwa partai politik membutuhkan dana besar untuk menggerakkan dirinya. 
Idealnya, partai tidak dibiayai negara, tetapi oleh komunitas (anggota partai). Karena kondisi saat ini 
dimana komunitas masih lemah dan belum terorganisir, maka negara harus mengintervensi dengan 
cara mendanai partai. Sehingga, tindak lanjut studi ini adalah membangun formulasi dana bantuan 
pemerintah yang tepat dan tidak memberatkan keuangan negara.

3. Penyempurnaan 
Metodologi Survei 
Integritas

Studi ini dilakukan untuk memberikan arti strategis baru Survei Integritas bagi KPK, sekaligus 
meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian Survei Integritas yang dilakukan selama ini. 
Studi ini juga dilakukan dalam rangka penyesuaian pengukuran berdasarkan kebutuhan Road Map dan 
Renstra KPK. 

Hasil analisis penyempurnaan metodologi Survei Integritas mengedepankan kebutuhan Road Map dan 
Renstra KPK 2012-2015. Bagian penting di antaranya adalah terdapatnya kebutuhan organisasi untuk 
menilai/mengukur integritas di mana tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh pengukuran survei 
integritas yang ada saat ini. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan metode dan 
pelaksanaan terutama dalam hal: Definisi Integritas dan Aspek Integritas; Definisi Korupsi; Variabel, 
indikator dan sub indikator; Target Organisasi; Target Pekerjaan/Layanan; Sampling dan Teknik 
Pengumpulan Data Survei; Perhitungan Skor; On site Inspection, dan Pendekatan dalam Pelaksanaan 
Survei Integritas. 

4. Naskah Sistem 
Integritas Nasional 
(SIN)

Pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya membangun integritas perlu terus didorong. Di 
Indonesia upaya tersebut sudah muncul, diinisiasi oleh berbagai institusi, baik itu institusi pemerintah, 
swasta maupun masyarakat sipil. Kendatipun demikian, upaya tersebut perlu dikoordinasi dengan baik 
untuk hasil yang optimal. Dalam konteks ini diperlukan kehadiran suatu Sistem Integritas Nasional 
Indonesia (SINI) yang akan berperan sebagai payung dan acuan bagi berbagai upaya membangun 
integritas. Diperlukan juga kehadiran sebuah institusi yang bertanggung jawab menjalankan konsep 
sistim integritas tersebut, sehingga yang tertulis di kertas dapat terwujud dalam kehidupan nyata. 

Tujuan umum disusunnya Sistem Integritas Nasional adalah untuk menjadikannya payung bagi upaya 
untuk mewujudkan integritas dalam kehidupan keseharian guna mendorong pembangunan yang 
berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Tujuan khusus dari dokumen SINI ini adalah 
memberikan gambaran tentang konsep SIN dan memberikan gambaran tentang strategi mewujudkan 
SINI yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan. Penyerahan Buku Konsep SIN kepada Kepala 
Bappenas oleh Pimpinan KPK pada 7 Agustus 2014.
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PENGUKURAN
NO KEGIATAN PENJELASAN

1. Pengukuran Indeks 
Penegakan Hukum 
(IPH)

 

Indeks Penegakan Hukum adalah salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan capaian setiap 
fase dalam Road Map KPK, selain ukuran Tingkat keberhasilan Pemberantasan Korupsi. Indeks ini 
dikembangkan dan digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan 
oleh KPK dalam pemberantasan korupsi.  Kegiatan yang dilakukan pada tahun ini adalah mengukur 
Indeks Penegakan Hukum KPK tahun 2013 dan memberikan saran perbaikan terkait bisnis proses 
penanganan kasus korupsi di KPK.

Indeks Penegakan Hukum yang dikembangkan terdiri dari lima sub indikator yaitu: (1) Rasio Persentase 
Penyelesaian Laporan Tindak Pidana Korupsi (bobot 10%); (2) Rasio Persentase Penyelidikan yang 
menjadi Penyidikan (bobot 20%); (3) Rasio Persentase Penyidikan yang menjadi Tuntutan (bobot 30%); 
(4) Conviction Rate (bobot 30%); dan (5) Execution Rate (bobot 10%). Formula penghitungan total Indeks 
Penegakan Hukum didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai masing-masing indikator 
dengan bobotnya masing-masing.

2. Pengukuran Indeks 
Integritas Organisasi 
KPK 

Perwujudan dari pentingnya pengembangan integritas bagi organisasi dituangkan ke dalam salah satu 
fokus area dalam dokumen Rencana Strategis KPK khususnya pada perspektif pemangku kepentingan. 
Pada prespektif ini KPK berkomitmen untuk melakukan pembangunan kelembagaan KPK dengan 
sasaran strategis berupa terwujudnya integritas organisasi KPK.  Indikator keberhasilan dari fokus 
area tersebut kemudian diukur dengan Indeks Integritas KPK.

Hasil Pengukuran indeks integritas organisasi KPK berdasarkan pendekatan survei mendapatkan 
skor 3,26 dan nilai penilaian diri sebesar 2,74. Nilai ini menunjukkan adanya keselarasan penilaian 
antara penilaian yang dilakukan oleh manajemen (penilaian diri) dan dari prespektif pegawai. Skor 
mencerminkan nilai integritas KPK masuk dalam kategori nilai sedang yaitu pada tahapan kelayakan 
dan implementasi. Pada tahapan ini KPK sudah memiliki upaya-upaya awal dalam mengembangkan 
integritas namun upaya-upaya tersebut masih perlu ditingkatkan implementasinya.

3. Survei Integritas 
Sektor Publik (SI) 2014

Survei Integritas (SI) tahun 2014 yang merupakan survei tahunan yang dilakukan oleh KPK sejak 2007, 
dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh unit 
layanan di kementerian/lembaga kepada masyarakat. Tahun 2014, SI dilakukan pada 40 unit layanan di 
20 Kementerian/Lembaga. 

Dengan menggunakan skala 0-10, nilai Integritas kementerian/lembaga tahun 2014 adalah 7,22. Nilai 
ini disusun dari nilai pengalaman integritas (7,41) dan nilai potensi integritas (6,83). Meski nilai kedua 
variabel tersebut sudah di atas standar minimal (6,00), namun masih ada indikator dan sub indikator 
penyusun variabel Potensi Integritas yang nilainya di bawah standar minimal, antara lain: Indikator 
Pencegahan Korupsi (5,89) dan subindikator: Tingkat Upaya Anti Korupsi (5,93) serta Mekanisme 
Pengaduan Masyarakat (5,77). Hal tersebut menunjukkan perlu peningkatan upaya pencegahan korupsi.

4. Indeks Kinerja Sektor 
Strategis

Salah satu alat ukur pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) KPK terutama untuk 
sasaran kedua yaitu pembangunan sektor strategis adalah Indeks Kinerja Sektor Strategis. Indeks 
Kinerja Sektor Strategis mengukur kinerja dan upaya-upaya yang sudah dilakukan KPK pada sektor-
sektor strategis yang menjadi prioritas dalam renstra KPK. Hasil studi diharapkan dapat memberikan 
landasan bagi evaluasi implementasi rencana strategis yang sudah diterapkan.

Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan nilai secara umum dan nilai pada masing-masing sektor 
strategis. Nilai indeks diperoleh dari rerata nilai di masing-masing sektor. Skala yang digunakan 
adalah skala satu (1) sampai lima (5). Hasil perhitungan menunjukkan Nilai indeks kinerja sektor 
strategis tahun 2013 (yang dilakukan pada tahun 2014) sebesar 4,58, meningkat dari skor periode tahun 
sebelumnya (4,45). Nilai skor terendah diperoleh pada sektor infrastruktur (4,46) diikuti oleh sektor 
aparat penegak hukum (4,51), sektor ketahanan energi dan lingkungan (4,57), sektor ketahanan pangan 
(4,69) dan sektor penerimaan (4,73). 

5. Survei Pemahaman 
Masyarakat terhadap 
Integritas Pemilu 2014

KPK melaksanakan Survei Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu (SPM Integritas Pemilu) 
untuk mendapatkan data mengenai pemahaman masyarakat terhadap pemilu yang berintegritas. KPK 
ingin mengetahui tingkat pemahaman masyarakat berkaitan dengan etika dalam pemilu baik dari sisi 
masyarakat sendiri sebagai pemilih maupun etika penyelenggara dan peserta pemilu. 

Secara keseluruhan skor integritas pemilih di 10 (sepuluh) kota cukup baik, terutama pada indikator 
Pengetahuan Tentang Perilaku Peserta Berintegritas, Pengetahuan Tentang Perilaku Penyelenggara 
Berintegritas, dan Sikap Terhadap Perilaku Penyelenggara Pemilu yang memiliki skor lebih besar 
dari 4 (Indeks 1-5). Yang perlu mendapat perhatian khusus untuk skor integritas adalah yang nilainya 
dibawah 3 (tiga), yaitu indikator Sikap Terhadap Perilaku Pemilih (2.49), dan Perilaku Pemilih (2.30). Hal 
ini menandakan bahwa pengetahuan tidak selamanya konsisten dengan sikap dan perilaku. Misalnya, 
salah satu hasil survei menyatakan bahwa sebanyak 67,6% responden menjawab akan menerima bila 
diberi bingkisan oleh peserta pemilu atau tim sukses. Lalu 64,9% menganggap pemberian-pemberian 
saat atau menjelang pemilu adalah hal yang baik/biasa karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO KEGIATAN PENJELASAN

6. Pengukuran LHKPN Kegiatan pengukuran dan penilaian terhadap hasil pemeriksaan LHKPN bertujuan mengembangkan 
salah satu alat ukur untuk menilai kualitas penyelenggara negara (PN) dari hasil pemeriksaan LHKPN. 
Selain itu, sistem pengukuran ini nantinya diharapkan juga dapat membantu mengkategorikan LHKPN 
berdasarkan kualitasnya sebagai dasar pengambilan keputusan lebih lanjut. 

Metode kegiatan akan mencakup Focus Groups Discussion (FGD) yang melibatkan pihak internal dan 
eksternal KPK, serta uji coba instrumen pengukuran. Saat ini telah terbentuk instrumen pengukuran 
yang akan digunakan, sehingga pada tahun 2015 diharapkan instrument akan dapat diujicobakan, 
disempurnakan, dan ditetapkan.

PENGKAJIAN
NO KEGIATAN PENJELASAN

1. Kajian Privatisasi 
Infrastruktur 
Transportasi Strategis

Tujuan kajian ini adalah menemukan titik-titik kerawanan korupsi pada mekanisme privatisasi 
infrastruktur strategis baik berupa pelepasan seluruh atau sebagian aspek negara maupun kerjasama 
pemerintah swasta. Metodologi yang digunakan adalah evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan 
dengan privatisasi maupun kerjasama pemerintah-swasta dengan instrumen EDK. Progres sampai 
dengan akhir 2014 yang terutama adalah terbangunnya instrumen analisis yang kemudian akan 
dilanjutkan pada tahun 2015. Sebagian identifikasi permasalahan pada beberapa produk regulasi 
khususnya yang terkait dengan kerjasama pemerintah-swasta juga telah ditemukan.

Kegiatan tambahan selain kegiatan di atas adalah monitoring baik bersama unit lain di internal KPK 
maupun lembaga lain di luar KPK. Monitoring tindak lanjut Kajian Penyelenggaraan Jalan Nasional 
tahun 2009, difokuskan pada pemantauan secara periodik terhadap konsistensi implementasi saran 
perbaikan dari hasil kajian. Di tahun 2014 kegiatan monitoring fokus pada beberapa proyek jalan nasional 
dan pengujian kendaraan bermotor. Hasil dari kegiatan tersebut berupa saran dan rekomendasi yang 
kemudian disampaikan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Kajian dilakukan pada kebijakan 
makro dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

2. Fraud Control Plan Fraud Control Plan adalah panduan/pedoman penyusunan rencana atau mekanisme untuk mencegah 
terjadinya fraud di lingkungan suatu organisasi. Pedoman ini ditujukan untuk melengkapi instrumen 
FCP yang sudah ada atau instrumen lain yang serupa. 

Metodologi yang digunakan pada level strategis adalah analisis hubungan kekuasaan dan pengaruh, 
sedangkan pada level taktis adalah Evaluasi Dampak Korupsi (EDK) yang merupakan pengembangan 
dari Corruption Impact Analysis (CIA). Untuk level operasional pedoman yang dibuat masih merujuk pada 
instrumen FCP yang sudah ada.

Tindak lanjut dari kegiatan penyusunan pedoman ini adalah workshop bersama BPKP untuk menyusun 
langkah penerapannya di Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemda (K/L/O/P) yang menjadi target pilot 
project.

3. Kajian Manajemen 
Risiko

Tujuan kajian ini adalah untuk menyelaraskan konsep dan pemahaman yang sama mengenai manajemen 
risiko di seluruh unit kerja KPK sehingga akan diperoleh pengelolaan risiko secara lebih komprehensif 
dan menyeluruh. Disamping itu tujuan kajian manajemen risiko adalah untuk meminimalisir ataupun 
menghilangkan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi KPK. 

Dari hasil kajian manajemen risiko akan menjadi bahan perbaikan baik secara holistik maupun parsial 
dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan unit kerja di KPK. Tindak lanjut dari hasil kajian 
ini adalah sebagai bahan penyempurnaan instrumen manajemen risiko pada level lembaga/strategis, 
taktis, dan operasional. 

4. Kajian Kelembagaan 
Pengadilan pajak

Kajian Kelembagaan Pengadilan Pajak berawal dari salah satu permasalahan yang diidentifikasi 
pada Kajian Penyelenggaraan Peradilan Pajak (2011), yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan. 
Permasalahan dimaksud adalah tidak optimalnya pengawasan terhadap Hakim dan Panitera Pengadilan 
Pajak yang oleh beberapa pihak dianggap disebabkan oleh kedudukan Pengadilan Pajak di bawah 
dua instansi sekaligus, yaitu Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung. Dualisme kelembagaan 
sebenarnya sudah dicoba diatasi dengan dibentuknya Tim Reformasi Pengadilan Pajak yang salah satu 
tugasnya menyelesaikan permasalahan kelembagaan ini. Oleh karena hingga saat ini belum dapat 
diputuskan solusinya, maka KPK membuat Kajian Kelembagaan Pengadilan Pajak ini.

Kajian bertujuan memberikan analisis berupa kelemahan dan kekuatan kelembagaan pengadilan pajak 
saat ini (dua atap) dan bentuk satu atap, beserta prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi apabila suatu 
pilihan diambil. Pada akhirnya pemerintah yang harus mengambil keputusan atas pilihan politik hukum 
bentuk kelembagaan ini. Yang terpenting adalah bentuk kelembagaan pengadilan pajak yang dapat 
mewujudkan transparansi, keadilan, akuntabilitas, efisien serta bebas dari korupsi. 
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5. Kajian Anggaran Dana 
Optimalisasi

Kajian Penyusunan APBN dengan fokus studi Dana Tambahan Belanja (Dana Optimalisasi) mengambil 
studi kasus penyusunan APBN Tahun Anggaran 2014. Aspek yang dikaji meliputi regulasi dan tata 
laksana khususnya dari sisi eksekutif (pemerintah). 

Kajian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan dalam proses penyusunan APBN, 
khususnya dalam penetapan dan pemanfaatan dana optimalisasi, sehingga potensi-potensi korupsi 
dalam proses tersebut dapat dicegah sejak awal. Beberapa permasalahan utama yang ditemukan 
sebagai hasil kajian, antara lain: pengalokasian dana optimalisasi tidak sesuai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan, besaran usulan DPR terkait tambahan belanja tidak sesuai ketentuan Undang-
Undang, mekanisme dan kriteria pembagian alokasi besaran dana optimalisasi pada masing-masing 
K/L tidak transparan.

6. Kajian Dana Kapitasi Tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi korupsi dalam pengelolaan dana 
kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional dan merumuskan solusi terhadap potensi korupsi 
yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional dan 
merekomendasikan kepada pihak terkait untuk mengimplementasikannya.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan ditemukan potensi korupsi di 4 area, yakni Regulasi, 
Pembiayaan; Aspek Tata laksana dan Sumber daya; Aspek pengawasan. Rekomendasi KPK atas 
permasalah tersebut antara lain adalah perlu segera dilakukan monitoring dan evaluasi khususnya 
terhadap utilisasi dana kapitasi di Puskesmas; memperbaiki regulasi terkait pengelolaan dana kapitasi 
di FKTP milik Pemda; meningkatkan lingkungan pengendalian baik di tingkat FKTP maupun di Pemda; 
dan melakukan upaya-upaya untuk meningkatan kompetensi dan pemahaman petugas kesehatan di 
daerah terhadap pengelolaan dana kapitasi. 

7. Kajian Sistem 
Perhutani

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh hasil kajian sistem perizinan di sektor kehutanan tahun 2013. 
Hasil kajian tersebut menunjukkan lemahnya kinerja perizinan di sektor kehutanan, beberapa faktor 
penyebabnya adalah persoalan kawasan hutan, permasalahan efisiensi dan harga kayu ditingkat 
produsen yang sangat rendah serta berbagai perosalan koruptif di dalamnya. 

Fokus kajian diarahkan kepada kebijakan penilaian kinerja perusahaan; persoalan kawasan hutan 
serta sistem produksi dan pemasaran di Perum Perhutani. Tujuan dari kajian adalah memetakan 
permasalahan terkait sistem/kebijakan di Perum Perhutani yang berpotensi terjadinya tindak pidana 
korupsi (TPK) dan merumuskan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.
Dari hasil kajian dirumuskan agenda perbaikan sistem di Perum Perhutani yang mencakup antara lain: 
sistem/kebijakan penilaian kinerja, mendorong proses penyelesaian pemantapan kawasan hutan dan 
resolusi konfliknya, mendorong perbaikan sistem produksi dan pemasaran, mendorong penguatan 
kelembagaan, dan mendorong koordinasi pengawasan dan penegakan hukum.

8. Kajian Kepelabuhanan 
dan Pelayaran Sektora 
Minerba

Kajian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan koordinasi dan supervisi pengelolaan mineral dan batubara 
di 32 Provinsi yang dilakukan oleh KPK. Dalam proses kegiatan tersebut KPK menemukan bahwa 
salah satu titik lemah pengawasan dalam pengelolaan batubara adalah pada sistem pelayaran dan 
kepelabuhanan. Lemahnya koordinasi lintas sektor, tumpang tindihnya proses perizinan menimbulkan 
celah untuk dimanfaatkan/disalahgunakan oleh para pihak. Tujuan dari kajian adalah memetakan 
permasalahan yang muncul terkait sistem pelayaran/transportasi dan kepelabuhanan di sektor minerba 
dan selanjutnya merumuskan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Dari hasil kajian akan dirumuskan agenda perbaikan sistem pelayaran dan kepelabuhanan di sektor 
minerba, yang mencakup antara lain mendorong perbaikan peraturan dan prosedur, endorong sistem 
koordinasi dan arus informasi antar sector, mendorong tata desain kepelabuhanan sektor minerba 
yang efisien, mendorong penguatan kelembagaan, mendorong koordinasi pengawasan dan penegakan 
hukum.

9. Kajian Sistem 
Penerimaan Akpol

Pelaksanaan kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik yang masih perlu diperbaiki 
dalam proses seleksi calon taruna (catar) Akpol terutama yang berpotensi terjadinya korupsi serta 
merumuskan rekomendasi perbaikannya. Kegiatan ini sejalan dengan kontribusi KPK untuk terus 
mendukung reformasi SDM di Polri, sehingga didapatkan aparat penegak hukum di Indonesia yang 
berintegritas.

Secara umum terdapat 2 (dua) temuan yang perlu diperbaiki dalam sistem seleksi catar Akpol ini, 
yakni temuan yang berpotensi korupsi dan temuan kelemahan sistem lainnya yang dapat mengurangi 
efektivitas dan efisiensi proses seleksi. Temuan utama yang berpotensi korupsi antara lain adalah 
masih dijumpai adanya intervensi terhadap Panitia Seleksi dan terlalu luasnya akses pihak luar 
terhadap pelaksanaan proses seleksi.

Sementara temuan utama terhadap kelemahan sistem lain yang ditemui selama observasi antara lain 
adalah Kompetisi terbatas atau sistem ranking per-Polda yang digunakan dalam seleksi tingkat pusat 
berpotensi membuat calon taruna yang terpilih belum tentu terbaik secara nasional, belum seragamnya 
pelaksanaan tes oleh Panitia daerah dan Puspanpus, dan Tidak optimalnya peran pengawas eksternal.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
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10. Kajian BPJS 
Ketenagakerjaan

Tujuan pelaksanaan kajian adalah mengidentifikasikan titik-titik kelemahan dan potensi korupsi dari 
Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja, melakukan analisis terhadap kebijakan Sistem Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja dan tata kelolanya pada instansi-instansi terkait, dan menyusun rekomendasi atas titik-
titik kelemahan dalam Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dari kajian yang dilakukan terdapat beberapa temuan yang terbagi kedalam 3 tingkatan, yakni tingkatan 
direktif, tingkatan managerial dan tingkatan tactical/operasional. Beberapa temuan yang menjadi 
fokus KPK adalah adanya ketidakadilan dalam pengenaan sanksi bagi Pemberi Kerja, potensi konflik 
kepentingan antara Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, belum lengkapnya Peraturan 
Pemerintah yang mengatur Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, rendahnya tingkat kepesertaan 
termasuk kepesertaan TKI dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. juga menjadi sorotan yang harus 
segera diperbaiki oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan dan 
Kemenaker. 

11. Kajian Tata Niaga 
Komoditas Pangan 
Strategis

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah mengidentifikasi kelemahan kebijakan tataniaga impor 
pada komoditas pangan strategis khususnya yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi, 
mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kebijakan tataniaga impor pada komoditas pangan strategis 
dengan pelaksanaannya di lapangan dan memberikan saran perbaikan untuk memperbaiki kebijakan 
tataniaga impor pada komoditas pangan strategis dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana 
korupsi.

Berbagai permasalahan yang di peroleh dalam kajian ini diantaranya adalah kebijakan impor cenderung 
reaktif dan tanpa dilakukan analisis yang cukup, adanya diskresi dalam ketentuan terkait impor tanpa 
kriteria yang jelas, tidak adanya basis data dan informasi pasar, lemahnya perlindungan kepada 
peternak/petani lokal, tidak terintegrasinya sistem importasi dari hulu ke hilir, tidak disampaikannya 
tembusan persetujuan impor kepada instansi terkait, lemahnya Pengawasan yang dilakukan terhadap 
barang impor komoditas strategis; tidak adanya pengawasan pelaksanaan verifikasi oleh surveyor.

12. Kajian Best Practise 
Mining

Tujuan dari kajian ini adalah memetakan praktik pengelolaan pertambangan yang baik/good mining 
practices di beberapa negara yang bebas dari fraud dan TPK dan menyusun rekomendasi sebagai 
masukan bagi kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. 

Hasil kajian menyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya alam seharusnya didasarkan kepada prinsip-
prinsip good governance, dalam sektor pertambangan prinsip tersebut mencakup: regulation framework 
yang jelas dan menyeluruh yang menghormati hak-hak warga negara dan masyarakat; political will dari 
pemerintah untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan hukum dan kapasitas yang memadai untuk 
pengelolaan sektor pertambangan, termasuk dalam hal pengawasan dan penegakan hukum; sistem 
penarikan perpajakan dan royalty pertambangan yang transparan dan efisien; sistem alokasi bagi hasil 
yang berkeadilan; dan serta pranata peraturan pertambangan yang atraktif bagi investasi.

13. Kajian Sistem 
Perikanan, Pesisir, 
dan Pulau-Pulau Kecil

Sektor pesisir dan pulau-pulau kecil, merupakan salah satu sektor sumber daya alam yang memiliki 
dimensi yang sangat luas. Sektor ini terkait langsung dengan berbagai sektor seperti perikanan, 
pariwisata bahari, pertambangan, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, jasa 
kelautan dan sebagainya. Dengan potensi wilayah pesisir yang terikat langsung dengan lautan Indonesia 
secara fisik, terdiri atas perairan Nusantara seluas 2,8 juta km persegi, laut teritorial seluas 0,3 juta km 
persegi, menunjukkan bahwa sektor ini sangat penting. Potensi sumberdaya perikanan untuk wilayah 
pesisir dan lautan, ditaksir sangat besar. Besarnya potensi yang ada namun belum bisa dioptimalkan 
karena munculnya sejumlah permasalahan, menjadi alasan perlunya dilakukan pengkajian secara 
khusus. 

Tujuan dari kajian adalah memetakan permasalahan yang muncul terkait dengan pengelolaan 
sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi menimbulkan TPK dan selanjutnya 
merumuskan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Dari hasil kajian akan dirumuskan agenda perbaikan sistem di sektor perikanan, pesisir, dan pulau-
pulau kecil yang mencakup antara lain: harmonisasi regulasi/kebijakan yang terkait; mendorong proses 
perbaikan sistem data base; mendorong compliance para pihak; mendorong penguatan kelembagaan; 
Mendorong koordinasi pengawasan dan penegakan hukum.

14. Kajian Pengadaan 
Barang dan Jasa (PBJ)

Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia telah banyak mengalami perbaikan dari beragam sisi; regulasi 
yang detail, sistem elektronik, dan kelembagaan yang fokus. Namun, hingga 2013, kasus korupsi 
pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK tetap menunjukkan angka yang tertinggi, dan jumlah 
pengaduan masyarakat terkait PBJ ke KPK pun menunjukkan angka yang tinggi (hingga 2012 sekitar 
4ribu pengaduan). Latar belakang tersebut menjadi alasan KPK untuk melakukan Kajian Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah.

Kajian ini dilakukan sebagai suatu upaya solutif pencegahan untuk menekan tingginya angka tindak 
pidana korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kajian ini melakukan pemetaan terhadap 
akar masalah terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, memetakan titik-titik rawan pada setiap 
tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan menyusun rekomendasi untuk menutup titik 
rawan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kajian dilakukan selama 2 tahun (20014 s.d 2015). 
Pada tahun ini, Kajian difokuskan pada penyusunan akar masalah korupsi pada PBJ dan regulasi PBJ. 
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15. Kajian Materi Induksi 
untuk Pemilih

Partisipasi pemilih dalam pemilu sangatlah penting peranannya. Oleh karena itu, upaya untuk 
memberikan pendidikan politik kepada masyarakat harus terus dilakukan agar masyarakat semakin 
melek politik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pesta demokrasi dengan memberikan hak 
suaranya.

Materi ini berisi tentang bagaimana menjadi pemilih berintegritas, definisi integritas, fenomena politik 
uang dalam pemilu, karakteristik pemilih yang berintegritas, karakteristik pemimpin yang berintegritas, 
dengan tujuan agar masyarakat sebagai pemilih memahami integritas, politik uang dalam pemilu 
kemudian diharapkan nantinya bisa menjadi pemilih yang berintegritas dengan memilih pemimpin yang 
berintegritas. .

16. Kajian Materi Induksi 
untuk Parpol

KPK berinisiatif menyusun materi induksi yang diperuntukkan bagi partai. Penyusunan materi induksi 
ini dalam rangka menyongsong Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Setidaknya, ada dua alasan mengapa 
kajian dilaksanakan. Pertama, KPK mengajak partai untuk bersama merenungkan persoalan-
persoalan ke-Indonesia-an secara seimbang dan bijak. Kedua, KPK menyadari bahwa dalam sistem 
politik demokrasi, partai berperan sangat penting dalam kanalisasi politik.

Ada lima perspektif yang ditemukan dalam kajian ini, yhaitu terbangunnya kesadaran partai mengenai 
praktik masif korupsi di Indonesia; partai dibentuk untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 
politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945; Survei Persepsi Masyarakat (SPM) terhadap pemilih yang dilaksanakan KPK 
di 2013, dalam menentukan pilihannya, faktor-faktor pertimbangan responden adalah perilaku dan 
karakter (22,38%), kemampuan (16,48%), kedekatan calon dengan rakyat (13,93%), ketokohan (9,34%), 
janji politik (8,28%), dan ideologi (3,93%); anggota parlemen semestinya sudah memahami tiga fungsi 
parlemen dan potensi-potensi korupsi yang berisiko muncul dalam pelaksanaan ketiga fungsi parlemen 
tersebut; dan partai dipantau oleh konstituen mampukah mengawasi anggota-anggotanya di parlemen.

17. Kajian Materi Induksi 
untuk Anggota 
Legislatif

Menyongsong masa kerja anggota DPR periode 2014-2019, KPK berinisiatif menyampaikan sejumlah 
gagasan upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah gagasan ini merupakan abstraksi atas pengalaman-
pengalaman KPK selama kurang lebih 10 tahun kiprahnya. Gagasan diperkuat juga dengan pandangan 
yang disampaikan pakar maupun praktisi yang kompeten di bidangnya. Harapan KPK, dengan adanya 
tindak lanjut terhadap sejumlah gagasan yang disampaikan ini kelak bisa mengakselerasi pencapaian 
tujuan berbangsa sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penyampaian gagasan ini. Pertama, KPK mengajukan prasaran 
berkenaan persoalan-persoalan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedua, anggota 
DPR dan KPK sejak awal sudah menciptakan komunikasi konstruktif untuk upaya pemberantasan 
korupsi.

Materi tersebut dibuat buku berisi 5 perspektif antikorupsi KPK bagi DPR, terdiri dari atas penguatan 
parlemen, penguatan pembangunan negeri, penguatan pranata kebangsaan, pengelolaan sumber daya 
alam, penguatan kesejahteraan rakyat.

18. Kajian Materi Induksi 
untuk Capres

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014, KPK berinisiatif menyampaikan 
sejumlah gagasan kepada semua kandidat presiden Republik Indonesia. Penyampaian sejumlah 
gagasan ini dilandasi cita-cita sejati untuk membangun Indonesia yang berdaulat, memiliki marwah, 
berkeadilan sejahtera, dan bebas dari korupsi. 

Temuan kajian menunjukkan bahwa korupsi dan kelemahan sistem pemerintahan adalah akar dari 
semua masalah. Semua masalah tersebut merentang mulai dari penataan birokrasi, perbaikan sistem 
administrasi kependudukan, pengelolaan sumber daya alam, ketahanan dan kedaulatan pangan, 
penyediaan infrastruktur, pembenahan aparat penegak hukum, penguatan partai politik, sampai 
peningkatan kesejahteraan sosial. 

PENGEMBANGAN & TINDAK LANJUT
NO KEGIATAN PENJELASAN

1. Pemantauan Action 
Plan Kajian Fungsi 
DPR

Hasil kajian fungsi DPR pada 2013 patut untuk terus dikawal. Secara teknis, dilakukan melalui 
pendampingan dan minitoring atas pelaksanaan tiap butir rekomendasi yang telah dirumuskan. Pada 
tahun 2014 KPK sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pimpinan DPR maupun Sekretariat 
Jenderal untuk berkoordinasi dan berkomunikasi tentang rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang 
akan dilaksanakan oleh DPR terhadap 12 rekomendasi yang disampaikan KPK. 

Selain itu, tindak lanjut kajian fungsi DPR ini juga dilakukan melalui penyampaian masukan perihal 
amandemen UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3. Materi-materi yang disampaikan tersebut mengadopsi 
pula rekomendasi-rekomendasi yang ada dalam kajian fungsi DPR. Dari masukan yang disampaikan, 
terdapat materi yang masuk dalam perubahan UU MD3. Dalam hal ini berkaitan dengan dihapuskannya 
kewenangan DPR untuk melakukan pembahasan dan persetujuan APBN sampai dengan level kegiatan.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NO KEGIATAN PENJELASAN

2. Pemantauan Action 
Plan Kajian Kebijakan 
Tata Niaga Komoditas 
Strategis: Daging Sapi

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Kajian tata niaga daging sapi tahun 2012. Tujuan pelaksanaan 
tindak lanjut ini adalah memastikan berjalannya rencana aksi yang telah disepakati antar stakeholder 
untuk meminimalisasi terjadinya celah/peluang korupsi.

Tahun 2014 fokus kegiatan terkait tindak lanjut tata niaga daging sapi berada di Kupang, Nusa 
Tenggara Timur. KPK melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengetahui secara langsung 
permasalahan tata niaga sapi disana. Salah satu hasil kunjungan adalah dibuatnya kesepakatan 
bersama gubernur dan seluruh bupati/walikota se- Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan poin 
kesepakatan, antara lain: mencegah pengeluaran sapi yang melampaui kemampuan produksi daerah; 
mendesak segera dibuat Perda tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif; pengoperasian 
RPH mangkrak Nolebaki kembali dan penutupan RPH kota eksisting; pembangunan RPH Kota Kupang 
dan penyediaan anggarannya; perbaikan infrastruktur ke dan dari daerah produksi dan jalur distribusi; 
memperbaiki tataniaga dan transaksi jual-beli sapi di pasar hewan untuk lebih transparan dan 
penetapan sanksi dari Pemda atas pelanggaran yang terjadi.

3. Kajian dan 
Pemantauan Tindak 
Lanjut Kebijakan Tata 
Niaga Komoditas 
Strategis: Raskin

Hasil kajian menemukan beberapa permasalahan yang memerlukan perbaikan: Desain program 
raskin tidak komprehensif; Program tidak efektif; Kelemahan dalam pendataan Rumah Tangga 
Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)/Penerima Raskin; Lemahnya transparansi dan akuntabilitas 
dalam penyusunan Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum BULOG; Kebijakan 
penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP); Kualitas Raskin memberikan insentif bagi perburuan 
rente; Kelemahan dalam Kelembagaan Raskin; Tidak efektifnya mekanisme pengaduan dan tindak 
lanjutnya.

Dari 12 temuan yang ada, beberapa poin sudah ditindaklanjuti dan sudah ada 2 temuan yang sudah 
langsung ditindaklanjuti dan sudah selesai dilaksanakan diantaranya Keputusan Menko Kesra No. 
57/2012 menjadi Keputusan Menko Kesra no.29/2014 tentang pengembalian fungsi BPKP menjadi 
pengawas dan tidak lagi menjadi bagian dari Tikor Raskin Pusat. 

Di samping itu, telah disusun Surat Edaran Direktur Utama Bulog terkait yang menyatakan bahwa 
beras yang akan dibagikan harus melalui pengecekan oleh Tikor Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan. 
Dan terakhir telah ditetapkannya Pedoman Tatacara Verifikasi Tagihan Subsidi Beras bagi Masyarakat 
Berpendapatan Rendah TA2014. Sedangkan rencana tindak lanjut untuk tahun 2015 adalah 
menyelesaikan rencana yang sudah disusun pada tahun 2014, beserta evaluasi terhadap pelaksanaan 
program raskin.

4. Pemantauan Action 
Plan Kajian Sistem 
Pengelolaan Pupuk 
Bersubsidi

Pemantauan implementasi action plan terhadap kajian pengelolaan pupuk bersubsidi merupakan 
tindak lanjut atas kajian KPK tahun 2012 tentang pengelolaan pupuk bersubsidi yang menemukan 18 
Permasalahan baik di tataran regulasi hingga pelaksanaan di lapangan. Pendekatan yang dilakukan 
dalam pemantauan adalah verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Dari 18 permasalahan 
dilanjutkan pelaksanaan rencana aksi yang disepakati di tahun 2013. 

Sepanjang tahun 2014 terdapat 9 temuan dinyatakan closed (selesai) atau setara dengan 50% rencana 
aksi sisanya akan terus dipantau selama 2015.

Berbagai upaya perbaikan terhadap temuan dan rekomendasi KPK yang penting untuk terus 
ditindaklanjuti antara lain: penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagai wakil 
pemerintah mengawasi peredaran pupuk bersubsidi di wilayah masing-masing dengan memperbarui 
struktur KP3 dan penganggaran pengawasan; melakukan verifikasi dan validasi RDKK (Rencana Definitif 
Kebutuhan Kelompok) dan penyaluran pupuk bersubsidi selama 2013-2014 di tingkat kecamatan 
hingga tingkat pusat untuk kemudian; penyusunan dan pengeluaran HPP (Harga Pokok Pembelian) 
yang akuntabel dan tepat waktu; pengelolaan utang subsidi pemerintah sehingga penggunaan uang 
negara bisa lebih efisien; dan melakukan upaya peningkatan pengawasan peredaran pupuk melalui 
pewarnaan, pemberian bag code, penerapan DO (delivery order.

5. Support to Indonesia’s 
Island of Integrity 
Program for Sulawesi 
(SIPS)

Program ini berupa bantuan Pemerintah Kanada melalui Department of Foreign Affairs, Trade and 
Development (DFATD) dalam rangka peningkatan layanan publik di 3 area, yaitu pelayanan terpadu 
satu pintu, administrasi kependudukan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik 
kepada 10 pemerintah daerah yang berada di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, yaitu Pemprov. 
Sulawesi Utara, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan 
Pemprov Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana 
Toraja. 

Di samping itu, program SIPS juga mendanai kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) 
KPK terkait berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tahun 2014, dari 4 target yang 
direncanakan semuanya tercapai, yaitu Rapat Koordinasi VI telah dilaksanakan di Kabupaten Tana 
Toraja dan Kabupaten Minahasa, Pelatihan yang dilaksanakan di Bandung, pengadaan mobil kampanye 
antikorupsi, dan pengembangan metode baru untuk Survei Integritas. Selain itu ada kegiatan tambahan 
berupa workshop internasional yang diadakan di Jakarta dengan mengundang Lembaga Antikorupsi 
dari Korea, Singapura dan Malaysia untuk mencari metode yang tepat dalam mencegah tindak pidana 
korupsi.



 111
Laporan Tahunan 2014

NO KEGIATAN PENJELASAN

6. Tindak Lanjut Layanan 
Imigrasi

Pemantauan ini merupakan tindak lanjut terhadap Hasil Kajian Sistem Layanan Keimigrasian pada tahun 
2010. Terdapat 15 saran perbaikan yang dihasilkan dalam kajian, yang meliputi aspek kelembagaan, tata 
laksana, manajemen sumber daya manusia, dan hasil observasi lainnya. Atas hasil laporan tersebut, 
KPK meminta Ditjen Imigrasi dan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menyusun rencana tindak lanjut 
(action plan) untuk mengimplementasikan saran-saran perbaikan yang telah diberikan. 

Action plan Layanan Keimigrasian diserahkan ke KPK pada tanggal 3 Desember 2010 oleh Ditjen 
Imigrasi dan 9 Februari 2011 oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Menindaklanjuti action plan 
yang sudah disusun oleh Ditjen Imigrasi, KPK melakukan kegiatan pemantauan implementasi saran 
perbaikan pada Layanan Keimigrasian sejak Desember 2010. Beragam perbaikan hingga akhir tahun 
2014, salah satunya adalah pembayaran layanan paspor via perbankan.

7. Pemantauan Action 
Plan Kajian Pengadilan 
Pajak

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Kajian Penyelenggaraan Pengadilan Pajak yang telah 
dilaksanakan pada Februari-Juni 2011. Laporan Hasil Kajian Akhir Sistem Penyelenggaraan Peradilan 
Pajak dipaparkan oleh Pimpinan KPK kepada segenap jajaran di Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung 
dan Komisi Yudisial pada tahun 2011. 

Beberapa perbaikan telah dilakukan, yaitu terbitnya aturan terkait post employment hakim Pengadilan 
Pajak yang menjadi kuasa hukum; dibangunnya loket pelayanan dan acces door sehingga pelayanan 
tidak lagi dilakukan di back office; dipasangnya court recording dan CCTV pada ruang sidang, serta CCTV 
pada ruang kerja; telah dipublikasikannya risalah putusan Pengadilan Pajak pada website Sekretariat 
Pengadilan Pajak; telah diterbitkannya kode etik panitera oleh MA pada Juli 2013 dan telah diedarkan di 
lingkungan Pengadilan Pajak pada tahun 2014.

8. Pemantauan Action 
Plan Kajian Perizinan 
SDA

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil kajian sistem perizinan di sektor sumber daya alam, 
khususnya sektor kehutanan. KPK melakukan corruption impact assessment (CIA) atas 27 peraturan 
terkait perizinan di sektor kehutanan. Dari hasil CIA tersebut, KPK mengidentifikasi 13 peraturan 
perizinan di sektor kehutanan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan 
pengawasan perizinan syarat dengan pemerasan, tindakan koruptif bahkan state capture. 

Atas hasil kajian tersebut KPK memberikan 20 saran perbaikan ke Kementerian/Lembaga, yaitu: 
Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perdagangan. Ditahun 2014 ada 5 
rencana aksi perbaikan yang ditargetkan akan diselesaikan oleh Kementerian/Lembaga. Selain perbaikan 
sistem di tingkat pusat, KPK juga mendorong perbaikan sistem perizinan di tingkat pemerintah daerah. 
Dan KPK melakukan monitoring, evaluasi, koordinasi dan supervisi atas implementasi dari berbaikan 
sistem tersebut. Metode kegiatan Pengembangan dan Pemantauan dilakukan dengan 7 metode, yaitu 
koordinasi dan supervisi, monitoring dan evaluasi, pengembangan integritas internal K/L, kampanye, 
sosialisasi dan edukasi, deteksi/profiling, kolaborasi internal dan ekternal dan IT Based. Sampai dengan 
Desember 2014, dari 86 indikator output rencana aksi yang statusnya sudah closed adalah 47 (55%). 

9. Pemantauan Action 
Plan Kebijakan 
Pertambangan 
(Batubara)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Kajian Pengusahaan Batubara di Indonesia yang dilakukan 
KPK pada tahun 2011. Kegiatan ini melibatkan instansi terkait, yaitu Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara Kementerian ESDM. Hasil Kajian KPK pada tahun 2011 menghasilkan 22 (dua puluh dua) 
temuan yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk action plan oleh instansi terkait. 

Tahun 2014 dilakukan pemantauan implementasi action plan dan telah ditetapkan 16 action plan 
dinyatakan closed. Kegiatan 2014 dilakukan bersamaan dengan kegiatan koordianasi dan supervisi 
pertambangan mineral dan batubara. Salah satu action plan yang dilaksanakan adalah keluarnya 
Peraturan Dirjen Minerba untuk pembayaran royalti batubara di depan sebelum pengapalan, di mana di 
peraturan sebelumnya royalti dapat dibayarkan sebulan setelah pengapalan. Hal ini untuk memastikan 
penerimaan negara atas royalti dari sektor pertambangan khususnya minerba.

Sampai akhir tahun 2014 terdapat 21 saran perbaikan dinyatakan closed, masih terdapat 1 temuan yang 
belum selesai untuk ditindaklanjuti tahun berikutnya.

10. Pemantauan 
Action Plan Sistem 
Perencanaan dan 
Pengelolaan Hutan

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pemantauan hasil Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan 
Kawasan Hutan tahun 2011-2012. Dari hasil pemantauan, ada beberapa masalah mendasar yang sifatnya 
lintas sektor. Berangkat dari hal tersebut KPK menginisiasi komitmen 12 Kementerian/Lembaga 
melalui Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang 
ditandatangani pada 11 Maret 2014 di Istana Negara dengan disaksikan Presiden dan Wakil Presiden RI. 
Atas implementasi rencana aksi tersebut, KPK melakukan monitoring dan evaluasi. Sampai dengan 
B21 (September 2014), dari total 392 ukuran keberhasilan, yang statusnya closed adalah 201 (51.3 %). 
Di tahun 2015, KPK akan mendorong implementasi NKB di tingkat Pemerintah Daerah melalui kegiatan 
Koordinasi & Supervisi lintas instansi. 

Terkait permasalahan faktual di lapangan seperti presents-land-use dengan SK Kawasan Hutan yang 
seringkali tidak ada solusinya,  KPK mendorong keluarnya Peraturan Bersama 4 Kementerian Lembaga 
(Kemenhut, KemenPU, Kemdagri, BPN) yang ditandatangani di KPK pada tanggal 17 Oktober 2014.

NO KEGIATAN PENJELASAN

11. Pemantauan Action 
Plan Kajian Kebijakan 
PNBP Minerba

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara oleh KPK di 
tahun 2013, dengan memfokuskan kajian pada aspek penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kajian 
sistem pengelolaan PNBP mineral dan batubara memiliki dua fokus Utama, yakni perbaikan sistem 
dan kebijakan pengelolaan PNBP minerba dan perhitungan potensi kerugian keuangan negara dari 
PNBP mineral dan batubara. Dari hasil kajian KPK memberikan 40 saran perbaikan dalam 101 ukuran 
keberhasilan. 

Pada 2014 dilakukan pemantauan implementasi action plan. Hasil pemantauan terdapat 31 ukuran 
keberhasilan dinyatakan closed, 59 ukuran keberhasilan masih berstatus open, dan 11 temuan belum 
jatuh tempo. Action plan yang dinyatakan closed antara lain yaitu: ESDM membangun database yang 
komprehensif terkait pertambangan mineral dan batubara termasuk mencakup aspek produksi, 
penjualan, reklamasi, pascatambang; diterbitkanya Surat Edaran Menteri Keuangan tentang revisi PP 
secara reguler laporan monitoring pelaksanaan surat edaran tersebut; diterbitkanya panduan tentang 
tata cara revisi PP tarif dan jenis PNBP yang ada di setiap kementerian/lembaga sudah tercakup dalam 
Standar Operasional Prosedur; Kementerian Perhubungan Inventarisasi Pelabuhan, Terminal Khusus 
dan TUKS Minerba.

12. Pemantauan Action 
Plan BPJS Kesehatan

Kegiatan ini merupakan pemantauan atas implementasi dari rekomendasi Kajian Jaminan Kesehatan 
Nasional yang dilakukan KPK pada tahun 2014. Kajian tersebut telah disampaikan KPK kepada para 
pihak terkait yakni Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan 
Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada 11 Februari 2014. Terdapat 39 rekomendasi dari KPK untuk 
ditindaklanjuti para pihak terkait dalam bentuk rencana aksi.

Ke-39 rekomendasi tersebut ditujukan ke BPJS kesehatan sebanyak 25 dan 14 ke Kemenkes. Dari 
keseluruhan rekomendasi di tahun 2014, terpantau 18 rekomendasi berstatus open dan 18 rekomendasi 
berstatus close. Sementara 3 rekomendasi tidak dimasukkan dalam rencana tindak sendiri namun 
bergabung dengan rencana aksi lainnya. 

Beberapa temuan yang telah close di antaranya telah dilakukannya perbaikan tarif INA CBGs dan 
disosialisasikannya tarif baru tersebut ke stakeholder terkait; Dirut BPJS kesehatan mengundurkan 
diri dari keanggotan dalam Dewan Jaminan Sosial Nasional; terbentuknya struktur organisasi SPI di 
BPJS kesehatan dengan pilot project di 3 Divre BPJS. 

13. Tindak Lanjut Bansos 
K/L

Kajian Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga telah dilakukan pada tahun 2012. Sebagai tindak 
lanjut atas kajian tersebut, pada Maret 2014 KPK mengirimkan surat kepada Presiden terkait pendangan 
KPK terhadap belanja bansos berdasarkan hasil kajian, yaitu untuk menghindarkan kerugian negara 
akibat penggunaan dana Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran, tumpang-tindih, tidak transparan dan 
tidak akuntabel, KPK memberikan rekomendasi agar pemerintah menghentikan pendanaan program 
melalui bansos di Kementerian/Lembaga teknis, dan memusatkan belanja Bansos di Kementerian 
Sosial dan mendesain ulang dan menetapkan grand design penyelenggaraan bantuan sosial dalam 
jangka panjang, menengah dan pendek, termasuk pembangunan basis data terpadu dan perbaikan 
peraturan perundangan.

Adapun target dari kajian ini adalah keluarnya ketentuan Bansos yang mengakomodasi rekomendasi 
KPK, dimana ada beberapa kriteria yang disampaikan dalam kajian bansos demi menjaga bansos sesuai 
dengan tujuannya. Tahun 2014 juga dilakukan review belanja bansos oleh BPKP yang nantinya akan 
menjadi salah satu acuan dalam membuat revisi regulasi terkait bansos di tahun 2015.

14. Tindak Lanjut Kajian 
Sistem Seleksi Calon 
Praja IPDN

Kajian Sistem Seleksi Calon Praja IPDN yang dilakukan pada 2013 telah menghasilkan sejumlah temuan 
dan rekomendasi perbaikan yang direspons oleh Kemendagri dengan menyusun sejumlah rencana 
tindak sesuai dengan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh KPK.

Pemantauan dilakukan atas hasil kajian yang menghasilkan 6 (enam) temuan umum dan 5 (lima) 
temuan tahapan seleksi. Dari temuan-temuan tersebut, Kemendagri membuat 31 rencana aksi 
perbaikan. Dari seluruh rencana aksi, terdapat 4 rencana aksi direvisi target implementasinya menjadi 
2015 sehingga hanya 27 rencana aksi yang dipantau pada tahun 2014. Dari 27 rencana aksi, 21 rencana 
aksi (77.78%) dinyatakan terimplementasi (closed) dan 6 rencana aksi (22.22%) masih dinyatakan belum 
terimplementasi (open).

Secara keseluruhan, Kemendagri telah melakukan beberapa upaya perbaikan seperti yang telah 
direkomendasikan oleh KPK. Capaian untuk 2014 adalah 67.9% terimplementasinyA rencana aksi 
merupakan bukti komitmen Kemendagri untuk memperbaiki aspek proses seleksi calon praja IPDN. 
Namun, masih terdapat beberapa titik lemah yang belum dibenahi secara signifikan oleh Kemendagri. 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
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KOORDINASI DAN SUPERVISI SEKTOR 
STRATEGIS

NO KEGIATAN PENJELASAN

1. Koordinasi dan 
Supervisi Pencegahan 
Korupsi – BPKP

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) bersama antara KPK dan BPKP pada tahun 2014 
dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama antara KPK dan BPKP Nomor SPJ-83/10/02/2014 dan PRJ-
01/D4/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi. Korsupgah 
telah dilakukan di 33 provinsi yang meliputi 65 pemerintah daerah dan 66 instansi vertikal, yang juga 
telah diminta untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjutnya. 

Ruang Lingkup Koordinasi dan Supervisi yang dilaksanakan KPK bersama BPKP Tahun 2014 meliputi 
monitoring terhadap hasil pelaksanaan Korsupgah tahun 2012/2013; evaluasi atas Pengelolaan APBD 
Pro Rakyat, dan pengamatan dan pengujian atas national interest. 

2. Koordinasi dan 
Supervisi Dana 
Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan salah satu fokus pada Renstra KPK. Dana pendidikan yang sangat besar 
(minimal 20% dari APBN dan APBD) serta posisi strategis fungsi pendidikan dalam kehidupan berbangsa 
serta bernegara menjadikan sektor ini perlu dicermati. Dalam rangka pencegahan korupsi dana 
pendidikan, KPK bersama lima Kementerian/Lembaga (K/L) menyepakati aksi bersama pencegahan 
korupsi dana pendidikan sejak akhir tahun 2013 dan diimplementasikan pada 2014. 

Pencapaian rencana aksi yang cukup baik pada 2014, di antaranya telah dilakukannya monitoring dan 
evaluasi pengelolaan dana pendidikan oleh KPK, BPKP dan Itjen Kemdikbud; dana pendidikan masuk 
menjadi salah satu fokus pengawasan dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2015 yang harus dilakukan di lingkungan Kemdagri dan pemda; 
telah disusunnya pedoman monitoring dan evaluasi dana pendidikan (tunjangan profesi guru) oleh 
BPKP. Pedoman akan disebarkan ke daerah sebagai lampiran SE Mendagri terkait pengawasan dana 
pendidikan; telah dilakukannya sosialisasi dan workshop korsupdik oleh KPK bersama 5 K/L kepada 
daerah dalam rangka memberikan pemahaman dan membangun awareness peran pengawasan dana 
pendidikan oleh daerah (Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag). 

3. Korsupwas Batubara 
dan Mineral

Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh KPK di sektor sumber daya alam antara lain Kajian 
Kebijakan Pengusahaan Batubara di 2011 dan Kajian Sistem PNBP Minerba di 2013, dari kajian-kajian 
tersebut KPK menyimpulkan ada 10 permasalahan mendasar dalam pengelolaan minerba, yaitu 
pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial; belum diterbitkannya semua 
aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba; renegosiasi kontrak 34 KK dan 
78 PKP2B belum terlaksana; peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan 
baik; penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai; belum ditetapkannya 
seluruh wilayah pertambangan; kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha 
dan pemerintah daerah; kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan;; 
pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal; dan terdapat kerugian keuangan negara 
karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan karena tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha 
yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.

Hasil dari kegiatan koordinasi dan supervisi tahun 2014 ini antara lain: telah dilakukan pengakhiran 
IUP, pengembalian, dan pencabutan IUP dari 12 Provinsi sebanyak 544 sampai dengan November 
2014; dikeluarkannya peraturan pembayaran royalti didepan sebelum ekspor dilakukan; pemberian 
sanksi administratif kepada perusahaan berupa teguran dan penutupan sementara; mendorong 
KESDM memberikan status penundaan kegiatan (suspensi) kepada 16 PKP2B, dan 16 KK; mendorong 
penertiban pelabuhan khusus (TUKS) untuk kegiatan ekspor; mendorong kerja sama pembuatan peta 
tunggal perizinan pertambangan yang di-overlay dengan data kehutanan dan sektor lain yang terkait 
(MOMI=Minerba one map indonesia); meningkatkan peningkatan penerimaan PNBP negara sebanyak 5 
triliun dari IUP dalam waktu 3 bulan selama korsup Minerba KPK; mendorong peningkatkan penerimaan 
PNBP sebanyak 2T dari KK dan PKP2B dalam kurun waktu dua bulan; dan meningkatkan pembayaran 
jaminan reklamasi dan pasca tambang di 12 provinsi.

4. Tim Lintas Pajak – 
Kajian Optimalisasi 
Penerimaan Pajak

Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan terkait penggalian potensi pajak dan 
memberikan saran perbaikan agar penggalian pajak dilakukan secara optimal. Kajian mengambil 
sampel studi pada kasus pertambangan batubara. 

Berdasarkan hasil kajian, beberapa permasalahan yang ditemukan adalah belum akuratnya data Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP); kurangnya data pendukung dalam perhitungan potensi pajak; adanya 
multitafsir penerapan aturan pengenaan pajak; hambatan beberapa peraturan terkait perolehan data 
eksternal perpajakan; belum optimalnya permintaan, pengelolaan dan pemanfaatan data eksternal 
perpajakan; minimnya pengawasan kepada Wajib Pajak; dan belum optimalnya fungsi analisis potensi 
pada Direktorat Jenderal Pajak.

NO KEGIATAN PENJELASAN

5. Tim Lintas Migas 
Pengembangan

Fokus kajian migas tahun 2014 yaitu mendalami beberapa current issues di sektor migas sekaligus 
menindaklanjuti hasil kajian KPK di bidang migas yang pernah dilakukan sebelumnya. Kegiatan Korsup 
Migas yang dilakukan yaitu pendalaman current issues serta tindak lanjut dari hasil kajian migas 
sebelumnya, di antaranya monitoring lmplementasi Sistem Pengawasan Produksi dan Lifting (Sistem 
Operasi Terpadu - SOT), dan current issue TPPI Tuban. Kegiatan korsup lainnya untuk mendukung kajian, 
yaitu melaksanakan workshop hydrocarbon accounting dengan mengundang peserta dari beberapa 
instansi terkait.

Kegiatan tambahan yang dilakukan selain pengembangan di atas adalah kajian terkait Plan of 
Development (POD) Proyek Indonesia Deep Water Development (IDD) Chevron di Selat Makassar. 
Kajian dituangkan dalam bentuk policy brief. Hasil kajian berupa saran perbaikan terhadap pencegahan 
korupsi dan telah disampaikan kepada instansi terkait.

6. Tim Lintas Kajian 
Alih Fungsi Lahan 
Pertanian

Kajian pendahuluan alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu pintu masuk dalam upaya 
mempertahankan lahan pertanian menuju ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Tahun 2014 
kajian difokuskan kepada memetakan permasalahan yang terjadi dalam proses alih fungsi lahan 
pertanian yang bertujuan untuk memetakan permasalahan terkait alih fungsi lahan pertanian untuk 
selanjutnya diverifikasi di lapangan. Metode yang digunakan adalah literatur review dan mendapat 
informasi dari hasil wawancara narasumber/pakar eksternal.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam kajian pendahuluan alih fungsi lahan pertanian di 
antaranya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai amanat UU 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum dilakukan; adanya RTRW (Rencana Tata 
Ruang dan Wilayah) menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan jauh dibawah luasan sawah 
existing saat ini; tidak transparannya pemberian izin lokasi, serta mekansime pengawasan; dan 
penerapan sanksi yang belum jelas. 

7. Tim Penertiban 
Barang Milik Negara

Tujuan pembentukan tim ini guna melakukan koordinasi, supervisi dan monitoring dengan K/L/O/P, 
melakukan upaya pencegahan korupsi dan penyelamatan kerugian negara dalam aspek pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah serta mendorong instansi Pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem 
dalam pengelolaan serta pengawasan Barang Milik Negara/Daerah.

Umumnya permasalahan yang dialami oleh instansi-instansi terkait aset Barang Milik Negara/Barang 
Milik Daerah adalah rumah dinas yang masih dihuni oleh mantan pejabat instansi terkait, sengketa 
lahan atau bangunan yang diklaim oleh pihak ketiga/masyarakat, serta sistem yang kurang memadai 
dalam pengawasan dan pengelolaan aset.

Pada 2014 Tim Penertiban BMN KPK telah berhasil melakukan penyelamatan atau penertiban aset di 
lingkungan PERUM BULOG atas 36 rumah dinas dengan total nilai aset sebesar Rp40.887.600.000 serta 
aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berupa rumah perusahaan sebanyak 1.606 unit, lahan sebanyak 
210 bidang, lahan yang ditertibkan seluas 2.278.763 m2, serta program pensertipikatan lahan yang telah 
terealisasi seluas 4.614.449 m2. 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
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PENGELOLAAN BARANG SITAAN
DAN RAMPASAN
BARANG RAMPASAN YANG TELAH DIHIBAHKAN

NO KODE 
BARANG URAIAN TERDAKWA NILAI WAJAR TUJUAN HIBAH

1 000409 1 (satu) unit mobil pemadam 
kebakaran type V80ASM warna 
merah, dengan Nomor Polisi 
B 7912 XX, Nomor chasis mobil 
MHCNK66LY004344, Nomor 
mesin W004344, Nomor pompa 
6788 (No.BB 1347)

Oentarto Sindung Mawardi, 
Hengky Samuel Daud, Hari 

Sabarno

Rp278.220.000 Kabupaten Mandailing Natal

2 000404 1 (satu) unit mobil pemadam 
kebakaran type V80ASM warna 
merah, dengan Nomor Polisi 
7906 XX, chasis Nomor: MHCNK-
66LY3J004369 dan Nomor mesin 
W004369 (No. BB 1348)

Oentarto Sindung Mawardi, 
Hengky Samuel Daud, Hari 

Sabarno

Rp309.642.000 Kabupaten Simalungun

3 000405 1 (satu) unit mobil pemadam 
kebakaran type V80ASM No Pol 
B 7907 XX No Chasis MHC-
NK66LY3J004366 No. Mesin 
W004366, Warna Merah, Nomor 
Pompa 5799 (No.BB 1349)

Oentarto Sindung Mawardi, 
Hengky Samuel Daud, Hari 

Sabarno

Rp269.682.000 Kabupaten Dairi

4 000408 1 (satu) unit mobil pemadam 
kebakaran No. Pol B 7911 XX, No. 
Mesin W004373, No rangka MHC-
NK66LY3J004373 (No.BB 1350)

Oentarto Sindung Mawardi, 
Hengky Samuel Daud, Hari 

Sabarno

Rp328.202.000 Kabupaten PakPak Bharat

5 000407 1 (satu) unit mobil pemadam 
kebakaran No. Pol B 7910 XX, No. 
Mesin W004353, No rangka MHC-
NK66LY3J004353 (No.BB 1351)

Oentarto Sindung Mawardi, 
Hengky Samuel Daud, Hari 

Sabarno

Rp326.514.000 Kabupaten Asahan

6 000406 1 (satu) unit mobil pemadam 
kebakaran type V80ASM (No.BB 
1352)

Oentarto Sindung Mawardi, 
Hengky Samuel Daud, Hari 

Sabarno

Rp332.131.000 Kabupaten Serdang Bedagai

7 000410 1 (satu) unit mobil pemadam 
kebakaran Type V80ASM (No.
BB 1353)

Oentarto Sindung Mawardi, 
Hengky Samuel Daud, Hari 

Sabarno

Rp367.876.000 Kabupaten Samosir

8 000415 1 set CT Scanner RS Hermina 
Daan Mogot (BB No. 454)

Ratna Dewi Umar Rp484.800.000 RSUD Balaraja Tangerang

DAFTAR BARANG RAMPASAN YANG TELAH LAKU LELANG

NO KODE 
BARANG OBJEK LELANG NILAI LIMIT HARGA TERJUAL SETOR KE KAS NEGARA 

(SESUAI BUKTI SSBP)

1 000261 1 (satu) unit Netbook merk Fujitsu type P 1510 
tahun pembuatan 2006.

Rp400.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000

2 000262 1 (satu) unit Handphone Nokia 3100 tahun 
pembuatan 2004.

Rp50.000 Rp90.000

Rp790.000
3 000263 1 (satu) unit Handphone Nokia E90 

Communicator. 
Rp400.000 Rp700.000

4 000282 1 (satu) unit Handphone Nokia E90 
Communicator, sarung pembungkus warna 
hitam, tahun pembuatan 2007.

Rp400.000 Rp1.100.000 Rp1.100.000

5 000316 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300i, warna abu-
abu hitam.

Rp200.000 Rp600.000

Rp6.000.0006 000317 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satelite A100. Rp750.000 Rp3.000.000

7 000318 1 (satu) unit Proyektor Toshiba TDP-S35. Rp500.000 Rp2.400.000

8 000281 1 (satu) unit Handphone Nokia 6120 Classic. Rp150.000 Rp400.000 Rp400.000

9 000310 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300i, warna abu-
abu disertai dengan sarung pembungkus.

Rp200.000 Rp200.000
Rp450.000

10 000311 1 (satu) unit Handphone Nokia 5220 Xpress Music. Rp100.000 Rp250.000

NO KODE 
BARANG OBJEK LELANG NILAI LIMIT HARGA TERJUAL SETOR KE KAS NEGARA 

(SESUAI BUKTI SSBP)

11 000428 1 (satu) unit Handphone Blackberry tipe 9700. Rp500.000 Rp500.000

Rp2.180.000

12 '000429 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve, warna 
hitam. 

Rp400.000 Rp400.000

13 000430 1 (satu) unit Handphone Blackberry Bold, warna 
hitam. 

Rp500.000 Rp580.000

14 000431 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch, warna 
putih.

Rp600.000 Rp600.000

15 000432 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam 
dengan FM-Radio-GT-E1055T. 

Rp100.000 Rp100.000

16 000435 1 (satu) unit Handphone HUAWEI C6000. Rp50.000 Rp50.000

Rp4.790.000

17 000436 1 (satu) unit Handphone Blackberry type 9900, 
warna hitam.

Rp600.000 Rp1.600.000

18 000437 1 (satu) unit Handphone Sony Xperia type: PM-
0210-BV.

Rp800.000 Rp2.000.000

19 000438 1 (satu) unit Handphone Samsung model: 
SCH-B299, warna hitam. 

Rp100.000 Rp180.000

20 000439 1 (satu) unit Handphone Smartfren, warna hitam. Rp50.000 Rp350.000

21 000440 1 (satu) unit Hanpdhone Blackberry Torch, warna 
hitam silver.

Rp400.000 Rp400.000

22 000441 1 (satu) unit Handphone Nokia model: 100 type: 
RH-130. 

Rp50.000 Rp90.000

23 000442 1 (satu) unit Handphone Nokia type: RM-713 
model X1-01.

Rp50.000 Rp120.000

24 000443 1 (satu) unit Handphone Blackberry 9900 Bold, 
warna hitam.

Rp500.000 Rp950.000

Rp6.820.000

25 000444 1 (satu) unit Handphone Blackberry 9780. Rp500.000 Rp500.000

26 000445 1 (satu) unit Handphone Esia C5100, warna Hijau-
hitam. 

Rp25.000 Rp60.000

27 000446 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH B299. Rp100.000 Rp230.000

28 000447 1 (Satu) unit Handphone Blackberry, Model: 9900, 
warna hitam.

Rp500.000 Rp1.700.000

29 000448 1 (Satu) unit Handphone Blackberry, Model: 8520, 
warna hitam.

Rp200.000 Rp280.000

30 000449 1 (Satu) unit Handphone Blackberry, Model: 9790, 
warna hitam.

Rp500.000 Rp750.000

31 000450 1 (satu) unit Handphone Samsung tipe SCH-1509. Rp150.000 Rp150.000

32 000451 1 (satu) unit Handphone Samsung tipe SCH-I9300. Rp850.000 Rp2.200.000

33 000453 1 (satu) unit Handphone Blackberry Q10, warna 
hitam.

Rp800.000 Rp4.000.000

Rp7.030.00034 000454 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S3, 
warna biru tua.

Rp950.000 Rp2.700.000

35 000455 1 (satu) unit Handphone Nokia Series N70, warna 
hitam.

Rp100.000 Rp330.000

36 000457 1 (satu) unit Handphone merk Cardphone, warna 
orange.

Rp150.000 Rp150.000

Rp3.560.00037 000458 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note II 
GT-N7100 beserta softcase alaideng.

Rp1.500.000 Rp3.300.000

38 000459 1 (satu) unit Handphone Nokia, tipe 1280. Rp75.000 Rp110.000

   15.400.000 Rp34.120.000 Rp34.120.000
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PENDIDIKAN, SOSIALISASI,
DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DAN WORKSHOP
No. Nama Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

1 FGD penguatan komponen sistem politik berintegritas dan masyarakat paham integritas (diskusi dengan 
jaringan pemilu berintegritas) di Jakarta 14 Februari 2014

2 FGD penguatan komponen sistem politik berintegritas dan masyarakat paham integritas (diskusi dengan 
jaringan pemilu berintegritas) di Jakarta 21 Februari 2014

3 Workshop pemberdayaan kepala sekolah sebagai mitra strategis (Stakeholder pendidikan) 28 Apri - 1 Mei 2014

4 Workshop Pembangunan Integritas bersama Mitra Strategis (Stakeholder pendidikan) PAUD 1-4 Mei 2014

5 Program Pemberdayaan Mitra Strategis Pendidikan dalam bentuk kuliah umum antikorupsi, senam 
Sahabat Pemberani, Lomba Dongeng dan Mewarnai antikorupsi kepada stakeholder pendidikan di 
Sulawesi Utara 

17-19 Maret 2014

6 FGD mitra strategis Pendidikan di Bandung 10-12 Maret 2014

7 FGD mitra strategis CSO dengan kampanye pembahasan "Kampanye Revisi UU KUHP dan KUHAP" di 
Mataram NTB 20-23 Maret 2014

8 FGD mitra strategis CSO dalam rangka program pemberdayaan mitra strategis CSO (Stakeholder CSO) di 
Padang, Sumatera Barat 10-12 Maret 2014

9 Pemberdayaan Mitra Strategis CSO dalam bentuk Sarasehan Antikorupsi dengan tokoh masyarakat, 
tokoh agama dan komunitas se-Sulawesi Selatan 17-19 Maret 2014

10 Workshop pemberdayaan stakeholder antikorupsi dan integritas bersama CSO di Surabaya, Jawa Timur 5-9 Maret 2014

11 FGD Pembangunan Sistem Integritas Nasional bersama Kementerian, Lembaga, dan Organisasi 
Kepemudaan Nasional di Jakarta 15 April 2014

12 Workshop pemberdayaan integritas mahasiswa di Kota Yogyakarta sebagai mitra strategis (stakeholder 
pendidikan) 18-21 Mei 2014

13 Program Pemberdayaan Mitra Strategis (Stakeholder pendidikan) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di 
Wilayah Yogyakarta 12-15 Mei 2014

14 Workshop Iniisiasi Mitra Strategis Pendidikan di Wilayah Yogyakarta 6-8 Mei 2014

15 Workshop Implementasi Pemberdayaan Guru tingkat dasar sebagai mitra strategis (stakeholder 
pendidikan) du Kota Yogyakarta 21 Mei 2014

16 Workshop Identifikasi dan Inisiasi Pendidikan Antikorupsi dalam rangka pemberdayaan mitra strategis 
(Stakeholder pendidikan) di wilayah Bali 

17 Workshop dengan Guru PAUD di Bandung 1-4 Mei 2014

18 Workshop Inisiasi Mitra Strategis (Stakeholder CSO) di wilayah Kota Yogyakarta 6-9 Mei 2014

19 Program pemberdayaan mitra strategis Kementerian, Lembaga dan Pemerintah terkait Pembangunan 
Sistem Integritas Nasional Pencegahan Terintegrasi pada Kedeputian Bidang Pencegahan di Bali 8-11 Juni 2014

20 Workshop Kreasi dengan tema "Berantas Korupsi Cara Kreatif dan Asyik" sebagai salah satu program 
kampanye antikorupsi di Malang - Jawa Timur 25-27 Juni 2014

21 Workshop Implementasi buku Program Tunas Integritas PAUD dalam rangka Pemberdayaan Mitra 
Strategis (Stakeholder pendidikan) di wilayah Palembang- Sumatera Selatan 23-26 Juni 2014

22 Workshop implementasi tingkat dasar dalam rangka kegiatan Pemberdayaan Mitra Strategis (Stakeholder 
pendidikan) di Bali 23-25 Juni 2014

23 Diskusi politik berintegritas dengan tema "Diseminasi Bukuk Putih KPK; 8 Agenda AntiKorupsi bagi 
presiden 2014-2019 di wilayah Yogyakarta 17-19 Juni 2014

24 Diskusi politik berintegritas dengan tema "Diseminasi Buku Putih KPK; 8 Agenda Antikorupsi bagi 
presiden 2014-2019" di kota Surabaya 23-27 Juni 2014

25 Diskusi politik berintegritas dengan tema "Diseminasi Buku Putih KPK; 8 Agenda Antikorupsi bagi 
presiden 2014-2019" di kota Makasar 

26 Workshop Identifikasi dan Inisiasi Pembangunan Integritas pada KLP dalam rangka Implementasi 
Program Pembangunan Integritas 3-5 Juli 2014

27 Workshop Kreasi dengan tema "Berantas Korupsi Cara Kreatif dan Asyik" sebagai salah satu program 
kampanye antikorupsi di Manado, Sulawesi Utara 16-18 Juli 2014

28 Workshop Implementasi Pemberdayaan Guru tingkat dasar dalam rangka pemberdayaan mitra strategis 
(Stakeholder pendidikan) di Bandung, Jawa Barat 18-20 Juli 2014

29 Workshop Implementasi Pemberdayaan Guru Tingkat Menengah di Kota Pontianak dalam rangka 
pemberdayaan mitra strategis (Stakeholder pendidikan) di Pontianak, Kalimantan Barat 10-13 Agustus 2014

No. Nama Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

30 Workshop Implementasi Pemberdayaan Guru Tingkat Menengah di Wilayah Jabodetabek dalam rangka 
Pemberdayaan Mitra Strategis (Stakeholder pendidikan) 14 Agustus 2014

31 Workshop lomba media kreatif dalam rangka program kampanye Antikorupsi bagi pelajar/ mahasiswa/
komunitas muda di Bandung, Jawa Barat 20-22 Agustus 2014

32 Workshop implementasi pemberdayaan guru tingkat menengah di Kota Badung dalam rangka 
pemberdayaan mitra strategis (stakeholder pendidikan) di Bali 25-27 Agustus 2014

33 Workshop implementasi pemberdayaan guru tingkat dasar di DI Yogyakarta dalam rangka pemberdayaan 
mitra strategis (stakeholder pendidikan) di Kota Yogyakarta 19-22 Agustus 2014

34 Workshop implementasi pemberdayaan guru tingkat menengah dalam rangka pemberdayaan mitra 
strategis (Stakeholder pendidikan) di Kota Semarang - Jawa Tengah 20-22 Agustus 2014

35 Workshop implementasi pemberdayaan guru tingkat dasar dan tingkat menengah di kota Banda Aceh 
dalam rangka pemberdayaan mitra strategis (stakelholder pendidikan) di Kota Aceh - NAD 18- 21 Agustus 2014

36 Workshop implementasi pemberdayaan guru tingkat menengah di kota manado dalam rangka 
pemberdayaan mitra strategis (stakeholder pendidikan) di Manado - Sulawesi Utara 17-20 Agustus 2014

37 Workshop Implementasi Pemberdayan Guru Tingkat Menengah di Kota Balikpapan dalam rangka 
Pemberdayaan Mitra Strategis (stakeholder pendidikan) di Balikpapan - Kalimantan Timur 27-30 Agustus 2014

38 Workshop implementasi pemberdayaan guru tingkat dasar dan menengah di Kota Mataram dalam 
rangka pemberdayaan mitra strategis (stakeholder pendidikan) di Mataram - NTB 27-29 Agustus 2014

39 Kordinasi dengan pihak Kelurahan Prenggan terkait dengan pelaksanaan Program Budaya Antikorupsi 
berbasis Keluarga di Yogyakarta 22-23 Agustus 2014

40 Kordinasi dengan pihak kelurahan Prenggan terkait dengan pelaksanaan program budaya Antikorupsi 
berbasis keluarga di Keluarahan Prenggan, DIY dalam rangka pembangunan budaya antikorupsi 
berbasis keluarga 

20-21 Agustus 2014

41 Workshop pemberdayaan integritas mahasiswa dalam rangka pemberdayaan mitra strategis (stakeholder 
pendidikan) di Kota Semarang - Jawa Tengah 2-5 September 2014

42 Workshop implementasi pemberdayaan guru tingkat PAUD, Tingkat Dasar dan Menengah di kota Ternate 
dalam rangka program pemberdayaan mitra strategis (stakeholder pendidikan) di Kota Ternater - Maluku 
Utara

9-12 September 2014

43 Workshop kreasi di kota Pontianak dalam rangka pemberdayaan stakeholder antikorupsi dan integritas 
bersama CSO 3-5 September 2014

44 Workshop lomba inovasi model pembelajaran antikorupsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan 
Kota Tarakan, Kalimantan Utara 9-11 September 2014

45 Workshop kreasi dalam rangka salah satu program kampanye antikorupsi berupa Lomba Kampanye 
Kreatif di Kota Jakarta 27 September 2014

46 Penyusunan konsep dan rencana kegiatan program piloting pencegahan korupsi berbasis keluarga di DI 
Yogyakarta 11-13 September 2014

47 Workshop Komite Integritas bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka rencana seleksi dan 
pelatihan penggerak integritas sebagai salah satu program Pembentukan Tunas Integritas di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten di Banten 

20-22 Oktober 2014

48 Workshop manajemen sekolah berintegritas untuk pengawas dan kepala sekolah dalam rangka program 
Pemberdayaan mitra Strategis (stakeholder pendidikan) di Kota Yogyakarta 22-24 Oktober 2014

49 Kick of meeting mitra strategis untuk membangun sistem integritas di lingkungan PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk sebagai salah satu program pembentukan Tunas Integritas dan upaya pencegahan 
terintegrasi oleh KPK 

4-5 November 2014

50 Teacher super camp sebagai rangkaian dari kegiatan lomba inovasi model pembelajaran antikorupsi bagi 
para guru tingkat paud sampai dengan menengah atas 3-5 November 2014

51 Workshop pemberdayaan integritas mahasiswa sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi melalui 
program pendidikan antikorupsi di Kota Yogyakarta 26-28 November 2014

52 Workshop “Gerakan STOP Nyontek” oleh BEM Universitas Negeri Padang di Padang - Sumatera Barat 28-29 Maret 2014

53 Workshop Implementasi Tunas Integritas PAUD di Kota Surabaya uang diselenggarakan oleh Himpunan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini( HIMPAUDI) di Kota Surabaya - Jawa Timur 28-29 Maret 2014
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TRAINING OF TRAINERS (TOT) ANTIKORUPSI
No. Nama Kegiatan Waktu

1 Training of Trainers yang diselenggarakan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) 14-17 Januari 2014

2 Training of Trainers PPG yang diselenggarakan oleh PT. Angkasa Pura II ( Persero) di Bandung - Jawa 
Barat 25-28 Februari 2014

3 Workshop Prima / Training of Trainers Penggerak Integritas yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 14-18 April 2014

4 Trainer pada acara Training of Trainers mahasiswa dan kuliah umum pada Universitas Negeri Mataram 21-24 Maret 2014

5 Training of Trainers Penggerak Integritas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung di 
Cirebon, Jawa Barat 15-17 April 2014

6 Training of Trainers Penggerak Integritas yang diselenggarakan oleh Kementerian Keluatan dan 
Perikanan RI di Subang - Jawa Barat 20-23 April 2014

7 Training of Trainers Tunas Integritas di Kementerian Kesehatan RI di Bogor - Jawa Barat 4-5 April 2014

8 Training of Trainers Penggerak Integritas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Depok di Bogor, 
Jawa Barat 6-7 Mei 2014

9 Training of Trainers sebagai salah satu upaya pencegahan terintegrasi yang diselenggarakan PT. POS 
Indonesia 4-6 Juni 2014

10 Training of Trainers Penggerak Integritas yang diselenggarakan oleh PT. Pegadaian 1-5 Juni 2014

11 Training of Trainers Penggerak Integritas yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Timur 10-11 Juni 2014

12 Workshop Tunas Integritas/ Training of Trainers Tunas Integritas di lingkungan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI 

9-13 Juni 2014

13 Training of Trainers Penggerak Integritas yang diselenggarakan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) 3-6 Juni 2014

14 Training of Trainers Penggerak Integritas yang diselenggarakan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) 18 Juni 2014

15 Training of Trainers Tunas Integritas yang diselenggarakan Gubernur Banten di Banten 13-18 Juli 2014

16 Kegiatan pemetaan dan training of trainers Tunas Integritas di Provinsi NTB sebagai salah satu 
program Pencegahan Terintegrasi 16-20 September 2014

17 Training of Trainers bagi relawan sekolah parenting keluarga di wilayah DI Yogyakarta dalam rangka 
pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga 5-8 September 2014

18 Training of Trainers Tunas Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang - Jawa Tengah 6-10 Oktober 2014

19 Training of trainers Tunas Integritas di Pemerintah Kabupaten Badung - Provinsi Bali sebagai salah 
satu program Pencegahan Terintegrasi 13-17 Oktober 2014

20 Training of trainers pembentukan Tunas Integritas (Komunitas AntiKorupsi) di Universitas Pendidikan 
Indonesia (Bandung) sebagai salah satu bentuk pemberdayaan mitra strategis (Stakeholder CSO) di 
Bandung - Jawa Barat 

22-23 Oktober 2014

21 Training of Trainers PPG dan Tunas Integritas sebagai salah satu program Pencegahan Terintegrasi 
bagi pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik di Bandung - Jawa Barat 4-7 November 2014

22 Training of trainers/ Change Agent Sharing Forum 2014 yang diselenggarakan oleh PT.Bank Mandiri 
(Persero) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu program 
Pembentukan Tunas Integritas di Bali 

10-11 November 2014

23 Training of Trainers bagi Sekolah Relawan Anti Korupsi Angkatan ke - II sebagai salah satu rangkaian 
program Pencegahan Korupsi berbasis keluarga di Kota Yogyakarta 24-27 Oktober 2014

24 Program pemetaan dan Training of Trainers Tunas Integritas di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu program Pencegahan Terintegrasi 17-21 November 2014

25 Training of Trainers Tunas Integritas bagi pejabat kepala SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
bersama Direktorat Gratifikasi sebagai salah satu program Pencegahan Terintegrasi di Magelang - 
Jawa Tengah 

5-6 November 2014

26 Training of Trainers bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 
Prasetya Mandiri Lampung 

27 Februari - 2 Maret 
2014

27 Training of Trainers bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 
Prasetya Mandiri Lampung di Lampung 27 Maret - 2 April 2014

28 Training Karyawan Sun Life Financial dengan tema "Upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi" yang 
diselenggarakan oleh Sun Life Financial di Jakarta 26 Maret 2014

PENDIDIKAN, SOSIALISASI,
DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI

No. Nama Kegiatan Waktu

29 TOT Program Pengendaliaan Gratifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Cirebon - Jawa Barat 11-14 Maret 2014

30 Training of Trainers (ToT) Tunas Integritas dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang 
diselenggarakan oleh Gubernur Banten 24 Juni 2014

31 Training of Trainers Tunas Integritas dan Graifikasi dalam Pencegahan Terintegrasi yang 
diselenggarakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 7-8 Juli 2014

32 Training of Trainers Pendidikan Antikorupsi bagi pada dosen di lingkungan perguruan tinggi yang 
diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 16-17 September 2014

33 Training of Trainers Pencegahan Terintegrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM RI) dengan 
tema "merancang integritas diri dan organisasi" dalam membentuk Tunas Integritas di Jakarta 1-3 September 2014

34 Training of Trainers Pencegahan Terintegrasi yang diselenggarakan oleh PT. Kereta Api Indonesia ( 
Persero) 7-12 September 2014

35 Memenuhi undangan sebagai fasilitator pada kegiatan Training of Trainers Gerakan Nasional 
Perempuan Lawan Korupsi yang diselenggarakan oleh Australian Indonesia Partnership for Justice 
(AIPJ) di Indramayu - Jawa Barat 

17-19 Oktober 2014

36 Training of Trainers "Saya Perempuan Antikorupsi" yang diselenggarakan oleh AIPJ di Makassar 20-21 Oktober 2014

37 Training of Trainers Kampanye Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi 
dan Komunikasi Publik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Pontianak - Kalimantan 
Barat 

5 September 2014

38 Training of Trainers Pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Kwartir 
Cabang Sibolga di Sibolga- Sumatera Selatan 16-19 Juni 2014

39 Training of Trainers Agen Penggerak Integritas yang diselenggarakan oleh Universitas Surabaya di 
Surabaya - Jawa Timur 29 Juni - 1 Juli 2014

40 Training of Trainers Pendidikan Antikorupsi oleh Spesialis Mahasiswa Antikorupsi STIA Mandala 
Indonesia di Jakarta 23 Juni 2014

41 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan II tahun 2014 yang diselenggarakan oleh 
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan RI di Jakarta 9 September 2014

42 Training of Trainers gerakan perempuan melawan korupsi yang diselenggarakan oleh AIPJ sebagai 
rangkaian program "Saya Perempuan Antikorupsi" di Yogyakarta - DIY 2-6 November 2014

43 Training of Trainers dalam seminar antikorupsi dengan tema "Saya Perempuan Antikorupsi" yang 
diselenggarakan oleh AIPJ 18-20 November 2014

44 Training of Trainers Gerakan Nasional Perempuan Lawan Korupsi yang diselenggarakan oleh Australian 
Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) 17-19 Oktober 2014

45 Training of Trainers penerapan pelaksaanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) tahap II dalam 
rangka menindaklanjuti pernyataan komitmen Gubernur Jawa Tengah di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah di Magelang 

5-6 November 2014

46 Training of Trainers Pendidikan Antikorupsi bagi para dosen di lingkungan perguruan tinggi yang 
diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta 26 November 2014

47 Training of Trainers Tim Kesehatan Haji Indonesia yang diselenggarakan oleh BPPSDM Kementerian 
Kesehatan RI 2 Mei 2014

48 Training of Trainers penerapan pelaksaanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) tahap II dalam 
rangka menindaklanjuti pernyataan komitmen gubernur jawa tengah di lingkungan pemerintah 
provinsi jawa tengah di Magelang - Jawa Tengah 

5-6 November 2014

49 Training of Trainers dalam seminar antikorupsi dengan tema "Saya Perempuan Antikorupsi" yang 
diselenggarakan oleh AIPJ di Bandung 18-20 November 2014

50 Training of TrainersTunas Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta 15-16 Desember 2014

51 Training of Trainers bagi anggota DPRD dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Samosir terkait sosialisasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Samosir - 
Sumatera Utara 

17-20 Desember 2014
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SOSIALISASI ANTIKORUPSI DI PEMERINTAHAN 
No. Nama Kegiatan Waktu

1 Program pemberdayaan mitra strategis KLP melalui kordinasi implementasi AD- PPK NTB dan diskusi 
terbatas dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Mataram, NTB 20-24 Maret 2014

2 Program pemberdayaan mitra strategis KLP pendidikan antikorupsi berbasis keluarga kepada pejabat 
dan istri di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/ pemerintah kabupaten se-Sulawesi 
Utara serta talkshow media 

17-19 Maret 2014

3 Program pemberdayaan mitra strategis Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah 

4 Seminar pendidikan dan peluncuran Lomba Inovasi Media Pembelajaran Antikorupsi (Ide Beraksi) 
dalam rangka Inisiasi Mitra Strategis Pendidikan Tinggi tingkat Pusat 3 Juli 2014

5 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Jakarta 20 Januari 2014

6 Narasumber pada kegiatan CPNS BIG 2014 bagi pegawai di lingkungan Badan Informasi Geospasial 13 Januari 2014

7 Sosialisasi pada acara Prosesi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 
Korupsi ( WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat 
Statistik di Jakarta 

10 Februari 2014

8 Sosialisasi pada acara kegiatan Orientasi dan Pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil Badan 
Kepegawaian Negara Tahun 2014 12 Februari 2014

9 Sosialisasi pada acara Orientasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah RI di Jakarta 12 Februari 2014

10 Sosialisasi pada acara Rapat Teknis Daerah Pimpinan BPS Kabupaten/Kota dari Badan Pusat Statistik 
di Palembang - Sumatera Selatan 20 Februari 2014

11 Sosialisasi pada acara Seminar Hasil Putusan Eksaminasi Publik dengan tema "Mendorong Pengadilan 
Terbuka dan Akuntabel dalam Mekanisme Judicial Review”di Mahkamah Agung"di Jakarta 25 Februari 2014

12 Sosialisasi pada kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Standar Pelayanan yang diselenggarakan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan di Sidoarjo - Jawa Timur 14 Februari 2014

13 Sosialisasi pada acara dialog hukum dengan tema "Nasib Penegakan Hukum di Tahun Politik”dari 
Komisi Hukum Nasional RI 18 Februari 2014

14 Sosialisasi pada kegiatan Pelatihan Manajemen Integritas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi di Bogor - Jawa Barat 4 Februari 2014

15 Sosialisasi pada acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Narkotika Nasional RI 
di Jakarta 

5 Februari 2014

16 Sosialisasi pada kegiatan Sosialisasi Antikorupsi bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai di Jakarta 6 Februari 2014

17 Sosialisasi pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Managemen Kepagawaian yang diselenggarakan 
oleh Badan Kepagawaian Nasional di Jakarta 8 Februari 2014

18 Sosialisasi pada acara pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM dari Kepala Badan SAR 
Nasional di Jakarta 28 Februari 2014

19 Sosialisasi whistleblower system dan menjadi narasumber dengan tema “Unit Pengendali Gratifikasi” 
yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Jakarta 11 Maret 2014

20 Sosialisasi pada kegiatan pendidikan dan penyuluh hukum yang diselenggarakan olehKementerian 
Hukum dan HAM RI di Depok - Jawa Barat 21 Maret 2014

21 Sosialisasi pada kegiatan workshop program Revitalisasi Integritas Mental Aparatur yang 
diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta 24-26 Maret 2014

22 Sosialisasi pada kegiatan workshop Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 
Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Batam 23-25 April 2014

23 Sosialisasi pada kegiatan pelatihan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) pada Kementerian 
Kesehatan RI di Jakarta 28-Apr-14

24 Sosialisasi pada kegiatan Bimtek Penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang diselenggarakan 
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang 30-31 Maret 2014

25 Sosialisasi pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Ekspose Mobil Desa 
Siaga Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang - Jawa Timur 28-29 April 2014

26 Sosialisasi pada kegiatan pelatihan Higieni Sanitasi Makanan dan Pengawasan Kualitas Air Minum 
yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang di Cikarang 04-Apr-14

27 Sosialisasi pada kegiatan Pembekalan Agent of Change Capacity Building dengan tema Tunas Integritas 
yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI di Jakarta 30 Juni 2014

PENDIDIKAN, SOSIALISASI,
DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI

No. Nama Kegiatan Waktu

28 Sosialisasi pada kegiatan diseminasi model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi yang 
diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di 
Makassar 

4-5 Juni 2014

29 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi pada 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Surabaya - Jawa Timur 24 Juni 2014

30 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga untuk Asuhan 
Mandiri angkatan II yang diselenggarakan oleh Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan ibu dan anak di Jakarta 10 Juni 2014

31 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers Pendidikan Antikorupsi pada Dosen yang diselenggarakan 
oleh Dirjen Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Bandung - Jawa 
Barat 

9-11 Juni 2014

32 Sosialisasi pada kegiatan Simposium Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta 17 Juni 2014

33 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diselenggakan oleh 
Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta 23-25 Juni 2014

34 Sosialisasi pada kegiatan pelatihan tutor pelatihan jarak jauh (LJJ) angkatan I yang diselenggarakan 
oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI di 
Jakarta 

4 Juni 2014

35 Sosialisasi pada kegiatan penanganan Tindak Pidana Perbankan kepada industri perbankan yang 
diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Surabaya 4-5 Juni 2014

36 Sosialisasi diselenggarakan oleh Ombudsman RI dengan tema "Peran serta masyarakat dalam 
peningkatan kualitas pelayanan publik”di Jakarta 25 Juni 2014

37 Sosialisasi pada kegiatan Pendidikan Sekkau ke 95 yang diselenggarakan oleh Komando Pendidikan 
TNI Angkatan Udara di Jakarta 10 Juni 2014

38 Sosialisasi pada kegiatan pelatihan jabatan fungsional assesor SDM aparatur tingkat pertama yang 
diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara di Jakarta 5 Juni 2014

39 Sosialisasi pada kegiatan diagonis penyakit akibat kerja angkatan 3 tahun 2014 yang diselenggarakan 
oleh Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak pada Kementerian Kesehatan di Bekasi - Jawa Barat 5 Juni 2014

40 Sosialisasi pada kegiatan "Pencanangan DJP Bersih di tangan kita dan talkshow Antikorupsi”yang 
diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Dirjen Pajak di Tangerang - Banten 24 Juni 2014

41 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum dalam rangka membangkitkan motivasi untuk menolak korupsi 
bagi organik pudikajen dan siswa PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) yang diselenggarakan oleh 
Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal di Bandung - Jawa Barat 

13-14 Juni 2014

42 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers Budaya Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Badan 
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan di Jakarta 16-18 Juni 2014

43 Sosialisasi pada kegiatan diseminasi model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi yang 
diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di 
Banjarbaru 

24-26 Juni 2014

44 Sosialisasi pada kegiatan diseminasi model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi yang 
diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di 
Palembang - Sumatera Selatan 

18-20 Juni 2014

45 Sosialisasi pada kegiatan rakor stakeholder pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden di Provinsi 
Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Banjarmasin 17-18 Juni 2014

46 Sosialisasi pada kegiatan rakor stakeholder pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi 
Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Yogyakarta - 
DIY

21-22 Juni 2014

47 Sosialisasi pada kegiatan pembekalan kepada calon Kepala Perwakilan Republik Indonesia tahun 2014 
yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta 17 Juni 2014

48 Sosialisasi tentang Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah 
Kabupaten Banjarnegara 9-11 Juni 2014

49 Sosialisasi pada acara Kuliah Umum bagi program Diploma I Keuangan STAN Spesialis Pajak yang 
diselenggarakan oleh Badan Diklat Keuangan Makassar 18-19 Juli 2014

50 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Akademi Imigrasi pada 
Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta 2 Juli 2014

51 Sosialisasi pada kegiatan pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG- BK) bagi 
tenaga kesehatan angkatan I tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan Jakarta 18 Juli 2014

52 Sosialisasi pada kegiatan pelatihan Pasukan Bendera Pusaka (Paskibra) Nasional Tahun 2014 
mengenai pemahaman antikorupsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI 
di Jakarta 

19 Agustus 2014
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53 Sosialisasi pada kegiatan Pelatihan Manajemen Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Perkotaan dengan 
tema "Pencegahan Korupsi”yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta 15 Agustus 2014

54 Sosialisasi pada kegiatan Dikbangspes Inspektur yang Idik Polisi Air dan Diskbangspes Brigadir Idik 
Pol Air TA. 2014 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Polisi Perairan di Jakarta 13 Agustus 2014

55 Sosialisasi pada kegiatan peningkatan kapasitas petugas dalam pencegahan dan penanggulangan 
kegemukan dan obesitas pada anak sekolah dengan tema "Budaya Antikorupsi”yang diselenggarakan 
oleh Kementerian Kesehatan RI di Bekasi - Jawa Barat 

15 Agustus 2014

56 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan Cimahi bagi mahasiswa STAN Prodip 1 Keuangan Spesialisasi Perpajakan Tahun 
Akademik 2013/2014 di Bandung - Jawa Barat 

8 Agustus 2014

57 Sosialisasi pada kegiatan seminar pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam acara rapat 
pemutkahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah 
Pemeritah Provinsi Sulawesi Utara di Manado - Sulawesi Utara 

12-14 Agustus 2014

58 Sosialisasi pada kegiatan Pencegahan dan Pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mewujudkan Good Government dan Clean Government di 
Sidoarjo - Jawa Timur 

25-26 Agustus 2014

59 Sosialisasi pada kegiatan diseminasi model pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata 
pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Bogor - Jawa Barat 

27 Agustus 2014

60 Sosialisasi pada kegiatan workshop pengendalian gratifikasi di lingkungan Dirjen Bimbingan 
Masyarakat Kristen dan Jajarannya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Semarang - 
Jawa Tengah 

15-16 Agustus 2014

61 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum mengenai pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan 
oleh Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal bagi siswa PT. PLN (Persero) dan PT. Pertamina (Persero) di 
Bandung - Jawa Barat 

25-26 Agustus 2014

62 Sosialisasi pada kegiatan diklat perjenjangan struktural manajerial muda angkatan ke I dan II dengan 
tema "Pencegahan Korupsi”yang diselenggarakan oleh Bulog di Jakarta 11 Agustus 2014

63 Sosialisasi pada program Pencegahan Korupsi sebagai upaya Menciptakan Terwujudnya Good 
Governance dan Clean Government yang diselenggarakan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal di 
Jakarta 

27 Agustus 2014

64 Sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 
anggaran 2014 yang diselenggarakan oleh Sekda Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 16-18 September 2014

65 Sosialisasi pada acara kuliah umum di Nniversitas Negeri Manado di kampus Tampusu Sulawesi Utara 
dalam rangka memperingati HUT ke 50 Sulawesi Utara yang diselenggarakan oleh Gubernur Sulawesi 
Utara dengan tema "Membangun Tanpa Korupsi”di Manado 

17-19 September 2014

66 Sosialisasi pada kegiatan kesamaptaan Officer Development Program (ODP) yang diselenggarakan 
oleh Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal bersama PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dengan tema 
"Pemahaman AntiKorupsi”

18-19 September 2014

67 Sosialisasi pada kegiatan "Penguatan Implementasi Profile Fraud' yang diselenggarakan Direktorat 
Jenderal Kebudayaan dalam rangka mewujudkan Good Governance di lingkungan Direktorat Jenderal 
Kebudayaan Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan 

19-20 September 2014

68 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi tindak pidana korupsi di kabupaten/ kota se-Provinsi Kepulauan 
Riau Tahun anggaran 2014 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Riau 

9-11 September 2014

69 Sosialisasi pada kegiatan orientasi DPRD Provinsi Banten Tahun 2014 dengan tema "Upaya 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta 

5 September 2014

70 Sosialisasi pada kegiatan Jambore Pemuda daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 dengan tema 
"Membangun Integritas Mental Antikorupsi Pemuda Sumsel”di Palembang Sumatera Selatan 1-2 September 2014

71 Sosialisasi pada kegiatan workshop model pembelajaran pendidikan Antikorupsi bagi wakil kepala 
bidang kurikulum tingkat TK/ SD/ SMP/ SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak - 
Kalimantan Barat

4-5 September 2014

72 Sosialisasi pada kegiatan Forum Nasional SPIP dengan tema "Peran SPIP dalam mewujudkan 
kementerian pertanian yang bersih dan berintegritas”yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pertanian RI di Bali 

23-24 September 2014

73 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten/ Kota se Provinsi 
Kepulauan Riau tahun anggaran 2014 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Riau 

24-25 September 2014

No. Nama Kegiatan Waktu

74 Sosialisasi pada kegiatan dialog dan sosialisasi pemutaran film di Kab Berau yang diselenggarakan 
oleh NCW dalam rangka sosialisasi tentang membangun etos kerja yang bersih, jujur dan bertanggung 
jawab di Balikpapan 

8-10 Oktober 2014

75 Sosialisasi pada kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Negeri 12 
Depok dengan tema "Team Work Antikorupsi”di Depok - Jawa Barat 15 Oktober 2014

76 Sosialisasi pada Program New Home Sweet Home di Kompas TV mengenai 8 fungsi keluarga dan nilai- 
niali keluarga mengenai kejujuran di Jakarta 11 Oktober 2014

77 Sosialisasi pada kegiatan Seminar Mahasiswa 2014 dengan tema “Create Business Free Form 
Corruption”yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Eksistensi Universitas Udayana 
Bali 

17-19 Oktober 2014

78 Sosialisasi pada kegiatan seminar Pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandung - Jawa Barat 22-23 September 2014

79 Sosialisasi pada kegiatan Training for Trainers pada Program gerakan "Perempuan melawan 
Korupsi”yang diselenggarakan oleh AIPJ di Sumbawa 12-16 Oktober 2014

80 Sosialisasi pada kegiatan kuliah tamu/ stadium general yang diselenggarakan oleh ITB dengan tema 
“Pendidikan Antikorupsi”di Bandung 1 Oktober 2014

81 Sosialisasi pada program pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
dengan tema "Memberdayakan Peran Perempuan sebagai Kader Masyarakat Antikorupsi”di Jakarta 10 Oktober 2014

82 Sosialisasi pada kegiatan Seminar Nasional Pendidikan Antikorupsi bagi pemuda, pelajar dan 
mahasiswa se-Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang diselenggarakan oleh LSM Forum 
Masyarakat Pemantau APBD dan APBN di Jambi

29-31 Oktober 2014

83 Sosialisasi pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Broadcasting Management Angkatan V yang 
diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan LPP RRI dengan 
tema "Upaya Percepatan dan Pemberantasan Korupsi”di Jakarta 

21 Oktober 2014

84 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kementerian Agama RI dengan tema "Upaya 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi RI” di Bogor - Jawa Barat 

7 Oktober 2014

85 Sosialisasi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Fasilitator dalam Tata Laksana Anak Gizi Buruk 
dengan tema "Pendidikan Antikorupsi”yang diselenggarakan oleh Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu 
dan Anak pada Kementerian Kesehatan RI di Bogor - Jawa Barat 

6 Oktober 2014

86 Sosialisasi dalam rangka Peningkatan Karakter Building SDM Aparatur dalam percepatan 
Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI di 
Jakarta 

8 Oktober 2014

87 Sosialisasi pada kegiatan pelatihan basic trauma & cardiac life support yang diselenggarakan oleh Balai 
Besar Pelatihan Kesehatan jakarta dengan tema “Pemahaman Korupsi”di Jakarta 9 Oktober 2014

88 Sosialisasi dengan tema “Penguatan Karakter terhadap Antikorupsi dalam implementasi pendidikan 
yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah provinsi Jawa timur di Surabaya 2 Oktober 2014

89 Sosialisasi pada kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 
yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi pada 
Kementerian Perindustrian RI di Bandung 

24-25 September 2014

90 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers Pendidikan Antikorupsi bagi para dosen di lingkungan 
Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI di Medan - Sumut

8-9 Oktober 2014

91 Sosialisasi pada kegiatan ToT Pendidikan Antikorupsi bagi para dosen di lingkungan tinggi yang 
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Direktorat 
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Balikpapan 

21-22 Oktober 2014

92 Sosialisasi pada kegiatan Sosialisasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan kepada Industri Perbankan 
di Jakarta yang diselenggarakan oleh Otoritas Jakarta Keuangan (OJK) di Jakarta 20-22 Oktober 2014

93 Sosialisasi pada kegiatan pembentukan agen perubahan yang akan melaksanakan Strategi Komunikasi 
Pendidikan dan Budaya Antikorupsi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Bogor 6 Oktober 2014

94 Sosialisasi pada kegiatan orientasi tugas bagi anggota KPU di 9 provinsi dengan tema "Upaya 
Pemberantasan Korupsi dan Anatomi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilu' yang diselenggarakan 
oleh Komisi Pemilihan Umum di Batam 

27-28 Oktober 2014

95 Sosialisasi pada Customs on boarding programme berupa pengenalan organisasi, tugas dan fungsi 
kepada para CPNS lulusan program Diploma III Keuangan STAN tahun 2013/2014 dengan materi 
"Pendidikan Antikorupsi”yang diselenggarakan oleh Dirjen Bea dan Cukai di Jakarta 

10 November 2014

96 Sosialisasi pada kegiatan nasioal badan karantina pertanian TA 2014 dengan tema "Membangun 
Integritas dalam Pelayanan Karantina”yang diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian di Bekasi 19 November 2014

PENDIDIKAN, SOSIALISASI,
DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI
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97 Sosialisasi pada kegiatan pelatihan ketahanan nasional untuk pemuda tingkat provinsi dan nasional 
yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan tema "Pemberantasan Korupsi 
dalam Perspektif Ketahanan Nasional untuk Pemuda”di Jakarta 

18 November 2014

98 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi pejabat eselon II 
dan III di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Tangerang di Tangerang 

13 November 2014

99 Sosialisasi pada kegiatan pengembangan staff di lingkungan BPPSDM Kementerian Kesehatan RI 
dengan tema "Budaya Antikorupsi”yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI di Bogor - 
Jawa Barat 

27 November 2014

100 Sosialisasi pada kegiatan orientasi tugas bagi anggota KPU di 9 provinsi dengan tema “Upaya 
Pemberantasan Korupsi dan Anatomi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilu' yang diselenggarakan 
oleh Komisi Pemilihan Umum di Batam 

27-28 Oktober 2014

101 Sosialisasi pada kegiatan Diklat Bendahara Pengeluaran (DTSS) kelas kerjasama diklat angkatan VI 
dengan tema "Pemberantasan Korupsi dan Penyelesaian Kerugian Negara”di Bogor - Jawa Barat 29 Oktober 2014

102 Sosialisasi pada Customs on boarding programme berupa pengenalan organisasi, tugas dan fungsi 
kepada para CPNS lulusan program Diploma III Keuangan STAN tahun 2013/2014 dengan materi 
"Pendidikan Antikorupsi”yang diselenggarakan oleh Dirjen Bea dan Cukai di Jakarta 

10 November 2014

103 Sosialisasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan tema “Upaya Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi”di Depok - Jawa Barat

4 November 2014

104 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum Diklatsar Duta BPJS Kesehatan Gelombang II Tahun 2014 
dengan tema "Good Governance, Upaya Pencegahan dan Deteksi Dini Tindak Pidana Korupsi”di Jakarta 20-21 November 2014

105 Sosialisasi pada kegiatan nasioal Badan Karantina Pertanian TA 2014 dengan tema "Membangun 
Integritas dalam Pelayanan Karantina”yang diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian di Bekasi 19 November 2014

106 Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi pejabat eselon II dan III di lingkungan 
pemerintah daerah kabupaten tangerang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten 
Tangerang 

13 November 2014

107 Sosialisasi pada kegiatan pengembangan staf di lingkungan BPPSDM Kementerian Kesehatan RI 
dengan tema "Budaya Antikorupsi”yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI di Bogor 27 November 2014

108 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers Pendidikan Antikorupsi bagi para dosen di lingkungan 
perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI di Jakarta 

26 November 2014

109 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi bagi pegawai di 
lingkungan Lembaga Penjamin Simpanan di Jakarta 18 Desember 2014

110 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi percepatan pemberantasan korupsi yang diselenggarakan oleh 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada Kementerian Perdagangan RI di Depok - Jawa Barat 17 Desember 2014

111 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian 
HIV/ AIDS yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan pada Kementerian Kesehatan di Jakarta 

5 Desember 2014

112 Sosialisasi pada kegiatan diklat Orientasi P≈egawai bukan Pegawai Negeri Sipil Angkatan V yang 
diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia dengan tema “Kebijakan Percepatan Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi”di Jakarta 

4 Desember 2014

113 Sosialisasi upaya pencegahan korupsi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM bagi tenaga 
kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok di Fasilitas Kesehatan Primer yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Bogor - Jawa Barat 

27 November 2014

PENDIDIKAN, SOSIALISASI,
DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI

KAMPANYE ANTIKORUPSI
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1 Kampanye bersama "Jujur Barengan" yang diselenggarakan oleh USAID di Kota Yogyakarta 16-21 Mei 2014

2 Launching "Jujur Bareng Barengan” Aksi Kolaborasi CSO di Wilayah Yogyakarta 19-21 Mei 2014

3 Event Kampanye di SMAN 1 Bandung dengan Guru, Komunitas PAUD dan Pelajar dari Sekolah - 
sekolah di Bandung 1-4 Mei 2014

4 Menyelenggarakan seminar dan pemeran pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga di 
Universitas Indonesia 10-11 Juni 2014

5 Menyelenggarakan rangkaian Roadshow Festival Film Antikorupsi (Anti Corruption Film Festival-
ACFfest) 2014 di kota- kota besar seluruh indonesia sebagai salah satu program kampanye sosial 
antikorupsi di Bandung -Jawa Barat 

29-31 Agustus 2014

6 Menyelenggarakan rangkaian Roadshow Festival Film Antikorupsi (Anti Corruption Film Festival-
ACFfest) 2014 di kota- kota besar seluruh indonesia sebagai salah satu program kampanye sosial 
antikorupsi di Jakarta 

27 Agustus 2014

7 Memenuhi undangan pada kegiatan Tangsel Jazz Festival dalam bentuk pembukaan stand antikorupsi 
dalam gerakan antikorupsi melalui musik yang diselenggarakan oleh Panitia Tangsel Jazz Festival 16 Agustus 2014

8 Lomba Inovasi Pembelajaran AntiKorupsi di Kota Padang dalam rangka pemberdayaan mitra strategis 
(stakeholder pendidikan) 11-13 Agustus 2014

9 Roadshow Festival Film Antikorupsi (Anti Corruption Film Festival-ACFfest) 2014 di kota- kota besar 
seluruh indonesia sebagai salah satu program kampanye sosial antikorupsi di Mataram - Nusa 
Tenggara Barat 

15-17 September 2014

10 Roadshow Festival Film Antikorupsi (Anti Corruption Film Festival-ACFfest) 2014 di kota- kota besar 
seluruh indonesia sebagai salah satu program kampanye sosial antikorupsi diManado - Sulawesi Utara 23-25 September 2014

11 Roadshow Festival Film Antikorupsi (Anti Corruption Film Festival-ACFfest) 2014 di kota- kota besar 
seluruh indonesia sebagai salah satu program kampanye sosial antikorupsi di Kota Makassar - 
Sulawesi Selatan 

19-21 September 2014

12 Roadshow Festival Film Antikorupsi (Anti Corruption Film Festival-ACFfest) 2014 di kota- kota besar 
seluruh indonesia sebagai salah satu program kampanye sosial antikorupsi di Provinsi Bali 12-14 September 2014

13 Roadshow Festival Film Antikorupsi (Anti Corruption Film Festival-ACFfest) 2014 di kota- kota besar 
seluruh indonesia sebagai salah satu program kampanye sosial antikorupsi di Kota Palembang - 
Sumatera Selatan 

26-28 September 2014

14 Roadshow Festival Film Antikorupsi (Anti Corruption Film Festival-ACFfest) 2014 di kota- kota besar 
seluruh indonesia sebagai salah satu program kampanye sosial antikorupsi di Kota Manado - Sulawesi 
Utara 

23- 25 September 2014

15 Mengikuti pameran antikorupsi dalam rangka memperingati HUT ke-50 Provinsi Sulawesi Utara yang 
diselenggarakan oleh Gubernur Sulawesi Utara 15-19 September 2014

16 Mengikuti pameran antikorupsi dalam rangka Simposium Nasional Akuntabilitas yang diselenggarakan 
oleh The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) di Jakarta 8-10 September 2014

17 Pameran Legal Expo Kementerian Hukum dan Ham tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Sekretariat 
Jenderal pada Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta 29-31 Oktober 2014

18 Pameran antikorupsi yang diselenggarakan oleh Suara Untuk Negeri Community di Jakarta 20-23 November 2014

19 Kampanye Deklarasi “Tolak Politik Uang Menuju Pemilu Bersih 2014” di Jakarta 28 Februari 2014

20 Launching pemilu berintegritas dalam rangka meningkatkan pemahaman politik di Jakarta 6 Maret 2014

21 Pemutaran Film Animasi Anak "Sahabat Pemberani" dan diskusi guru SD Negeri Panggung Kidul 
Semarang 26-27 Januari 2014

22 Pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional di Jakarta 28-30 April 2014

23 Pemutaran film "Sahabat Pemberani" dalam rangka memberikan pendidikan antikorupsi melalui 
media dan sosialisasi pencegahan korupsi sejak usia dini yang diselenggarakan oleh Yayasan Rukun 
Warga Ginawa Sentosa (YARGIS) di Blitar - Jawa Timur 

27-29 September 2014

24 Pameran Antikorupsi dalam kegiatan "Rare Bali Festival" yang diselenggarakan oleh Rumah Budaya 
Penggak Men Mersi di Bali 7-9 Agustus 2014
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1 Sosialisasi Pemilu Berintegritas dan masyarakat Paham Integritas serta implementasi aksi bersama 
CSO di Kota Yogyakarta, Provinsi DIY 27-30 Maret 2014

2 Sosialisasi Pemilu Berintegritas dan masyarakat Paham Integritas serta implementasi aksi bersama 
CSO di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 25-28 Maret 2014

3 Sosialisasi Pemilu Berintegritas dan masyarakat Paham Integritas serta implementasi aksi bersama 
CSO di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20-23 Maret 2014

4 Sosialisasi Pemilu Berintegritas dan masyarakat Paham Integritas serta implementasi aksi bersama 
CSO di Kota Surabaya - Jawa Timur 20 -23 Maret 2014

5 Sosialisasi Pemilu Berintegritas dan masyarakat Paham Integritas serta implementasi aksi bersama 
CSO di Kota Bandung - Jawa Barat 20 -23 Maret 2014

6 Sosialisasi Pemilu Berintegritas dan masyarakat Paham Integritas serta implementasi aksi bersama 
CSO di Kota Semarang - Jawa Tengah 27-30 Maret 2014

7 Sosialisasi Pemilu Berintegritas dan masyarakat Paham Integritas serta implementasi aksi bersama 
CSO di Kota Manado - Sulawesi Utara 27-30 Maret 2014

8 Sosialisasi Pemilu Berintegritas dan masyarakat Paham Integritas serta implementasi aksi bersama 
CSO di Kota Jakarta- DKI Jakarta 17-19 Maret 2014

9 Sosialisasi program budaya antikorupsi berbasis keluarga di kelurahan prenggan DI Yogyakarta dalam 
rangka pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga 21-23 Agustus 2014

10 Sosialisasi Lomba Kreasi KPK dan Update perkembangan Google Play dan Teknologi Game sebagai 
salah satu program Pembangunan Integritas CSO di Kota Yogyakarta, Solo dan Semarang 6-10 Oktober 2014

11 Diskusi yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Cinta Keluarga (CIKAL) di Jakarta 27 Januari 2014

12 Sosialisasi pada kegiatan konferensi kerja nasional I pengurus besar PGRI 27 Januari 2014

13 Sosialisasi pada kegiatan rapat koordinasi Future Leader For Anti Corruption (FLAC) di Sidoarjo - Jawa 
Timur 25 Januari 2014

14 Sosialisasi pada rangkaian kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi tingkat SD, SMP, SMA dan guru 
yang diselenggarakan oleh komunitas DOMBAKU di Tasikmalaya 20-23 Januari 2014

15 Sosialisasi pada kegiatan Musyawarah Daerah IV Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota 
Palembang 20 Januari 2014

16 Sosialisasi pada kegiatan sarassehan warga gereja kristen jawa krapyak dengan tema "Mengejar Suap 
No. Jujur 'Yes”di Krapyak - Jawa Tengah 19 Januari 2014

17 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Spesialisasi Mahasiswa Antikorupsi 
STIA Mandala Indonesia (SIMAK STIAMI) di Jakarta 29 Januari 2014

18 Sosialisasi pada seminar pelajar antikorupsi yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Ikatan 
Pelajar Nadhatul Ulama Jawa Timur di Surabaya - Jawa Timur 25 Januari 2014

19 Sosialisasi pada kegiatan seminar politik dengan tema "Lebih Dekat dengan KPK dan Korupsi”di Depok 
- Jawa Barat 4 Januari 2014

20 Sosialisasi pada kegiatan Festival Bonenkai ke -8 yang diselenggarakan oleh Nusantara Bertutur di 
Bogor - Jawa Barat 4-5 Januari 2014

21 Sosialisasi pada program pemberdayaan masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi-
kerjasama dengan AIPJ (Australia Indonesian Parthnership For Justice) di Mataram - NTB 6-8 Januari 2014

22 Sosialisasi pada acara kegiatan Seminar Pencegagan dan Pemberantasan Korupsi serta 
melaksanakan program kerjasama KPK dengan Australian Indonesia Partnership for Justice ( AIPJ) di 
Mataram - NTB 

3-6 Februari 2014

23 Sosialisasi pada acara Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Universitas Trilogi di Jakarta 2 Januari 2014

24 Sosialisasi pada acara Konferensi Kerja Nasional I Pengurus Besar PGRI di Jakarta 27 Januari 2014

25 Sosialisasi pada acara Seminar Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur Jakarta dengan tema 
“Pendidikan Antikorupsi”di Jakarta 15 Februari 2014

26 Sosialisasi pada acara Grand Launching dan Dialog Interaktif LSM Keluarga Antikorupsi ( LSM - LAKI) di 
Surabaya - Jawa Timur 19-20 Februari 2014

27 Sosialisasi pada acara seminar nasional budaya antikorupsi dengan tema "Strategi Membangun 
Budaya Antikorupsi di Dunia Pendidikan “dari Universitas Narotama di Surabaya - Jawa Timur 25 Februari 2014

28 Sosialisasi pada acara Launching Kepengurusan Dewan Mahasiswa 2014/2015 dan Diskusi Terkait 
Pemberantasan Korupsi tahun 2014 di Yogyakarta - DIY 23-24 Februari 2014

PENDIDIKAN, SOSIALISASI,
DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI
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29 Sosialisasi pada acara konvensi nasional dalam rangka penyusunan rekomendasi tentang adat, adab 
dan budaya nusantara 2014 di Bandung - Jawa Barat 23 Februari 2014

30 Sosialisasi pada acara Konvensi Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta 18 Maret 2014

31 Sosialisasi pada kegiatan lokakarya Putih Abu- abu (Try Out SBMPT.N 2014) dan seminar nasional yang 
diselenggarakan oleh Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) Komisariat Universitas 
Hasanuddin di Bulukumba - Sulawesi Selatan 

1-3 Februari 2014

32 Sosialisasi pada acara pemutaran film animasi anak "Sahabat Pemberani”dan kegiatan diskusi dengan 
tema"Bergaul yang sehat”yang diselenggarakan oleh Tara Salvia Centre of Excellence di Bintaro - 
Jakarta Selatan 

4 Februari 2014

33 Sosialisasi pada acara peluncuran buku "Ibu Guru Kembar di Mata Jurnalis”yang diselenggarakan oleh 
Sekolah Darurat Ibu Kartini Ibu Guru Kembar di Jakarta 4 Februari 2014

34 Sosialisasi pada kegiatan Seminar Antikorupsi yang diselenggarakan oleh BEM Univeritas Danayu 
Ikhsanudin Baubau- Sulawesi Tenggara 9-11 februari 2014

35 Sosialisasi dalam acara deklarasi "Maklumat Bersama”Pemilu Jurdil, Damai dan Antikorupsi dari 
komite independen pemantau pemilu di Jakarta 6 Februari 2014

36 Sosialisasi di Kementerian Kebudayaan dengan tema Budaya Antikorupsi di Bandung - Jawa Barat 13 Maret 2014

37 Sosialisasi pada kegiatan orientasi wawasan dan tugas calon pegawai negeri sipil Kementerian PAN 
dan RB dengan tema “Kapita Selekta Pemberantasan Korupsi”di Jakarta 18 Maret 2014

38 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga di Surabaya - 
Jawa Timur 18-19 Maret 2014

39 Sosialisasi pada acara komitmen antikorupsi untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi ( WBK) di 
lingkungan Kementerian Pertanian RI di Yogyakarta 19 Maret 2014

40 Sosialisasi pada kegiatan peningkatan kejujuran dan integritas pada siswa SMP Negeri 289 Jakarta 29 Maret 2014

41 Sosialisasi pada acara program kerja Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan 
tema “Kenduri Literasi 2014”di Kota Yogyakarta 30-31 Maret 2014

42 Sosialisasi pada kegiatan seminar nasional sebagai rangkaian kegiatan dies natalis Universitas Negeri 
Semarang ke-49 dengan tema Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia di Semarang - Jawa Tengah 25-26 Maret 2014

43 Sosialisasi pada kegiatan upgrading dan silatuhrahmi yang diselenggarakan oleh FLAC ( Future Leader 
Anti Corruption) di Sidoarjo - Jawa Timur 28-29 Maret 2014

44 Sosialisasi pada kegiatan seminar nasional himpunan mahasiswa jurusan ilmu politik UIN Syarif 
Hidayatullah Banten di Ciputat - Banten 27 maret 2014

45 Sosialisasi pada acara KPK Goes To Campus Univeritas Ibn Khaldun Bogor sekaligus menyambut 
perkuliahan semester genap tahun akademik 2013/2014 di Bogor - Jawa Barat 4 maret 2014

46 Sosialisasi pada kegiatan pra temu Badan Eksekutif se-Nusantara di Bandung - Jawa Barat 4-5 maret 2014

47 Sosialisasi pada kegiatan latihan dasar kepemimpinan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 
Esa Unggul di Bogor - Jawa Barat 8 Maret 2014

48 Sosialisasi pada kegiatan latihan dasar kepemimpinan II dan III Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana 
Korupsi di Makassar - Sulawesi Selatan 15-16 maret 2014

49 Sosialisasi pada kegiatan intermediate training (LK II) tingkat nasional HMI Cabang Bolaang 
Mongondaw Raya di Kotamobagu 16-17 Maret 2014

50 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Bupati Lampung 
Tengah 25-26 Maret 2014

51 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi whistleblowing system dalam pelaksanaan kinerja instansi 
pemerintah menuju good corporate governance yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia 

24 Maret 2014

52 Sosialisasi pada kegiatan Kemah Bakti 2014 yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Gudep 
Pangkalan Universitas Pasundan Bandung 22 Maret 2014

53 Sosialisasi kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prasetya 
Mulya pada mata kuliah Business Ethics CSR di Jakarta 19 Mei 2014

54 Sosialisasi pada kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Parahyangan, Unpad 
dan Universitas Maranatha di Bandung 9-10 Mei 2014

55 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas 
Trisakti di Jakarta 12 Mei 2014

56 Sosialisasipada kegiatan BEM fakultas Universitas Hukum Universitas Mataram law fair 2014 dan 
kegiatan Roadshow ACCH yang diselenggarakan oleh Biro Humas KPK di Mataram 13-14 Mei 2014

57 Sosialisasi pada kegiatan seminar antikorupsi yang diselenggarakan oleh London School of Public 
Realitions (STIKOM LSPR) di Jakarta 10 Mei 2014
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58 Sosialisasi dalam rangka peringatan Hari Pendidikan yang diselenggarakan oleh Poltek Negeri 
Lampung di Lampung 3 Mei 2014

59 Sosialisasi pada kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh STIT Muhammadiyah Kota Banjar di 
Banjar 12-13 April 2014

60 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Akuntasi Negara di 
Bintaro 9 Mei 2014

61 Sosialisasi pada kegiatan Pelatihan Advokasi Mahasiswa (PAM) yang diselenggarakan oleh BEM 
Universitas Negeri Jakarta di Bogor 18 Mei 2014

62 Sosialisasi pada kegiatan diskusi publik tata kelola mineral dan batu bara di Indonesia yang 
diselenggarakan oleh BEM FT Universitas Indonesia di Depok 26 Mei 2014

63 Sosialisasi pada kegiatan Kursus Pembinaan Profesi Insinyur (KPPI) dengan tema "Pendidikan 
Antikorupsi”yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia di Jakarta 22 Mei 2014

64 Sosialisasi pada kegiatan dialog kebangsaan dengan tema "Cerdas dalam memilih pemimpin untuk 
masa depan Indonesia”yang diselenggarakan oleh BEM FISIP Universitas Pasundan di Bandung 20-21 Mei 2014

65 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi mengenai pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh SMIT 
Al- Marjan di Bekasi 22 Mei 2014

66 Sosialisasipada kegiatan kuliah umum mata kuliah kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang 
diselenggarakan oleh FE Universitas Trisakti di Jakarta 21 Mei 2014

67 Sosialisasipada kegiatan temu dialog dengan tema "Bahaya Laten Korupsi”yang diselenggarakan oleh 
LSM Forum Masyarakat Pemantau APBD dan APBN di Pekanbaru 7-8 Mei 2014

68 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh 
Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta 16-18 Mei 2014

69 Sosialisasi pada kegiatan latihan kader II tingkat nasional yang diselenggarakan oleh oleh HMI cabang 
Selong di Lombok Timur 29-31 Mei 2014

70 Berpartisipasi dalam festival media HUT ke 20 Aliansi Jurnalis Independe dalam bentuk pameran dan 
sebagai narasumber pada kegiatan talkshow bersama Malang Corruptionwatch di Surabaya 15-17 Mei 2014

71 Sosialisasi pada acara lokakarya tentang village under the law No. 6/2014 on Villages (keadilan di desa 
di bawah Undang - undang no 6 tahun 2014 tentang desa) kerjasama Bappenas dan AIPJ dan justice for 
the poor - PSF di Jakarta 

13-14 Mei 2014

72 Sosialisasi pada mata kuliah Bussines Ethics & CRS yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Prasetia Mulya di Jakarta 5 Juni 2014

73 Sosialisasi dalam forum Antikorupsi ke-4 yang diselenggarakan oleh Indonesia Anti Corruption Forum 
di Jakarta 10-11 Juni 2014

74 Sosialisasi pada kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan menuju wilayah Bebas dari Korupsi di 
lingkungan RSUP dr Kariadi Semarang - Jawa Tengah 17 Juni 2014

75 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers Geraka Saya Perempuan Antikorupsi yang 
diselenggarakan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) di Makassar 18-19 Juni 2014

76 Sosialisasi dalam acara Gerakan Bojonegoro Bercerita Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Yayasan 
Misbah Bojonegoro - Jawa Timur 12-15 Juni 2014

77 Sosialisasi pada kegiatan seminar dengan tema "Berantas Korupsi! Kalau bukan kita, siapa lagi?!!' 
yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran di Bandung - 
Jawa Barat 

10 Juni 2014

78 Sosialisasi pada kegiatan seminar nasional dengan tema "Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Dulu, Kini 
dan Nanti”yang diselenggarakan oleh FE dan Bisnis Universitas Gajah Mada di Yogyakarta - DIY 23-24 Juni 2014

79 Sosialisasi pada kegiatan Training Pendidikan Karakter Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Forum 
Silatuhrahmi Mahasiswa Pemuda Lombok di NTB 21-22 Juni 2014

80 Sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini yang diselenggarakan oleh Gerakan Semarang Berani Jujur 
bekerja sama dengan Gerakan Jakarta Berani Jujur di Semarang - Jawa Tengah 19-20 Juni 2014

81 Seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro 
di Semarang - Jawa Tengah 7 Juni 2014

82 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi dan pemutaran film KPK yang diselenggarakan oleh Nasional 
CorruptionWatch (NCW) di propinsi kalimantan utara 17-18 Juni 2014

83 Sosialisasi pada kegiatan workshop sekolah berbudaya Antikorupsi kerjasama antara KPK dan Dinas 
Pendidikan Kota Bandung 8-11 Juni 2014

84 Sosialisasi pada kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Nusantara di 
Jakarta 7 Juni 2014

No. Nama Kegiatan Waktu

85 Sosialisasi pada kegiatan Lokakarya Komunikasi dengantema "Pendekatan Komunikasi dalam 
Pencegahan Korupsi”yang diselenggarakan oleh Canadian International Development Agency ( CIDA) di 
Makassar 

5-6 Juni 2014

86 Sosialisasi pada kegiatan dialog publik yang diselenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia Eksekutif Daerah Jawa Barat di Bandung 5 Juni 2014

87 Sosialisasi pada kegiatan Seminar dalam rangka Dies natalis Ikatan Mahasiswa Departemen Ilmu 
Administrasi Negara (IMDIAN) 19 Juni 2014

88 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum dalam rangka dies natalis FKM Universitas Indonesia ke 49 
yangd iselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia di Depok 13 Juni 2014

89 Sosialisasi pada kegiatan diklat fungsional perjenjangan perencana (FPP) tingkat madya angkatan XII 
yang diselenggarakan oleh FE Universitas Indonesia di Depok 6 Juni 2014

90 Sosialisasi pada kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah 
Surabaya di Surabaya 11 Juni 2014

91 Sosialisasi pada kegiatan seminar nasional dengan tema Mencegah Korupsi dengan membangun 
mimpi besar untuk negeri yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Antikorupsi Bengkulu di Bengkulu 6-8 Juni 2014

92 Sosialisasi pada kegiatan "Ngaji dan Buka' bareng di Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Ikatan 
Abang None Buku (IKANOBU) DKI Jakarta 20 Juli 2014

93 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi pemutaran film KPK di Provinsi Kalimantan Utara yang 
diselenggarakan oleh National CorruptionWatch (NCW) di Nunukan 6-8 Juli 2014

94 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN 7-8 Juli 2014

95 Sosialisasi pada kegiatan the power of ramadhan dengan tema "Bangga Menjadi Pemuda Muslim 
Yang Kreatif”Imovatif dan Inspiratif yang diselenggarakan oleh Formala Jabodetabek dan IMPP-J di 
Tangerang - Banten 

19 Juli 2014

96 Sosialisasi pada kegiatan Studi Amaliah Ramadha (SALAM) 2014 yang diselenggarakan oleh SMP 
LabSchool Jakarta 19 Juli 2014

97 Sosialisasi pada acara dialog dan sosialisasi pemutaran film di provinsi kalimantan utara yang 
diselenggarakan National CorruptionWatch di Tarakan 20-24 Juli 2014

98 Sosialisasi pada kegiatan Dialog mengenai upaya pencegahan korupsi dan sosialisasi pemutaran 
film KPK di Provinsi Kalimantan Utara yang diselenggarakan oleh National CorruptionWatch (NCW) di 
Balikpapan 

18-22 Agustus 2014

99 Sosialisasi pada kegiatan lokakarya pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi 
Filsafat Drikarya di Jakarta 14-16 Agustus 2014

100 Sosialisasi pada kegiatan Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru FH UGM 2014 dengan tema 
"Peran Kita Bentengi diri Melawan Korupsi untuk Negeri”yang diselenggarakan oleh FH Universitas 
Gadjah Mada di Yogyakarta 

21 Agustus 2014

101 Sosialisasi pada kegiatan Young Interfaith Peacemaker National Conference 2014 dengan tema 
"Peran Mahasiswa dalam Pencegahan & Pemberantasan Korupsi di kalangan komunitas berbasis 
agama”yang diselenggarakan oleh Indonesian Consortium for Regigious Studies (ICRS) di Yogyakarta 

19-20 Agustus 2014

102 Kajian pemetaan media komunikasi kampanye pencegahan korupsi berbasis keluarga bersama 
Komunitas Jujur Barengan 12-14 Agustus 2014

103 Sosialisasi pada kegiatan Korean Festival Chuseok dengan tema sosialisasi pencegahan korupsi yang 
diselenggarakan oleh Nusantara Bertutur di Bogor - Jawa Barat 9-10 Agustus 2014

104 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Little Circle 
Foundation dengan tema "Pendidikan Antikorupsi”di Bali 9-10 Agustus 2014

105 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum Antikorupsi bagi mahasiswa baru tahun 2014 yang 
diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto 24-25 Agustus 2014

106 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum dengan tema "memelihara integritas dan meningkatan 
semangat Antikorupsi”yang diselenggarakan oleh Universitas Halu Oleo - Kendari 14-15 Agustus 2014

107 Sosialisasi tentang pembinaan gerakan Antikorupsi pada kegiatan kamp nasional remaja I yang 
diselenggarakan oleh Sekolah Minggu Gereja Toraja dengan tema "Remaja Tangguh, Indonesia 
Tangguh”di Tana Toraja 

2-4 Agustus 2014

108 Sosialisasi pada kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik Mengenai Pendidikan Antikorupsi yang 
diselenggarakan oleh SMA Islam Terpadu Raudhatul Jannah di Cilegon - Banten 6 Agustus 2014

109 Sosialisasi pada kegiatan Training Pelajar AntiKorupsi dalam rangka mengimplementasikan sekolah 
berbudaya antikorupsi di SMKN 9 Bandung di Bandung - Jawa Barat 12-14 Agustus 2014

110 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers bagi mahasiswa Universitas Udayana Bali yang 
diselenggarakan oleh Kelompok Cinta Antikorupsi Universitas Udayana di Bali 13-15 Agustus 2014
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111 Sosialisasi pada kegiatan Seminar dengan tema "Peran serta Mahasiswa dalam upaya pemberantasan 
korupsi”yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretariat Tarakanita di 
Jakarta 

19 Agustus 2014

112 Sosialisasi pada kegiatan pengenalan program studi (PPS) mahasiswa baru politeknik kesehatan 
tanjungkarang TA 2014/2015 dengan tema “Budaya Antikorupsi”di Lampung 24-25 Agustus 2014

113 Sosialisasi pada Program Orientasi Studi Pengenalan Kampus yang diselenggarakan oleh Sekolah 
Tinggi Ilmu Pertanian AgroBisnis Perkebunan dengan tema "Tindak Pidana Korupsi”di Medan 26-27 Agustus 2014

114 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum wajib pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh 
Universitas Riau Kepulauan dalam rangka pelaksanaan Orientasi Studi Pengenalan Kampus (Ospek) di 
Batam 

22-23 Agustus 2014

115 Sosialisasi pada kegiatan Orientasi Kehidupan Akademi 2014 bagi mahasiswa baru universitas kristen 
duta wacana dengan tema "Kepemimpinan Antikorupsi”di Yogyakarta - DIY 21-22 Agustus 2014

116 Sosialisasi pada kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2014/2015 FISIP Universitas 
Padjajaran dengan tema "Upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi”di Bandung - Jawa Barat 19-20 Agustus 2014

117 Sosialisasi pada kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2014-2015 dengan tema 
"Pendidikan Antikorupsi”yang diselenggarakan oleh Universitas Widyatama di Bandung - Jawa Barat 20 Agustus 2014

118 Sosialisasi pada kegiatan Apresiasi Penyambutan Mahasiswa Baru (APMB) Fakultas Teknik dengan 
tema "Upaya Pencegahan Korupsi”yang diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara di Medan - 
Sumatera Utara 

29-30 Agustus 2014

119 Sosialisasi pada kegiatan diklat orientasi DPRD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung dengan tema 
'Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”yang diselenggarakan oleh Gubernur Lampung di Lampung 12 September 2014

120 Sosialisasi pada kegiatan diklat perencanaan pembangunan daerah angkatan I sd XV yang 
diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2 September 2014

121 Sosialisasi pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di lingkungan 
Kementerian Hukum dan HAM dengan tema Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Depok 9 September 2014

122 Sosialisasi pada kegiatan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi aparatur/ non kesehatan tahun 
2014 dengan tema "Pemahaman AntiKorupsi”yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan 
Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan RI di Jakarta 

23 September 2014

123 Sosialisasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan CPNS golongan II dan III pola baru yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI sekaligus uji coba modul antikorupsi yang 
telah disusun oleh KPK dengan LAN RI di Jakarta 

29 September - 1 
Oktober 2014

124 Sosialisasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV di lingkungan pemerintah 
provinsi Banten dengan tema “Sosialisasi Pencegahan Korupsi”yang diselenggarakan oleh Gubernur 
Banten 

24 September 2014

125 Sebagai narasumber dan juri pada kegiatan cerdas cermat dengan tema "Againts CorruPT.ion' bagi 
siswi- siswi SMA di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan Surabaya 15-16 September 2014

126 Sosialisasi pada kegiatan kuliah pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi 
Manajemen Asuransi Trisakti di Jakarta 13 September 2014

127 Sosialisasi pada kegiatan dialog sosialisasi pemutaran film KPK yang diselenggarakan oleh National 
CorruptionWatch (NCW) di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Tanjung Selor 16-19 September 2014

128 Tindak lanjut program pencegahan perilaku korupsi melalui gerakan budaya jujur barengan di wilayah 
Yogyakarta 5-7 September 2014

129 Sosialisasi pada kegiatan seminar dengan tema “Penyusunan Draft Kebijakan Daerah Tentang 
Mekanisme Pengisian Pimpinan Jabatan Tinggi Secara Terbuka dan Tidak Diskriminatif di Pontianak 17-18 September 2014

130 Sosialisasi pada kegiatan seminar dan musyawarah kerja nasional dengan tema “Komite Integritas; 
Inisiatif Selaraskan Combined Assurance dan Talent Management”yang diselenggarakan oleh Forum 
Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) di Yogyakarta 

18-19 September 2014

131 Sosialisasi pada kegiatan Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP) Tingkat Muda Angkatan 
XXV yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi MasyarakatUniversitas Indonesia di 
Jakarta 

19 September 2014

132 Sosialisasi pada kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Sekolah Dasar 
Bunda dengan tema “Pencegahan Korupsi sejak dini di Cilegon - Banten 19 September 2014

133 Sosialisasi pada kegiatan Seminar Nasional dengan tema "Quo Vadis Pemerintah Baru; Stagnasi atau 
Lompatan Besar?”yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta 19-20 September 2014

134 Sosialisasi pada kegiatan pengembangan pendidikan dan wawasan tindak pidana korupsi untuk 
mahasiswa baru Universitas 17 Agustus 1945 di Cirebon - Banten 13-14 September 2014

135 Sosialisasi pada kegiatan pelatihan jihad Antikorupsi I yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Yogyakarta dengan tema “Menggalang Kekuatan Masyarakat untuk Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia di Yogyakarta 

20-21 September 2014

No. Nama Kegiatan Waktu

136 Sosialisasi pada kegiatan Student Day 2014 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Akuntasi Fakultas Ekonomi Sebelas Maret dengan tema ' Upaya Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi”di Surakarta 

11-12 September 2014

137 Sosialisasi pada kegiatan seminar pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandung di Bandung 22-23 September 2014

138 Sosialisasi pada program pembinaan akhlak dan pengenalan kampus (PROPANKA) mahasiswa 
baru Universitas Sangga Buana dengan tema "Pencegahan Koruspi di kalangan lembaga 
pendidikan"(perguruan tinggi) di Bandung - Jawa Barat 

20 September 2014

139 Sosialisasi pada kegiatan mahasiswa baru dengan tema "Pendidikan Antikorupsi”yang diselenggarakan 
oleh Universitas Pasundan Bandung di Bandung 4 September 2014

140 Sosialisasi pada kegiatan Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus bagi mahasiswa baru 
Universitas Darul Ulum Jombang dengan tema "Upaya Pencegahan Korupsi”di Jombang - Jawa Timur 7-9 September 2014

141 Sosialisasi pada kegiatan Penyambutan Mahasiswa Baru 2014/2015 yang diselenggarakan oleh 
Universitas Negeri Surabaya dengan tema "Pendidikan Antikorupsi bagi Mahasiswa” 3-4 September 2014

142 Sosialisasi pada kegiatan masa orientasi mahasiswa baru Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan 
tema "Upaya Pencegahan Korupsi”di Surabaya - Jawa Timur 2-3 September 2014

143 Sosialisasi pada kegiatan stadium generale Pesona Ta'aruf 2014 bagi mahasiswa baru Universitas Islam 
Indonesia dalam rangka sosialisasi pendidikan Antikorupsi di Yogyakarta - DIY 3-4 September 2014

144 Sosialisasi pada kegiatan stadium generale yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto dengan tema "Penyuluhan Antikorupsi”di Purwokerto - Jawa Tengah 1-3 September 2014

145 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum bagi mahasiswa baru dan pembinaan karyawan Politeknik 
Kesehatan Tasikmalaya dengan tema "Pendidikan Budaya Antikorupsi”di Cirebon - Jawa Barat 7-10 September 2014

146 Sosialisasi pada kegiatan Program Persiapan Belajar (P2B) dan Pendidikan Karakter Mahasiswa Baru 
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan tema "Membangun Karakter Mahasiswa 
yang Jujur dan Berintegritas”di Banjarmasin 

4-5 September 2014

147 Sosialisasi pada kegiatan post program training of trainers "Saya Perempuan Antikorupsi”yang 
diselenggarakan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) di Bima 4-5 September 2014

148 Sosialisasi pada kegiatan penyambutan mahasiswa baru fajultas keguruan dan ilmu pendidikan 
universitas tanjung pura dengan tema "Zona Integritas Kampus”di Pontianak - Kalimantan Barat 3-4 September 2014

149 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum antikorupsi dalam rangka orientasi studi pengenalan kampus 
(ospek) yang diselenggarakan oleh Universitas 45 Surabaya di Surabaya - Jawa Timur 12-13 September 2014

150 Sosialisasi pada kegiatan lomba inovasi model pembelajaran antikorupsi sejak usia dini yang 
diselenggarakan oleh Himpunan Pendidik Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) 
di Palembang - Sumatera Selatan 

23-24 September 2014

151 Sosialisasi pada kegiatan pemutaran film "Sahabat Pemberani”dalam rangka memberikan pendidikan 
antikorupsi melalui media dan sosialisasi pencegahan korupsi sejak usia dini yang diselenggarakan 
oleh Yayasan Rukun Warga Ginawa Sentosa (YARGIS) di Blitar - Jawa Timur 

27-29 September 2014

152 Sosialisasi pada kegiatan seminar dan musyawarah kerja nasional dengan tema "Komite 
Integritas;Inisiatif Selaraskan Combiner Assurance dan Talent Management”yang diselenggarakan oleh 
Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) di Yogyakarta - DIY 

18-19 September 2014

153 Sosialisasi pada kegiatan nasional dengan tema “Urgensi Pendidikan Antikorupsi”dalam membangun 
Karakter Bangsa yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta 1 November 2014

154 Sosialisasi pada acara kompetisi jurnalistik pelajar yang diselenggarakan oleh Fakultas Bisnis 
Universitas Kristen Duta Wacana dengan tema “Generasi Muda Indonesia : Antikorupsi' di Yogyakarta 
- DIY 

4 November 2014

155 Sosialisasi pada kegiatan pelatihan “Saya Perempuan Antikorupsi”yang diselenggarakan oleh 
Komunitas Perempuan Bogor dan AIPJ di Bogor - Jawa Barat 27-29 Oktober 2014

156 Sosialisasi pada kegiatan talskhow dengan tema “Character Building and Leadership Lifeskill Training: 
Inspirasi Muda untuk Indonesia”yang diselenggarakan oleh Indonesia Student Unite 2014 di Cibubur - 
Jakarta Timur 

31 Oktober 2014

157 Sosialisasi pada kegiatan Seminar dengan tema "Peran Audit Forensik dalam mendukung 
pengungkapan korupsi di Indonesia”yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sanata 
Dharma di Yogyakarta - DIY 

21-22 November 2014

158 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum Diklatsar Duta BPJS Kesehatan Gelombang II Tahun 2014 
dengan tema "Good Governance, Upaya Pencegahan dan Deteksi Dini Tindak Pidana Korupsi”di Jakarta 20-21 November 2014

159 Sosialisasi pada kegiatan seminar nasional pengembangan mahasiswa dengan tema “Kempimpinan 
Nasional”yang diselenggarakan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta di Yogyakarta 5-6 November 2014

160 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum dengan tema “generasi Antikorupsi”yang diselenggarakan oleh 
Institute Teknologi Indonesia 12 November 2014
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161 Sosialisasi pada kegiatan forum mahasiswa kesehatan peduli UU tenaga kesehatan dan anggaran 
kesehatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas 
Kedokteran dan Kesehatan Univeritas Muhammadiyah Jakarta di Ciputat 

18 November 2014

162 Sosialisasi pada kegiatan gerakan remaja antikorupsi yang diselenggarakan oleh Future leader for anti 
Corruption (FLAC) dengan tema “Youth Have a great power to eradicate corruption”di Depok - Jawa Barat 15 November 2014

163 Sosialisasi pada kegiatan workshop pembekalan beasiswa bagi jurnalis dengan tema “Tren Kasus 
Korupsi di Indonesia”yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen di Bogor - Jawa Barat 1 November 2014

164 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum mata kuliah kemiskinan dan pembangunan ekonomi uang 
diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti di Jakarta 26 November 2014

165 Melakukan kurasi karya film Anti Corruption Film Festival tahun 2014 yang diselenggarakan oleh KPK 
bekerja sama dengan MSI di Jakarta 22-23 November 2014

166 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers dengan tema “Efektivitas UU No. 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perpsektif Komisi Pemberantasan Korupsi”yang 
diselenggarakan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Bandung 

21-22 November 2014

167 Sosialisasi pada kegiatan seminar pendidikan antikorupsi bagi pelajar dan pendidik di Kota Pekan 
Baru dengan tema "Upaya Dini dalam mencegah tindak pidana korupsi di Provinsi Riau yang 
diselenggarakan oleh Politik Riau.Com di PekanBaru 

1-2 Desember 2014

168 Sosialisasi pada kegiatan Seminar dan Talkshow Inspirasi Muda Indonesia dengan tema “Masa Depan 
Indonesia di Tangan Anak Muda”yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang di Malang - 
Jawa Timur 

29 November - 1 
Desember 2014

169 Sosialisasi pada kegiatan seminar pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta 27-28 November 2014

170 Sosialisasi pada kegiatan dialog dan sosialisasi pemutaran film di Kab Berau yang diselenggarakan 
oleh NCW dalam rangka sosialisasi tentang membangun etos kerja yang bersih, jujur dan bertanggung 
jawab di Balikpapan 

8-10 Oktober 2014

171 Sosialisasi pada kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Negeri 12 
Depok dengan tema “Team Work Antikorupsi”di Depok - Jawa Barat 15 Oktober 2014

172 Narasumber pada Program New Home Sweet Home di Kompas TV mengenai 8 fungsi keluarga dan 
nilai- nilai keluarga mengenai kejujuran 11 Oktober 2014

173 Sosialisasi pada kegiatan Seminar Mahasiswa 2014 dengan tema “Create Business Free Form 
Corruption”yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Eksistensi Universitas Udayana 
di Bali 

17-19 Oktober 2014

174 Sosialisasi pada acara FGD Pengembangan Kurikulum Pendidikan AntiKorupsi untuk Pendidikan Tinggi 
yang diselenggarakan oleh UNODC di Jakarta 7 Oktober 2014

175 Sosialisasi pada kegiatan seminar Pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandung di Bandung 22-23 September 2014

176 Sosialisasi pada kegiatan Training for Trainers pada Program gerakan “Perempuan melawan 
Korupsi”yang diselenggarakan oleh AIPJ di Sumbawa 12-16 Oktober 2014

177 Sosialisasi pada kegiatan kuliah tamu/ stadium general yang diselenggarakan oleh ITB dengan tema 
“Pendidikan Antikorupsi”di Bandung - Jawa Barat 1 Oktober 2014

178 Sosialisasi pada program pengabdian masyarakat fakultas ekonomi universitas negeri jakarta dengan 
tema “Memberdayakan Peran Perempuan sebagai kader masyarakat Antikorupsi”di Jakarta 10 Oktober 2014

179 Sosialisasi pada kegiatan Seminar nasional Pendidikan Antikorupsi bagi pemuda, pelajar dan 
mahasiswa se Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang diselenggarakan oleh LSM Forum 
Masyarakat Pemantau APBD dan APBN di Jambi 

29-31 Oktober 2014

180 Sosialisasi pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Broadcasting Management Angkatan V yang 
diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan LPP RRI dengan 
tema “Upaya Percepatan dan Pemberantasan Korupsi”di Jakarta 

21 Oktober 2014

181 Sosialisasi pada kegiatan Post Training of Trainers “Saya Perempuan Antikorupsi”yang diselenggarakan 
oleh AIPJ di Makassar 20-21 Oktober 2014

182 Sosialisasi pada kegiatan nasional dengan tema “Urgensi Pendidikan Antikorupsi”dalam membangun 
Karakter Bangsa yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta 1 November 2014

183 Sosialisasi pada acara kompetisi jurnalistik pelajar yang diselenggarakan oleh Fakultas Bisnis 
Universitas Kristen Duta Wacana dengan tema “Generasi Muda Indonesia: Antikorupsi' di Yogyakarta - 
DIY 

4 November 2014

184 Sosialisasi pada kegiatan pelatihan “Saya Perempuan Antikorupsi”yang diselenggarakan oleh 
Komunitas Perempuan Bogor dan AIPJ di Bogor 27-29 Oktober 2014

185 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers gerakan perempuan melawan korupsi yang 
diselenggarakan oleh AIPJ sebagai rangkaian program “Saya Perempuan Antikorupsi”di Yogyakarta 2-6 November 2014

No. Nama Kegiatan Waktu

186 Sosialisasi pada kegiatan talskhow dengan tema “Character Building and Leadership Lifeskill Training: 
Inspirasi Muda untuk Indonesia”yang diselenggarakan oleh Indonesia Student Unite 2014 di Cibubur - 
Jakarta Timur 

31 Oktober 2014

187 Sosialisasi pada kegiatan Seminar dengan tema "Peran Audit Forensik dalam mendukung 
pengungkapan korupsi di Indonesia”yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sanata 
Dharma di Yogyakarta - DIY 

21-22 November 2014

188 Sosialisasi pada kegiatan seminar nasional pengembangan mahasiswa dengan tema “Kepemimpinan 
Nasional”yang diselenggarakan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta di Yogyakarta 5-6 November 2014

189 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum dengan tema “generasi Antikorupsi”yang diselenggarakan oleh 
Institute Teknologi Indonesia di Tangerang 12 November 2014

190 Sosialisasi pada kegiatan forum mahassiswa kesehatan peduli UU tenaga kesehatan dan anggaran 
kesehatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas 
Kedokteran dan Kesehatan Univeritas Muhammadiyah Jakarta di Ciputat 

18 November 2014

191 Sosialisasi pada kegiatan gerakan remaja antikorupsi yang diselenggarakan oleh Future leader for anti 
Corruption(FLAC) dengan tema “Youth Have a great power to eradicate Corruption”di Depok 15 November 2014

192 Sosialisasi pada kegiatan workshop pembekalan beasiswa bagi jurnalis dengan tema “Tren Kasus 
Korupsi di Indonesia”yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen di Bogor 1 November 2014

193 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum mata kuliah kemiskinan dan pembangunan ekonomi uang 
diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti di Jakarta 26 November 2014

194 Sosialisasi pada kegiatan Training of Trainers dengan tema “Efektivitas UU No. 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perpsektif Komisi Pemberantasan Korupsi”yang 
diselenggarakan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Bandung 

21-22 November 2014

195 Sosialisasi pada kegiatan seminar pendidikan antikorupsi bagi pelajar dan pendidik di Kota Pekan 
Baru dengan tema "Upaya Dini dalam mencegah tindak pidana korupsi di Provinsi Riau yang 
diselenggarakan oleh Politik Riau.Com 

1-2 Desember 2014

196 Sosialisasi pada kegiatan Seminar dan Talkshow Inspirasi Muda Indonesia dengan tema “Masa Depan 
Indonesia di Tangan Anak Muda”yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang 

29 November - 1 
Desember 2014

197 Sosialisasi pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (PPAK) dengan tema “Berdiri, 
Mengabdi, Berjanji Hadapi Korupsi “yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas 
Suryakancana Cianjur di Cianjur 

18 November 2014

198 Sosialisasi pada kegiatan seminar pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta 27-28 November 2014

199 Sosialisasi pada kegiatan Pendidikan Antikorupsi SLTA se - Provinsi Banten yang diselenggarakan 
oleh LSM Galaksi Banten melalui tema “Melalui Pendidikan AntiKorupsi kita tingkatkan kejujuran dan 
pengawasan di lingkungan sekolah di Serang - Banten 

23 Desember 2014

200 Sosialisasi pada kursus orientasi majelis pembimbing gugus depan dan ranting se kabupaten Lebak 
yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lebak di Sajira - Banten 23 Desember 2014

201 Sosialisasi pada kegiatan pertemuan nasional harm reduction 2014 dengan tema “Mencegah Korupsi 
dalam Program penanggulangan napza”yang diseleggarakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indonesia di Jakarta 

20 Desember 2014

202 Sosialisasi pada kegiatan seminar dengan tema “Pertahankan Pasuruan Tetap Bersih dari 
Korupsi”dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi sedunia yang diselenggarakan oleh LSM 
Keluarga Antikorupsi Indonesia di Pasuruan - Jawa Timur 

9-10 Desember 2014

203 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum II dengan tema “Peran Pemuda dalam membangun karakter 
dan mental yang baik untuk melawan korupsi”yang diselenggarakan oleh Politeknik Pos Indonesia di 
Bandung - Jawa Barat 

22-23 Desember 2014

204 Sosialisasi pada kegiatan temu inklusi difabel dengan tema “Inklusi dari Desa”; Menggalang Apresiasi, 
Menggas Inovasi, Membangun Misi yang diselenggarakan oleh Australia Indonesia Partnership for 
Justice di Yogyakarta 

20-21 Desember 2014

205 Sosialisasi pada kegiatan Wisuda Sarjana Strata 1 Sekolah Tinggi Hukum Garut dengan tema 
"Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam menuwujudkan negara Indonesia 
sebagai negara bebas korupsi di Garut- Jawa Barat 

5-6 Desember 2014

206 Sosialisasi pada kegiatan Kursus Pembinaan Profesi Insinyur yang diselenggarakan oleh Badan 
Kejujuran Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia dengan tema "Pendidikan Antikorupsi”di 
Jakarta 

18 Desember 2014

207 Sosialisasi pada kegiatan accounting gathering dan seminar himpunan mahasiswa akuntasi dengan 
tema “Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”yang diselenggarakan oleh 
Politeknik Pos Indonesia di Bandung - Jawa Barat 

19 Desember 2014

208 Sosialisasi pada kegiatan pelantikan dialog publik pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 17-18 Desember 2014

PENDIDIKAN, SOSIALISASI,
DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI
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No. Nama Kegiatan Waktu

209 Memberikan orasi ilmiah dengan tema "Pendidikan Antikorupsi”dalam rangka Dies Natalis Universitas 
Pasundan ke 54 13 Desember 2014

210 Sosialisasi pada kegiatan seminar/dialog mengenai supremasi penegak hukum dalam tindak pidana 
korupsi yang diselenggarakan oleh Universitas Bung Karno di Jakarta 6 Desember 2014

211 Sosialisasi pada kegiatan seminar nasional dengan tema “Generasi Muda Pelopor Antikorupsi”yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surakarta di Solo - Jawa Tengah 12-13 Desember 2014

212 Sosialisasi pada seminar pendidikan Antikorupsi sejak dini yang diselenggarakan oleh Himpunan 
Mahasiswa dan Pemda Simalungun Universitas Sumatera Utara di Simalungun - Sumatera Utara 12-13 Desember 2014

213 Sosialisasi pada kegiatan Ilmu Komunikasi Expo 2014 dengan tema "Komunikasi Politik dan Budaya 
AntiKorupsi di Indonesia' yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Kristen Indonesia di Jakarta 

4 Desember 2014

IMPLEMENTASI INTEGRITAS

PENYUSUNAN MODUL PENDIDIKAN INTEGRITAS 

MONITORING HASIL PELATIHAN 

No. Nama Kegiatan Waktu

1 Implementasi pendampingan kepada para relawan dalam rangka Program Pencegahan Korupsi 
berbasis keluarga di Kelurahan Prenggan Yogyakarta - DI Yogyakarta 25-28 September 2014

No. Nama Kegiatan Waktu

1 Penyusunan dan pembuatan produk- produk kampanye serta suplemen modul (video) dalam rangka 
pembuatan media kampanye pembangunan budaya Antikorupsi berbasis keluarga di Kota Yogyakarta 21-24 Oktober 2014

2 Kordinasi dalam rangka pelaksanaan konsep tes produk komunikasi untuk program pencegahan 
korupsi berbasis keluarga di wilayah Kelurahan Prenggan, Kota Gede dsb 13-14 November 2014

3 Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Budaya Antikorupsi (PBAK) bagi mahasiswa Poltekes Kemenkes 
dengan tema "Pencegahan Dini Korupsi di lingkungan mahasiswa" di Bandung - Jawa Barat 24-25 Maret 2014

4 Rapat kerja persiapan ToT dan penyusunan materi pendidikan Antikorupsi tahun 2014 oleh Direktorat 
Jenderal Perguruan Tinggi di Jakarta 7-8 Maret 2014

5 Penyusunan Draft bahan ajar pendidikan dan budaya antikorupsi (PBAK) bagi mahasiswa di lingkungan 
kementerian kesehatan RI di Bandung 16 April 2014

6 Penyusunan modul budaya antikorupsi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Aparatur Badan PPSDM 
Kementerian Kesehatan RI di Jakarta 10 April 2014

7 Memberikan Pengarahan dalam penyusunan modul ajar pada kegiatan diklat prajabatan golongan I/II 
dan Golongan III bagi pegawai di lingkungan lembaga administrasi negara di Jakarta 7 April 2014

8 Pertemuan dengan Poltekes Kementerian Kesehatan dalam rangka pembahasan Draft Bahan Ajar 
Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan 
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Bandung 

2-3 April 2014

9 Finalisasi penyusunan naskah Modul Diklat Prajabatan oleh Lembaga Administrasi Negara RI di 
Jakarta 22-23 Juli 2014

No. Nama Kegiatan Waktu

1 Pendampingan dan evaluasi program pembangunan budaya Antikorupsi berbasis keluarga (Monitoring 
dan Evaluasi) di Kota Yogyakarta 21-24 Oktober 2014

2 Program pendampingan relawan pada sekolah antikorupsi sebagai salah satu rangkaian program 
pencegahan korupsi berbasis keluarga di Kota Yogyakarta 

31 Oktober - 2 November 
2014

3 Pendampingan dan evaluasi pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga dalam bentuk 
sekolah relawaqn pencegahan korupsi berbasis keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta 

28 November - 1 
Desember 2014

4 Monitoring dan evaluasi pendidikan Antikorupsi perguruan tinggi tahun 2012 dari Dirjen Pendidikan 
Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta 

28 Februari - 1 Maret 
2014

PENDIDIKAN, SOSIALISASI,
DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

No. Nama Kegiatan Waktu

1 Diklat bendahara pengeluaran (DTSS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan di Bogor - 
Jawa Barat 24 Januari 2014

2 Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran (DTSS) di lingkungan di Kementerian Lingkungan 
Hidup TA 2014 di Cipayung - Jawa Barat 24 Januari 2014

3 Pelatihan bagi para calom pegawai PT.PLN (persero) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan 
Ajudan Jenderal Kodiklat TNI AD di Lembang - Jawa Barat 27-28 Januari 2014

4 Pendidikan dan pelatihan manajemen bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta 
-DKI Jakarta 22 Januari 2014

5 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD Golongan III, Golongan II dan Golongan I Tahun 2014 di 
Lubuk Linggau - Sumatera Selatan 12-15 Februari 2014

6 Diklat Prajabatan CPNSD Kota Lubuklinggau - Sumatera Selatan 5-8 Maret 2014

7 Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Lalu Lintas Lembaga 
Pendidikan Polri di Serpong - Banten 7 Februari 2014

8 Pendidikan dan Pelatihan Managemen Penyelenggaraan Diklat bagi pegawai di lingkungan 
Kementerian Keuangan RI di Jakarta 4 Februari 2014

9 Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran (DTSS) yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Keuangan RI di Bogor - Jawa Barat 3 Februari 2014

10 Diklat Prajabatan golongan II dan Golongan III angkatan I dengan tema yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Perdagangan RI di Bogor - Jawa Barat 13 Maret 2014

11 Diklat bendahara pengeluaran (DTSS) kelas kerjasama diklat di lingkungan dirjen planologi kehutanan 
kementerian kehutanan RI TA 2014 yang diselenggarakan oleh Kemeterian Keuangan RI di Bogor - 
Jawa Barat 

14 Maret 2014

12 Diklat prajabatan golongan III di lingkungan Kementerian Perindustrian RI dengan tema “Percepatan 
pemberantasan korupsi”di Jakarta 25 Maret 2014

13 Diklat dasar tingkata II perbendaharaan (DTSD) angkatan III, IV dan V bagi pegawai Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA 2014 28 Maret 2014

14 Diklat Pejabat pembuat komitmen (DTSS) kelas kerjasama diklat angkatan II bagi pegawai 
Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2014 dari Badan Diklat Kementerian Keuangan RI 4 Maret 2014

15 Diklat prajabatan golongan I - II yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI 18 Maret 2014

16 Diklat prajabatan golongan II dan golongan III reguler yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum 21 Maret 2014

17 Pendidikan dan pelatihan pejabat pembuat komitmen (DTSS) kelas reguler angkatan II bagi pegawai 
Dirjen Bea dan Cukai 13 Maret 2014

18 Diklat Teknis Substantif Spesialis ( DTSS) Manajemen Penagihan Angkatan I tahun anggaran 2014 14 Maret 2014

19 Diklat (Master of Training) dengan tema budaya antikorupsi yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Kesehatan RI di Bandung - Jawa Barat 13 Maret 2014

20 Diklat prajabatan golongan II angkatan I dan II tahun 2014 bagi CPNS Kementerian Kesehatan RI di 
Jakarta 15 April 2014

21 Diklat Pengembangan diri dan peningkatan integritas PNS angkatan I di lingkungan Kementerian 
Agama tahun 2014 di Ciputat 15 April 2014

22 Diklat Prajabatan Golongan II di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan tema “Percepatan 
Pemberantasan Korupsi”di Jakarta 22 April 2014

23 Pendidikan pelatihan kepemimpinan ( DiklatPim) Tingkat II angkatan XXXIX kelas A tahun 2014 yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara di Jakarta 24 April 2014

24 Diklat prajabatan golongan II di lingkungan Kementerian Kesehatan RI dengan tema “Percepatan 
Pemberantasan korupsi”di Bogor 29 April 2014

25 Diklat legal drafting peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta 4 April 2014

26 Diklat Kuasa Pengguna Anggaran (DTSS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI di 
Yogyakarta 3-4 April 2014

27 Diklat prajabatan golongan III angkatan II yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI di 
Sawangan Bogor 14 April 2014

28 Diklat Prajabatan Golongan III Tahun 2014 kerjasama antara Sekretariat Utama PPATK dengan Balai 
Diklat Pekerjaan Umum Wilayah II Bandung di Bandung 20-30 April 2014

29 Diklat Prajabatan CPNS Badan Narkotika Nasional Golongan III dan II TA 2014 di Bogor 21 April 2014

30 Diklat prajabatan golongan II TA 2014 yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan Malang di Malang 23-25 April 2014
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31 Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III bagi CPNS di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) di Bogor 5 April 2014

32 Diklat Bendahara Pengeluaran (DTSS) kelas kerjasama diklat di lingkungan Kementerian Komunikasi 
Dan Informatika TA 2014 yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada 
Kementerian Keuangan RI di Bogor 

16 April 2014

33 Diklat Prajabatan Golongan III, Angkatan I, II dan III yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional di Bogor - Jawa Barat 28 Mei 2014

34 Diklat Prajabatan Golongan II TA 2014 yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan Malang 18-20 Mei 2014

35 Diklat Bendahara Pengeluaran (DTSS) kelas kerjasama diklat di lingkungan Dirjen Industri Kecil dan 
Menengah Kementerian Perindustrian TA 2014 di Bogor 13 Mei 2014

36 Diklat prajabatan golongan III angkatan III dan angkatan IV yang diselenggarakan oleh Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan di Bogor 13 Mei 2014

37 Pendidikan dan pelatihan kekarantinaan bagi petugas kantor kesehatan pelabuhan angkatan XI yang 
diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan di 
Jakarta 

7 Mei 2014

38 Diklat Prajabatan Golongan III bagi CPNS di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di 
Bogor 2 Mei 2014

39 Pelatihan jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat ahli yang diselenggarakan oleh Balai 
Pelatihan Kesehatan Cikarang 28 Mei 2014

40 Diklat bendahara pengeluaran (DTSS) yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan 
Perbendaharaan di Bogor 23 Mei 2014

41 Diklat Kepemimpinan Tingkat III angkatan XLII tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga 
Administrasi pada Kementerian Agama RI di Ciputat 23 Mei 2014

42 Diklat kepemimpinan tingkat III badan statistik ke XXXI tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Badan 
Pusat Statistik di Jakarta 20 Mei 2014

43 Diklat prajabatan CPNS Badan Narkotika Nasional golongan III dan II TA 2014 di Sukabumi 20 Mei 2014

44 Diklat Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) bidang jalan dan jembatan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat 
Kementerian Pekerjaan Umum RI di Palembang 10-11 Mei 2014

45 Diklat komisaris bahasa inggris intermediate yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Polri 
Sekolah Bahasa 6 Mei 2014

46 Diklat pada kegiatan diklat prajabatan CPNS Badan Narkotika Nasional Golongan III dan Golongan II 
Tahun Anggaran 2014 yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional di Bogor 23 Juni 2014

47 Diklat pada kegiatan diklar prajabatan golongan III angkatan II yang diselenggarakan oleh Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta 6 Juni 2014

48 Diklatpada kegiatan Diklat Pejabat Pembuat Komitmen (DTSS) bagi pegawai Kementerian Keuangan 
TA 2014 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan 
pada Kementerian Keuangan RI di Malang 

11-13 Juni 2014

49 Diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (DiklatPim) yang 
diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan di 
Jakarta 

25 Juni 2014

50 Diklatpada kegiatan diklat fungsional pertahanan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Kementerian Pertahanan RI di Jakarta 25 Juni 2014

51 Diklatpada kegiatan diklat prajabatan golongan III dan golongan II yang diselenggarakan oleh Balai 
Pelatihan Kesehatan Cikarang 23 Juni 2014

52 Diklat pada kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III Reguler yang diselenggarakan oleh Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta 20 Juni 2014

53 Diklat Jabatan Fungsional Perjenjangan Bidan Terampil ke Bidan Ahli yang diselenggarakan oleh BPP 
SDM Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang di Bekasi 10 Juni 2014

54 Diklat pada kegiatan pelatihan dan pendidikan polisi perairan dan Dikbangspes Brigadir Dasar Pol Air 
TA 2014 dengan tema “Pendidikan Budaya Antikorupsi”di Jakarta 4 Juni 2014

55 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DiklatPim) Tingkat II angkatan XL kelas B tahun 2014 yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI di Jakarta 16 Juli 2014

56 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III angkatan V 
bagi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI yang 
diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 

11 Juli 2014

PENDIDIKAN, SOSIALISASI,
DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI
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57 Memenuhi undagan sebagai narasumber pada kegiatan diklat prajabatan golongan III angkatan V 
bagi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang 
diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 

11 Juli 2014

58 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan diklat prajabatan golongan II TA 2014 yang 
diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang 2-4 Juli 2014

59 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 
angkatan 5 dan 6 dengan tema “Integritas”yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Tenaga 
Kependidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 

15 Agustus 2014

60 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
Tingkat III Angkatan 3 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan pada 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

18 Agustus 2014

61 Memenuhi undangan sebagai narasumber mata Diklat Integritas Kegiatan Diklat Kepemimpinan 
Tingkat IV Pola baru di PKP2A LAN dan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diselenggarakan oleh 
Lembaga Administrasi Negara 

20-23 Agustus 2014

62 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan diseminasi model pengintegrasian 
pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan yang diselenggarakan 
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 

27 Agustus 2014

63 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan kuliah umum mengenai pendidikan 
Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal bagi siswa PT. PLN 
(Persero) dan PT. Pertamina (Persero) 

25-26 Agustus 2014

64 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan diklat kepemimpinan tingkat IV angkatan 
7,8 dan 9 tahap 1 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Tenaga Kependudukan pada 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui mata diklat “Integritas' 

29 Agustus 2014

65 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Angkatan 9,10,11 dan 12 yang diselenggarakan oleh 
Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di 
Bogor - Jawa Barat 

4 Oktober 2014

66 Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik Sekolah Staff Dinas Luar Negeri yang diselenggarakan oleh 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI dengan tema “Upaya Pencegahan Tindak 
Pidana Korupsi “di Lingkungan Kementerian Dalam kaitan Good Governance di Indonesia di Depok - 
Jawa Barat 

28 Oktober 2014

67 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Golongan 
III dengan tema “Integritas dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah”yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 

27 Oktober 2014

68 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan Diklat Bendahara Pengeluaran (DTSS) kelas 
kerjasama diklat angkatan VI dengan tema “Pemberantasan Korupsi dan Penyelesaian Kerugian 
Negara”

29 Oktober 2014

69 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan 
golongan III yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan tema 
“Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”

4 November 2014
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SOSIALISASI ANTIKORUPSI PADA DUNIA USAHA 
No. Nama Kegiatan Waktu

1 Sosialisasi pada kegiatan rapat kerja PT.Timah (Persero) Tbk 7-8 Januari 2014

2 Sosialisasi pada kegiatan In House Training bagi karyawan Penta Ocean dengan tema “Pemahaman 
Antikorupsi” di Jakarta 11 Januari 2014

3 Sosialisasi pada kegiatan kursus pembinaan profesi Persatuan Insinyur Indonesia 23 Januari 2014

4 Sosialisasi pada rangkaian Program Tali Asuh Medco Foundation dalam rangka penguatan pelaksanan 
Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Purwakarta - Jawa Barat 8 Februari 2014

5 Sosialisasi di Pertamina dalam rangka meningkatkan wawasan dan awareness terhadap semua vendor 
di PT. Pertamina EP mengenai etika bisnis dan tindakan pencegahan KKN di Jakarta 20 Februari 2014

6 Sosialisasi pada kegiatan classroom dan unit operasi dan daerah untuk kegiatan on the job training yang 
diselenggarakan oleh PT. Pertamina di Jakarta 20 Maret 2014

7 Sosialisasi pada acara pelepasan gathering Pertamina dengan organisasi kepemudaaan nasional 
dengan tema “Pemimpin Masa Depan : Menjunjung Good Governance” yang akan diselenggarakan oleh 
pertamina di Jakarta 

12 Maret 2014

8 Sosialisasi pada peluncuran program compliance perusahaan dalam bentuk program pameran yang 
diselenggarakan oleh Boehringer Ingelheim di Bogor 6-7 Mei 2014

9 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan workshop Awareness Good Corporate 
Governance oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 10 Juni 2014

10 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan experience learning talkshow yang 
diselenggarakan oleh PT. Astra Internasional 19 Juni 2014

11 Sosialisasi change agent sharing forum 2014 yang diselenggarakan oleh PT. Bank Mandiri dalam rangka 
mendukung terimplementasinya nilai-nilai utama perusahaan di Jakarta 22 September 2014

12 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan Rapat Kerja Wilayah Dewan Pengurus 
Wilayah Jawa Timur Serikat Karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan tema “Sosialisasi 
Upaya Pencegahan Korupsi” 

24-24 September 2014

13 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan Program Scalling Positive Impact : 
Establishing Libraries and Publishing Children's Books with partner In Indonesia yang diselenggarakan 
oleh Provisi Education 

13-16 Oktober 2014

14 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan Rapat Kerja Nasional yang ke-5 Dewan 
Pengurus Pusat Serikat Karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia TBK dengan tema “Strategi 
Pencegahan Korupsi BUMN Berintegritas” yang diselenggarakan oleh DPP Serikat Karyawan PT. 
Telekomunikasi Indonesia TBK 

7-8 Oktober 2014

15 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada program Radio Marketeers Industry Insight Live 
Show terkait dengan upata pencegahan korupsi melalui kampanye sosial yang diselenggarakan oleh 
Marketeers Club Community Net Radio 

7 November 2014

16 Memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan pelatihan pengembangan budaya antikorupsi 
di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI yang diselenggarakan Markplus inc 10 November 2014

17 Sosialisasi pada kegiatan kuliah umum mengenai pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh 
Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal bagi siswa PT. Pertamina ( persero) di Bandung - Jawa Barat 4-5 September 2014

18 Sosialisasi pada kegiatan kursus pembinaan profesi insinyur (KPPI) dengan tema “Pendidikan 
Antikorupsi” yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia di Jakarta 25 September 2014

19 Sosialisasi pada kegiatan Pelatihan KesamaPT.aan Officer Development Program (ODP) PT. Bank 
Negara Indonesia (persero) dengan tema “Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” di 
Lembang - Jawa Barat 

22-23 Oktober 2014

20 Sosialisasi pada kegiatan Launcing PIHC Whistle Blowing System yang diselenggarakan oleh PT. Pupuk 
Indonesia di Jakarta 18 Desember 2014

21 Sosialisasi pada kegiatan pelatihan pegawai baru PT. PLN ( Persero) yang diselenggarakan oleh 
Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal dengan tema “Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi“ di Lembang 

17-18 Desember 2014

PENDIDIKAN, SOSIALISASI,
DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI

PENGEMBANGAN JARINGAN
DAN KERJA SAMA
KERJA SAMA STRATEGIS NASIONAL

No. Nama Kegiatan Waktu

1 Monitoring dan evaluasi dari implementasi Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Pengukuhan 
Percepatan Kawasan Hutan 20-21 Januari 2014

2 Pembaruan naskah Perjanjian Kerjasama tentang Perekaman Persidangan Tipikor dengan 33 
Universitas 2 Januari 2014

3 Pertemuan/Workshop dengan 11 (sebelas) Penyedia Jasa Telekomunikasi (PJT) yang ada di Indonesia 
terkait pembahasan kerja sama penyediaan informasi data 1 Januari 2014

4 Reviu Pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHAP 27 Januari 2014

5 Peresmian Pusat Kajian Anti Korupsi, PASAK Unrika, Batam 29 Januari 2014

Diklat Prajabatan CPNSD Kota Lubuklinggau - Sumatera Selatan 5-8 Maret 2014

6 Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Muslim Indonesia tentang Perekaman Persidangan 12 Maret 2014

7 Penguatan Jaringan Kerja di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan implementasi NKB, Minerba, 
dan IMH 12-14 Maret 2014

8 Workshop Aplikasi Persidangan Korupsi (APIK) dengan 34 team rekam sidang dari 24 Kampus di 
seluruh Indonesia, dalam rangka mendokumentasikan hasil perekaman persidangan kasus korupsi 
yang dilakukan di 33 Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia

26-28 Maret 2014

9 Penguatan jaringan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan implementasi NKB, Minerba, 
dan IMH 24-28 Maret 2014

10 Penguatan jaringan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan implementasi NKB, Minerba, 
dan IMH 31 Maret-4 April 2014

11 Perjanjian Kerjas Sama (PKS) KPK-Axis, KPK-Smartfren, KPK-Fren, KPK-HCPT, KPK-Bakrie, 
Pembaruan Naskah PKS KPK-XL Maret 2014

12 Pertemuan KPK dan Ditjen Imigrasi-Kemenkumham terkait reviu kerja sama pertukaran informasi 
data 17 April 2014

13 Adendum nota kesepahaman antara Kemenkeu dan KPK tentang Kerjasama dalam Upaya 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya 22 April 2014

14 Penguatan Jaringan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan implementasi NKB, Minerba, 
dan IMH 16-17 April 2014

15 Pertemuan Teknis KPK-Telkomsel terkait implementasi kerja sama 23 April 2014

16 Penguatan jaringan kerja di Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan implementasi NKB, Minerba, 
dan IMH 28 April-1 Mei 2014

17 Rapat koordinasi dengan BPN Provinsi Jawa Barat, Bali, dan Lombok April, September, 
Oktober 2014

18 Penguatan jaringan kerja di Provinsi Jambi terkait dengan implementasi NKB, Minerba dan IMH 5-9 Mei 2014

19 Penguatan jaringan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan berupa FGD bersama simpul IMH dan NKB 12-14 Mei 2014

20 Workshop MLA bersama Central Authority, Ditjen HIOP-Kumham RI 12-14 Mei 2014

21 Penguatan kerja sama dan lunch meeting bersama Dirjen Imigrasi beserta jajaran 14 Mei 2014

22 Penguatan jaringan kerja di Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan implementasi NKB, Minerba, 
dan IMH 19-23 Mei 2014

23 Workshop KPK- Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) dalam rangka 
pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi 4 Juni 2014

24 Penguatan jaringan kerja di Provinsi Maluku Utara terkait dengan implementasi NKB, Minerba, dan 
IMH 8-11 Juni 2014

25 Penguatan jaringan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan implementasi NKB, Minerba, 
dan IMH 17-21 Juni 2014

26 Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Publikasi Lokal Universitas dengan Universitas Gajah 
Mada (UGM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 18 Juni 2014

27 Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Publikasi Lokal Universitas dengan Universitas 
Diponegoro, Universitas Soegija Pranata, dan Universitas Negeri Semarang 1 Juni 2014

28 Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KPK dan Lembaga Penyiaran Publik Radio 
Republik Indonesia (LPP RRI) 1 Juni 2014

29 Pertemuan teknis pembahasan implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) KPK-BKN 1 Juni 2014

30 Penguatan jaringan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan terkait implementasi NKB, Minerba, dan IMH 24-28 Juni 2014

31 Koordinasi teknis dengan Ditjen AHU terkait pemberlakuan sistem baru AHU online 8 Juli 2014
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No. Nama Kegiatan Waktu

32 Implementasi kerjasama terkait dengan Harmonisasi Perundangan 11 Juli 2014

33 Implementasi kegiatan berupa pertemuan teknis bersama Ditjen AHU, Ikatan Notaris Indonesia, dan 
PNRI 14 Juli 2014

34 Implementasi kegiatan berupa koordinasi persiapan peluncuran Anotasi KUHAP 17-18 Juli 2014

35 Implementasi kegiatan berupa koordinasi penyusunan draf laporan evaluasi pelaksanaan Strakom 
PBAK di K/L tahun 2013 24-25 Juli 2014

36 Peresmian Pusat Kajian Anti Korupsi PUSTAPAKO UNS, Solo 14 Agustus 2014

37 Penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Sebelas Maret tentang Upaya Pencegahan 
Tindak Pidana Korupsi 14 Agustus 2014

38 Implementasi kegiatan berupa paparan progres pengukuhan kawasan hutan oleh Ditjen Planologi 
Kehutanan 15 Agustus 2014

39 Implementasi kegiatan berupa monitoring dan evaluasi terhadap implementasi renaksi NKB 
percepatan pengukuhan kawasan hutan, korsup atas pengelolaan pertambangan mineral dan 
batubara di Kepri

17-20 Agustus 2014

40 Implementasi kegiatan berupa monitoring dan evaluasi Implementasi NKB B 18, Percepatan 
Pengukuhan Kawasan Hutan 25-26 Agustus 2014

41 Perjanjian kerja sama tentang Pemanfaatan Publikasi Lokal KPK dengan Universitas Hasanuddin 29 Agustus 2014

42 Kegiatan anotasi KUHAP/KUHP bekerja sama dengan Universitas yang tergabung dalam kerjasama 
perekaman persidangan Tipikor di 6 Kota (Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Palembang, Makassar, 
dan Bali). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh pimpinan KPK dan membuka ruang diskusi bagi publik 
untuk menagih komitmen anggota legislatif dalam kaitannya dengan pembaruan legislasi nasional 
yang mendukung kebutuhan pemberantasan korupsi.

September-Oktober 2014

43 Implementasi kegiatan berupa meeting NKB dengan 12 kementerian/lembaga 4 September 2014

44 Pertemuan dengan perbankan dalam rangka apresiasi atas dukungan dalam pemberantasan korupsi 10 September 2014

45 Pertemuan dengan PPATK dalam rangka evaluasi pertukaran informasi dan data 30 September 2014

46 Rapat koordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia September 2014

47 Menerima kunjungan dari Standard and Poor dan Kunjungan Fitch Rating dalam rangka diskusi 
mengukur kemudahan berinvestasi di Indonesia 1 September 2014

48 Implementasi kegiatan berupa koordinasi tindak lanjut hasil verifikasi implementasi NKB B18 4 September 2014

49 Menerima kunjungan dari NCCC Thailand yang belajar mengenai penuntutan kasus korupsi di 
Indonesia, yang dilakukan oleh Jaksa KPK dan aturan-aturan yang ada. 09 September 2014

50 Implementasi kegiatan pada acara sosilaisasi transparansi industri, ekstraktif pelaksanaan EITI di 
Indonesia untuk pemerintahan daerah wilayah Kalimantan, perusahaan masyarakat sipil, dan media 11 September 2014

51 Implementasi kegiatan berupa koordinasi kegiatan FGD degan jarigan kerja di Manado dan temu 
ilmiah nasional kongres XII Himpsi 11-13 September 2014

52 Implementasi kegiatan berupa pada seminar Komisi Informasi se-Indonesia dengan tema 
“Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dan Penciptaan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik”

12-13 September 2014

53 Implementasi kegiatan berupa kick off meeting harmonisasi perundangan terkait sumber daya alam. 19 September 2014

54 Implementasi kegiatan terkait penyelesaian hak atas tanah, masyarakat adat yang berada dalam 
kawasan hutan, koordinasi dengan BPN Kanwil Manokwari, Wakil Bupati Manokwari serta SKPD 
terkait

6-10 Oktober 2014

55 Implementasi kegiatan bersama UKP4 melakukan diseminasi dan tinjauan lokasi terkait penyelesaian 
penguasaan tanah masyarakat adat yang berada di kawasan hutan Kalimantan Tengah, koordinasi 
dengan Bupati Barsel, SKPD terkait serta BPN Kabupaten dan Badan Redd

20-23 Oktober 2014

56 Implementasi nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial di 6 kota (Makassar, Semarang, Surabaya, 
Mataram, Samarinda, Medan)

24 Oktober-14 November 
2014

57 Workshop Eksaminasi dengan partner kerja sama Universitas Negeri Sumatera Utara, Universitas 
Khairun Ternate, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Universitas Riau Kepulauan Kepulauan 
Riau, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Mulawarman Samarinda dan Universitas 
Muhammadiyah Kendari

1 Oktober 2014

58 Implementasi kegiatan Semiloka Setahun NKB, berupa penyampaian progres rencana aksi per 
kementerian/lembaga serta masukan dan usulan atas penyelesaian masalah-masalah di kawasan 
hutan Indonesia

10-12 November 2014

PENGEMBANGAN JARINGAN
DAN KERJA SAMA

No. Nama Kegiatan Waktu

59 Workshop Penyusunan Modul untuk Komunitas. Tujuan dari kegiatan FGD ini adalah menghasilkan 
pedoman pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk Korupsi dan pemberantasannya serta 
menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

18 November 2014

60 Implementasi kegiatan evaluasi rekam sidang Tipikor 25-26 November 2014

61 Implementasi kegiatan berupa penyelenggaraan KNPK dengan tema “Peningkatan Transparansi dan 
Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Korupsi” 2 Desember 2014

62 Implementasi kegiatan berupa pembahasan hasil dan komitmen pencegahan korupsi di bidang 
minerba, bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-
Indonesiam, serta FGD dengan CSO terkait advokasi masalah reklamasi Benoa dan kasus penetapan 
kawasan hutan di Aceh

2-4 Desember 2014

63 Implementasi kegiatan berupa pelaksanaan Inkuiri Nasional Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya 
di kawasan hutan 16-17 Desember 2014

64 Pertemuan teknis pembahasan perjanjian kerja saman (PKS) KPK-Garuda Indonesia Q2, Q3, Q4 2014

KERJA SAMA STRATEGIS INTERNASIONAL
No. Nama Kegiatan Tanggal Lokasi

1 Kunjungan Anti-Corruption Kuwait dalam rangka benchmark dan capacity building 
mengenai “Human Resources Management, Anti Corruption Education & Public Campaign, 
Asset Disclosure dan Whistle Blowing Systems” 

24-25 Februari 2014 KPK

2 APEC Workshop, 3rd Senior Officials Meeting and Related Meetings-Asia Pacific Economic 
Cooperation 18-21 Februari 2014 Beijing

3 Menghadiri Pertemuan “2nd Annual Meeting Economic Crime Agencies Network (ECAN)”, 
yakni forum penegak hukum (delapan) lembaga terkait penanganan kasus korupsi, 
yaitu:
• City of London Police-Inggris
• Corrupt Practices Investigation Bureau-Singapura
• European Anti-Fraud Office (OLAF)-Uni Eropa
• Federal Bureau of Investigation-Amerika
• Malaysian Anti-Corruption Commision-Malaysia
• Serious Fraud Office-New Zealand
• Serious Fraud Office-Inggris 
• Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK

19-20 Februari 2014 Singapura

4 Kunjungan Direktur Kantor Pengembangan Penegakan Hukum Luar Negeri, Bantuan 
dan Pelatihan-OPDAT pada Departemen Kehakiman Amerika Serikat terkait Potensi 
Kerjasama dan Program Pemberantasan Korupsi dengan KPK

6 Maret 2014 KPK

5 Implementasi kegiatan kerja sama terkait “Review and Comparing Asset Disclosure” 
antara KPK dan GIV Vietnam 10-14 Maret 2014 KPK

6 Implementasi kerja sama berupa kunjungan dari Yale University ke KPK dalam rangka 
mempelajari mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia 14 Maret 2014 KPK

7 Courtesy Meeting dengan FBI dan Jaksa AS terkait sharing knowledge pemberantasan 
korupsi di AS 20 Maret 2014 KPK

8 Menerima kunjungan delegasi MACC Malaysia, untuk belajar mengenai Pencegahan 
Korupsi dan Membangun Sistem Pengaduan Masyarakat di KPK. 20-21 Maret 2014 KPK

9 Implementasi Nota Kesepahaman dengan Attorney General’s Department (AGD) Australia Maret, Agustus, & 
Oktober 2014

Semarang dan 
Lombok 

10 Kunjungan Duta Besar Amerika Serikat dalam rangka perkenalan dan pembahasan 
potensi kerja sama dalam pemberantasan korupsi 11 April 2014 KPK

11 Kunjungan delegasi Kementerian Kehakiman Jepang ke KPK dalam rangka 
memaparkan dan mendiskusikan seputar situasi, tantangan dan langkah-langkah 
penguatan kerja sama tentang investigasi kejahatan keuangan dan ekonomi di Indonesia

21 April 2014 KPK

12 Kunjungan U.S. Under Secretary of State for Civilian Security, Democracy and Human 
Rights dalam rangka perkenalan dan membahas potensi kerja sama dengan KPK 06 Mei 2014 KPK

13 Kunjungan 12 negara Timur Tengah dan Afrika berupa implementasi kerja sama dalam 
hal Technical Cooperation Program on Good Governance 19 Mei 2014 KPK

14 Implementasi kerja sama antara Universitas Andalas dan KPK terkait International 
Conference 4-7 Juni 2014 Universitas 

Andalas

15 Menghadiri “10th Secretariat Meeting Of SEAPAC” 24-27 Juni 2014 Laos
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16 Implementasi kerja sama antara KPK dengan UNAFEI 2 Juli 2014 KPK

17 Implementasi kegiatan APEC ACT WG & ACT NET 21-14 Juli 2014

18 Partisipasi aktif di forum APG Annual Meeting & Technical Assistance 01 Agustus 2014 Macau

19 Implementasi kerja sama antara KPK dengan ACRC Korea berupa Coordination and 
Cooperation Committee yang rutin diselenggarakan tiap tahun 16-22 Agustus 2014 ACRC, Korea

20 Partisipasi Aktif dalam Forum G20- Anti Corruption Working Group (ACWG) 26-28 Februari 
2014,

Juni 2014,
16-17 Oktober 2014

Sydney-Australia, 
Roma-Italia, dan 
Paris-Perancis

21 Partisipasi aktif dalam Forum internasional ADB OECD 2-5 September 2014 Kamboja

22 Mini workshop antikorupsi dengan Kedutaan Inggris 1 September 2014  Jakarta

23 Regional Meeting on Curbing Foreign Bribery and MLA 1 September 2014 Kamboja

24 Menghadiri APEC Workshop 22-25 Sep 2014 Thailand

26 Rapat koordinasi dengan Kedutaan Jepang dan Korea terkait UU Tipikor dan 
pencegahan korupsi 01 Oktober 2014 KPK

25 Narasumber dalam workshop negara anggota “Colombo Plan” dengan topik diskusi 
“Restoring Legal Order and Corruption Eradication”. Peserta “Colombo Plan” ini diikuti 
oleh perwakilan dari 12 negara, yaitu Sri Lanka, Laos, Bhutan, Nepal, Bangladesh, 
Pakistan, Mongolia, Afghanistan, Fiji, Iran, Myanmar serta Indonesia

27 Oktober 2014

27 Implementasi kerja sama antara KPK dengan CAC Timor Leste berupa study visit 
personil CAC Timor Leste terkait dengan pencegahan, pendidikan, dan kesekjenan 14-30 Oktober 2014 KPK

28 Penandatangan MoU antara KPK dengan CAC Timor Leste terkait pencegahan dan 
pemberantasan korupsi serta penguatan kelembagaan 31 Oktober 2014 Rupat Pleno 

Lantai 3

29 Pertemuan dan diskusi dengan Financial Service Volunteer Corps 4 November 2014

30 Workshop Indonesian Netherland Legal Update terkait legal sistem antikorupsi di 
Indonesia

20-21 November 
2014 Belanda

31 Implementasi kerjasama berupa menghadiri undangan “10th Annual SEAPAC Meeting” 30 Nov-3 Des 2014 MACC, Malaysia

32 Implementasi kegiatan berupa menyepakati kemitraan dengan UNDP dalam program 
Justice Reform, dengan beneficiary Makhamah Agung. KPK diminta membantu dalam 
program trigger mechanism perbaikan sistem HRD, case management serta training & 
development dan koordinasi supervisi di MA.

16 Desember 2014 KPK

33 Menghadiri OECD Working Group on Bribery Meeting 8-12 Desember 
2014 Paris

PENGADAAN BARANG DAN JASA

REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
REKAP SELURUH UNIT KERJA

NO JENIS BELANJA JUMLAH 
PAKET

PERKIRAAN DANA/HPS 
(Rp)

HASIL PENGADAAN
(Rp)

PENGHEMATAN
(Rp)

1 Belanja Barang 245 83.701.487.682,55 75.114.545.586,00 8.586.942.096,55

2 Belanja Modal 67 35.179.928.123,00 30.636.772.710,50 4.543.155.412,50

 Jumlah 312  118.881.415.805,55  105.751.318.296,50  13.130.097.509,05 

REKAP SETJEN

NO JENIS BELANJA JUMLAH 
PAKET

PERKIRAAN DANA/HPS 
(Rp)

HASIL PENGADAAN
(Rp)

PENGHEMATAN
(Rp)

1 Belanja Barang 108 49.808.638.781,00 45.165.105.250,00 4.643.533.531,00

2 Belanja Modal 22 4.474.100.585,00 3.885.126.785,50 588.973.799,50

 Jumlah 130  54.282.739.366,00  49.050.232.035,50  5.232.507.330,50 

REKAP DEPUTI INDA

NO JENIS BELANJA JUMLAH 
PAKET

PERKIRAAN DANA/HPS 
(Rp)

HASIL PENGADAAN
(Rp)

PENGHEMATAN
(Rp)

1 Belanja Barang 72 20.471.139.101,55 17.715.915.638,00 2.755.223.463,55

2 Belanja Modal 43 30.590.193.538,00 26.660.995.925,00 3.929.197.613,00

 Jumlah 115  51.061.332.639,55  44.376.911.563,00  6.684.421.076,55 

REKAP DEPUTI PIPM

NO JENIS BELANJA JUMLAH 
PAKET

PERKIRAAN DANA/HPS 
(Rp)

HASIL PENGADAAN
(Rp)

PENGHEMATAN
(Rp)

1 Belanja Barang 2 182.035.000,00 174.085.000,00 7.950.000,00

2 Belanja Modal 0  -00  -00 0,00

 Jumlah 2  182.035.000,00  174.085.000,00  7.950.000,00 

REKAP DEPUTI PENCEGAHAN

NO JENIS BELANJA JUMLAH 
PAKET

PERKIRAAN DANA/HPS 
(Rp)

HASIL PENGADAAN
(Rp)

PENGHEMATAN
(Rp)

1 Belanja Barang 54 10.119.704.800,00 9.223.738.248,00 895.966.552,00

2 Belanja Modal 2 115.634.000,00 90.650.000,00 24.984.000,00

 Jumlah 56  10.235.338.800,00  9.314.388.248,00  920.950.552,00 

REKAP DEPUTI PENINDAKAN

NO JENIS BELANJA JUMLAH 
PAKET

PERKIRAAN DANA/HPS 
(Rp)

HASIL PENGADAAN
(Rp)

PENGHEMATAN
(Rp)

1 Belanja Barang 9 3.119.970.000,00 2.835.701.450,00 284.268.550,00

2 Belanja Modal 0  -00  -00 0,00

 Jumlah 9  3.119.970.000,00  2.835.701.450,00  284.268.550,00 

PENGEMBANGAN JARINGAN
DAN KERJA SAMA
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PENGAWASAN INTERNAL

NO. KEGIATAN DESKRIPSI

1 Koordinasi dengan Penegak 
Hukum terkait Penyalahgunaan 
Nama Lembaga KPK

Selama 2014, telah ditindaklanjuti delapan laporan pengaduan masyarakat terkait oknum 
yang mengaku pegawai KPK yang diduga melakukan pelanggaran hukum dengan 
berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat. Selain itu, KPK juga menindaklanjuti 
empat laporan pengaduan terkait organisasi/personel yang mengaku mitra KPK dengan 
memberikan penjelasan kepada pelapor. 

2 Integritas Kelembagaan KPK Sebagai upaya untuk menjaga organisasi dan pegawai KPK tetap berintegritas, maka 
diperlukan kegiatan penegakan etika sebagai wujud prinsip zero tollerance terhadap 
pelanggaran etika. Kegiatan penegakan etika dilakukan melalui rangkaian pemeriksaan 
terhadap dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan kedisiplinan yang dilakukan oleh 
pegawai KPK. Diharapkan dengan kegiatan penegakan etika ini dapat menimbulkan efek 
jera dan meneguhkan komitmen bahwa KPK tidak mengakomodasi pelanggaran terhadap 
kode etik dan kedisiplinan pegawai yang telah disepakati oleh organisasi. 

Pada kurun waktu 2014, terdapat dua kasus pelanggaran berat yang telah dilakukan 
pemeriksaan dan telah terdapat keputusan berupa sanksi pemberhentian tidak dengan 
hormat. Jumlah kasus pelanggaran berat ini menurun satu kasus dibandingkan dengan 
tahun 2013.

Nilai integritas organisasi KPK juga tercermin dalam komitmen KPK menerapkan reformasi 
birokrasi yang telah menjadi agenda nasional. Dalam hal ini KPK melakukan Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Dari hasil PMPRB diperoleh hasil 
bahwa tingkat penerapan reformasi birokrasi di KPK dengan interpretasi istimewa.

3 Audit dan Reviu Pada 2014, KPK berupaya melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan 
melalui kegiatan audit dan reviu. Hal ini dapat dilihat dengan capaian penilaian LAKIP KPK 
sebesar 80.46 atau kategori A. Hasil ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. 
Hasil audit keuangan BPK terhadap KPK mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Adapun kegiatan audit dan reviu yang telah dilakukan KPK adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan reviu pengelolaan tahanan KPK
b. Kegiatan reviu sistem akuntabilitas kinerja KPK
c. Kegiatan reviu laporan keuangan semester 1 dan 2
d. Kegiatan reviu RKA 2015
e. Kegiatan audit dengan tujuan tertentu Belanja Modal KPK
f. Kegiatan reviu pelaksanaan rekam sidang 

4 Pengembangan Sistem 
Pengawasan Internal KPK

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penerapan Sistem Pengendalian Intern KPK (SPIK) 
dan melakukan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Etika 
(SIMPATIK) yang merupakan sistem pengaduan internal yang dikelola oleh Direktorat 
Pengawasan Internal KPK. Adapun alamat pengaduan internal KPK (SIMPATIK) adalah: 
https://simpatik.kpk.go.id dan email: simpatik@kpk.go.id. 

Partisipasi masyarakat luas turut dilibatkan dalam sistem pengaduan internal ini dalam 
rangka menguatkan fungsi pengawasan oleh masyarakat. Diharapkan dengan adanya 
kegiatan ini dapat memperkuat pengendalian internal KPK dan memperkuat integritas 
lembaga KPK.

5 Sistem Manajemen Risiko KPK berupaya untuk mendorong terbangunnya sistem manajemen risiko. Upaya tersebut 
dilakukan melalui ditetapkannya Kebijakan Pengelolaan Risiko pada Direktorat Pengawasan 
Internal. Di samping itu, pada tahun 2014 ini juga dilakukan asesmen pengelolaan manajemen 
risiko (risk maturity level) di lingkungan KPK.

6 Konsultasi Dalam upaya memberikan nilai tambah bagi organisasi, KPK menjalankan fungsi konsultasi. 
Konsultasi dilakukan terhadap pegawai KPK maupun unit kerja yang membutuhkan saran 
dan rekomendasi. Selama tahun 2014, KPK memberikan 25 konsultasi kepada pegawai dan 
unit kerja KPK termasuk pimpinan KPK.

7 Survei Efektivitas Pengawasan 
Internal.

Kegiatan ini merupakan quality assurance and improvement program (QAIP) bagi Direktorat 
Pengawasan Internal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapat feedback dari 
direktorat/biro lain terkait pelayanan Pengawasan Internal berupa kegiatan pengawasan 
internal dan rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja lain dalam upaya membantu 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas business process.

Survei efektivitas pengawasan internal dilakukan dengan menyebarkan kuesioner respon 
unit kerja kepada auditee (unit kerja yang diaudit) setelah selesai kegiatan audit/reviu. Dari 
kuesioner yang telah disampaikan kepada auditee diperoleh hasil nilai indeks efektivitas 
pengawasan internal Direktorat Pengawasan Internal sebesar 3.8 dari nilai maksimal 5. 

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

NO. KEGIATAN PENJELASAN

1 Pengembangan Teknologi Informasi 1. Implementasi Disaster Recovery Center, dengan menyewa Disaster Recovery Center 
pada salah satu penyedia jasa, sesuai dengan hasil dari Recovery Strategy Teknologi 
Informasi yang telah disusun di tahun 2013, yang bertujuan agar layanan teknologi 
informasi dapat berkelanjutan secara terus menerus. 

2. Peningkatan fitur media komunikasi, melalui:
- IP Phone: kemampuan untuk menampilkan real time video penerima telephone 

pada layar IP-Tel.
- Fasilitas chatting: digunakan untuk komunikasi internal melalui komputer.
- Fasilitas web meeting: digunakan untuk konferensi video secara online.

3. Penambahan kapasitas bandwidth, backbone jaringan TI gedung KPK, Gedung 
Tipikor dan Gedung Kementrian BUMN.

4. Penambahan perangkat komputer yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai.

2 Pengembangan Sistem Informasi 1. Pengembangan sistem untuk layanan Helpdesk – IT Service Management, bertujuan 
agar layanan IT dapat dilakukan dengan akurat, cepat dan informasi selalu update 
antara user dengan Helpdesk IT, juga database masalah dan solusi bisa tersimpan 
secara terpusat.

2. Pengembangan Software Site Recovery Manager, guna mendukung implementasi 
Disaster Recovery Center.

3. Implementasi Software Business Intelligence, sebagai salah satu tools untuk 
memberikan solusi dalam melakukan analisis data dan informasi.

4. Implementasi Enterprise Service Bus, untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi 
yang dimiliki oleh KPK agar dapat saling terhubung (dapat melakukan komunikasi). 

5. Pengembangan aplikasi Case Management Administration System, aplikasi 
Perencanaan dan Keuangan, aplikasi Pengadaan, aplikasi Biro Hukum, aplikasi Anti 
Corruption Clearing House, dan aplikasi Penelitian dan Pengembangan.

3 Lain-lain 1. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pemberian informasi mengenai 
kegiatan maupun tugas pokok dan fungsi KPK mulai dilakukan melalui media 
Radio Streaming dan TV Streaming. Direktorat PINDA membantu dalam hal teknis 
pelaksanaan, layanan helpdesk dan penyediaan dana untuk sewa web hosting kanal 
Radio streaming dan TV streaming.

2. Penyusunan Enterprise Architecture (EA) yang bertujuan untuk memberikan 
gambaran bagaimana teknologi informasi mendukung tugas pokok dan fungsi KPK. 
EA terbagi kedalam 5 area, yaitu: bisnis, data, aplikasi, teknologi dan arsitektur yang 
terintegrasi.

3. Penyusunan perencanaan Infrastruktur IT untuk gedung baru KPK sesuai dengan IT 
Blue Print 2013- 2015 dan kebutuhan ril.

4. Penyusunan laporan Pengolahan Data Tersangka KPK, memberi gambaran profil 
koruptor yang telah menjadi tersangka KPK dari tahun 2004-2014.

5. Pemeliharaan perangkat teknologi informasi yang dimiliki oleh KPK.
6. Pemeliharaan Aplikasi yang sudah berjalan, yaitu: aplikasi LHKPN, aplikasi 

DUMAS, aplikasi Human Resources Information System (HRIS), website KPK, aplikasi 
Keuangan, aplikasi Database Management System (DMS), dan aplikasi Pengadaan.



Halaman ini sengaja dikosnngkan
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